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ABSTRAK

Judul . Status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali
dalam perspektif magasid Taha ‘Abd al-Rahman.
Penulis : Aspandi
Promotor : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A.
Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Minoritas muslim, Magasid,

Taha ‘Abd al-Rahman.

Praktik perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali relatif banyak
ditemukan. Persoalan tersebut menarik dikaji, terlebih berkaitan dengan statusnya.
Problematika status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali menarik dikaji
dengan perspektif magasid Taha °Abd al-Rahman. Disertasi ini secara khusus
menguraikan tiga pokok permasalahan yang meliputi: 1. Bagaimanakah praktik
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain
di Bali?. 2. Bagaimanakah status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali?. 3. Bagaimanakah perspektif magasid Taha
‘Abd al-Rahman terhadap problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali?.

Pengumpulan data kualitatif dalam disertasi ini melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi atas praktik perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali. Disertasi ini menggunakan pendekatan filosofis usul
al-figh untuk mengetahui status darurah perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali. Disertasi ini juga menggunakan
pendekatan filosofis magasid al-shari’az untuk melihat problematika status perkawinan
beda agama dan elaborasi aplikatifnya bagi minoritas muslim di Bali.

Disertasi ini menghasilkan temuan-temuan, meliputi: 1) Praktik perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali melibatkan pemeluk agama Hindu. Praktik perkawinan
ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dari salah satu pihak. Praktik perkawinan
ini berimplikasi pada perpindahan agama salah satu pihak. 2) Status perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan pemeluk Hindu dengan proses akad
berdasarkan ketentuan Islam maupun Hindu pada saat akad, kemudian salah satu pihak
kembali kepada agamanya pertama tidak dapat memenuhi status darurah. Hal itu
berimplikasi pada eksistensi kebolehan yang bersifat kontinuitas menjalankan keharaman.
3) Problematika status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan
pemeluk agama Hindu dalam perspektif magasid Taha ‘Abd Al-Rahman direspon dengan
multi nilai maqasid, berupa maslahah yang berdimensi materialisme, rasionalisme, dan
moralisme dari praktik perkawinan tersebut.

Penelitian ini mendukung pandangan beberapa ulama terkait kasus isteri yang
memeluk Islam, sedangkan suaminya memeluk agama lain, dengan tetap menyandang
hak dan kewajiban rumah tangga secara total. Penelitian ini juga menguatkan dan
mendukung konsepsi magasid Taha ‘Abd Al-Rahman dengan model dan klasifikasi nilai-
nilai magasid baru “al-giyam al-akhlagiyyah” yang meliputi al-masalih al-hayawiyyah,
al-masalih al-‘aqliyyah, dan al-masalih al-ruhiyyah sebagai metodologi baru dalam
merespon problematika hukum Islam kontemporer.



ABSTRACT

Title : The status of interfaith marriage for moslem minorities in Bali
by using the perspective magasid Taha Abd al-Rahman
Author : Aspandi
Supervisor : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A.
Keywords . Interfaith Marriages, Moslem minorities, Magasid,

Taha ‘Abd al-Rahman.

The practice of Interfaith marriage for moslem minorities in Bali is relatively
common. This is interesting to be investigated. Furthermore, it is crucial to consider the
marital status. Marital status problems of the interfaith marriage for moslem minorities in
Bali is also alluring to be investigated by using the perspective magasid Taha ‘Abd al-
Rahman. This dissertation specifically investigated three issues covered: 1. Howis the
practice of interfaith marriage for moslem minorities in Bali? 2. How is the status of
interfaith marriage for moslem minorities in Bali? 3. How is the perspective magasid
Taha ‘Abd al-Rahman for the problems status of interfaith marriage for moslem
minorities in Bali?

The data collection techniques of this qualitative dissertation were through
observation, interviews and documentation on various problematic of interfaith marriage
for moslem minarities in Bali. The dissertation uses a philosophical usul al-figh approach
to find out the status darurah of interfaith marriage for moslem minorities in Bali. This
dissertation also uses a philosophical magasid al-shari’a/ approach to get problems with
different religious marital status and application elaborations for moslem minorities in
Bali.

As the result of the research, this dissertation showed the result in findings,
incuding: 1) The practice of interfaith marriage among Muslim minorities in Bali
involves Hindus. This marriage practice is carried out based on the religious provisions of
one party. This marriage practice has implications for one party's religious conversion. 2)
The status of interfaith marriages involving Muslim minorities and Hindus in Bali which
is carried out according to Islamic and Hindu provisions at the time of the contract, then
one of the parties returns to their first religion unable to fulfill the status of darurah. This
has implications for the existence of permissibility which is continuity in carrying out
prohibitions. 3) The problem status of interfaith marriage for moslem minorities in Bali
which involve Hindus by using the perspective of magasid Taha ‘Abd Al-Rahman is
responded with a multi-value magasid, in the form of maslahah with dimensions of
materialism, rationalism, and moralism of the practice of marriage.

This research supports the views of several scholars regarding the case of a wife
who embraces Islam, while her husband embraces another religion, while still bearing the
rights and obligations of the household in total. This research also strengthens and
supports the concept of magasid Taha ‘Abd al-Rahman with the new model and
classification of magasid values " al-giyam al-akhlagiyyah " which includes al-masalih
al-hayawiyyah, al-masalih al-‘agliyyah, and al-masalinh al-ruhiyyah as a new
methodology in responding to the problems of contemporary Islamic law.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi sulit dan kondisi darurat relatif dialami oleh kelompok minoritas
dan mayoritas muslim di berbagai tempat. Situasi dan kondisi tersebut seringkali
menjadikan dinamika kehidupan setiap muslim berbenturan dengan fikih.!
Kelompok mayoritas muslim relatif tidak mengalami kendala ketika
mengaplikasikan fikih dalam realitas kehidupan.? Hal tersebut berbeda dengan
kelompok minoritas yang mengalami kesulitan-kesulitan mendasar dan berbagai
kendala ketika harus menerapkan fikih sebagaimana yang diaplikasikan oleh

mayoritas muslim pada umumnya.

! Kata fikih digunakan oleh al-Qur’an dan Hadis dalam berbagai bentuk yang mengacu pada
makna pemahaman, pengertian, dan memperoleh pengetahuan agama secara umum. Misalnya,
dalam Q.S. al-Nisa ayat 78, Q.S. al-‘An’am ayat 25, Q.S. al-Taubah ayat 122. Lihat Muhammad
Abu Zahrah, Usul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 2010), 6-7. Sementara itu, secara
terminologi, fikih menunjukkan dua hal. Pertama, mengetahui hukum-hukum syariat yang
berhubungan dengan perbuatan dan ucapan mukallaf yang digali dari dalil-dalilnya yang
terperinci, yaitu nas al-Qur’an, Hadis, Ijma’ dan Ijtihad. Misalnya, mengetahui kewajiban niat
dalam wudlu yang digali dari hadis Nabi saw yang berbunyi " <l Jue¥! Wi ", Kedua, hukum-
hukum syariat itu sendiri. Seperti, hukum wudlu, hukum shalat, hukum jual beli, hukum
perkawinan, dan lainnya. Dengan demikian, mengkaji fikih dapat berarti mengkaji hukum-hukum
fikih yang ada dalam karya kitab-kitab fikih para fugaha. Lihat Musthofa al-Khin, Al-Fighu al-
Manhajiyu ‘Ala Madhab al-lmam al-Shafi i (Beirut: Dar al-Qalam, 1992), 7-8.

2 Ada tiga faktor yang dapat dijadikan dasar bahwa masyarakat mayoritas muslim relatif tidak
mengalami kendala mengaplikasikan fikih dalam realitas kehidupan; pertama, kehadiran dan
perkembangan fikih merupakan jawaban dan respon atas realitas yang dihadapi masyarakat
mayoritas muslim; kedua, masyarakat mayoritas muslim relatif memiliki world view yang sama
terhadap syari’ah, sehingga konflik socio-ethic cenderung minimalis; dan ketiga, adanya vertical-
clash antara pemerintah dan masyarakat mayoritas muslim, serta sangat minimnya horizontal-
clash antara masyarakat mayoritas muslim dan minoritas non-muslim. Lihat, Ahmad Imam
Mawardi, Figh al-Aqgalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan
(Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), 3.



Status minoritas muslim tidak hanya merujuk kepada jumlah komunitas
muslim yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah seluruh populasi
penduduk tempat mereka tinggal.® Akan tetapi, status minoritas juga berkaitan
dengan berbagai aspek seperti; sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum,* maupun
aspek lain yang berdimensi teologis. Bagi kelompok minoritas muslim, realitas
minoritas sangat berdampak pada psikologis dan perilaku dalam berbagai aspek
kehidupan sehari-hari terhadap aplikasi fikih.

Muslim di Bali merupakan entitas minoritas.> Dalam menjalankan ajaran
agama, muslim di Bali menghadapi berbagai persoalan fikih yang kompleks
akibat perbedaan ruang, waktu dan budaya. Hal tersebut menjadi persoalan serius

berkaitan dengan realitas sebagai kelompok minoritas dan keyakinan sebagai

3 M. Ali Kettani memberikan pemahaman minoritas muslim sebagai “bagian penduduk yang
berbeda karena beragama Islam dan mendapatkan perlakuan yang berbeda” karena eksistensinya
sebagai bagian yang sedikit di antara mayoritas penduduk. Pemahaman tersebut digambarkan oleh
Kettani pada problem minoritas muslim di Eropa, Uni Soviet, Cina, India, Afrika, Amerika, Asia
Pasifik, dan lainnya. Lihat, M. Ali Kettani, Muslim Minorities in the World Today, terjemah oleh
Zarkowi Suyuti dengan judul Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2005), 1-3.

4 Dalam aspek budaya, kelompok minoritas memiliki kecenderungan yang berbeda dengan
kelompok mayoritas, seperti dalam hal etnis, agama, bahasa, adat, dan sejarah. Dalam aspek
ekonomi, kelompok minoritas memiliki beberapa ciri yang dapat menjadikan faktor terjadinya
diskriminasi, seperti; perbedaan jumlah penghasilan, pembagian tanah dan properti yang kurang
adil, minimnya akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatan dalam kegiatan
ekonomi yang rendah. Adapun dalam aspek politik, minoritas memiliki berbagai hambatan dan
kesulitan seperti; sulit mendapatkan akses dalam pelayanan masyarakat (civil service), perekrutan
di bidang militer, kepolisian, hak memilih, hak berorganisasi politik dan persamaan hak dalam
perlindungan hukum. Lihat, Ted Robert Gurr, The Status of Minorities at Risk: Inequalities and
Discrimination, dalam Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts (Washington:
Institut of Peace Press, 1993), 38-40.

> Bila dilihat dari besaran agama yang dianut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)
Provinsi Bali tahun 2018, prosentase jumlah pemeluk agama Hindu mencapai 83,5%. Penduduk
beragama Buddha sebesar (0,54%), pemeluk agama Islam mencapai (13,37%), pemeluk agama
Kristen Protestan sebesar (1,66%), pemeluk Katolik sekitar (0,88%), dan pemeluk Kong Hu Cu
berkisar (0,01%), serta Aliran Kepercayaan lainnya (0,01%) dari total penduduk yang mencapai
4,29 juta jiwa. Agama Islam menjadi kelompok minoritas diseluruh kabupaten dan kota di Bali.
Adi Nugroho, Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali 2018 (BPS
Provinsi Bali, 2018), 1.



muslim yang berada di wilayah berbeda dengan mayoritas muslim lainnya, tempat
fikih diaplikasikan sebagaimana umumnya. Berbagai problem psikologis, sosial,
politik, hukum, dan budaya menjadi hambatan yang memungkinkan aplikasi fikih
minoritas muslim di Bali tidak secara utuh, sama persis format dan bentuknya
dengan apa yang diaplikasikan oleh kelompok mayoritas muslim pada umumnya.
Secara alamiah realitas minoritas tersebut memunculkan berbagai problematika
hukum baru, mengingat masyarakat mayoritas Bali tidak menerapkan asas-asas
Islam.

Dalam realitas kehidupan sebagai entitas minoritas, muslim di Bali
dihadapkan pada berbagai problematika kontemporer di antaranya dalam aspek
munakahat.® Salah satu problematika tersebut yaitu adanya realitas ‘perkawinan
beda agama’ perkawinan yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain. Perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali merupakan fakta dan realitas sosial.

Dalam konteks masyarakat yang plural, Bali merupakan wilayah dengan
penduduk multi agama. Pluralitas multi agama terwujud dalam banyaknya

pemeluk agama di Bali. Data sensus penduduk tahun 2018 menunjukkan bahwa

® Selain aspek munakahat, Muslim di Bali juga dihadapkan pada problematika kontemporer dalam
aspek ibadah, misalnya muslim Bali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang mengharuskan
mengganti ibadah shalat Jum’at dengan shalat Duhur ketika bertepatan perayaan Hari Raya Nyepi.
Selain itu, dalam aspek muamalah, muslim Bali juga banyak yang menghadiri acara ritual
keluarganya yang beragama Hindu dan mengikuti perayaan Hari Raya Hindu. Berbagai
problematika yang dihadapi oleh minoritas muslim di Bali tersebut, pada dasarnya tidak dapat
dipisahkan dari keberadaan budaya Bali yang kental dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran
agama Hindu. Akulturasi nilai ajaran Hindu kedalam budaya di Bali telah menjadi perilaku sosial
dalam kearifan lokal (local wisdom) yang menjelma menjadi sebuah adat sosial kemanusiaan.
Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2014), 6.



prosentase jumlah pemeluk agama Hindu mencapai 83,46 % dari 3,9 juta
penduduk. Pemeluk agama Islam mencapai 13,37 %, disusul Kristen Protestan
(1,66 %), Katolik (0,81 %), Budha (0,54 %), Kong Hu Cu berkisar (0,01 %), serta
Aliran Kepercayaan lainnya (0,01 %).” Oleh karena itu, perkawinan beda agama
di Bali sangat memungkinkan terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber informan Maksum
Amin, praktik perkawinan beda agama minoritas muslim dengan pemeluk agama
lain di Bali relatif banyak melibatkan pemeluk Hindu. Praktik perkawinan tersebut
relatif banyak ditemukan hampir diselurun wilayah dan kota di Bali. Praktik
perkawinan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam prosesnya, praktik
perkawinan beda agama tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat
dan agama salah satu pihak. Proses dan ketentuan tersebut juga berimplikasi pada
perpindahan agama bagi salah satu pihak.®

Dalam banyak kasus di Indonesia, resistensi terhadap praktik perkawinan
beda agama (perkawinan yang melibatkan muslim dengan pemeluk agama lain
seperti, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan pemeluk agama lainnya) masih
begitu besar. Umumnya dalam persoalan halal dan haramnya status perkawinan
tersebut. Resistensi larangan perkawinan beda agama tersebut sebagaimana
dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).° Larangan perkawinan beda

agama juga dinyatakan oleh Muhammadiyah dalam salah satu Fatwa Majelis

" Adi Nugroho, Provinsi Bali dalam Angka 2019 (BPS Provinsi Bali, 2019), 139.

8 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.

® Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Departemen
Agama, 2003), 169.



Tarjih Muhammadiyah.'® Larangan perkawinan beda agama juga dinyatakan oleh
Nahdlatul Ulama (NU). Dalam salah satu Keputusan Muktamar NU tahun 1962
dan Mu’tamar Tharigah Mu’tabarah tahun 1968 dinyatakan bahwa perkawinan
antara dua orang berlainan agama di Indonesia adalah tidak sah.! Secara normatif
yuridis, larangan perkawinan beda agama di Indonesia juga dinyatakan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI).1?

Perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali menjadi problematika berkaitan dengan status
hukumnya. Sebagian berpandangan bahwa situasi minoritas muslim di Bali dan
interaksi dengan pemeluk agama lain merupakan sesuatu yang bersifat darurat
‘darurah’®® dalam arti lain, kondisi yang dihadapi oleh minoritas muslim tersebut
tidak dapat dihindari. Interaksi dengan pemeluk agama lain dalam berbagai aspek
kehidupan sehari-hari menjadi sebuah keniscayaan dan realitas yang tidak dapat
dihindari. Implikasinya, perkawinan beda agama tersebut menjadi pilihan rasional
berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh minoritas muslim di Bali.

Menghadapi situasi sulit dan kondisi darurat terhadap perkawinan beda
agama, sebagian muslim di Bali pada dasarnya telah mengaplikasikan fikih

‘darurah’ (pemberlakuan hukum berdasarkan aspek dan kondisi darurat). Hal

10 Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah nomor 8 tentang Hukum Nikah Beda Agama, 2011.

1L TN PBNU, Ahkamul Fugaha (Surabaya: Khalista, 2011), 434.

12 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 2000), 28.

13 Darurah didefinisikan oleh Al-Jurjani dengan 4 géx ¥ Lo J3Ul atau W adae ¥ 8250 yang berarti
kebutuhan atau kesulitan yang tidak dapat dihindari. Lihat, ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-
Jurjani, Al-Ta ‘rifat, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1990), 180.



tersebut didasarkan pada pandangan bahwa minoritas muslim di Bali menjalani
realitas kehidupan di luar batas kelaziman. Namun demikian, sebagian lainnya
juga ada yang mengambil hal-hal mudah dari hukum fikih. Apakah hal tersebut
dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap shari’zh** atau mengikuti tatanan
realitas yang ada dan mengesampingkan aspek religiositas.

Dalam berbagai aspek kehidupan sebagai mukallaf, setiap muslim baik
sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas memiliki kewajiban menjadi
muttagin (orang yang taat) dalam menjalankan ketentuan shari’ah.® Ketentuan
tersebut telah mengatur dan memperhatikan seluruh aspek kehidupan; seperti
agidah, ibadah, muamalah, dan prinsip-prinsip moral. Demikian juga dengan
entitas minoritas muslim di Bali, memiliki kewajiban yang sama untuk tetap
menjaga dan menjalankan aktivitas kehidupan sesuai dengan ketentuan shari ah.
Muslim di Bali dituntut untuk berusaha dengan tetap memegang erat ajaran agama
dan menerapkan ketentuannya.

Problematika minoritas muslim di berbagai tempat telah menarik perhatian
berbagai kalangan fugaha. Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni misalnya, ketika

merespon problematika yang dihadapi oleh minoritas muslim yang tinggal di

14 Shari’ah dapat dimaknai sebagai kumpulan wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw. dan
diinternalisasikan dalam risalah yang diimplementasikan bersama misi kehidupan Nabi Saw.
Dengan kata lain, Shari’ah adalah al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn al-
Qayyim, shari’ah juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup yang memuat keadilan, kasih
sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Lihat, Jaser Auda, Magasid Shariah as Philosophy of
Islamic Law; A System Approach (Washington: International Institute of Islamic Though, 2008),
27.

15 Shari’ah merupakan unit yurisprudensi ‘Rabbani’ yang komprehensif dan berkaitan dengan
unsur-unsur penting manusia, menentukan model relasi antara Khalig dan makhluk, serta relasi
antar sesama makhluk, untuk menjamin kemaslahatan di dunia dan akhirat. Lihat, Saeed Ismael
Sieny, Manhaj al-Abhath al-Shar’iyyah; Usul al-Figh fi Khutuwat Tatbigiyyah (Madinah: al-
Mu’allif, 2007), 3.



negara-negara non-muslim dalam menghadapi situasi sulit dan kondisi darurat,
berpandangan pentingnya melakukan ijtihad secara terbatas. ljtihad tersebut
penting dilakukan untuk mendapatkan solusi hukum yang praktis dan mudah
diimplementasikan agar tetap dapat menjalanan ketentuan shari’ak sesuai kondisi
setempat.’® ljtinad dalam merespon kondisi darurah juga dibutuhkan bagi
minoritas muslim dalam rangka menjaga tetap terlaksananya kewajiban
menjalankan shari’ak, dengan tetap memperhatikan fokus utama terpusat pada
fitrah!” makhluk mukallaf.

Sebagai sekumpulan hukum shari’ah amaliah, bersifat ‘praktis’ yang
disimpulkan dari dalil-dalil terperinci, fikih dapat berkembang dengan realitas
situasi dan kondisi mukallaf yang berbeda. Untuk mewujudkan nilai-nilai magasid
al-shari’ah®® dengan pertimbangan aspek darurah, para fagih (ahli agama baik
dari kalangan akademisi, tokoh agama, dan bahkan orang awam) harus melakukan
studi komparasi dengan menimbang secara teliti antara maslahat (dampak positif)
dan mafsadat (dampak negatif). Bahkan, dalam perkara yang sama-sama memiliki
dampak negatif maka harus memilih yang dampak negatifnya terkecil. Langkah
tersebut perlu diambil dalam proses penetapan hukum Islam dengan benar-benar
memperhatikan kondisi dan situasi. Dengan demikian, fikih dapat memberikan

solusi (alternatif) yang relevan dan menghindarkan dari kesulitan dan kesusahan.

16 Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurak; Ma’alimuhu wa Dawabituhu (Kuwait:
Dar al-Igra’, 2011), 18.

17 Fitrah adalah kondisi mampu menimbang antara hajat kebahagiaan di dunia dengan hajat
kebahagiaan di akhirat. Lihat, Saeed Ismael Sieny, Manhaj al-Abhath al-Shar iyyah, 4.

18 Magasid al-shari’ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan atau maksud-maksud di balik hukum
yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur, Magasid al-
Shari“ah al-1slamiyyah (Ordon-Oman: Dar al-Nafa’is, 2001), 251.



Pemberlakuan hukum atas problematika minoritas muslim di berbagai
wilayah dengan pendekatan darurah pada dasarnya telah dilakukan oleh berbagai
kalangan. Dalam kumpulan fatwa The European Council for Fatwa and Research
misalnya, dengan mengakomodir berbagai pendapat para fugaha Kklasik
menghasilkan keputusan haram bagi seorang perempuan muslimah di negara-
negara Barat dinikahi oleh laki-laki non muslim. Namun demikian, dengan
pertimbangan kondisi dan situasi khusus yang dihadapi oleh perempuan muslimah
di negara-negara barat, sebagian fugaha menyatakan bahwa isteri tetap
menyandang hak dan kewajiban rumah tangga secara total dalam kasus isteri yang
memeluk Islam, sedangkan suaminya masih tetap dalam agamanya (non
muslim).t®

Untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia baik
dalam kondisi darurah serta menetapkan hukum-hukumnya, dibutuhkan
pemahaman kandungan pokok magqasid dari setiap hukum tersebut. Konsiderasi
magqasid al-shari’a2 dalam pemberlakuan hukum Islam pada dasarnya telah
digunakan oleh para fugaha, sebagai respon atas problematika kontemporer.
Konsepsi magasid al-shari’a/ tradisional dengan Klasifikasi nilai tiga ‘tingkatan
keniscayaan’ (level of necessity), yaitu keniscayaan (daruriyyat), kebutuhan
(hajiyyat), dan kelengkapan (tahsiniyyat) dinilai hanya bernuansa protection
(‘penjagaan’) dan preservation (“pelestarian’).?® Ketiga Klasifikasi nilai magasid

tersebut juga dinlai tidak mampu menjangkau berbagai problematika

19 Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurah; Ma’alimuhu wa Dawabituhu, 139-144.
20 Jaser Auda, Maqasid al-Shari’ak as Philosophy of Islmaic Law, 36.



kontemporer, termasuk problematika status perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain diberbagai tempat.

Rekonsiderasi maqgasid al-shari’ak sebagai dasar dalam pemberlakuan
hukum Islam juga telah dilakukan oleh berbagai kalangan. Salah satu teoretikus
kontemporer yang menaruh concern pada reformasi konsep maqasid al-shari’ak
tradisional yaitu Taha ‘Abd al-Rahman.?® Dalam pandangannya, ijtinad yang
didasarkan pada prinsip magasid al-shari’az merupakan sebuah keniscayaan.
Sementara itu, Klasifikasi nilai magasid model tradisional dinilai lebih bersifat
‘fraksional dan diferensial’ yang berdiri diatas hukum taklifi, dan cenderung
berdasarkan illat sababiyah (sebab akibat) dalam memberlakukan hukum.?
Konsepsi magasid tersebut dinilai belum mampu menjangkau berbagai persoalan
kontemporer, termasuk problematika perkawinan beda agama bagi minoritas
muslim di berbagai wilayah.

Berdasarkan ulasan permasalahan-permasalahan diatas, studi ilmiah atas
problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali, dengan memberikan perhatian khusus

terhadap konsepi darurah merupakan hal yang relevan. Hal itu dikarenakan

2l Taha ‘Abd al-Rahman adalah seorang filsuf Maroko kelahiran 1944. Karyanya berpusat pada
logika, filsafat bahasa dan filsafat moralitas. la merupakan reformator yang membangun
modernitas etis dan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip Islam. Karya
Taha ‘Abd al-Rahman yang digunakan peneliti dalam kajian ini adalah Tajdid al-Manhaj fi
Tagwim al-Turath dan Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, sebuah karya
dengan paradigma baru dan renovasi metode dalam menilai turath. Lihat, Taha ‘Abd al-Rahman,
Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath (Beirut: al-Markaz al-Tsaqgafi al-‘Arabi, 1994), dan Su’al
al-Manhaj fi Ufuqi al-Ta ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi (Beirut: al-Muassasah al-‘ Arabiyah Lilfikri
wa al-1bda’i, 2015).

22 Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Taqwim al-Turath, 106.
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sebagian kalangan memberlakukan kondisi dan situasi yang dihadapi minoritas
muslim sebagai darurah. Namun, sebagian yang lain mengkategorikan kondisi
dan situasi minoritas sebagai kondisi normal. Hal tersebut tentu berdampak pada
aplikasi fikih minoritas muslim di Bali yang seharusnya sesuai dengan ketentuan
kaidah fikih pada umumnya.

Sementara itu, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman menjadi pilihan
pendekatan dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai pertimbangan.
Konsepsi magasid al-shari’ah Taha ‘Abd al-Rahman memiliki tiga bangunan
dasar yaitu, nadariyah al-af’al (teori perbuatan), nadariyah al-niyyat (teori niat),
dan nadariyah al-giyam (teori nilai) yang ketiganya merupakan inti dari seluruh
metodologi ijtihad. Selain itu, Konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman memiliki
klasifikasi nilai yang berbeda dengan klasifikasi nilai magasid tradisional.
Klasifikasi nilai magasid Taha ‘Abd al-Rahman yang tertuang dalam ‘al-giyam
al-akhklagiyah’ memiliki tiga bangunan dasar yaitu magsudat yang mendasarkan
hukum Islam dengan sifat ‘ma’nawi‘ moralisme, qusud menempatkan hukum
Islam dengan sifat ‘tajridi’ ketidakberpihakan dan dibangun atas dasar ‘iradah’
kehendak, dan magasid yang menetapkan hukum Islam dengan sifat ‘maslahi’
kemaslahatan. Oleh karenanya, kajian ilmiah dengan topik “Problematika status
perkawinan beda agama minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali
dalam perspektf magasid Taha ‘Abd al-Rahman” merupakan kajian yang relevan
dalam rangka merespon problematika status perkawinan beda agama yang

melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain diberbagai wilayah.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Topik penelitian ini mengandung beberapa permasalahan besar yang
teridentifikasi dari pemaparan latar belakang masalah diatas dan perlu adanya
pembatasan ruang lingkup masalah yang menjadi fokus penelitian. Beberapa
permasalahan yang terindentifikasi sebagaimana berikut:

1. Praktik perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali relatif banyak ditemukan. Praktik perkawinan
tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam prosesnya, praktik
perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat dan agama
salah satu pihak. Praktik perkawinan tersebut juga berimplikasi pada
perpindahan agama dari salah satu pihak. Namun demikian, dalam literatur
fikih terdapat resistensi dan pandangan yang melarang praktik perkawinan
beda agama. Hal ini memungkinkan aplikasi fikih perkawinan beda agama
yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali
dianggap berbenturan dengan kaidah-kaidah fikih pada umumnya. Oleh
karenaya, problematika perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali tersebut menarik dikaji dari
berbagai aspek.

2. Berkaitan dengan statusnya, dalam menjalankan pilihan perkawinan beda
agama, minoritas muslim di Bali pada dasarnya telah mengaplikasikan fikih
darurah. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas realitas yang dihadapi.

Namun demikian, dalam literatur fikih juga belum ditemukan adanya konsep
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darurah dijadikan sebagai dasar pemberlakuan status hukum perkawinan
beda agama. Secara alamiah hal tersebut berdampak pada psikologis dan
perilaku bagi muslim di Bali dalam kehidupan sebagai kelompok minoritas.
Akibatnya, aplikasi fikih perkawinan beda agama minoritas muslim yang
berprinsip pada darurah juga dinilai bertentangan dengan kaidah fikih pada
umumnya.

Taha ‘Abd al-Rahman merupakan salah satu teoretikus kontemporer yang
melakukan rekonsiderasi maqgasid al-shari’as dalam studi hukum Islam.
Dengan mereformasi konsepsi maqasid tradisional dan klasifikasinya, Taha
‘Abd al-Rahman menghasilkan konsep dan klasifikasi baru nilai magasid al-
shari ah. Klasifikasi nilai magasid Taha ‘Abd al-Rahman tertuang dalam ‘al-
giyam al-akhklagiyah'. Klasifikasi nilai ini memiliki tiga bangunan dasar
yaitu magsudat yang mendasarkan hukum Islam dengan sifat ‘ma’nawi’
moralisme, qusud menempatkan hukum Islam dengansifat ‘tajridi’
ketidakberpihakan dan dibangun atas dasar ‘iradah’ kehendak, dan magasid
yang menetapkan hukum Islam dengan sifat ‘maslahi’ kemaslahatan.
Konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman tersebut sangat relevan dijadikan
sebagai pendekatan dalam riset ini, khususnya menyikapi problematika status
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain di Bali yang kompleks akibat perbedaan konteks ruang, waktu,

dan sosial budaya.
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi tersebut,
kajian dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan, yaitu;1)
Praktik perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali, 2) Status perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali, dan 3) Perspektif maqgasid
Taha ‘Abd al-Rahman terhadap problematika status perkawinan beda agama yang

melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali?.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian rumusan-rumusan permasalahan yang diidentifikasi,
serta fokus pembahasan penelitian, maka rumusan-rumusan masalah dalam
penelitian ini meliputi sebagimana berikut:
1. Bagaimanakah praktik perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali®.
2. Bagaimanakah status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali®.
3. Bagaimanakah perspektif magasid Taha ‘Abd al-Rahman terhadap
problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas

muslim dengan pemeluk agama lain di Bali?.

D. Tujuan Penelitian
Secara konseptual, berdasarkan fokus penelitian dan rumusan-rumusan

masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut:
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1. Mendeskripsikan praktik perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali.

2. Menemukan status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali.

3. Menemukan perspektif magasid Taha ‘Abd al-Rahman terhadap
problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas

muslim dengan pemeluk agama lain di Bali.

E. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis maupun praktis, penelitian ini memiliki beberapa nilai
kegunaan. Kegunaan secara teoretis, penelitian ini memiliki nilai guna sebagai
pengayaan khazanah intelektual dalam literatur hukum Islam, terkait konsep
magqasid al-shari’ak sebagai rekonsiderasi dasar dalam permberlakuan hukum
Islam, guna menjawab problematika kontemporer umat Islam, khususnya bagi
problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali. Kajian ini juga diharapkan menjadi pedoman
bagi minoritas muslim, khususnya muslim di Bali dan mampu meyakinkan
tentang pentingnya pemberian perhatian khusus terhadap kondisi darurah. Selain
itu, kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan
pemanfaatan ilmu figh, usa/ al-figh, dan maqasid al-shari’ak sebagai konsiderasi

dan paradigma baru dalam pemikiran hukum Islam, untuk mewujudkan sistem
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hukum Islam berbasis maqasid al-shari’ak yang relevan, efektif, berdaya guna
dan membawa maslahat bagi umat dan kemanusiaan.

Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman para
praktisi hukum dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, maupun para
lembaga hukum dalam memberikan fatwa hukum berbasis magasid al-shari’ah.
Hasil penelitian ini juga dijadikan pedoman berbagai kalangan dalam proses
istinbat (pemberlakuan hukum Islam), sebagai respon terhadap problematika
kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman bagi
minoritas muslim di Bali dalam rangka menjalankan dan mengaplikasikan fikih

sesuai dengan ketentuan shari’ah.

F. Kerangka Teoretik
1. Konsepsi darurah dalam hukum Islam

Terminologi darurah; 3,5=l dalam literatur hukum Islam memiliki
ragam definisi. Beragamnya penjelasan yang dikemukakan para ahli pada
hakikatnya bersifat terbatas yaitu darurah dalam aspek makanan (s3), dan
belum mencakup darurah dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang atau

diperbolehkannya meninggalkan perkara yang wajib.?® Penjelasan yang lebih

23 Lihat definisi Abu Bakr al-Jasas yang mendefinisikan 35!l sebagai kekhawatiran akan
hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh ketika tidak mengkonsumsi apa
yang dibutuhkan. Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jasas, Ahkam al-Quran, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr,
1993), 150. Al-Zarkasyi mendefinisikan 3,5_»xll dengan sampainya seseorang pada suatu kondisi
bilamana tidak melakukan larangan yang diharamkan, niscaya dirinya akan berada dalam keadaan
celaka atau membahayakan. Badar al-Din al-Zarkasyi, Al-Manthur fi al-Qawa’id al-Fighiyyah,
Jilid Il (Kuwait: Wazarah al-Augaf, al-Kuwaitiyah, 1985), 319. Abu Zahrah mendefinisikan
59l sebagai kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidup jika tidak melakukan perkara yang
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komprehensif dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli. Dalam pandangannya,
darurah merupakan kondisi darurat dan situasi sulit yang dapat membahayakan
manusia, yakni sampainya seseorang pada suatu kondisi diperbolehkan melakukan
perkara yang diharamkan, meninggalkan kewajiban, atau melaksanakan
kewajiban di luar waktunya, berdasarkan ketentuan Shar’i.?* Kondisi darurah
tersebut meliputi  kondisi darurat terhadap makanan dan pengobatan,
memanfaatkan harta orang lain, melaksanakan perkara dalam kondisi terpaksa,
mempertahankan jiwa dan harta, serta meninggalkan kewajiban syari’at. Kondisi
darurah mengharuskan seseorang melakukan perkara-perkara tersebut, bilamana
ia tidak melakukannya, maka dirinya akan celaka atau membahayakan.?

Kaidah darurah dalam literatur hukum Islam merupakan dalil yang dapat
dijadikan dasar dalam pemberlakuan hukum Islam. Kehujjahan darurah sebagai
dalil didasarkan pada sumber utama hukum Islam yakni al-Quran dan Hadis.

Selain itu, kehujjahan darurah sebagi dalil juga berdasar pada dalil ‘agli yaitu

dilarang, atau kekhawatiran akan kehilangan seluruh harta yang dimiliki. Kondisi 3,5l
merupakan kondisi seseorang yang tidak ada pilihan baginya untuk melakukan suatu perkara
sesuai dengan ketentuan hukum dasarnya. Akan tetapi, kondisi tersebut mengharuskan seseorang
melakukan perkara yang berbenturan dengan hukum asalnya. Dalam kata lain, 3,5 =l yaitu
sampainya seseorang pada kondisi ‘maslahah al-daruriyyah’, kondisi yang tidak dapat dihindari
kecuali dengan melakukan perkara yang dilarang, dan tidak melanggar hak yang lain. Muhammad
Abu Zahrah, Usul al-Figh (Beirur: Dar al-Fikr al-°Arabi, 2010), 369. Sementara itu Ahmad Zarqa’
berpandangan bahwa dalsll (e Ladly ) 55l yakni tekanan kondisi yang melehihi kebutuhan.
Dengan kata lain, 3,550 yaitu kondisi emergensi yang mengharuskan seseorang melakukan
perkara yang bertentangan dengan hukum asalnya. Misalnya, kondisi seseorang di bawah paksaan
atau ancaman, kondisi kelaparan yang dikhawatirkan akan membawa kehancuran atau kebinasaan.
Mustafa Ahmad al-Zarqga, al-Madkhal al-Fighi al-‘Am (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), 603.

24 \Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah, 67.

% |bid., 68.
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maslahah mursalah yang bersumber dari magqasid al-shari’ah.?® Konsepsi
darurah jika dikaitkan dengan ahkam takalif al-shari’ak (yang berarti ketentuan
syari’at Allah SWT yang harus dilakukan oleh orang-orang mukallaf, baik berupa
tuntutan perintah, pilihan, maupun ketetapan, atau dampak dari ketentuan syari’at
Allah SWT yang harus dilakukan oleh mukallaf), maka darurah dalam hal ini
dapat dimaknai sebagai pemberlakuan hukum berkaitan dengan kondisi seseorang.

Konsepsi darurah telah banyak digunakan sebagai konsiderasi dan metode
pemberlakuan hukum Islam dalam berbagai aspek. Namun demikian, secara
spesifik, konsiderasi darurah sebagai dasar pemberlakuan hukum dalam aspek
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain di berbagai wilayah belum banyak ditemukan. Oleh karenanya,
pemilihan teori darurah dalam kajian ini menjadi relevan sebagai konsiderasi dan
metode dalam menemukan status perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk Hindu di Bali.
2. Rekonsiderasi magasid al-shari‘eh dalam studi hukum Islam

Krisis metodologi dalam studi keislaman, yang berpusat pada dimensi
empirisitas serta kurangnya sistematisasi metode pemberlakuan hukum Islam
secara menyeluruh, disadari oleh para pemikir muslim harus direspon dengan
mereformasi paradigma intelektualnya.?’” Pemberlakuan hukum Islam (istinbat)

yang relevan dan maslahat menjadi tujuan utama dari ilmu usul al-figh. Sebagai

26 Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Figh al-Darurah wa Tathigatuhu al-Mu asirah: Afag wa
Ab’ad (Jeddah: al-Ma’had al-Islami li al-Buhus Wa al-Tadrib, 1993), 29.

27 Abu Hamid A. Abu Sulaiman, Towards an Islamic Theory of International Relation: New
Direction for methodology and Thought (Herndon Virginia: 11T, 1993), 87.
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sebuah disiplin ilmu yang bermuara metodologi ijtihad, usul al-figh dilengkapi
dengan perangkat rumusan dalil-dalil hukum (adillah al-Ahkam) baik yang berupa
dalil nagli; al-Qur’an dan Sunnah, maupun dalil-dalil ‘agli; seperti ijma“, giyas,
istihsan, masalih mursalah, dan lainnya. Dalil nagli merupakan sumber utama
hukum Islam, sehingga menjadi muara pertama munculnya maqasid al-shari a#.
Karena kehadiran al-Qur’an dan Sunnah mewakili kehendak, maksud dan tujuan
al-Shari’ dalam mensyariatkan hukum Islam bagi umat manusia. Sedangkan
untuk dalil-dalil ‘ag/i dirumuskan berdasarkan konsep berpikir (manhaj al-fikr)
yang terkandung dalam dalil-dalil nagli yang berupa makna-makna universal (al-
ma ‘ani al-kulliyyah) yang mengarah kepada pencapaian nilai maslahat bagi
kehidupan manusia. Metodologi usul al-figh normatif menjadikan hukum al-
taklifiyyah al-khamsah sebagai nilai-nilai ‘agliyah’ dalam pemberlakuan hukum
Islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, magasid al-shari ‘a4 hadir dan
menjadi konsiderasi penetapan hukum Islam dalam berbagai problematika
kontemporer. Magasid al-shari‘az menjadi sebuah metodologi dan pendekatan
baru dalam diskusi hukum Islam dan usul al-figh. Gagasan konsiderasi magasid
al-shari‘ah dengan usul al-figh dalam studi hukum Islam telah mendapatkan
respon dari berbagai kalangan. Dalam hal ini Ibn Bayyah berpandangan bahwa

konsiderasi dan keterkaitan keduanya, serta dalil-dalil hukum Islam, merupakan
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suatu hal yang badihi (aksioma).?® Keduanya sama-sama berorientasi
“merealisasikan” maksud, tujuan dan kehendak Shari’ untuk menciptakan
kemaslahatan melalui takalif al-shari’ah. Dengan kata lain, spirit magasid al-
shari‘ah selalu ada pada setiap dalil-dalil hukum dalam usul al-figh. Namun
dengan berkembangnya keilmuan hukum Islam menjadikan terma magasid
terpisah dari usul al-figh dan hadir sebagai disiplin ilmu mandiri yang
diproyeksikan sebagai metodologi ijtihad alternatif ketika usul al-figh normatif
tidak lagi mampu merespon problematika hukum Islam kontemporer.

Kajian maqgasid al-shari’ah pada akhirnya menempati posisi sentral dalam
perkembangan hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini, hukum Islam di
asumsikan oleh Jaser Auda sebagai sebuah sistem, dan magasid sebagai substansi
pokok yang harus eksis dalam setiap ketentuannya.?® Jaser Auda menempatkan
magqasid al-shari’ah sebagai metodologi fundamental dan prinsip-prinsip dasar
dalam reformasi hukum Islam kontemporer. Dalam pandangannya, efektivitas
suatu sistem diukur berdasarkan tingat pencapaian tujuannya. Oleh karenanya,
efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian magasid

al-shari’ah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat efektivitas problem

2 ‘Abdullah Ibn Bayyah, ‘4lagah Magqasid al-Shari‘ah bi Usul al-Figh, (London: Al-Furgan
Islamic Heritage Foundation, 2006), 44.

2 Keberadaan magasid al-shari’a# dalam sistem hukum Islam yaitu: 1) magasid al-shari’ak
berkaitan dengan cognitive nature hukum Islam, 2) magasid al-shari’az menggambarkan karakter
menyeluruh dan prinsip universal hukum Islam, 3) magasid al-shari’ax memainkan peranan
penting dalam proses ijtihad dalam beragam bentuknya, 4) magasid shari’ai diwujudkan dengan
cara yang sesuai dalam hierarkis hukum Islam, 5) magasid al-shari’as membantu menyelesaikan
dan memahami kontradiksi dan perbedaan yang ada antara teks dan teori hukum Islam. Lihat Jaser
Auda, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islmaic Law, 54-55.
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solving-nya terhadap problematika tertentu; apakah lebih efektif, lebih berdaya
guna, dan lebih membawa maslahat bagi umat dan kemanusiaan.*

Konsepsi magasid al-shari‘ak tradisional dinilai lebih bernuansa
protection (‘penjagaan’) dan preservation (‘pelestarian’). Konsepsi magasid
tradisional juga menghasilkan Klasifikasi nilai keniscayaan. Klasifikasi nilai
tersebut dinilai tidak mampu merespon berbagai problematika kontemporer yang
kompleks akibat perbedaan ruang, waktu, dan budaya. Sebagai respon atas
berbagai problematika kontemporer, rekonsiderasi magasid al-shari‘as salah
satunya dikembangkan oleh Taha ‘Abd al-Rahman. Melalui gagasannya, Taha
‘Abd al-Rahman mereformasi paradigma hukum Islam ‘turath’ dengan
melakukan renovasi metode baru dengan paradigma integrasi.>* Secara khusus
Taha ‘Abd al-Rahman mereformasi konsepsi maqgasid tradisional dan klasifikasi
nilainya, dengan konsepsi dan klasifikasi nilai magasid baru dalam ‘al-giyam al-
akhklagiyah’.

Secara khusus, pemilihan konsepi magasid Taha ‘Abd al-Rahman sebagai
salah satu teori substantif®> dalam kajian ini didasarkan pada beberapa hal.

Pertama, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman merupakan konsep dan

%0 Jaser Auda, Maqasid al-Shari’ak as Philosophy of Islmaic Law, 11.

3L JIstilanh paradigma integrasi-interkoneksi juga dikenalkan oleh Amin Abdullah, dalam
pandangannya, era ‘keilmuan berdiri sendiri secara terpisah-pisah’ (separated entities) dan
‘keilmuan tunggal’ (singel entity) telah berakhir. Tingkat peradaban kemanusiaan saat ini
meniscayakan sebuah alternatif lain bagi entitas keilmuan. Saling tegur sapa dan berangkulan,
baik pada level filosofis, materi, strategi atau metodologinya merupakan keniscayaan. Amin
Abdullah, “Preliminery Remarks on The Philoshopy of Islamic Religious Science”, al-Jami’ah,
No. 61, 1998.

%2 Teori substantif merupakan teori yang dikembangkan untuk kepentingan subtantif atau
empirisme dalam inquiry suatu ilmu pengetahuan. Lihat Farida Nugrahani, Metode Penelitian
Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), 18.
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metodologi baru ‘berbeda dengan sebelumnya’. Dengan paradigma shumuliyyah
dan takamuliyyah ‘holistik dan integrasi’, konsepsi maqgasid Taha ‘Abd al-
Rahman didasarkan pada prinsip dasar nilai-nilai moral ‘akhlag’. Dalam
pandangannya, nilai-nilai moral tersebut merupakan salah satu prinsip dasar
dalam bangunan maqasid al-shari‘ah sebagai kerangka kerja metodologis dalam
penetapan hukum Islam.

Kedua, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman memiliki tiga bangunan
dasar yaitu, nadariyah al-af’al (teori perbuatan), nadariyah al-niyyat (teori niat),
dan nadariyah al-giyam (teori nilai) yang ketiganya merupakan inti dari seluruh
metodologi ijtihad. Selain itu, Taha ‘Abd al-Rahman juga menunjukkan
kurangnya teorisasi dalam pemikiran magasid tradisional. Dalam pandangannya,
magasid tradisional memerlukan kerangka dasar teoretis yang memenuhi
metodologi rasional serta norma-norma ilmiah sebagai metode dalam penetapan
hukum. Hal tersebut menjadi salah satu dasar Taha ‘Abd al-Rahman dalam
melakukan reformasi magasid tradisional yang dinilai memiliki berbagai
kekurangan sebagai metodologi dalam penetapan hukum Islam.

Ketiga, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman memiliki klasifikasi nilai
yang berbeda dengan klasifikasi nilai maqgasid tradisional. Klasifikasi nilai
magasid Taha ‘Abd al-Rahman yang tertuang dalam ‘al-giyam al-
akhklagiyah ’'memiliki tiga bangunan dasar yaitu al-maqgsudat yang mendasarkan
hukum Islam dengan sifat ‘ma’nawi‘ moralisme, qusud menempatkan hukum

Islam dengansifat ‘tajridi’ ketidakberpihakan dan dibangun atas dasar ‘iradah’
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kehendak, dan magasid yang menetapkan hukum Islam dengan sifat ‘maslahi’
kemaslahatan. Jangkauan Klasifikasi nilai magasid Taha ‘Abd al-Rahman dapat
meliputi individu, keluarga, masyarakat, dan umat manusia serta memiliki cita
rasa development (‘pengembangan’) dan pemuliaan Human Rights (‘hak-hak

Asast’).

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait konteks perkawinan beda agama tetap menarik berbagai
kalangan, meskipun persoalan tersebut dinilai sebagai kasus klasik. Namun
demikian, persoalan perkawinan beda agama ini menjadi diskursus karena realitas
keberadaannya dapat ditemukan diberbagai tempat muslim berada, baik sebagai
kelompok mayoritas maupun minoritas. Selain itu, tidak adanya kesepakatan para
fugaha dalam status hukumnya juga menjadikan isu persoalan ini menjadi aktual.
Beberapa penelitian yang berhubungan dengan konteks perkawinan beda agama
diantaranya;

Ahmad Rajafi dalam “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-
Muslim; Suatu Kajian Inter disipliner”. Riset ini secara khusus mengkaji persoalan
larangan perkawinan beda agama dalam Islam dengan pendekatan filosofis
normatif yuridis. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa larangan perkawinan
seorang Muslimah dengan laki-laki non muslim didasarkan pada perintah yang
tertuang dalam nas al-Qur’an dan Hadis, serta Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai derivasi perintah
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Tuhan yang bersifat tagnin.® Riset ini berbeda dengan kajian peneliti yang
berfokus pada status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain dengan pendekatan usul al-figh dan maqgasid al-
shari ‘ah.

Harold T. Christensen and Kenneth E. Barber dalam “Interfaith Versus
Intrafaith Marriage in Indiana”. Riset ini menyatakan bahwa perkawinan antar
agama memperoleh perhatian yang lebih serius dibandingkan dengan perkawinan
intra agama. Perkawinan antar agama lebih cenderung menjadi upacara sipil yang
melibatkan individu sebagai kelompok minoritas.>* James D. Davidson ang Tracy
Widman dalam “The Effect of Group Size on Interfaith Marriage among
Catholics”. Riset ini menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara kelompok
dan perkawinan dikalangan umat beragama. Semakin besar prosentase umat
beragama di wilayah tertentu, maka semakin besar prosentase perkawinan sesama
agama. Sebaliknya, semakin kecil prosentase umat beragama, maka semakin besar
kemungkinan terjadi perkawinan dengan orang yang tidak seagama.®® Secara
teoretis dan metodologis, kedua riset tersebut berbeda dengan kajian peneliti.
Fokus peneliti yaitu mengkaji status hukum perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim dari aspek normatif yuridis dengan pendekatan

magqasid al-shari’ah yang tidak dikaji oleh kedua peneliti tersebut.

3 Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim; Suatu Kajian
Interdisipliner, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), 473-484.

3 Harold T. Christensen and Kenneth E. Barber dalam “Interfaith Versus Intrafaith Marriage in
Indiana”, Journal of Marriage and Family, Vol. 29, No. 3 (Agustus 1976).

3 James D. Davidson ang Tracy Widman dalam “The Effect of Group Size on Interfaith Marriage
among Catholics”, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 41, No. 3 (September 2002).
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Secara substansial, riset yang mengkaji tentang Bali dan Islam telah
banyak dilakukan oleh berbagai kalangan akademisi. Studi para akademisi
tersebut lebih banyak menghasilkan karya-karya berdasarkan fieldwork etnografi
tentang Islam di Bali. Jean Couteau misalnya, menghasilkan sebuah karya tentang
pengaruh Islam terhadap kultur Hindu-Bali. Selain itu, Jean Couteau juga
mengkaji tentang transformasi Bali berkaitan dengan konsep agama dan entitas,
radikalisasi agama, dan meningkatnya ketegangan dalam hubungan umat muslim
dan Hindu. Dalam karya lainnya, Jean Couteau juga mengungkapkan bagaimana
pengaruh antropologis elemen Islam dalam kultur Bali. Gambaran mengenai masa
keemasan Hindu Bali, yang mengalami perubahan secara substansial dengan
kehadiran muslim di Bali. Dalam penelusuran historis diketahui bahwa pada masa
Raja Waturenggong (pertengahan abad ke-16), beberapa orang muslim dikirim ke
beberapa kerajaan dengan sebuah misi islamisasi Raja. Selain itu, dalam catatan
sejarah juga terdapatbeberapa indikasi yang membuktikan keberadaan Islam di
Bali selama berabad-abad lamanya.®® Kajian tersebut jelas berbeda dengan kajian
peneliti yang tidak mengkaji aspek historis muslim, tetapi mengkaji aspek
sosiologis dari praktik perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali.

Thomas Reuter dalam “Understanding Fortress Bali: The Impact of
Democratisation and Religious Revival in Indonesia”. Riset ini menghasilkan

pandangan bahwa politik liberalisasi dan desentralisasi dari kuasa negara sejak

% Jean Couteau, “Tranformasi Struktural Masyarakat Bali”, dalam Jean Couteau (ed). Bali di
Persimpangan Jalan 2 (Denpasar: Nusa Data Indo Budaya, 1999).
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1998 telah mentransformasi tata ruang sosial dan politik Indonesia. Pergeseran
tersebut diilustrasikan dalam artikel dengan menjadikan Bali sebagai objek studi
kasus yang relevan. Sebagai rumah masyarakat mayoritas beragama Hindu, Bali
juga dipengaruhi oleh meningkatnya gerakan revivalisasi Islam dan ekstremisme
agama. Riset ini mengkaji tentang persimpangan antara geopolitik dan proses
perubahan lokal untuk memahami karakter dari ‘gerakan-gerakan lokalisasi’, yang
dinilai menggunakan agama sebagai kekuatan dalam perjuangan untuk meraih
otonomi lokal, pemanfaatan wacana lingkungan, etnik, dan sejarah.®’ Riset ini
juga berbeda dengan kajian peneliti yang secara khusus menarasikan problematika
praktik dan status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali.

Ainna Amalia dan Ricardo Freedom Nanuru dalam Toleransi Beragama
Masyarakat Bali, Papua, Maluku, menunjukkan bahwa toleransi beragama
masyarakat Bali, Papua dan Maluku yang sama-sama memiliki potensi konflik
beragama dapat tumbuh dengan baik. Salah satu faktor berkembangnya toleransi
beragama di 3 lokasi tersebut adalah dengan marawat dan meruwat nilai-nilai
kearifan lokal yang dimiliki. Dalam kesimpulannya, peneliti berpandangan bahwa
nilai-nilai toleransi mutlak diperlukan oleh masyarakat yang memiliki keragaman
etnis, budaya serta agama. Oleh karena itu, menumbuhkan dan mengembangkan
sikap toleransi menjadi keniscayaan. Tingkat toleransi masyarakat Bali, Papua dan

Maluku yang merupakan masyarakat dengan jumlah muslim sebagai minoritas

37 Thomas Reuter, “Understanding Fortress Bali: The Impact of Democratisation and Religious
Revival In Indonesia “, Jurnal Kajian Bali, VVol. 01, No. 01 (April 2011), 58-72.
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tetap memiliki toleransi yang cenderung tinggi terhadap pemeluk agama lain. Jadi
perbedaan agama tidak mempengaruhi sikap toleransi mereka.® Riset ini juga
berbeda dengan fokus peneliti yang mengkaji perilaku minoritas muslim di Bali
yang terwujud dalam realitas perkawinan beda agama.

Mubasirun dalam “Persoalan Dilematis Muslim Minoritas dan
Solusinya”. Riset ini memaparkan berbagai problematika minoritas muslim di
berbagai negara dalam menghadapi berbagai problem dilematis antara tetap
memegang teguh ajaran agama atau melebur dalam kultur budaya mayoritas yang
dinilai bertentangan dengan ketentuan Islam. Dua pendekatan sebagai metode
dalam memahami agama, yaitu pendekatan tekstual (zhahiriyah) dan pendekatan
kontekstual (za’agquli) telah hadir merespon problematika tersebut. Pendekatan
tekstual dianggap konfrontatif dalam merespon problematika yang dihadapi
komunitas minoritas muslim dan kerap melahirkan kelompok-kelompok puritan.
Sementara pendekatan kontekstual dianggap liberal. Sebagai jalan tengah dari
kedua pendekatan tersebut, Mubassirun memaparkan gagasan Tariq Ramadan,
gagasan teologi yang bercorak positif dan kontributif, yang dinilai mampu
bersinergi dengan komunitas minoritas muslim. Dengan menggali kembali
sumber-sumber utama ajaran Islam, baik yang bersifat teologis maupun yuridis
yang terkait dengan berbagai problematika yang dihadapi oleh minoritas muslim®

diberbagai tempat. Perbedaan dengan riset tersebut yaitu dari aspek fokus peneliti

38 Ainna Amalia dan Ricardo Freedom Nanuru, “Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua,
Maluku ”, Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.
10, No. 1, (September 2018), 150-161.

3% Mubasirun, “Persoalan Dilematis Muslim Minoritas dan Solusinya ”, Episteme, Vol. 10, No. 1
(Juni 2015), 109-122.
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yang tidak hanya mendeskripsikan problematika status perkawinan beda agama
minoritas muslim tetapi juga menemukan solusi alternatifnya.

Osama Mohamed Alie Ghoriba dalam “Al-Aqalliyah al-Muslimah Fi
Jazirah Bali al-Andunisiah wa Isykaliyatiha ‘Ala Dau’i Magasid al-Shari’ah”.
Riset disertasi ini mengkaji tentang problematika yang dihadapi oleh minoritas
muslim di Bali dalam aspek ekonomi, agama dan politik. Bagaimana pendapat
ulama salaf dan moderen tentang figh al-Agalliyah, serta apa kebijakan
kontemporer terhadap kaedah darurat syariah yang diberlakukan untuk
permasalahan minoritas muslim di Bali.*° Hal ini berbeda dengan fokus kajian
peneliti yang mengkaji status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain di Bali dengan konsepi maqasid al-shari’ai
sebagai rekonsiderasi pemberlakuan hukum atas problematika status tersebut.

Ahmad Imam Mawardi dalam “Figh Al-Agalliyyat: Rekonsiderasi
Magqgasid al-Shari’ah Tentang Pemberlakuan Hukum Islam Bagi Masyarakat
Minoritas Muslim”. Riset disertasi ini mendeskripsikan secara utuh format fikih
yang secara khusus diperuntukkan bagi minoritas muslim di negara-negara Barat.
Dengan pendekatan magasid, riset ini juga mengkaji tentang pertimbangan-
pertimbangan dan tata kerja maqgasid al-shari’ah ketika digunakan sebagai dasar
dalam hukum Islam.*! Secara konseptual, riset ini memiliki kesamaan dengan

kajian peneliti yaitu terkait konsep rekonsiderasi maqasid al-shari’ak sebagai

40 Osama Mohamed Alie Ghoriba, “Al-Aqalliyah al-Muslimah fi Jazirah Bali al-Andunisiah wa
Isykaliyatiha ‘Ala Dau’i Magasid al-Shari’ah” (Disertasi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

1 Ahmad Imam Mawardi, “Figh al-Agalliyyat: Rekonsiderasi Magasid al-Shari’ah Tentang
Pemberlakuan Hukum Islam Bagi Masyarakat Minoritas Muslim” (Disertasi--UIN Sunan Ampel
Surabaya, 2010).
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dasar pemberlakuan hukum atas berbagai problematika minoritas muslim, tetapi
berbeda dari aspek fokus kajian. Fokus kajian peneliti yaitu problematika praktik
dan status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang dikaji dengan
pendekatan usul al-figh dan magasid al-shari ‘a/ sebagai metode penyelesaiannya.

Nadiah Razi dalam “Manhaj al-Kashfu ‘An al-Darurah al-Shar iyyah wa
Tatbigatihi fi Dou i al-Wagi’i al-Mu’aSir”. Riset ini mengkaji pentingnya sebuah
metode dalam menetapkan kondisi darurah al-shar’iyyah dan implementasinya.
Secara teoritis, riset ini memaparkan metode dan cara untuk mengetahui dan
menetapkan hukum dalam kondisi darurat. Riset ini juga menjabarkan metode dan
cara mengetahui darurat dan implementasinya.*? Perbedaan dengan riset ini,
kajian yang dilakukan dalam riset ini mengkaji metode dalam mengungkap
kondisi darurah al-shar’iyyah yang dijadikan dalil dalam penetapan hukum Islam
dalam berbagai problematika kontemporer. Sementara kajian peneliti meliputi
konsepsi darurah sebagai pendekatan dalam mendeskripsikan problematika status
hukum perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dan
rekonsiderasi maqgasid al-shari’ah sebagai metodologi penyelesaiannya.

Abdul Wahab Khalil dalam “Prinsip al-Taysir dalam Figh al-Aqalliyat
Yusuf al-Qaradawi”. Riset ini mengkaji urgensi memberikan apresiasi jerih payah
Yusuf al-Qaradawi yang melahirkan produk figh al- ‘agalliayat beserta bangunan
metodologinya. Sebuah konsep fikih yang dapat dijadikan pijakan bagi muslim

minoritas di negara non muslim, dengan problematika sosialnya; problem agama,

42 Nadiah Razi, “Manhaj al-Kashfu ‘An al-Darurah al-Shar ‘iyyah wa Tatbiqatihi ff Doui al-Wagi i
al-Mu asir”, (Disertasi- Universitas al-Haj, Al-Jazair, 2013).
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sosial, ekonomi, dan politik. Gagasan figh al-‘agalliayat ini memiliki konsep
khusus karena diterapkan pada komunitas dan ditempat khusus yang berbeda
dengan fikih pada umumnya, seperti minoritas muslim di Barat. Gagasan figh al-
‘aqalliayat ini dibangun atas dasar prinsip taysir. Sebagai produk hukum baru,
figh al-‘agalliyat dianggap masih menyisakan banyak persoalan, yakni terkait
latar belakang, terminologi, metodologi, dan implikasinya dalam ranah sosial,
ekonomi, politik, teologis dan filosofis bagi masyarakat minoritas muslim.*®
Perbedaan kajian peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti menggunakan
konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman sebagai metode penyelesaian atas
problematika dalam figh al- ‘agalliyat.

Aris dalam “Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah
Hukum Kontemporer”. Kajian ini membahas tentang sejauh mana efektifitas fikih
darurah dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer. Penelitian ini
memaparkan bahwa konsep fikih darurah merupakan salah satu alternatif
pemecahan problematika hukum Islam kontemporer yang muncul akibat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaidah-kaidah dalam fikih
darurah dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberlakuan hukum Islam
kontemporer seperti bayi tabung, aborsi, dan lainnya.** Kajian ini berbeda dengan
kajian peneliti yang tidak hanyak terbatas pada konsep fikih darurah saja, akan

tetapi mencakup fikih magasid.

4 Abdul Wahab Khalil, “Prinsip al-Taysir dalam Figh al-Aqalliyat Yusuf al-Qaradawi®,
Empirisma, Vol. 25, No. 1 (Januari 2016), 33-45.

4 Aris, “Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer”, Jurnal
Hukum Diktum, Vol. 9, No. 2 (Juli, 2011), 156-163.
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Mohammad Dahlan dalam “Paradigma lIjtihad Figh Minoritas di
Indonesia”. Riset ini menekankan pentingnya gagasan sebuah konsep fikih di era
kemajemukan seperti di Indonesia. Sebuah konsep fikih yang dibutuhkan untuk
menata kehidupan antar umat beragama. Dalam kesimpulannya dinyatakan,
perlunya pergeseran paradigma ijtihad figh melalui pergeseran paradigma
konsepsi gath’i-zhanni sebagaimana yang ditawarkan Masdar F Mas’ud, untuk
membangun wacana fikih yang memberikan ruang gerak bagi relasi kaum muslim
minoritas dan non muslim mayoritas, sehingga figh al-‘agalliayat diperlukan
untuk menjaga dan mendorong terwujudnya kehidupan umat yang selaras dalam
kemajemukan baik dalam ruang lingkup lokal, regional, nasional maupun
internasional.*®> Perbedaan kajian peneliti dengan riset tersebut yaitu kajian
peneliti tidak hanya terbatas pada pentingnya paradigma baru dalam ijtihad fikih
untuk kelompok minoritas muslim di Indonesia seperti pergeseran paradigma
konsepsi gath i-zhanni, tetapi kajian peneliti juga meliputi sistem dan tata nilai
berbasis magasid yang dijadikan metode dalam merespon problematika fikih
minoritas muslim di Indonesia.

Secara teoretis, riset yang memiliki kesamaan adalah riset Ahmad Rajafi
dalam “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim; Suatu Kajian
Interdisipliner”, Osama Mohamed Alie Ghoriba dalam “Al-Aqgalliyah al-
Muslimah fi Jazirah Bali al-Andunisiah wa Isykaliyatiha ‘ala Dau’i Magasid al-

Shari’ah”, dan Ahmad Imam Mawardi dalam “Figh al-Aqgalliyyat: Rekonsiderasi

4 Mohammad Dahlan, “Paradigma Ijtihad Figh Minoritas di Indonesia ”, Analisis, Vol. 12, No. 1
(Juni 2012), 49-70.



31

Maqasid al-Shari’ah Tentang Pemberlakuan Hukum Islam Bagi Masyarakat
Minoritas Muslim”. Namun demikian, ketiga riset tersebut berbeda dengan fokus
kajian peneliti. Fokus penelitian ini secara khusus menguraikan praktik
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain di Bali, serta perspektif magasid Taha ‘Abd al-Rahman terhadap
problematika status perkawinan beda agama tersebut, yang tidak diuraikan oleh
ketiga penelitian tersebut. Oleh karenanya, dengan pendekatan magasid Taha

‘Abd al-Rahman, kajian ini juga dapat melengkapi hasil riset tersebut.

H. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan fokus penelitian, jelas bahwa
penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.*® Penelitian ini berfokus pada
praktik dan status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
dengan pemeluk agama lain di Bali sebagai objeknya. Penelitian ini juga
merupakan jenis penelitian filosofis-empiris.*” Dengan menggunakan metode field

research, penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang praktik

4 Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan
mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu
konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di
lapangan studi. Lihat Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pilar Media,
2014), 4.

47 M. Atho Mudzhar mengklasifikasi penelitian hukum Islam kedalam tiga kategori, yaitu; studi
filsafat hukum Islam, studi hukum Islam normatif, dan studi hukum Islam empiris. Lihat M. Atho
Mudzhar, Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa ini, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 2,
No. 1 (2012), 95-97.
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perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain di Bali serta menemukan status hukumnya.
2. Pendekatan penelitian
Penelitian ini berfokus pada praktik dan status perkawinan beda agama
yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali dalam
perspektif maqasid al-shari‘ah. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan
pendekatan multidisipliner (multidisciplinary approach), yaitu pendekatan dalam
pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang
banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan masalah
diuraikan dalam pembahasan atau sub uraian disertai kontribusinya masing-
masing.*® Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mendukung tercapaianya tujuan dalam penelitian ini yaitu, sebagaimana berikut:
a. Pendekatan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu yang menggambarkan
keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala
sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena
sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi
hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari
terjadinya proses tersebut.*® Pentingnya pendekatan sosiologi dalam
memahami agama hal itu dikarenakan banyaknya ajaran agama yang
berkaitan dengan masalah sosial termasuk problematika perkawinan beda

agama. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan

4 Khoirun Niam dan Masdar Hilmy, Kajian Islam Multidisipliner (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2020), 30.
4% Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 39.
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mengeksplorasi  praktik perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali berkaitan dengan
aspek faktor-faktornya, proses perkawinannya, dan tipologi implikasi
perkawinan tersebut.

. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan yang
berangat dari filsafat sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami
hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta.® Islam tidak hanya agama
yang berdasarkan pada intuisi mistis manusia serta terbatas pada relasi
antara manusia dengan Tuhan saja, akan tetapi, Islam juga mencakup relasi
antara sesama manusia dalam relasi sosial. Salah satu fokus penelitian ini
yaitu problematika status perkawinan beda agama yang melibatkan
minoritas muslim. Oleh karenanya, salah satu pendekatan filosofis yang
digunakan yaitu ilmu usul al-figh dalam konsep darurah. Pendekatan ini
digunakan untuk menemukan status perkawinan beda agama Yyang
melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan ilmu maqgasid al-
shari’ah. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung tercapainya
pemahaman yang holistik tentang konsep magasid al-shari’a/ sebagai
sistem dan pendekatan dalam penyelesaian problematika status
perkawinan beda agama dan elaborasi aplikatifnya bagi minoritas muslim

di Bali.

%0 Endang Saifuddin Anshari, Ilmu, Filsafat dan Agama (Surabaya: Bina llmu, 1987), 85.
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3. Sumber data penelitian

Berdasarkan objeknya yang mengkaji praktik dan status perkawinan beda
agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali,
penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan). Oleh karenanya,
untuk mendapatkan data primer dan sekunder atas keberadaan praktik dan
statusnya perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali, baik yang sifatnya
internal maupun eksternal, penelitian ini menggunakan beberapa sumber data
yang bersumber dari; 1) Narasumber informan meliputi; Silmi Nurdiana, Novia
Rizgiawati, dan Maksum Amin. 2) Narasumber subjek penelitian meliputi;
pasangan Desi Rusadi dengan Jero, pasangan Parmiyati dengan Ali, pasangan
Aisyah dengan Abdullah dan pasangan Sadianah dengan Ruslam, dan pasangan
Muhad dengan Isu. 3) Dokumen beberapa karya hasil penelitian yang secara
substansial mengkaji tentang Bali, Islam dan problematika sosial, serta dokumen
yang secara khusus mengkaji tentang problematika perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim diberbagai wilayah.
4. Tehnik pengumpulan data

Berdasarkan sumber data penelitian, maka pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan beberapa tehnik, meliputi;

a. Observasi, yaitu melalui pengamatan terhadap lokus penelitian dengan
pendekatan kepada narasumber penelitian informan dan subjek penelitian.
Dalam prosesnya, peneliti hadir di tengah-tengah narasumber informan

dan subjek penelitian. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap
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berbagai ragam aktivitas sosial, dalam berbagai tempat, dan waktu yang

berbeda untuk memperoleh informasi terkait keberadaan dan praktik

perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim di Bali.

b. Wawancara mendalam. Wawancara mendalam (In-depth Interviewing)
dilakukan dengan beberapa narasumber informan dan subjek penelitian
yang meliputi;

1) Informan masyarakat dan tokoh masyarakat yang meliputi; Silmi
Nurdiana, Novia Rizgiawati, dan Maksum Amin. Pendekatan dan
wawancara kepada masyarakat dan tokoh mayarakat tsebut dilakukan
untuk mendapatkan informasi atas realitas keberadaan dan praktik
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim di Bali.

2) Subjek penelitian (subjek perkawinan beda agama di Bali yang
meliputi; pasangan Desi Rusadi dengan Jero, pasangan Parmiyati
dengan Ali, pasangan Aisyah dengan Abdullah, pasangan Sadianah
dengan Ruslam, dan pasangan Muhad dengan Isu. Wawancara kepada
subjek penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh data tentang
praktik perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali, meliputi
faktor-faktornya, proses pelaksanaan akad perkawinannya, tipologi
implikasi perkawinannya.

c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
menghimpun data primer hasil observasi dan wawancara dari narasumber

informan dan subjek penelitian, serta dokumen beberapa karya hasil
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penelitian yang secara substansial mengkaji tentang Bali, Islam dan

problematika sosial, serta praktik dan status perkawinan beda agama yang

melibatkan minoritas muslim diberbagai wilayah dan khususnya di Bali.
5. Tehnik analisis data
a. Proses analisis

Dalam penelitian ini, proses analisis menggunakan sifat dan pola,
sebagaimana berikut:

Pertama, penelitian ini menggunakan pola analisis induktif.>* Analisis ini
dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan terkait praktik
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
agama lain di Bali, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi, proses dan tipologi
implikasinya serta status hukumnya. Teori yang dikembangkan dalam analisis ini
dimulai dari studi lapangan, dari data yang terpisah-pisah, atas bukti-bukti yang
terkumpul dan saling berkaitan (bottom-up grounded theory), kemudian ditarik
simpulan untuk sampai pada temuan yaitu sebuah pandangan baru berdasarkan
realitas yang dihadapi oleh minoritas muslim di Bali,

Kedua, untuk mendukung tercapainya pemahaman yang holistik berkaitan
dengan status perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali, penelitian ini juga menggunakan pola content

analysis (analisis isi), mengambil kesimpulan-kesimpulan atas dasar keberadaan

51 Yaitu analisis yang tidak bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Analisis
dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, untuk sampai pada temuan dapat
ditarik simpulannya berupa sebuah teori berdasarkan pada pola di dalam dunia kenyataannya. H.B.
Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2002),
39.
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sifat-sifat atau atribut dalam pesan.®? Sifat analisis ini digunakan untuk memberi
gambaran yang utuh tentang apa yang dimaksudkan di dalam pesan teks yang
dikaji, dalam hal ini adalah teks-teks terkait konsep darurah dan magqasid al-
shari’ah, yang meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Oleh
karena itu, content analysis digunakan untuk menempatkan status perkawinan
beda agama berdasarkan konsep darurah dan maqgasid al-shari’ak dalam fungsi
berjalannya ketentuan agama dalam konteks kehidupan masyarakat minoritas
muslim di Bali.
b. Model analisis

Penelitian ini menggunakan model tehnik analisis interaktif Milles dan
Hubberman. Kegiatan analisis data model ini meliputi: pengumpulan data (data
collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan
penarikan kesimpulan/verifikasi (conclutions).>® Model teknik analisis ini

sebagaimana gambar berikut.

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Verifikasi/
Kesimpulan

Reduksi Data  —

52 QOle R. Holsti, Content Analysis for Social Science and Humanities (Massachusetts: Addison-
Wesley Publishing Company, 1969), 11.

53 Matthew B. Milles, & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas
Indonesia Pres, 1992), 20.
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I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan hasil penelitian ini, maka sistematika
pembahasan ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu sebagaimana berikut;

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan
batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsepsi darurah dan rekonsiderasi
magqasid al-shari’as dalam hukum Islam yang meliputi; konsepsi darurah dan
implikasinya dalam hukum Islam, rekonsiderasi maqasid al-shari’as dalam
hukum Islam, konsepsi magasid al-shari’ak Taha ‘Abd al-Rahman.

Bab ketiga membahas tentang minoritas muslim di Bali dan problematika
perkawinan beda agama yang meliputi: minoritas muslim di Bali dan
problematika sosialnya, problematika perkawinan beda agama minoritas muslim
di Bali, dan praktik perkawinan beda agama minoritas muslim dengan Hindu di
Bali

Bab keempat membahas tentang problematika status perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali dalam perspektif magasid Taha ‘Abd al-Rahman
yang meliputi: resistensi perkawinan beda agama di Indonesia; perkawinan
muslim dengan pemeluk agama lain, term kafir musyrik dan ahl kitab; tinjauan
status pemeluk Hindu dalam perkawinan Islam, status darurah perkawinan beda

agama minoritas muslim dengan Hindu di Bali, dan perspektif magasid Taha
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‘Abd al-Rahman terhadap problematika status perkawinan beda agama minoritas
muslim dengan Hindu di Bali.
Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan, implikasi teoretik,

keterbatasan studi dan rekomendasi.



BAB Il
KONSEPSI DARURAH DAN REKONSIDERASI MAQASID AL-SHARI’AH

DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsepsi Darurah dan Implikasinya dalam Hukum Islam
1. Terminologi darurah dalam hukum Islam

Secara etimologi, istilah darurah; 5! merupakan isim masdar dari
kata ) y==a¥) bermakna s & ) =LY, Menurut Ibn Manzur, kata tersebut berarti
kebutuhan kepada sesuatu.! Al-Zubaydi memaknai kata tersebut dengan
kebutuhan yang amat mendesak.? Berbeda dengan Al-Jurjani yang menyatakan
bahwa istilah darurah berasal dari kata »_~=!! yang berarti 4 a8x ¥ L J Ul yaitu
bahaya atau kesulitan yang tidak dapat dihindari.® Kata tersebut dimaknai oleh Ibn
Manzur dengan G»=ll yang berarti kesulitan dan J\! ¢ s yaitu buruknya
keadaan.*

Sementara itu, Ibn Faris mengemukakan bahwa istilah darurah berasal
dari kata =l yang berarti a8l aa 5 a&ll CMA yakni lawan manfaat.®> Berbeda

dengan Al-Fayruz Abadi yang menyatakan bahwa darurah memiliki makna

1 Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad lbon Mukarram Ibn Manzdr, Lisan al- ‘Arabi, Jilid VIII
(Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 49.

2 Abi al-Fayd Muhammad Ibn Muhammad Murtada Al-Zubaydi, Taj al- ‘Urus Min Jawahiri al-
Qamus, Jilid 111 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 349.

3 <Ali Tbn Muhammad Ibn ‘Ali al-Jurjaniy, Al-Ta ‘rifat, (Beirt: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990), 180.
4 Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad lbn Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-Lisan Tahdhibi Lisan
al- ‘Arabi, Jilid 11 (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), 60.

> Abl al-Husain lbn Ahmad Ibn Faris, Mu jam Maqdyis al-Lughah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993),
360.
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sepadan dengan hajah; 4l yang berarti kebutuhan.® Makna tersebut
sebagaimana disebutkan oleh Shaugi Daif bahwa kata darurah memiliki beberapa
makna yang meliputi; 4alall Ll 283 ¥ 328 yaitu kebutuhan, tekanan kondisi yang
tidak dapat dihindari, dan 4aaall yakni kesulitan.’

Beragamnya definisi darurah secara etimologi tersebut pada dasarnya
memiliki kesamaan makna sebagaimana terdapat dalam beberapa ayat al-Qur’an.
Dalam Q.S. al-Bagarah ayat 1738 disebutkan; e &) S sle ¥ 3 gL e Sl o
Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.® Ayat ini
memberikan penjelasan bahwa dalam kondisi '/ k=Y (darurat atau terpaksa)
karena kelaparan, seseorang diperbolehkan mengkonsumsi bangkai dan sesuatu
yang dilarang lainnya. Berdasarkan ayat tersebut, lafad ) =¥l menunjukan
makna adanya kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, yaitu kebutuhan yang amat
mendesak terhadap makanan.

Penyebutan lain tentang darurah juga disebutkan dalam Q.S. Yusuf ayat
881° yang berbunyi; 5l Wl 5 W 5 3ell 16 1508 “mereka berkata, Wahai Al-

Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan”.!! Selain itu, dalam

¢ Mujiduddin Muhammad al-Fayriz Abadi, Al-Qamus al-Muhit (Beirut: Muassasah al-Risalah,
1986), 550.

7 Shaudji Daif, Al-Mu jam al-Wasit (Kairo: Maktabah Al-Syurtiq Al-Dauliyah, 2004), 1115.

8 al-Qur’an, 2:173.

® Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 1 (Bandung: CV Jabal Raudah al-Jannah, 2010),
26.

10 al-Qur’an, 12:88.

1 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 13, 246.
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P wE
.....

Q.S. Al-Anbiya’ ayat 8312 juga disebutkan; &5l ¢l s Alall ¢l o 31 435 G303 Gl 5
eal)l “dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya
Tuhanku), sesungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhan
Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang”.'® Kedua ayat dalam Q.S.
Yusuf ayat 88 dan Q.S. Al-Anbiya’ ayat 83 tersebut memberikan penjelasan
bahwa lafad _~=!' menunjukkan makna kondisi yang amat sulit. Lafad tersebut
juga memiliki kesamaan makna dengan lafad _) =¥ sebagaimana dalam Q.S.
al-Bagarah ayat 173 tersebut diatas. Dengan demikian, makna darurah secara
etimologi dapat disimpulkan menunjukkan makna atas sl Jl zWisY) dan

sl S ) kYl yang berarti kebutuhan atau kesulitan terhadap sesuatu.

Tabel 2.1
Formulasi makna darurah menurut etimologi
No | Asal dari kata Bermakna Keterangan
1 BB sl A zliay) Kebutuhan kepada sesuatu
2 ol dadre Yl Wl | Kesulitan  yang tidak  dapat
dihindari
Gl Kesulitan atau kesusahan
Jall ¢ g Buruknya keadaan
3 pall il vn Berlawanan dengan manfaat
adll cadla Bertentangan dengan manfaat
dalll Kebutuhan
L pdae Y Badd) Kesulitan yang tidak dapat
dihindari
dalal) Kesulitan, kesengsaraan

Sementara itu, terminologi darurah dalam literatur fikih juga memiliki

beragam definisi. Beragamnya definisi tersebut masih bersifat umum dan juga

12 al-Qur’an, 21:83.
13 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 17,329.
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memiliki kesamaan dengan makna etimologi. Beberapa definisi darurah telah
dikemukakan oleh fugaha Hanafiyah. Al-Jasas misalnya dalam Ahkam al-Quran
ketika berbicara tentang “<«34ll (kondisi kelaparan yang parah) mendefinisikan
darurah sebagai JSY! & i ailac Gany Lo o 4nis e )l G yaitu “ketakutan
seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggata
badannya jika tidak mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan”.'* Definisi tersebut
senada dengan pandangan Al-Sarkhasi. Dalam al-Mabsut disebutkan bahwa
darurah yaitu 4laci (e sae s il e (ol Gisa “kekhawatiran akan hilangnya
nyawa atau salah satu anggota tubuh”. Dalam pandangannya, Al-Sarkhasi
menyatakan bahwa menjaga nyawa dan anggota tubuh dari bahaya merupakan
kewajiban yang sama.'® Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan
bahwa kondisi darurah dalam pandangan fugaha Hanafiyah menunjukkan kepada
makna “kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau anggota badan jika tidak
mengkonsumsi sesuatu yang dibutuhkan”.

Sebagaimana para fugaha Hanafiyah, beberapa fugaha Malikiyyah juga
memberikan definisi darurah. Al-Dasugi dalam Hasyiyah al-Dasuqi
mengemukakan bahwa darurah yaitu Lh o Ll @Dl e gaill e Cagall
“kekhawatiran terhadap hilangnya nyawa baik berdasarkan keyakinan maupun
praduga”.'® Definisi tersebut membatasi makna darurah hanya pada kondisi akan

kehilangan nyawa saja, baik berdasarkan keyakinan maupun praduga. Definisi Al-

14 Abl Bakr Ahmad al-Razi al-Jasas, Ahkam al-Quran, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 160.

15 Abu Bakr Muhammad Ibn Ahmad al-Sarkhasi, Al-Mabsut (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1993), 160.

16 Shamsuddin Muhammad Arafat al-Dasqji, Hasyiyah al-Dasligi ‘ala al-Sharhal-Kabir (Beirut:
Dar al-Fikr, 1991), 115.
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Dasuqi tersebut berbeda dengan rumusan yang dikemukakan oleh para fugaha
Hanafiyah, yang bersifat lebih luas, meliputi kondisi yang akan menyebabkan
hilangnya nyawa dan anggota badan.

Dengan makna yang senada, para fugaha Shafi’iyyah juga memberikan
definisi darurah dengan beragam. Al-Ghazali dalam al-Wasit fi al-Madhhab
menyatakan bahwa; JsSb o o) el 4l e iy o 555l “darurah yaitu kondisi
yang dipastikan akan kehilangan nyawa jika seseorang tidak makan sesuatu yang
dilarang”.!” Sementara itu, Al-Zarkashi dalam al-Manthur fi al-Qawa’id
mengemukakan bahwa; <& i <lla ¢ siedll Csliy ol ) las 425k 555l “darurah
yaitu sampainya seseorang pada kondisi bilamana tidak melakukan larangan,
niscaya 1a akan binasa atau membahayakan”. Kondisi tersebut meliputi darurat
makanan dan pakaian. Kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi seseorang
diperbolehkannya mengkonsumsi dan menggunakan sesuatu yang dilarang.'®
Selain itu, Al-Suyuti dalam al-Ashbah wa al-Nazair juga menyatakan bahwa;
B i el ¢ giaall algliy ol o) Jas 42 5 55 5l “darurah adalah kondisi seseorang
pada sebuah batas dimana jika tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia
akan binasa atau bahaya”.!® Berdasarkan beberapa rumusan definisi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa makna darurah dalam pandangan para fugaha

Shafi’iyyah menunjukkan kepada “sampainya seseorang pada batas kondisi

17 Abl Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Wasitfi al-Madhhab (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘IImiyah, 2001), 246.

8 AblU Abdullah Badaruddin Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkashi, Al-Manthur fi al-Qawa’id
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 69.

19 Abi Fadl Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Shafi’iyyah (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1998), 176.
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dipastikan akan binasa atau bahaya jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi
sesuatu yang dilarang”. Rumusan definisi fugaha Shafi’iyyah tersebut dapat
dikatakan lebih luas, dikarenakan meliputi darurah dalam aspek makanan dan
lainnya.

Definisi darurah juga dikemukakan oleh para fugaha Hanbaliyah. Dengan
redaksi yang beragam, rumusan para fugaha Hanbaliyah secara substansi juga
memiliki makna yang sama dengan definisi-definisi para fugaha sebelumnya. Hal
itu seperti definisi Ibn Qudami dalam al-Mughni yang menyebutkan bahwa;
JSY) & 5 o) Loy il Calay Al a5 )5 el “darurah yaitu kekhawatiran akan binasa
jika tidak mengkonsumsi sesuatu”.?® Sementara itu Al-Hajawi dalam Al-Igna’
menyatakan bahwa seseorang yang berada dalam keadaan terpaksa, baik dalam
kondisi mugim maupun musafir dan ia takut akan binasa, dikarenakan kelaparan
atau takut jika tidak makan tidak memiliki tenaga yang akan terpisah dari
rombongan dan akan membahayakan dirinya, maka diwajibkan baginya
mengkonsumsi sesuatu yang dilarang untuk menjaga nyawanya.?> Rumusan
definisi para fugaha Hanbaliyah tersebut pada dasarnya juga senada dengan
rumusan-rumusan para fugaha sebelumnya. Definisi tersebut juga masih bersifat
terbatas yang hanya mencakup darurah dalam aspek makanan saja.

Beragamnya definisi yang dikemukakan para fugaha klasik pada dasarnya

memiliki perbedaan secara redaksional. Namun memiliki kesamaan pandangan

20 Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah 1bn Ahmad Ibn Qudami, Al-Mughni (Beirut: Dar al-
Kitab al-‘Arabi, 1983), 74.

2L Abii al-Naja Sharifuddin Musa al-Hajawi, Al-Igna” fi Figh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal (Beirut:
Dar al-Ma’rifah, 1997), 308.
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secara substansi. Kesamaan pandangan tersebut terlihat dari rumusan definisi
yang dikemukakan. Rumusan definisi tersebut secara keseluruhan menunjukkan
kepada kebutuhan yang mendesak untuk mengkonsumsi makanan yang dilarang
dikarenakan takut kehilangan nyawa. Selain itu, formulasi definisi para fugaha
tersebut juga memiliki makna terbatas. Rumusan definisi tersebut terbatas
darurah dalam satu aspek saja. Dengan pengertian lain, definisi para fugaha
klasik tersebut meniadakan berbagai pertimbangan lainnya yang dapat
dikategorikan sebagai darurah di dalamnya. Sebagai prinsip dan dasar dalam
pemberlakuan hukum Islam, mengharuskan penghapusan hukum asalnya yang
berkaitan dengan perintah atau larangan, serta kebutuhan untuk menjaga ‘al-
kulliyat al-khamsah’ yakni lima kepentingan yang harus dilindungi meliputi;

agama (din), jiwa (nafs), akal (‘ag/), harta (mal), dan keturunan (nasl) dan

lainnya.
Tabel 2.2
Formulasi makna darurah dalam terminologi empat madhab
Definisi Definisi Cakupan Keterangan
Madhhab
Hanafiyah | Kekhawatiran akan hilangnya | Makanan Meliputi
nyawa atau anggota badan penjagaan
jika tidak mengkonsumsi nyawa dan
sesuatuyang dibutuhkan anggota badan
Malikiyyah | Kekhawatiran terhadap Makanan dan | Terbatas pada
hilangnya nyawa baik lainnya penjagaan
berdasarkan keyakinan nyawa saja
maupun praduga
Shafi’iyyah | Sampainya seseorang pada Makanan dan | Meliputi
batas kondisi dipastikan akan | lainnya penjagaan
binasa atau bahaya jika tidak nyawa dan
menggunakan atau anggota badan
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mengkonsumsi sesuatu yang
dilarang

Hanbaliyah | Kekhawatiran akan binasa Makanan Terbatas pada
jika tidak mengkonsumsi penjagaan
sesuatu nyawa saja

Secara eksplisit, formulasi makna darurah dalam terminologi para fugaha
klasik terbatas pada aspek makanan. Namun demikian, pembatasan formulasi
makna tersebut bukan dikarenakan kekurangan dan keterbatasan para fugaha
dalam menentukan makna dan menjelaskan hakikat darurah. Akan tetapi, hal
tersebut lebih dikarenakan konteks darurah tersebut. Hal itu sebagaimana
diketahui bahwa sebagian fugaha memaparkan makna darurah kedalam
pembahasan makanan (4e=kY1), ketika membahas kondisi terpaksa harus memakan
makanan yang haram, seperti diperbolehkannya memakan bangkai.

Selain itu, sebagian fugaha klasik juga memasukkan darurah kedalam
pembahasan paksaan (»\SY'). Kondisi terpaksa tersebut menjadi kebutuhan
baginya untuk menjaga nyawa atau anggota badannya. Dari pemaparan dan
penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya definisi
darurah dalam perspektif fugaha klasik juga bersifat komprehensif, tidak terbatas
pada makna kebutuhan mendesak pada makanan saja, akan tetapi meliputi kondisi
terpaksa dan darurat lainnya. Hal itu juga terlihat dalam pembacaan para fugaha
yang berbeda-beda terhadap problematika cabang-cabang fikih, ketika dalam
kondisi darurat yang secara keseluruhan memiliki tujuan sama yakni menjaga al-
kulliyat al-khamsah seperti melindungi jiwa (nafs) dan lainnya, yang jika

kehilangannya akan menghilangkan sistem kehidupan.
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Definisi darurah yang telah dikemukakan oleh para fugaha klasik terlihat
hanya dalam satu aspek saja. Definisi-definisi tersebut terbatas pada aspek
makanan dan bersifat parsial. Hal inilah yang mendorong para fugaha
kontemporer dan menjadikannya sebagai pertimbangan untuk merumuskan
kembali definisi dan makna darurah yang lebih komprehensif dan menyeluruh.
Pendefinisian ulang makna darurah tersebut pada dasarnya dilakukan oleh para
fugaha kontemporer dengan pendekatan yang berbeda serta mengekstrapolasi
definisi-definisi para fugaha klasik. Pendefinisian ulang tersebut juga dilakukan
dalam rangka memberikan penjelasan terhadap kontradiksi yang tampak dalam
pandangan para fugaha tersebut.

Beberapa fugaha kontemporer telah mendefinisikan ulang makna darurah.
Abu Zahrah misalnya mendefinisikan darurah sebagai ‘“kekhawatiran terhadap
keberlangsungan hidup jika tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang atau
kekhawatiran akan kehilangan seluruh harta yang dimiliki”.?> Kondisi darurah
merupakan kondisi seseorang yang tidak ada pilihan baginya untuk melakukan
suatu perkara sesuai dengan ketentuan hukum dasarnya. Akan tetapi, kondisi
tersebut mengharuskan seseorang melakukan perkara yang berbenturan dengan
hukum asalnya. Dalam pengertian lain, darurah yaitu “sampainya seseorang pada
kondisi ‘al-maslahah al-daruriyyah’, kondisi yang tidak dapat dihindari kecuali
dengan melakukan perkara yang dilarang, dengan tidak melanggar hak-hak yang

lain”.

22 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr al-* Arabi, 2010), 362.
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Dengan penjelasan yang berbeda Ahmad Zarqa’ berpandangan bahwa
dalall e dla 2d) 55 uall, darurah yakni tekanan kondisi yang melebihi kebutuhan.
Dalam al-Madkhal al-Fighi al-‘4m, Ahmad Zarqa’® mendefinisikan darurah
sebagai “kondisi yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagimana halnya dalam
keadaan terpaksa dan khawatir akan binasa karena kelaparan”.?®> Ahmad Zarqa’
memberikan contoh seperti kondisi seseorang di bawah paksaan atau ancaman,
kondisi kelaparan yang dikhawatirkan akan membawa kehancuran atau
kebinasaan. Kondisi-kondisi tersebut dapat menjadi dasar bagi seseorang yang
mengharuskan melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum asalnya.

Sementara itu, dalam Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah, Jamil
Muhammad Ibn Mubarak mendefinisikan darurah sebagai “kekhawatiran akan
binasa atau bahaya yang besar terhadap salah satu dari al-kulliyat al-khamsah
yang harus dilindungi, seperti jiwa (nafs), dan lainnya, berdasarkan keyakinan
maupun praduga, jika tidak melakukan perkara yang dilarang dipastikan akan
binasa atau mendapatkan bahaya yang besar”.?* Senada dengan rumusan tersebut,
Nazih Hammad mendefinisikan darurah sebagai ‘“kondisi terpaksa untuk
melakukan perbuatan yang dilarang, meninggalkan tuntutan atau kewajiban,
dimana jika tidak melakukan perkara yang dilarang ia akan celaka atau binasa,
anggota badannya, hartanya atau kehormatannya akan terkena bahaya”.?®

Rumusan-rumusan tersebut pada dasarnya senada dengan definisi yang telah

23 Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fighi al-‘4m (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), 603.
24 Jamil Muhammad Ibn Mubarak, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah Hududuha wa
Dawa’bituha (Kairo: Dar al-Wafai, 1988), 28

%5 Nazih Hammad, Mu ’jam al-Mustalahat al-Maliyyyah wa al-Igtishadiyyah fi Lughat al-Fugaha”
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), 287.
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dikemukakan oleh para fugaha lainnya, yang merujuk darurah kepada kondisi
takut terhadap bahaya yang akan mengancam al-kulliyat al-khamsah.

Berpijak pada rumusan definisi para fugaha Klasik, redefinisi makna
darurah juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli. Dalam Nazariyyah al-
Darurah al-Shar 'iyyah dinyatakan bahwa;

Darurah yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat

kepada diri manusia, yang membuat ia khawatir akan membahayakan

(darar), atau sesuatu yang membahayakan jiwa, anggota tubuh,

kehormatan, akal, harta dan perkara lainnya yang terkait. Kondisi ini

mengharuskan  seseorang melakukan perkara yang diharamkan,
meninggalkan kewajiban atau melaksanakan kewajiban di luar waktunya,

guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya
berdasarkan ketentuan shara’.2®

Definisi tersebut meliputi semua jenis bahaya, baik yang berkaitan dengan
darurat dalam aspek makanan, pengobatan, memanfaatkan harta orang lain,
melaksanakan perkara dalam kondisi terpaksa, mempertahankan jiwa dan harta,
serta darurat meninggalkan kewajiban syari’at. Kondisi darurah ini
mengharuskan seseorang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat,
bilamana ia tidak melakukannya, niscaya dirinya dalam keadaan celaka atau
membahayakan.?’ Definisi tersebut juga dapat dikatakan komprehensif, mencakup
darurah sebagai prinsip dan teori yang berimplikasi pada diperbolehkannya
sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah fikih pada umumya.

Melihat rumusan-rumusan definisi darurah yang dikemukakan oleh para

fugaha kontemporer dan juga Wahbah al-Zuhayli, dapat diambil kesimpulan

2% Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah Mugaranah Ma’a al-Qanun al-Wad i
(Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1985), 67.
27 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 68.
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bahwa pada dasarnya dalam mendefinisikan darurah, para ahli tersebut juga
berpijak pada rumusan definisi para fugaha klasik. Rumusan definisi para fugaha
kontemporer dan Wahbah al-Zuhayli tersebut juga terbatas pada darurah yang
meliputi al-kulliyat al-khamsah sebagaimana telah dikemukakan oleh para fugaha
klasik. Selain itu, definisi darurah tersebut juga belum mencakup berbagai
problematika hukum Islam kontemporer seperti; minoritas muslim, hak asasi
manusia, kebebasan beragama, hak politik, sosial dan budaya, serta hubungan
muslim dan non-muslim di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, pengkajian
ulang terhadap darurah dengan berbagai pendekatan tetap relevan dan memiliki
nilai signifikan untuk dilakukan.
2. Batasan-batasan dan standar darurah

Merujuk penjelasan definisi darurah dari para ahli dan Wahbah al-Zuhayli
tersebut, dapat dipahami bahwa untuk menetapkan sebuah kondisi dapat
dikategorikan darurah maka diperlukan adanya penetapan batasan-batasan bagi
darurah ataupun syarat-syaratnya. Batasan-batasan tersebut merupakan standar
dan ukuran sehingga hukum darurah dapat diimplementasikan dan juga menjadi
dasar boleh melanggar kaidah-kaidah umum fikih dalam menetapkan yang haram
dan menetapkan yang wajib karena darurah. Dengan demikian, tidak semua orang
yang mengklaim adanya darurah dapat diterima atau dibenarkan. Batasan-batasan
yang dimaksud merupakan penjelas dan untuk membatasi terminologi darurah.

Batasan-batasan yang dimaksud meliputi:
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a. Kondisi darurah yang dimaksud harus sudah ada bukan masih ditunggu.
Dengan kata lain, kekhawatiran akan kebinasaan atau akan adanya bahaya
terhadap ‘al-kulliyat al-khamsah’ yakni; agama (din), jiwa (nafs), akal
(‘aql), harta (mal), keturunan (nasl) betul-betul ada dalam kenyataan. Hal
tersebut dapat diketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.?®

b. Orang yang terpaksa dalam kondisi darurah tidak memiliki pilihan
alternatif lain dan memaksa melanggar kaidah-kaidah umum fikih. Dalam
pengertian lain, tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari
kemudaratan selain melanggar dan bertentangan dengan kaidah-kaidah
umum fikih.?®

c. Implementasi darurah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syara’ yang
pokok seperti melanggar hak-hak orang lain, atau mendatangkan madarat
yang lebih besar.*

d. Menyerahkan penentuan kondisi darurah dan kebutuhan mendesak dalam
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum,
seperti kedokteran dan ekonomi, kepada orang-orang yang ahli di bidang
tersebut, seperti dokter spesialis dan ahli ekonomi.®

e. Mengukur kadar darurah berdasarkan tingkat kebutuhan. Dalam
pengertian lain, implementasi darurah dalam batas kebutuhan minimal

tanpa memberikan kelonggaran dan penambahan atau bersikap berlebihan.

28 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah, 69.

29 1bid., 69.

%0 Ibid., 70.

31 Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurah,; Ma’alimuhu wa Dawabituhu (Kuwait:
Dar al-Igra’, 2011), 158.
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Orang yang dalam kondisi darurah membatasi diri pada hal yang

dibenarkan melakukannya untuk menghindari kemudaratan. Tidak

diperbolehkan menciptakan keleluasaan yang melampaui batas kebutuhan

mendesak.
3. Pijakan dasar darurah dan dalil landasan legalitasnya

Para fugaha sepakat bahwa kondisi darurah dalam literatur hukum Islam
merupakan dalil®® yang dapat dijadikan dasar dalam pemberlakuan hukum Islam.
Kehujjahan darurah sebagai dalil didasarkan pada sumber hukum Islam yakni al-
Qur’an, hadis, ijma’. Selain itu, kehujjahan darurah juga didasarkan pada ‘aqli
yaitu sebagai bentuk maslahah mursalah yang bersumber dari magasid al-
shari’ah.>*

Secara umum, kehujjahan darurah sebagai dasar dalam pemberlakuan
hukum Islam berpijak pada sumber utama teks-teks al-Qur’an yang meliputi;

Pertama; firman Allah SWT dalam Q.S. al-Bagarah ayat 173%* yang
berbunyi:
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32 Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurah,; Ma’alimuhu wa Dawabituhu, 160.

33 Dalil secara sederhana berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari. Lihat
Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Figh al-Islami (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 417. Dalil juga dapat
diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang
informasi yang dicari. Lihat Saefuddin al-Amidi, Al-lhkam fi Usul al-Ahkam (Beirit: Dar al-Kutub
al-“Ilmiyah, 1983), 13.

34 Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Figh al-Darurah wa Tathigatuhu al-Mu asirah: Afag wa
Ab’ad (Jeddah: al-Ma’had al-Islami Lil-Buhus Wa al-Tadrib, 1993), 29.

% al-Qur’an, 2:173.
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. al-Bagarah: 173).%

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa dalam keadaan terpaksa,
disebabkan karena lapar, tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, dipaksa dan
takut mendapatkan bahaya dari paksaan tersebut, maka tidak ada dosa baginya
memakan sesuatu yang dilarang. Hal itu dikarenakan dalam kondisi darurat, Allah
memberi keringanan bagi seseorang dan tidak ada dosa baginya. Penjelasan ayat
tersebut menunjukkan bahwa hukum sesuatu yang dilarang dalam kondisi darurat
menjadi halal secara mutlak. Pandangan ini sebagaimana dikemukakan oleh para
ahli seperti Al-Jasas dalam Ahkam al-Quran,®” Al-Mawardi dalam al-Nakt wa al-
‘Uyun,® Tbn ‘Atiyah dalam al-Muharriru al-Wajizu fi Tafsiri al-Kitab al- ‘4ziz,
dan AIl-Qurtubi dalam al-Jami’u li Ahkami al-Quran.*® Selain itu, Wahbah
Zuhaily dalam Tafsir al-Wajiz juga menyatakan bahwa Q.S. al-Bagarah ayat 173
tersebut merupakan dalil untuk sebuah kaidah yaitu “<) ) shaall s &l 5 il yang

berarti kondisi-kondisi darurat memperbolehkan perkara-perkara yang terlarang.*!

Berdasarkan penjelasan ayat dan kaidah tersebut, maka dapat dipahami bahwa

3% Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 1, 26.

37 Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jasas, Ahkam al-Quran, Jilid 1, 156.

38 AbU Al-Hasan ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, Al-Nakt wa al- ‘Uyun (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 222.

% Abi Muhammad Abdulhag Ibn Ghalib Ibn ‘Atiyah, Al-Muharriru al-Wajizu fi Tafsiri al-Kitab
al- ‘Aziz (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 2001), 241.

40 Abl Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubi, Al-Jami’u li Ahkami al-Quran (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Tlmiyyah, 1988), 151.

41 Wahbah al-Zuhayli, Tafsir al-Wajiz (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), 27.
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setiap hal yang diharamkan sedangkan manusia sangat membutuhkannya, maka
hal tersebut menjadi halal.

Kedua; firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 3*? yang berbunyi;

\
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“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,
yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang”(Q.S. al-Maidah: 3).%3

Pernyataan dalam Q.S. al-Maidah ayat 3 tersebut memberikan penjelasan
tentang bermacam-macam makanan yang haram dimakan seperti; bangkai, darah
dan yang dihukumkan sama dengannya, berupa lima jenis hewan mati yang
disebutkan di dalam ayat tersebut, serta hewan yang disembelih bukan dengan
nama Allah SWT. Akan tetapi dalam keadaan darurat karena kelaparan, sehingga
memaksa seseorang untuk memakannya, tanpa melebihi batas dan berniat untuk

bermaksiat, Allah akan mengampuni orang tersebut dan hal itu tidak dianggap

42 al-Qur’an, 5:3.
4 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 6, 107.
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sebagai dosa. Merespon hal tersebut, para fugaha berpandangan bahwa
pengampunan dosa dalam ayat tersebut menjadikan hukum sesuatu yang haram
menjadi halal ketika dibutuhkan. Pandangan ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-
Razi dalam al-Tafsir al-Kabir,** ‘Izzu al-Din Ibn ‘Abd Al-Salam dalam Tafsir al-
Qurannya.*

Ketiga; firman Allah SWT dalam Q.S. al-An’am ayat 145% yang

berbunyi;

“Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi--
karena sesungguhnya semua itu kotor --atau binatang yang disembelih atas nama
selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. al-An’am: 145).4’

Keempat; firman Allah dalam Q.S.al-An’am ayat 119 yang berbunyi;
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“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah

44 Fakhru al-Din al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1990), 111.

4 “Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz al-Sulami Ibn ‘Abd al-Salam, Tafsir al-Quran (Beirut: Dar lbn Hazm,
1996), 370.

6 al-Qur’an, 6:145.

47 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 8, 147.

48 al-Qur’an, 6:119.
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menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang
terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar
benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas (Q.S.al-An’am: 119).4°

Kelima; firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nahl ayat 115°° yang berbunyi;
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai,
darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah;
tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak
pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (Q.S. al-Nahl: 115).%*

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Bagarah ayat 173 dan Q.S. al-
Maidah ayat 3 yang memberikan penjelasan bahwa kondisi darurat dapat menjadi
dasar halalnya sesuatu yang dilarang, dua ayat dalam Q.S. al-‘Anam ayat 145 dan
ayat 119 serta Q.S. al-Nahl ayat 115 juga memberikan penjelasan yang sama.
Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa sesuatu yang haram menjadi
halal dalam kondisi darurat.

Selain teks-teks al-Qur’an tersebut, kehujjahan darurah sebagai dalil
dalam pemberlakuan hukum Islam juga didasarkan pada beberapa hadis. Hadis-
hadis tersebut baik bersifat umum maupun khusus yang memberikan penjelasan

tentang darurah. Salah satu hadis tersebut bersumber dari Abi Wagqidin al-

Laithiyyi yang berbunyi;

49 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 8, 143.
50 al-Qur’an, 16:115.
51 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 14, 280.
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Bersumber dari Abi Wagidin al-Laithiyyi, ia berkata, "Aku bertanya
kepada rasulullah, "Rasulullah, kami berada disebuah daerah yang tengah dilanda
bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai? Beliau menjawab,
"Kalau memang kalian tidak menemukan makanan yang bisa kalian makan pada
pagi dan sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bisa kalian cabut,
maka silahkan kalian makan bangkai itu (H.R. Ahmad).%

Hadis lain yang bersumber dari Jabir Ibn Samrah;
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Dari Jabir Ibn Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni sebuah
rumah yang berada di al-Harrah dalam kondisi kekurangan makanan, Jabir
berkata, Lalu unta mereka mati, atau unta milik orang lain mati, maka Rasul
memberi keringanan untuk mengkonsumsinya‘(H.R. Ahmad).>?

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa bagi seseorang dalam kondisi
terpaksa (membutuhkan) makanan, maka diperbolehkan baginya memakan
bangkai. Penjelasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Bagarah ayat
173, Q.S. al-Maidah ayat 3, Q.S. al-‘Anam ayat 145 dan Q.S. al-Nahl ayat
115tersebut diatas. Selain itu, kehujjahan darurah juga didasarkan pada hadis
yang secara spesifik menggunakan kata __-. Hadis tersebut diantaranya

bersumber dari Amru Ibn Yahya Al-Mazani yang berbunyi;
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52 Muhammad Ibn ‘Ali Muhammad al-Shaukani, Nail al-Autarmin Asrari Muntaga al-Akhbar
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 203.

% Muhammad Ibn ‘Ali Muhammad al-Shaukani, Nail al-Autarmin Asrari Muntaga al-Akhbar,
204,
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“Dari Amru Ibn Yahya Al-Mazani, bahwasanya Rasulullah saw berkata
“tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan”(H.R. al-
Hakim).>*

Seluruh teks al-Qur’an dan hadis tersebut di atas serta teks lain yang
menyerupainya, menyatakan digugurkannya dosa bagi seseorang yang berada
dalam keadaan terpaksa dan darurat, sebagaimana juga menegaskan
dihilangkannya unsur kesulitan dan kesempitan dari kehidupan kaum muslimin
dan mencegah kemunculan segala sesuatu yang membahayakan orang lain.
Seluruh teks tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus, menjadi pijakan
dasar yang melandasi darurah sebagai dalil dalam pemberlakuan hukum Islam.

Ijma’ ulama juga merupakan dasar kehujjahan darurah sebagai dalil
pemberlakuan hukum Islam. Berdasarkan teks-teks al-Qur’an dan hadis yang telah
memberikan penjelasan bahwa kondisi darurah memiliki implikasi hukum
pengecualian (bertentangan dengan kaidah pada umumnya), para ulama sepakat
melalui Ijma’ bahwa darurah dapat dijadikan dalil dalam pemberlakuan hukum
Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Al-Shatibi dalam al-Muwafagat
bahwa “para ulama sepakat terhadap tidak adanya kesusahan dan kesulitan dalam

pelaksanaan taklif al-shari’ak, meskipun dalam realitanya terdapat perbedaan

namun kesusahan dan kesulitan tersebut harus dihilangkan.>®

% Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim. Ia berkata, “Hadis ini sahih sanadnya menurut syarat
Imam Muslim.” Namun baik al-Hakim maupun Imam Muslim tidak mengeluarkannya.
Perkataannya disepakati oleh Adh-Dhahabi. Lihat Imam Adz-Dzahabi, al-Mustadrak Ma’a Talkhis
Adh-Dhahabi, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 2013), 57.

55 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi, Al-Muwafagat fi Usul al-Shari’ah, Jilid 11, (Saudi
Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 123.
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Kehujjahan darurah juga didasarkan pada ‘agli yaitu sebagai bentuk
maslahah mursalah, yakni memberikan hukum Syara’ kepada suatu kasus yang
tidak terdapat penjelasan hukumnya dalam nas atau Ijma’ atas dasar memelihara
kemaslahatan.®® Maslahat manusia merupakan tujuan utama dari keberadaan
disyariatkannya hukum Islam (Tashri’ a/-Ahkam). Mewujudkan maslahat yaitu
menjaga maksud Shazi’ dengan mencegah seluruh mafsadat bagi manusia.®” Al-
Ghazali memberikan penjelasan bahwa menjaga maksud Shari’ terhadap manusia
meliputi menjaga ‘al-kulliyat al-khamsah’ yakni; agama (din), jiwa (nafs), akal
(‘aql), harta (mal), dan keturunan (nasl). Seluruh perkara yang memiliki tujuan
untuk menjaga kelima perkara tersebut merupakan maslahat, dan seluruh perkara
yang dapat menyebabkan hilangannya kelima perkara tersebut merupakan
mafsadat, begitu juga mencegah datanganya mafsadat merupakan maslahat.>®

Para fugaha seperti Imam Al-Shatibi telah memberikan ketentuan tentang
penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil. Ketentuan tersebut kemudian

dipertegas oleh beberapa fugaha lainnya seperti ‘Abd Al-Wahab Khallaf®® dan

% Para fugaha mendefinisian al-maslahah al-mursalah dengan beragam namun secara substansi
memiliki makna yang sama, seperti Al-Bithi yang mendefinisiannya bahwa hakikat al-mashlahah
al-mursalah ialah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan Shari * dengan tanpa ada dalil yang
membenarkan atau membatalkan. Lihat Sa’id Ramdhan Al-Bithi, Dhawabit al-Mashlahah Fi al-
Shari’ah al-Islamiyah (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah, 1995), 198. Adapun Abu Zahrah
mendefinisikan al-mashlahah al-mursalah sebagai maslahah yang selaras dengan tujuan Shari’at
Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Lihat
Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, 279. Sementara itu ‘Abd Al-Wahab Khallaf
mendefinisikan al-mashlahah al-mursalah ialah yang tidak ada dalil shara’ datang untuk
mengakuinya dan menolaknya. Lihat Abdul Wahha Khallaf, ‘Z/mUsul al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr,
1998), 84.

5 Abi Abdullah Badaruddin Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkashi, Al-Bahru al-Muhit fi Usul al-
Figh (Kuwait: Wazarah Al-Augaf Wa Shuun Al-Islamiyyah, 1988), 76.

%8 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustasfa Min ‘lim al- ‘Usul (Kairo: Muassasah Al-Halbi, 2002), 286.
59 Abdul Wahhab Khallaf, ‘7lm Usul al-Figh, 86.
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Abu Zahrah.%® Ketentuan tersebut meliputi; a) Maslahah mursalah tidak boleh
bertentangan dengan maqasid al-shari’ah, dalil-dalil kulli, semangat ajaran Islam,
dan dalil-dalil juz’i yang qat’i wurud dan dalalahnya. b) kemaslahatan tersebut
harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional
serta mendalam sehingga kemaslahatan tersebut dapat diketahui dan memberikan
manfaat atau menolak kemadaratan. ¢) kemaslahatan tersebut bersifat umum. d)
pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.®*

Selain itu, Imam Al-Shatibi juga menyatakan “bahwa sesungguhnya dalil
untuk menghilangkan kesulitan bagi setiap ummat dapat mencapai kedudukan
yang pasti (qat’i)”.%? Pemberlakuan hukum berdasarkan kaidah tersebut dapat
dijadikan hujjah. Berdasarkan pertimbangan positif dan negatifnya, kaidah
darurah merupakan kaidah yang pasti (gat’iyyah fi al-din). Oleh karenanya
pemberlakuan hukum Islam berdasarkan kaidah tersebut merupakan istinbat
berdasarkan nas bukan sebaliknya dan tanpa dalil. Pandangan tersebut
sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Sulaiman.®
4. Kategori darurah; Perspektif Wahbah al-Zuhayli

Para fugaha berbeda pandangan terhadap keadaan yang dapat
dikategorikan sebagai kondisi darurah. Imam Al-Qurtubi dalam al-Jami’ [i

Ahkami al-Quran menyatakan bahwa kondisi darurah tidak dapat dipisahkan dari

0 Muhammad AbU Zahrah, Usdil al-Figh, 280.

61 Djazuli, Ilmu Figh; Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta: Kencana
2005), 87.

62 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Shari’ak, 254.

6 Abdul Wahab Sulaiman, Al-Darurah wa al-Hajah wa Atharuhuma fi al-Tashri’i a/-Islami
(Makkah: Jami’ah Ummu al-Qura, 1998), 18.
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kondisi paksaan dari orang lain atau dikarenakan kondisi kelaparan yang sangat.®*
Pandangan yang sama juga dinyatakan oleh Imam Al-Fakhr Al-Razi dalam al-
Tafsir al-Kabirnya. Dengan memberikan penjelasan bahwa kondisi kelaparan
tersebut disertai tidak ditemukannya makanan yang halal.%® Pandangan demikian
juga dinyatakan oleh Ibn Al-‘Arabi dalam Ahkam Al-Quran. Selain dua hal
tersebut, lbn Al-‘Arabi menambahkan bahwa kondisi darurah juga dapat
disebabkan karena kefakiran, dan dalam kondisi tersebut seseorang tidak
mendapatkan makanan selain dari yang haram.®® Dengan demikian, berdasarkan
penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi darurah dapat disebabkan
karena dua atau tiga hal yakni paksaan, kelaparan dan kefakiran.

Dengan meredefinisi ulang makna darurah, Wahbah al-Zuhayli
berpandangan bahwa kondisi darurah memiliki implikasi keringanan bagi setiap
orang dalam beberapa keadaan. Dalam Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah,
Wahbah al-Zuhayli memaparkan setidaknya terdapat 14 (empat belas) keadaan
yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurah.®” Keadaan-keadaan tersebut
meliputi;

a. Kelaparan (Aasiall)
Kedaruratan kelaparan telah dinyatakan oleh al-Qur’an secara eksplisit.

Berdasarkan beberapa teks al-Qur’an seperti dalam Q.S. al-Bagarah ayat 173, Q.S.

6 Abl °Abd Allah Muhammad lbn Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, Al-Jami’ li Ahkam al-Quran
(Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 225

8 Al-Fakhruddin al-Razi, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib (Beirut: Dar Al-Fikr,
1981), 207.

6 AbU Bakr Muhammad Ibn ‘Abdullah al-Ma’ruf bi Ibn ‘Arabi, Ahkam al-Quran (Kairo: Dar al-
Kutub al-“Ilmiyyah, 2003), 55.

67 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 73-192.
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al-Maidah ayat 3, Q.S. al-An’am ayat 145 dan ayat 119, serta Q.S. al-Nahl ayat
115. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut secara eksplisit dan jelas telah menyatakan
tentang kedaruratannya lapar. Ayat-ayat tersebut juga memberikan penjelasan
bahwa dalam kondisi kelaparan seseorang diperbolehkan mengkonsumsi bangkai,
babi, minum khamar, dan makanan-makanan lainnya yang telah diharamkan.
Kondisi kelaparan dalam pandangan para fugaha dikategorikan sebagai al-
darurah yang memiliki implikasi hukum mubah. Hal itu sebagaimana pandangan
Al-Jasas ketika menafsirkan teks-teks al-Qur'an tentang darurah. Al-Jasas
menyatakan “bahwa Allah telah menyebutkan darurah dalam beberapa surat, dan
kondisi tersebut membolehkan sesuatu yang dilarang tanpa syarat dan sifat.
Sebagaimana dalam Q.S. al-An’am ayat 119 yang berbunyi: &Kile 2% s a8 (a8 35
4y &,kial L Y “padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang
diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa”,®® Al-
Jasas berpandangan bahwa ayat tersebut memberikan implikasi adanya hukum
mubah bersamaan dengan adanya kondisi darurah dalam segala hal.®®
Berdasarkan penjelasan Q.S. al-An’am ayat 119 tersebut, Wahbah al-
Zuhayli juga berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara sesuatu haram yang
satu dengan haram yang lain dalam keadaan kelaparan.”® Karena itu, bagi
seseorang yang dalam kondisi kelaparan, maka dihalalkan baginya sesuatu yang

haram, baik untuk dimakan ataupun pengobatan. Keadaan lapar dan bahaya dapat

8 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 8, 143.
8 Abi Bakr Ahmad al-Razi al-Jasas, Ahkam al-Quran, Jilid 1, 151.
0 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 74.
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membawa seseorang kepada dibolehkannya memakan bangkai dan sesuatu yang
dilarang lainnya, sekalipun sesuatu tersebut tidak dapat diterima oleh tabiat dan
dapat menimbulkan bahaya ketika dimakan dalam keadaan normal. Dalam hal ini,
Shara’ dinilai sejalan dengan fitrah manusia, karena itu bagi seseorang yang
dalam kondisi kelaparan diperbolehkan memakan bangkai dan semua hal yang
diharamkan untuk menghindari kematian dan bahaya. Selain itu, kondisi
kelaparan dikategorikan sebagai darurah juga didasarkan kepada hadis yang
bersumber dari Abi Wagqidin al-Laithiyyi dan Jabir 1bn Samrah tersebut diatas.
Kedua hadis tersebut juga memberikan penjelasan tentang kebolehannya
mengkonsumsi sesuatu yang dilarang dalam kondisi darurat.

Sebagaimana sesuatu yang haram berlaku untuk setiap tempat, waktu,
pribadi dan keadaan, maka demikian pula halnya hukum kondisi darurat.
Pandangan demikian sebagaimana dinyatakan oleh 1bn Rusyd dalam Bidayah al-
Mujtahid, bahwa kondisi darurat menuntut dibolehkannya segala hal yang
diharamkan ketika dalam keadaan terpaksa untuk menggunakannya, dalam semua
situasi, baik dalam keadaan di tempat maupun perjalanan.”* Pandangan tersebut
didasarkan pada bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan kondisi darurah dinilai
bersifat mutlak tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu. Sebagaimana dalam
ayat-ayat yang menjelaskan tentang darurah, lafad yang berbunyi Shial b
bersifat umum dan berlaku bagi semua orang yang dalam keadaan terpaksa.

Keadaan tersebut dapat terjadi baik saat berada di tempat ataupun dalam

" Abu al-wWalid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi,
Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid, Jilid | (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 461.
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perjalanan. Wahbah Zuhayli juga berpandangan bahwa sebab diperbolehannya
sesuatu yang haram dalam kondisi tersebut yaitu kebutuhan untuk menjaga jiwa
dari kebinasaan yang memunginkan terjadi baik dalam kondisi ditempat maupun
perjalanan. "

b. Paksaan (s/_SY)

Paksaan “ikrah” dapat diartikan membebankan kepada orang lain untuk
melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan atau yang dibenci.”® Definisi tersebut
memberikan arti bahwa dalam paksaan terdapat unsur yaitu menafikan kesukaan
dan keridhaan. Adapun dalam literatur fikih, definisi paksaan sebagaimana yang
dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli yaitu membebankan orang lain agar
melakukan apa yang tidak diinginkannya, dan ia tidak akan memilih melakukanya
jika diberikan pilihan.”* Dalam hal ini, kondisi terpaksa tidak disyaratkan setelah
terjadinya ancaman, akan tetapi cukup dengan adanya dugaan yang kuat terhadap
akan terjadinya suatu ancaman yang dapat membawa mudarat bagi orang yang
dipaksa. Pendapat tersebut berbeda dengan para fugaha Hanafiyah yang
berpandangan bahwa untuk mengetahui tingkat paksaan diserahkan kepada
pendapat hakim.”

Selain itu, Wahbah al-Zuhayli mengklasifikasi paksaan kedalam dua jenis.

Pertama yaitu; paksaan yang sempurna (>l o/ Y1) yakni paksaan yang disertai

2 \Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 76.

3 Muhammad Abu Zahrah, Usll al-Figh, 355.

"4 Keadaan ridha yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu rasa senang melakukan sesuatu serta
menginginkannya. Adapun yang dimaksudkan dengan keadaan pilihan (ikhtiyar) yaitu keadaan
lebih cenderung untuk melakukan sesuatu dibandingkan meninggalkannya atau sebaliknya. Lihat
Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 86.

7 1bid., 86.
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dengan ancaman yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau
pilihan. Seperti ancaman seseorang kepada orang lain dengan sesuatu yang akan
merusak dirinya, atau organ tubuhnya, atau pukulan yang berlebihan secara
beruntun yang dikhawatirkan dapat membinasakan diri, sebagian anggota tubuh,
baik pukulan tersebut sedikit atau pun banyak. Paksaan ini memiliki pengaruh
terhadap tindakan-tindakan yang menuntut adanya kerelaan dan pilihan secara
sekaligus. Artinya, paksaan tersebut menjadikan orang yang dipaksa sama sekali
tidak memiliki kemampuan dan pilihan lain untuk menolak tindakan yang
dipaksakan kepadanya. Kedua, paksaan yang tidak sempurna ( sl il e ol SV
u=84ll) yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan (rida) tetapi tidak sampai
merusak pilihan (ikhtiyar). Paksaan ini tidak sampai dikhawatirkan akan
membahayakan organ tubuh dan menghilangkan nyawa, seperti ancaman akan
dipenjara atau diikat dengan waktu yang singkat, dipukul dengan pukulan-pukulan
yang tidak sampai membahayakan organ tubuh.’®

Sebagaimana penjelasan di atas, Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa
paksaan yang sempurna (s>l ol SY1) dapat dikategorikan sebagai darurah. Hal
itudisebabkan dalam paksaan tersebut terdapat unsur yang mengharuskan
seseorang melakukan sesuatu untuk menjaga diri dari bahaya hilangnya organ
tubuh atau hilangnya nyawa. Kondisi paksaan ini memperbolehan seseorang
mengkosumsi sesuatu yang telah dilarang, melafadkan kekufuran dalam lisan

disertai tetapnya keimanan dalam hati. Namun demikian, Wahbah al-Zuhayli

6 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 87.
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dalam kesimpulannya juga berpandangan bahwa kondisi tersebut tidak
memperbolehkan seseorang berbuat pidana yang membahayakan orang lain.
Seluruh perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dan tidak diberi keringanan
dengan adanya pemaksaan. Hal itu disebabkan, karena pembunuhan misalnya,
merupakan perbuatan yang diharamkan secara mutlak sedangkan pelanggaran
juga merupakan hal yang diharamkan, oleh karena itu keduanya tidak
memungkinkan diperbolehkan dalam waktu yang bersamaan.’’

Pandangan bahwa paksaan yang sempurna dikategorikan sebagai darurah
pada umumnya didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an. Selain surat al-An’am
ayat 119 dan ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang darurah keterpaksaan
seseorang mengkonsumsi makanan yang haram dalam kondisi kelaparan, darurah
keterpaksaan juga didasarkan pada Q.S. al-An’am ayat 106’® yang menjelaskan
tentang bolehnya mengucapkan lafad kafir dan Q.S. al-Nur ayat 33" tentang

bebasnya seorang wanita yang dipaksa berzina dari dosa;

u,&m /Qwuﬁuﬁj OGYL Fedat 2055 /;\uﬁys sl a5 AL 5804
.V@uﬁw;&jmﬁuﬁwﬁw

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang
dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang
besar” (Q.S. al-An’am: 106).%°

" Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah, 89.
8 al-Qur’an, 16: 106.

" al-Qur’an, 24: 33.

8 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 14, 279.
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”Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak
mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada
mereka) sesudah mereka dipaksa itu” (Q.S. al-Nur: 33).8!

Selain ayat-ayat tersebut, dasar paksaan sebagai kondisi darurah juga
didasarkan pada salah satu hadis Ibn ‘ Abbas yang berbunyi;

G o e @ 8 06 g db d o oD 2 i i o 5 8
i\;l./c gijgi—w‘ L cdw\j c\.h'-,’-\

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa
sallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memaatkan dari umatku
kekeliruan, kealpaan dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka”.8?

Dalam riwayat lain, hadis tersebut berbunyi;

e Jﬁwsujowbw.\@\‘;@‘& ]

“Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas apa yang mereka lakukan
tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya”
(H.R. al-Tabrani).®

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh perbuatan yang
dilarang, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, dikarenakan

kekeliruan, lupa, atau dipaksa, maka tidak ada dosa atasnya. Hal itu sebagaimana

pandangan Imam Shatibi ketika menjelaskan maksud hadis tersebut. Dalam

81 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 18, 354.

82 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Zaid al-Qazwayni, Sunan lbnu Majah, Jilid 1 (Beirut: Dar al-
Fikr, 2002), 69.

8 Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Tabrani dari Tsauban dan Abi Dardai dan diriwayatkan
oleh Ibn Majah dan Ibn Habban dan Al-Hakim dari Ibn Abbas. Lihat Wahbah al-Zuhayli,
Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah, 87.
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kesimpulannya, Imam Shatibi menyatakan bahwa hukum taklifi yang lima,
seluruhnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dan meninggalkan perbuatan-
perbuatan yang (kedua hal tersebut) diiringi dengan maksud-maksud. Apabila
(keduanya) tidak diiringi dengan maksud-maksud, maka hal tersebut tidak lagi
berhubungan dengan hukum taklifi tersebut.®® Dengan demikian, pembebanan
sesuatu yang tidak ada maksud dari pelakunya saat berbuat, merupakan
pembebanan yang tidak dapat dihukumi sebagaimana hukum asalnya.
c. Lupa (0wl

Nisyan mempunyai kesamaan secara bahasa dengan sahwan. Keduanya
memiliki makna yang berarti ketidaktahuan seseorang tentang apa yang dahulunya
diketahui tanpa menalar dan berfikir sedangkan ia mengetahui tentang banyak hal.
Nisyan dan sahwan juga dapat diartikan dengan tidak mampunya seseorang
menghadirkan sesuatu di dalam akalnya pada saat dibutuhkan.®

Kondisi nisyan dapat dipandang sebagai uzur syari dan memiliki
implikasi hukum dihilangkannya dosa dan tuntutan bagi seseorang yang
meninggalkan hak-hak Allah SWT. Tidak ada dosa bagi seseorang yang
terlalaikan sebagian kewajibannya atau terlalaikannya sebagian syarat-syarat yang
telah ditentukan oleh Syara’. Kondisi nisyan juga memberikan implikasi hukum

yaitu memberi kemudahan bagi seseorang serta menghindari kesempitan dan

8 Para ahli usul al-figh membagi hukum kedalam dua macam yaitu; hukum wadh’i dan hukum
taklifi. Hukum wadh’i merupakan akibat-akibat pasti dari keputusan yang diambil oleh seorang
mukallaf. Sementara hukum taklifi yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang
meliputi lima hukum yakni; wajib, sunnah (mustahab), mubah, makruh, dan haram. Lihat Wahbah
al-Zuhayli, Usul al-Figh al-1slami ( Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 42-45.

8 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi, al-Muwafaqgat, 234.

8 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 106.
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kesulitan. Implikasi hukum tersebut didasarkan pada dalil bersumber dari hadis
Nabi saw.
oo 4 b o Gl 5 e o 552 40 G

“Sesungguhnya Allah memaatkan umatku karena aku (apa yang mereka
lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk
melakukannya” (H.R. Ibnu Majah dan Al-Baihagj).?’

Hadis diatas memberikan penjelasan bahwa orang yang melakukan suatu
larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah tanpa ada kesengajaan untuk
melakukan larangan Allah atau meninggalkan perintah-Nya maka orang tersebut
tidak dicela di dunia dan tidak diadzab di akherat. Hal ini sebagaimana pandangan
Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam dalam Qawalid al-Ahkam yang menyatakan;

ol Je @Y 5 0ki e e bl

“Manusia dikuasai oleh sifat lupa, dan karena itu tidak ada dosa atas
kelupaan".®8

Berkaitan dengan status hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang, fugaha Hanafiyah membagi nisyan ke dalam dua jenis; Pertama,
nisyan yang terjadi karena faktor kelalaian manusia sendiri, seperti makan dalam
waktu shalat. Nisyan dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai uzur syar’i atau
darurat. Hal ini disebabkan dalam kondisi tersebut seseorang berada dalam
keadaan yang mengingat tentang apa yang sedang ia kerjakan, sehingga nisyan

tersebut dapat merusak dan membatalkan shalat.

87 Hadis tersebut diriwayatkan oleh lbnu Majah dan Al-Baihagi dan dinilai oleh Imam Nawawi
sebagai hadis Hasan. Ibid., 106.

8 AblU Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmi Ibn ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-
Anam (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), 2.
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Kedua, nisyan yang terjadi bukan karena faktor kelalaian manusia. Nisyan
ini baik yang disertai oleh sesuatu yang dapat mendorong kelupaan serta
menafikan pengingatan, seperti lupamemakan sesuatu dalam kondisi berpuasa
disebabkan oleh dorongan untuk makan sedangkan faktor yang mengingatkan
sedang berpuasa tidak ada. Nisyan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai uzur
syar’i yang menggugurkan dosa ukhrawi dan tidak menghambat sahnya puasa
tersebut.2® Adapun berkaitan dengan tanggung jawab yang berhubungan dengan
hak-hak sesama, maka nisyan ini tidak dapat dipandang sebagai uzur syar’i.
Sebagai contohnya, seseorang yang merusak harta orang lain tanpa disadari, maka
ia tetap memiliki kewajiban mengganti sebesar nilai yang dirusak.*® Dalam
pengertian lain, nisyan tidak dapat dijadikan alasan pengguguran atas pelanggaran
hak terhadap orang lain dalam aspek pidana dan perdata.

d. Ketidaktahuan tentang hukum (Jex)

Jahl dapat dimaknai sebagai =& e J sl yaitu ketidaktahuan tentang
sesuatu. Dalam Lisan al- ‘4rabi, Ibn Manzur memberikan penjelasan bahwa jahl
yakni tidak memiliki pengetahuan.®* Dalam literatur fikih, jahl dimaknai sebagai

ketidaktahuan seseorang tentang hukum-hukum syariat, baik keseluruhan jenisnya

8 Selain itu, dalil seseorang dianggap tidak batal puasa dikarenakan makan sesuatu yang tidak
disengaja didasarkan pada hadis Nabi SAW; &l dxakl 38 4% 5ia 2308 Guls Gy 3 OKG ailia 385 (o (0
83 Artinya: “Barang siapa yang lupa bahwa dia berpuasa, lalu makan atau minum, maka
hendaklah ia sempurnakan puasanya; sesungguhnya dia telah diberi makan dan minum oleh Allah
SWT”. Berpegang pada hadis tersebut, Jumhur fukaha berpandangan bahwa tidak wajib
menggadla puasa bagi orang yang lupa memakan sesuatu. Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-
Darurah al-Shar’iyyah, 106-107.

% bid. 108.

%L Ibn Mangzdir, Lisan al- ‘drabi, Jilid 11, 402.
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ataupun sebagian darinya.?? Dalam hal ini, beberapa fugaha berpandangan bahwa
ASAYI Jeay D31l ALY s & U8 Y yakni “tidak diterima alasan ketidaktahuan
tentang hukum bagi orang yang berada dalam wilayah negeri Islam”.%® Merespon
hal tersebut, Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa kaidah tersebut tidak
bersifat umum.®* Dengan demikian bagi seseorang yang dalam kondisi jahl dapat
dikategorikan sebagai uzur yang memiliki implikasi hukum pengecualian.
Ketentuan tersebut sebagaimana pandangan Abu Zahrah.*®

Secara umum para fugaha dan Kkhususnya Wahbah al-Zuhayli
mengkategorikan jahl sebagai darurah. Salah satu argumen yang dijadikan dasar
bahwa jahl merupakan dalil yang memiliki implikasi hukum yaitu ketidaktahuan
terhadap hukum merupakan darurah yang dapat menghilangkan dosa dan
kesulitan sebagaimana kondisi nisyan.®® Prinsip tersebut didasarkan pada hadis

Rasulullah saw yang berbunyi;

!
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“Sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka
dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa.”

92 Wahbah al-ZuhayTi, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 111.

9 Abl Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, al-Mustasfa, Jilid 1, 55.

% Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah,109.

% Abu Zahrah, Usul al-Figh, 334.

% Al-Qarafi seorang fagih Malikiyah memberikan penjelasan terkait perbedaan antara al-nisyan
dan al-jahl. Pertama, bahwa al-nisyan menyerang seseorang di luar batas kemampuannya, dimana
ia tidak mampu menghindarinya, sedangkan al-jahl dapat diatasi dengan jalan belajar. Kedua,
sebagaimana konsensus umat, bahwa al-nisyan secara umum tidak mengakibatkan dosa dan orang
yang dalam kondisi al-nisyan dimaafan atas tindakannya sebagaimana hadis sl &) G aé)
ale )5 &I L (ldlls, Sedangkan al-jahl tidak dimaafkan dan orang yang melakukan pelanggaran
dianggap kesengajaan. Hal itu disebabkan bahwa seorang mukallaf tidak dibenarkan memutuskan
untuk melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui ketentuan hukumnya. Pandangan ini didasarkan
pada firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 36; ae 4; &l Galla Ca& ¥ 5 “janganlah
kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui”. Lihat Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-
Darurah al-Shar’iyyah, 115.
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e. Kesulitan (sl psee 5 jmunll)

Al-‘Usr dapat diartikan sebagai kesulitan untuk menghindari sesuatu.
Sementara itu, ‘Umum al-Balwa dapat dimaknai dengan meratanya bencana
sehingga sulit bagi seseorang untuk menghindarinya. Kondisi ini dalam
pandangan Wahbah al-Zuhayli dapat dikategorikan sebagai kondisi darurah dan
menjadi faktor yang memberikan keringanan dan kemudahan dalam berbagai
problematika hukum Islam. Khususnya persoalan ibadah dan bersuci dari najis.®’
Sebagai contohnya, sahnya shalat seseorang yang disertai najis darah bisul.

Sementara itu, para fugaha Hanafiyah bersikap lebih luas dalam hal ini.
Keringanan dan kemudahan tersebut meliputi seluruh aspek ibadah, muamalah
dan juga pidana, dengan tujuan tidak mempersulit para mukallaf.®® Sebagai
contohnya, Abu Hanifah bersikap lebih luas dalam bidang peradilan dan
kesaksian. Guna memberi kemudahan dan menghilangan kesulitan. Abu Hanifah
memandang sah pengangkatan seorang fasiq menduduki jabatan hakim. Selain itu,
bagi seorang hakim cukup memandang keadilan lahir dari seorang muslim,
kecuali dalam aspek hudud dan gisas, maka seorang hakim diharuskan untuk
mencari informasi tentang para saksi tersebut.®

f. Perjalanan (Law)
Secara etimologi safar bermakna qatu‘ al-masafah yang berarti

menempuh jarak. Adapun secara terminologi, sebagaimana penjelasan Wahbah al-

% Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 123.
% |bn Nujaim, Al-Ashbah wa al-Nazair, Jilid | (Damaskus: Dar Al-Fir, 1983), 109.
9 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 129.
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Zuhayli, safar yaitu meninggalkan tempat dengan tujuan melakukan perjalanan
menuju tempat yang jarak tempuhnya sejauh tiga hari tiga malam berjalan kaki,
yang lamanya diperkirakan 20 jam 20 menit, atau 86 km menurut ulama Hanafi,
dan 96 km menurut ulama Shafi’iyyah. Safar dapat dikategorikan sebagai kondisi
darurah atau salah satu faktor yang memberikan keringanan terhadap kewajiban-
kewajiban agama. Kondisi darurah al-safar tersebut tidak melihat kepada adanya
kesulitan atau tidak.!® Penjelasan tersebut memberikan implikasi, bahwa dalam
keadaan safar, berbagai keringanan tetap berlaku, sekalipun jarak tersebut dapat
ditempuh dalam masa beberapa jam saja, dengan menggunakan berbagai sarana
transportasi modern di era kini.

Pandangan safar sebagai kondisi darurah yang memberikan implikasi
hukum keringanan dan kemudahan didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an,
meliputi; Pertama, Q.S. al-Bagarah ayat 184'°' yang memberikan penjelasan

diperbolehkannya berbuka bagi orang yang dalam perjalanan di bulan Ramadhan;
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“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan

(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain” (Q.S. al-Bagarah: 184).102

Kedua, Q.S. al-Nisa ayat 43'%® yang memberikan penjelasan tentang

keringnan tayammum bagi seseorang dalam keadaan musafir (bepergian) dan

tidak mendapatkan air.

100 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 131.
101 gl-Qur’an, 2: 184.
102 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 28.
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“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat
air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu
dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun” (Q.S.
al-Nisa: 43).104

Keadaan safar ini memberikan implikasi kemudahan dan keringanan bagi
musafir. Implikasi tersebut seperti memberikan pilihan bagi musafir untuk
melaksanaan shalat Jumat atau shalat Duhur. Pilihan melaksanakan jama’ dan
gashar shalat fardlu. Pilihan berbuka atau tetap melaksanakan puasa Ramadhan.%®

Para fugaha sepakat bahwa safar yang dapat dikategorian sebagai kondisi
darurah bukan untuk tujuan maksiat. Sementara itu, para fugaha berbeda
pandangan terhadap safar yang bertujuan untuk maksiat. Jumhur fugaha
Malikiyah, Shafi’iyyah dan Hanbaliyah berpandangan bahwa safar yang bertujuan
untuk maksiat tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi darurah. Hal itu
dikarenakan keringanan tersebut tidak dibenarkan jika terkait dengan perbuatan-
perbuata maksiat. Jika hal tersebut diperbolehkan, maka itu dapat berarti

memberikan kemudahan dan membantu seseorang untuk berbuat maksiat.1%

Pandangan tersebut didasarkan pada Q.S. al-Bagarah ayat 1737 yang berbunyi;

103 al-Qur’an, 4: 43.

104 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 5, 58.

105 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 132-133.
106 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 134.

107 al-Qur’an, 2: 173.
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“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Q.S. al-Bagarah:
173).108

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah menetapkan hukum
mubah (boleh) bagi seseorang yang terpaksa. Kebolehan hukum tersebut bersifat
umum bagi siapapun, dalam berbagai kondisi dan keadaan. Ketetapan hukum
tersebut juga berlaku bagi orang yang dalam keadaan mugim maupun musafir,
dengan syarat tidak ada pelanggaran dan kezaliman terhadap hak-hak orang lain.

Pandangan berbeda dinyatakan oleh fugaha Hanafiyah. Bahwa keadaan
safar memberikan implikasi keringanan secara mutlak bagi musafir, baik safar
bertujuan untuk maksiat ataupun tidak. Pandangan tersebut didasarkan pada sebab
dan faktor adanya keringanan dalam safar yaitu dengan keberadaan safar itu
sendiri. Adapun kemaksiatan merupakan hal yang berada di luar esensi safar,
yang bisa saja terjadi dalam keadaan menetap yang biasa.'® Sementara itu,
Wahbah al-Zuhayli dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa ketetapan-

ketetapan hukum dalam safar terbatas pada kewajiban-kewajiban keagamaan saja,

dan tidak ada pengaruhnya terhadap kewajiban-kewajiban keperdataan.!*

108 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 26.
109 Al-Sharbini al-Khatibi, Mughni Al-Muhtaj, Jilid | (Beirtt: Dar al-Fikr, 1978), 272.
110 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 134.
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g. Sakit (U=l

Kata marad (sakit) secara etimologi merupakan lawan dari sihah yang
berati sehat.!'’ Adapun secara terminologi, Al-Jurjani dalam al-Ta rifat
mendefinisikannya dengan o=\all Jimey) e 45 A% Nl . jxi L “sesuatu yang
menimpa badan, sehingga menyebabkan ia terganggu”.}*? Sementara itu Wahbah
al-Zuhayli mendefinisikan dengan kondisi tidak normal pada tubuh seseorang
yang dapat menimbulkan tidak berfungsinya organ tubuh.*3

Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa keadaan marad dapat
dikategorikan sebagai kondisi darurah. Kondisi tersebut dapat memberikan
implikasi hukum seperti meringankan bagi si sakit, khususnya dalam bidang
ibadah. Hal itu disebabkan karena sakit merupakan salah satu faktor penyebab
kelemahan, kesulitan bagi seseorang melaksanakan sesuatu berdasarkan ketentuan
syariat.}'* Secara umum, dalil marad sebagai kondisi darurah didasarkan pada
beberapa ayat al-Qur’an yang meliputi;

Pertama, Q.S. al-Bagarah ayat 184! yang memberikan penjelasan

dibenarkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit di bulan Ramadhan;

g .
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“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan
(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain”(Q.S. al-Bagarah: 184).11¢

11 Abl al-Fadl Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram lbn Manzdr, Lisan al- ‘Arabi, Jilid VII,
331.

112 <Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Ali al-Jurjaniy, Al-Ta ‘rifat, 92.

113 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 135.

114 1bid., 135.

115 al-Qur’an, 2: 184.

116 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 28.
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Kedua, Q.S. al-Bagarah ayat 196" yang memberikan penjelasan tentang
diperbolehkannya seseorang yang sakit berwakil dalam menunaikan beberapa
wajib haji seperti melempar jumrah, atau melanggar larangan ihram yang disertai
dengan kewajiban membayar fidyah, dengan cara berpuasa 3 hari, atau
bersedekah kepada 6 orang miskin, untuk masing-masing orang miskin setengah
sha dari makanan, atau menyembelih satu kambing untuk dibagikan kepada kaum

fakir miskin di tanah haram.

“Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia
bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau
berkorban” (Q.S. al-Bagarah: 196).118

Ketiga, Q.S. al-Nisa ayat 43''° yang memberikan penjelasan tentang
ruhksah tayammum bagi seseorang yang dalam keadaan sakit.
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“Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat
buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat
air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu
dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun” (Q.S.
al-Nisa: 43).1%

Ayat-ayat tersebut menjadi salah satu dasar para fugaha berpandangan

bahwa orang yang sakit, dalam menjalankan ibadah akan menyebabkan

17 al-Qur’an, 2: 196.

118 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 30.
119 al-Qur’an, 4: 43.

120 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 5, 85.
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bertambahnya sakit, lambatnya kesembuhan atau menyebabkan kerusakan pada
anggota badannya, maka keadaan sakit tersebut dapat menjadi sebab adanya
keringanan.'?! Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat diambil kesimpulan juga
bahwa Allah SWT memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit dalam
menunaikan ibadah sesuai dengan kemampuan dan kondisi sakit yang mereka
alami. Hal itu agar dalam menunaikan ibadah kepada Allah SWT tidak mengalami
beban dan kesulitan serta mendatangkan madarat baginya.
h. Kekurangan bersifat alami (bl =il

Istilah nags merupakan lawan dari kamal (kesempurnaan). Wahbah al-
Zuhayli berpandangan bahwa kekurangan bersifat alami ini meliputi dua hal yaitu
belum sampainya usia (baligh), dan karena sebagai wanita. Bagi seseorang yang
terkait dengan dua hal tersebut dan keduanya menyebabkan kesulitan ketika
menjalankan syariat, maka kekurangan tersebut dapat dikategorikan sebagai
kondisi darurah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab adanya
keringanan dalam berbagai beban taklif al-shari’ah.1?

Dalam berbagai ketentuan ibadah, syariat menetapkan beberapa
keringanan bagi seseorang yang belum mencapai usia baligh dan perempuan. Usia
baligh misalnya merupakan syarat wajib dalam ibadah. Oleh karena itu, tidak
dibebankan taklif bagi anak belum usia baligh seperti dalam ibadah shalat, puasa

dan ibadah-ibadah lainnya. Demikian juga dalam pengelolaan dan pengembangan

121 Abli Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmilbn ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fiMasalih al-
Anam, Jilid 11, 10.
122 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 139.
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harta mereka, maka hal tersebut diserahkan kepada wali (ayah, penerima wasiat
atau hakim).!2 Adapun bagi perempuan, beberapa keringanan diberikan
kepadanya seperti tidak diwajibkannya menghadiri shalat jumat. Selain itu, bagi
perempuan yang mengalami haid dan nifas, tidak dibebankan untuk menggadla
shalat. Hal demikian diberikan untuk menghindari kesempitan dan kesulitan,
sementara uzurnya selalu berulang dan dalam waktu yang cukup lama.'?*

i. Pembelaan diri yang sah menurut syariat (= & géall)

Wahbah al-Zuhayli berpandangan bahwa pembelaan diri (al-difa’ al-
shar’i) atas pelanggaran hak oleh orang lain dapat dibenarkan oleh syariat, baik
menyangkut jiwa, harta atau kehormatan. Dalam kondisi demikian, pihak yang
teraniaya berhak membalasnya dengan batas-batas yang sepantasnya. Pembalasan
dapat dimulai dari yang paling ringan. Jika pembelaan tersebut memungkinkan
dilakukan dengan ucapan atau meminta bantuan orang lain, maka haram baginya
menggunakan pukulan. Jika memungkinkan membela diri menggunakan tangan,
maka haram baginya menggunakan cambuk. Jika pembelaan diri memungkinkan
hanya dengan menggunakan cambuk, maka haram baginya menggunakan kayu
pemukul. Jika kemungkinan mempertahankan diri dengan hanya memotong
sebahagian anggota tubuh dari musuh, maka diharamkan melakukan pembunuhan.

Hal itu dikarenakan tindak pembelaan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi

darurah, sebagai pengecualian dari kaidah “al-darar la yuzalu bi al-

123 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 139.
124 Abl Fadl Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suydti, Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Shafiiyyah, 72.
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darar’kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan melakukan
kemudharatan.'?® Berkaitan hal tersebut, ‘Izzu al-Din lbn ‘Abd al-Salam
memberikan pandangannya dalam hal pembelaan diri. Dalam hal ini, ‘Izzu al-Din
ibn ‘Abd al-Salam menyatakan bahwa “apabila penyerang telah bertahan
menyerang, maka haram hukumnya memerangi dan membunuh mereka.!?®
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembelaan diri juga
tidak boleh melampaui batas.

Secara umum, dasar bahwa al-difa’ al-shar’i dikategorikan sebagai
kondisi darurah yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. al-Bagarah ayat 19427 yang

berbunyi;

<
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“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia,
seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-Bagarah:
194).128

Selain itu, juga didasarkan pada hadis Nabi SAW;
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“Dari Sa’id bin Zaid, dari Nabi saw, beliau bersabda, “Siapa yang dibunuh

karena membela hartanya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela

keluarganya maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau
karena membela agamanya, ia syahid”.

125 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 143.

126 Abli Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmilbn ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-
Anam, Jilid I, 159.

127 al-Qur’an, 2: 194.

128 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 30.
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Sementara itu, dalam pandangan jumhur fugaha, al-difa’ a/-shar’i dan
tindakan-tindakan mempertahanan diri yang dipandang sah menurut syariat, status
hukumnya adalah mubah (boleh). Oleh karenanya, tidak ada tanggung jawab bagi
pihak yang mempertahankan dirinya dari dua aspek; yaitu aspek kepidanaan dan
keperdataan, kecuali jika melampaui batas-batas yang disyariatkan. Pandangan
demikian dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhayli.*?® Selain itu, ‘Abdul Qadir ‘Audah
juga telah memberikan beberapa ketentuan bagi al-difa’ al-shar’i yang meliputi 4
syarat; (1) adanya pelanggaran yang bersifat pidana dengan ancaman hukuman.
(2) pidana tersebut terjadi pada saat itu dan bukan berupa ancaman. (3) tidak
memungkinkan mempertahankan diri dengan cara yang lain. (4) menggunakan
kekuatan yang semestinya dalam mengatasi penganiayaan dengan memilih
alternatif paling ringan terlebih dahulu dan tidak melampaui batas.**

j. Istihsan al-Dartirah (5,5l Gleainl)

Imam Abu Hasan Al-Karkhi seorang fugaha Hanafiyah mendefinisikan
istihsan sebagai “penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah
yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah
yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya
penyimpangan tersebut”. 13!

Ibnu ‘Arabi salah satu fugaha Malikiyyah mendefinisikan istihsan dengan

“memilih meninggalkan dalil, dan mengambil rukhsah dengan hukum sebaliknya,

129 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 145.

130 < Abdul Qadir ‘Audah dalam Al-Tasyri’ al-Jina i al-1slami, Jilid 1(Beirut: Dar Al-Fikr, ), 278.

181 Istihsan sebagai dalil istinbat hukum banyak digunakan oleh dua madhhab yaitu madhhab
Hanafiyah dan Malikiyyah. Bahkan dalam pandangan Imam Malik, penggunaan istihsan bisa
mencapai 90 % dari seluruh ilmu figh. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, 401.



83

karena dalil tersebut berlawanan dengan dalil lain pada sebagian kasus
tertentu”.’®> Dengan makna senada Al-Shatibi mendefinisikan dengan “sesuatu
yang dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan akalnya dan cenderung dengan
pendapatnya tersebut”. Selain itu, mengambil konsep Ibnu ‘Arabi, Al-Shatibi
memaparkan bahwa istihsan adalah pengutamaan meninggalkan tuntutan dalil
dengan cara pengecualian dan peringanan, karena bertentangan antara bagian-
bagian tuntutannya. Dalam pandangannya, istihsan bukanlah sesuatu yang
dianggap baik berdasarkan akal semata-mata, akan tetapi  sulit
mengungkapannya.*®

Sementara itu, istihsan al-darurah dimaknai dengan hajah oleh Wahbah
al-Zuhayli. Dalam penjelasannya, Wahbah al-Zuhayli mendefinisikannya dengan
“terdapatnya suatu darurat yang mendorong seorang mujtahid meninggalkan qiyas
serta mengambil kehendaknya atau kehendak hajat dan kemaslahatan guna
menghindari kesempitan serta memelihara keadilan”.*3* Dalam pengertian lain,
istihsan al-darurah adalah kebutuhan pada hukum yang paling mudah dan hukum
yang paling layak dipilih untuk menghilangkan kesulitan, serta paling sejalan
dengan maksud dan tujuan utama penyelenggaraan syariat Islam.'3 Berdasarkan

penjelasan tersebut, pada hakikatnya istihsan al-darurah adalah penerapan

ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari

132 Muhammad Abi Zahrah, Usul al-Figh, 402.

133 Abu Ishag lbrahim lon Musa Al-Shatibi, Al-I’tisam, Jilid 1l (Beirat: Dar Al-Fikr, 1997), 137-
138.

134 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 158.

135 Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurah; Ma’alimuhu wa Dawabituhu (Kuwait:
Dar al-Igra’, 2011), 87.
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nas, ijma’ atau giyas, tetapi ketentuan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan
dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik
dengan adanya kondisi darurat atau untuk menghilangkan kesulitan.

k. Maslahah mursalah karena darurat (5_.s_s<al 4lu jall ialiadll)

Pada dasarnya seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT baik dalam
bentuk perintah maupun larangan mengandung maslahah.'* Pandangan demikian
sebagaimana dijelaskan olen Abu Zahrah melalui istigra’ (penelitian empiris),
berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis, diketahui bahwa hukum syariat
mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.**’ Dalam pengertian
lain, bahwa tidak ada syariatyang bebas dari maslahah. Oleh karenanya seluruh
hukum yang ditetapkan bagi manusia mengandung manfaat untuk dirinya baik
secara langsung ataupun tidak.

Sementara itu, terminologi maslahah mursalah memiliki beragam definisi
dari para fugaha. Al-Shatibi misalnya mendefinisikan sebagai sifat-sifat yang
sejalan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuan dari Allah
sebagai penetap syari’at, tetapi tidak ada dalil Shara’ yang menunjukkan bahwa
sifat-sifat itu diperhitungkan atau tidak diperhitungkan, namun dengan mengikat

suatu ketetapan hukum dengannya diperoleh kemaslahatan atau terhindar

136 Merujuk pada beberapa definisi maslahah menurut beberapa ahli seperti Al-Ghazali, Al-
Khawarizmi, Al-Shatibi, Ibn Abd Al-Salam dan fukaha lainnya, Amir Syarifuddin menyimpulkan
bahwa maslahah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat arena mendatangkan kebaikan
dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam
menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid Il (Jakarta: Kencana Prenadamedia
Group, 2008), 369.

137 Muhammad Abl Zahrah, Usul al-Figh, 423.
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kemudaratan dari manusia.'®® Definisi tersebut memiliki kesamaan makna dengan
pandangan Abu Zahrah, yang memaknainya sebagai maslahat- maslahat yang
bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber
dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat
tersebut.**°

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam situasi
dan kondisi tertentu, umat Islam memungkinkan menghadapi berbagai
problematika hukum Islam yang tidak ditemukan padanan sifat hukumnya baik
dalam al-Quran, hadis, maupun ijma’ yang patut dijadikan landasan ketetapan
hukumnya. Namun demikian, sifat yang menghendaki bagi ketetapan hukum
sesuai dengan tujuan-tujuan syara’, bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan
manfaat bagi manusia serta menghindarkan dari kemudaratan dan keburukan
dalam kondisi tersebut dapat ditangkap. Merespon hal tersebut, para fugaha
berpandangan bahwa harus ada ketetapan hukum dari sebuah peristiwa baru.
Apabila ketetapan hukum yang dimaksud mencipatakan kemaslahatan vital bagi
kehidupan manusia, yang terkait erat dengan ‘al-kulliyat al-khamsah’ yakni;
agama (din), jiwa (nafs), akal (‘ag/), harta (mal), serta keturunan (nasl), maka
ketetapan hukum tersebut dapat diterima dan dipandang sebagai ketetapan hukum
yang Islami dan benar. Hal tersebut dalam pandangan Wahbah al-Zuhayli dinilai

serupa dengan memegang darurat (al-akhdhu bi al-darurah).'4°

138 Abu Ishag Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafagat fi Usul al-Shari’ah, Jilid 1, 39.
139 Muhammad Abi Zahrah, Usul al-Figh, 427.
140 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 164-167.
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[ “Urf (<)

Abu Zahrah mendefinisikan ‘urf sebagai bentuk-bentuk mu’amalah
(hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung
ajeg (konstan) di tengah masyarakat.}*! Sementara itu Wahbah al-Zuhayli
mendefinisikannya dengan apa yang telah menjadi adat (tradisi) bagi umat yang
mereka pedomani dalam berprilaku, atau lafaz yang sama-sama mereka kenal
penggunanya untuk sebuah pengertian yang khusus yang tidak dikenal oleh
bahasa dan tidak terbayang adanya pengertian yang lain ketika mendengar lafaz
tersebut.?*? Sebagai kondisi, parafugaha berpandangan bahwa ‘urf dapat dijadikan
dasar dalam pemberlakuan hukum dan boleh diamalkan dengan ketentuan; 1) ‘urf’
tersebut tidak bertentangan dengan nas di dalam al-Qur’an dan hadith. 2) ‘urf
berlaku umum atau berlaku untuk sebagian besar peristiwa, dengan kata lain
diamalkan secara terus menerus terhadap semua peristiwa; atau diamalkan
terhadap sebagian besar peristiwa.*

Sebagaimana penjelasan Wahbah al-Zuhayli, sebagai dasar dalam
pemberlakuan hukum, ‘urf'pada dasarnya bukanlah dalil yang berdiri sendiri, akan
tetapi ia dibangun atas dasar memelihara darurat, hajat dan kemaslahatan, atau
menghindari kesempitan atau kesulitan, dan mempermudah tuntutan-tuntutan
syara’. Pandangan demikian juga senada dengan penjelasan Al-Shatibi yang

menerangkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat penting

141 Muhammad Abi Zahrah, Usul al-Figh, 416.
142 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 168.
143 |bid., 170.
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untuk diperhitungan menurut syara’, baik yang pada asalnya merupakan syara’
ataupun tidak. Dalam pengertian lain, baik kebiasaan tersebut dikuatkan oleh dalil
syara’, apakah itu berupa perintah, larangan, ataupun keizinan maupun tidak.
Adapun kebiasaan yang tidak ditetapkan dengan dalil syara’ maka penegakan
taklif tidak akan kuat kecuali dengan pertimbangan darurat, hajat, kemaslahatan,
menghindari kesempitan, mempermudah dalam tuntutan syara’.*4*

Kehujjahan ‘urf sebagai dalil dan dasar pemberlakuan hukum Islam pada
dasarnya didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an yang meliputi: Pertama, Q.S.
al-A’raf ayat 1994 yang berbunyi;

st ez 2l AL 32 kil a2

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A’raf: 199) .14

Surat al-A’raf ayat 199 tersebut memberikan penjelasan dan perintah
untuk berbuat ‘urf (mengerjakan yang ma’ruf atau kebaikan). ‘Urf merupakan
semua bentuk kebaikan yang dapat diterima oleh akal dan dikenal oleh seluruh
atau sebagian besar masyarakat melalui kebiasaan dan interaksi sosial. Oleh
karena itu perintah berdasarkan ‘urf'merupakan dalil berdasarkan ayat tersebut.

Kedua, penjelasan dalam Q.S. al-Hajj ayat 78%* yang berbunyi:

e g Sle gax G

“dan Dia tidak menjadikan kesukaranuntukmu dalam agama” (Q.S. al-
Hajj: 78).148

144 Abu Ishaqg Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Jilid 11, 286.
145 al-Qur’an, 7: 199.

146 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 9, 176.

147 al-Qur’an, 22: 78.
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Ketiga, penjelasandalam Q.S. al-Maidah ayat 6*° yang berbunyi:

”Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (Q.S.
al-Maidah: 6).1>°

Kedua penjelasan dalam Q.S. al-Hajj ayat 78 dan Q.S. al-Maidah ayat 6
tersebut merupakan sumber dan dasar ‘wrf sebagai dalil dalam pemberlakuan
hukum dengan pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam
artian bahwa orang banyak tersebut akan banyak mengalami kesulitan bila tidak
menggunakan ‘urf tersebut. Selain itu, menentang ‘urf'yang telah dipandang baik
oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan, dan hal tersebut
dinilai bertentangan dengan ayat-ayat tersebut diatas.

Selain itu, kehujjahan ‘urf sebagai dalil juga didasarkan pada perkataan
Ibn Mas’ud ra yang didasarkan pada hadis Nabi SAW;

£ 0 S 538 o B3l ey s 1 B 8 s D32l 5 S

“Sesuatu yang dinilaibaik oleh kaummusliminadalahbaik di sisi Allah,
dan sesuatu yang merekanilaiburukmakaiaburuk di sisi Allah”.?!

Selain itu, kehujjahan ‘urf juga didasarkan pada gawaid al-usul dan

gawaid al-figh'® yang berbunyi;

148 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 17, 341.

149 al-Qur’an, 5: 6.

150 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 6, 108.

151 Hadis tersebut dinilai Mauquf pada Ibn ‘Abbas, diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnad.
Perkataan tersebut, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara
yang telah menjadi tradisi di masyarakat dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara
tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah dan dapat dijadikan sebagai dalil. Lihat Muhammad
Abu Zahrah, Usul al-Figh, 417.
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e

“Adat itu adalah hukum”.1%3
Kaidah tersebut dalam pandangan beberapa fugaha merupaan salah satu
dalil dalam istinbat hukum. Penggunaan kaidah tersebut juga diperkuat oleh

pandangan beberapa fugaha seperti imam Suyuti dalam al-Ashbah wa al-Nazair

dan pernyataan Al-Sarkhasi dalam al-Mabsut yang dikutip oleh Abu Zahrah;

P . ° P
e A G Oy S

“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf Sama dengan diktum
hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i”.*>*

Al B sl L8

“Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘wurf sama statusnya dengan apa yang
ditetapkan berdasarkan nas”.**

Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil kehujjahan ‘urf tersebut, Wahbah
al-Zuhayli dalam penjelasannya menyatakan bahwa selain atas dasar darurah
ataupun juga hajah (kebutuhan umum masyarakat), banyak ‘urfyang berdiri atas
dasar adanya kesulitan yang menuntut adanya prinsip mempermudah dalam
masalah hukum syara’. ‘Urf dalam kondisi tersebut merupakan salah satu sebab

yang membenarkan perbuatan yang dilarang atau perubahan ketetapan hukum,

152 Abu Fadl Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Shafi iyyah, 80-88.

153 Selain kaidah tersebut, Al-Suydti juga telah menyebutkan 4 kaidah lainnya yang menjadi 5
kaidah mayor dalam Qawa’id al-fighiyyah yang di jadikan dasar dalam pemberlakuan hukum,
kaidah-kaidah tersebut meliputi; J) 32 Jsall | saeiil) Calas 28800 @lilly J5 5 ¥ o) aacaliay ) saY, Lihat
Hasan Salah Al-Saghir, Al-Qawa’id al-Fighiyyah wa Tatbigatiha al- ‘Amaliyah fi al-Ahkam al-
Shar’iyyah (Kairo: Lajnah Kulliyah al-Shari’ah wa al-Qanun Jami’ah al-Azhar, 2006), 79.

154 Abu Fadl Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suydti, Al-Ashbah wa al-Nazair fi al-
Qawa’id wa Furu’ Figh al-Shafi iyyah, 80.

1% Muhammad Abl Zahrah, Usul al-Figh, 417.
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sebab jika hal tersebut tidak dilakukan akan menyebabkan kesulitan bagi
seseorang.t°®
m. Menutup dan membuka peluang (L@ 5 & )3 a)

Dari segi etimologi, dhari’ai berarti wasilah (perantara). Imam Al-Shatibi
dalam al-Muwafagat mendefinisikannya sebagai “apa yang dipakai dan ditempuh
untuk mencapai sesuatu yang dilarang, termasuk di dalamnya kerusakan”.'®’
Definisi tersebut dinilai oleh Wahbah al-Zuhayli hanya terbatas pada dhari’ak
yang dilarang saja,**® dengan kata lain, bahwa dhari’a# pada dasarnya adalah
sesuatu yang maslahat tetapi dapat menjadi media kepada sesuatu yang mafsadat.

Definisi berbeda dikemukakan oleh Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa
dhari’ah yaitu “segala sesuatu yang merupakan medium atau jalan menuju
sesuatu”.?>® Definisi tersebut sebagaimana dalam istilah ahli hukum Islam yang
disebutkan oleh Abu Zahrah bahwa dhari’a/ ialah sesuatu yang menjadi perantara
ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.'®® Definisi ini dinilai oleh
Wahbah al-Zuhayli lebih komprehensif yang meliputi dua kemungkinan yaitu
sadd al-dhari’ah dan fath al-dhari’ak. Wahbah al-Zuhayli juga berpandangan
bahwa jika medium tersebut membawa kepada kemaslahatan, maka ia dituntut
oleh syara’ dan jika medium tersebut membawa kepada kerusakan (mafsadah),

maka ia dilarang.®!

16 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 171.

157 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Jilid 1V, 198.
1%8 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 182.

159 Shamsuddin Ibn Al-Qayyim, 4 lam al-Mugi 'in (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), 143.

160 Muhammad Abi Zahrah, Usul al-Figh, 438.

161 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 183.
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Kondisi yang dapat menutup dan membuka peluang dalam pandangan
Wahbah al-Zuhayli dapat dikategorikan sebagai darurah. Hal tersebut
dikarenakan kondisi tersebut dapat menciptakan berbagai kemaslahatan dan
manfaat atau sebaliknya menghindari kemudaratan dan keburukan. Pandangan
tersebut juga didasarkan pada prinsip bahwasanya penetapan hukum berdasarkan
dhari’ah didasarkan pada prinsip darurat, dan hal tersebut sebagaimana dalam
hukum Islam dapat menjadi dalil dibolehkannya perbuatan yang dilarang untuk
memelihara kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Demikian juga sebaliknya,
dhari’ah juga dapat mengharamkan jalan yang menuju kepada haram berdasarkan
prinsip berhati-hati (ihtiyat), hal tersebut dalam istilah Wahbah al-Zuhayli disebut
dengan al-ihtiyal ‘ala al-qanun.®2

n. Merebut hak milik sendiri (s=Jb skl

Para fugaha berpandangan bahwa mengambil hak milik sendiri baik dalam
bentuk uang atau barang dari orang yang berhutang dan selalu menunda-nunda
pembayarannya (mumatil), atau mengambil haknya dari terdakwa (jani) yang
telah diputuskan oleh pengadilan bahwa hal tersebut merupakan hak yang
disebabkan karena pelanggaran atas dirinya, maka hal tersebut tidak dapat
dikategorian sebagai pencurian. Keadaan tersebut dalam pandangan Wahbah al-
Zuhayli dapat dikategorikan sebagai kondisi darurah, dengan dasar memudahkan

seseorang untuk mendapatkan haknya, sekalipun tanpa diketahui pihak yang

162 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 182.
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berhutang.'®® Pandangan tersebut disandarkan kepada beberapa pendapat beberapa
fugaha Shafi’iyyah, Hanbaliyah, dan juga Malikiyyah. Sebagaimana dijelaskan
olen Wahbah al-Zuhayli dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa
mengambil harta orang yang selalu menunda-nunda watu pembayaran hutangnya
itu adalah dibolehkan karena darurat, dan karenanya terhadap pihak yang
mengambil tidak diterangkan hukuman yang berlaku pencurian, karena ia
diizinkan demikian. Namun demikian, Wahbah al-Zuhayli juga memberikan
catatan bahwa konteks merebut hak milik sendiri dalam hal ini adalah ketentuan-
ketentuan hukum muamalah yang dipandang sebagai salah satu keadaan darurah
dalam aspek hukum agama, akan tetapi dalam aspek hukum peradilan maka hal

tersebut diserahkan kepada keputusan peradilan.®*

Tabel 2.3
Kategori darurah perspektif Wahbah al-Zuhayli

No | Kategori al-darurah Keterangan

1 daeddl Kondisi kelaparan

2 ol SY Paksaan dari orang lain

3 Gl Ketidakmampuan  seseorang menghadirkan
sesuatu di dalam akalnya pada saat dibutuhkan

4 deall Ketidaktahuan tentang hukum

5 ol agae g puuall Kesulitan dan meratanya bencana yang sulit
dihindari

6 i) Perjalanan

7 sl Sakit yang menyebabkan terganggu

8 bl (il Kekurangan bersifat alami meliputi belum baligh
dan sebagai wanita

183 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 189.
164 |bid., 192.
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9 = Al g laall Pembelaan diri yang sah menurut Shar’i

10 39 pall luatil Kondisi darurat  dan kebutuhan untuk
menghilangkan kesulitan

11 | 3=l 4 jall dsladll | Kondisi yang menciptakan kemaslahatan terkait
‘al-kulliyat al-khamsah’ yakni; agama (din), jiwa
(nafs), akal (‘agl), harta (mal), keturunan (nasl)

12 s yall Tradisi umat yang menjadi pedoman dalam
berprilaku

13 [PENCIPY SBR[V Kondisi yang dapt menutup dan membuka
peluang maslahat maupun mafsadat

14 Gall ikl Mengambil hak milik sendiri dari orang lain

5. Implikasi darurah dalam hukum Islam

Hukum darurah dapat dimaknai sebagai implikasi hukum dalam kondisi
darurah. Kondisi tersebut berimplikasi menuntut diberlakukannya ketetapan
hukum pengecualian, menghendaki diperbolehkannya melakukan sesuatu yang
dilarang atau sesuatu yang diharamkan, meninggalkan yang wajib atau menunda
pelaksanaannya, serta bertentangan dengan kaidah-kaidah umum berlaku
menyeluruh yang diterapkan dalam keadaan biasa.’®> Implikasi hukum tersebut
berakhir dengan hilangnya kondisi darurah. Pandangan tersebut sebagaimana
diungkapkan oleh Mustafa Al-Zarga’.1%®

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberlakuan hukum darurah jika

dikaitkan dengan ahkamal-takalif al-shari’a#'®” memiliki implikasi hukum

165 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 279.

166 Ahmad Kafi, al-Hajah al-Shar’iyyah Hududuha wa Qawa’iduha (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2004), 45.

167 Dalam terminologi fikih dan usul fikih hukum taklifi dapat berarti seruan Shari’at yang harus
dilakukan oleh orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan perintah, pilihan, maupun ketetapan,
atau dampak dari seruan syari’at Allah SWT yang harus dilakukan oleh mukallaf. Dalam
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rukhsah (keringanan). Secara umum, para fugaha berpandangan bahwa kondisi
darurah berimplikasi hukum rukhsah secara mutlak, memberikan keringanan dan
menghilangkan kesulitan. Implikasi hukum tersebut berlaku secara umum baik
bagi laki-laki maupun perempuan, dalam berbagai keadaan, waktu, dan tempat,
jika ditemukan sebab dan terpenuhinya syarat-syarat sebagai kondisi darurah.%®
Namun demikian, para fugaha berbeda pandangan ketika memberlakukan
hukum rukhsah dalam kondisi darurah, apakah hal tersebut bersifat mubah atau
wujub?. Pendapat pertama menyatakan, bahwa hukum rukhsah dalam kondisi
darurah bersifat mubah. Bagi seseorang dalam kondisi darurah, maka ia
diberikan pilihan baginya untuk menggunakan rukhsah tersebut atau
meninggalkannya. Pendapat demikian sebagaimana pandangan ulama Dahiriyyah,
Abu Yusuf, Abu Ishaq Al-Shirazi dari golongan ulama Shafi’iyyah, salah satu
pendapat ulama Hanbaliyyah, dan salah satu riwayat dari Abi Yusuf, yang
dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhayli,'*® menyatakan bahwa orang yang terpaksa
dan dipaksa diperbolehkan mengkonsumsi yang haram seperti makan bangkai,
darah, daging babi, minum khamr, atau mengambil barang orang lain. Atas
perbuatan tersebut, mereka tidak dianggap berdosa karena perbuatan tersebut

merupakan rukhsah, akan tetapi keharaman benda-benda tersebut tetap ada.

pengertian lain, hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah,larangan, dan
pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Usul al-
Figh, 27.

188 Abu Abdullah 1bn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qadamah, Al-Mughni, Juz 8 (Kairo: Dar al-
Manar, 1981), 596.

169 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 258.
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Selain itu, mereka juga berpandangan apabila seseorang dalam kondisi
darurah, menolak mengambil rukhsah tersebut dan menyebabkan kebinasaan,
maka mereka tidak dianggap berdosa. Pandangan demikian dikarenakan seseorang
tersebut memegang ketetapan hukum ‘azimah, dengan tidak menggunakan
rukhsah tersebut. Pandangan tersebut didasarkan pada penjelasan firman Allah
SWT dalam Q.S. al-An’am ayat 119 yang berbunyi & Y1 &ile 2% L 5&1 (Jiab 35
*4) 255 yhlal dan Q.S. al-Bagarah ayat 173 yang berbunyi & ¥5 ¢l S Shisl a=
<l &) 3 dan Q.S. al-Maidah ayat 3 yang berbunyi —ailais 5 diasia b Shial (2
am) st ) HBYAY. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan tentang kehalalan
atau kebolehan (ibahah) saja. Sementara itu, pengecualian hukum pada ayat-ayat
tersebut merupakan pengecualian dari pengharaman. Sebagaimana pandangan
para ahli usul bahwa pengecualian dari sesuatu yang haram adalah halal atau
ibahah.1"®

Pendapat kedua sebagimana pandangan ulama Hanafiyah, ulama
Malikiyyah, salah satu pendapat yang dianggap paling benar dari ulama
Shafi’iyyah, serta pendapat yang terpilih dari ulama Hanbaliyyah,!’* mereka
menyatakan bahwa hukum asal dalam kondisi darurah bersifat mubah, dan dapat
meliputi wajib maupun sunnah untuk memelihara keselamatan diri dari
kebinasaan. Jika seseorang menolak sesuatu yang dilarang dan menyebabkan

kematian, maka ia berdosa karena hal itu merupakan menjerumuskan diri dalam

170 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 258. 3
171 Abll Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmi Ibn ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-
Anam, 80.
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kebinasaan.!’? Pandangan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S.
al-Bagarah ayat 195 yang berbunyi; 4@ I 262l 158 Y5 “dan janganlah kamu
jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”.}’® Selain itu,
dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 29 juga disebutkan; ks 2 G& &l &) &0 1586 Y3 “dan
janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.}’* Sebagaimana seseorang mampu mempertahanan diri dengan
melakukan apa yang dihalalakan oleh Allah untuknya, maka demikian juga dalam
kondisi darurah untuk mempertahankan diri diwajibkan melakukan hal yang
dilarang atau diharamkan.

Pandangan berdosa bagi seseorang yang bersikap menolak hukum
pengecualian dalam kondisi darurah juga di dasarkan pada Q.S. al-An’am ayat
119yang berbunyi *4ll &),kial & Y1 “kecuali jika kamu dalam keadaan
terpaksa”.1”> Ayat tersebut memberikan penjelasan hukum pengecualian. Dengan
demikian bahwa sesungguhnya tidak berarti seseorang dalam keadaan darurat
tersebut memakan sesuatu yang haram. Dengan pengertian lain, dapat dikatakan
bahwa permasalahan dalam ayat tersebut dapat meliputi persoalan diluar
pengecualian, dan seseatu itu merupakan barang halal sebelum adanya
pengharaman. Sehingga, sesuatu itu tetap dalam statusnya semula ketika dalam
keadaan darurat. Dapat dikatakan juga, bahwa pengecualian pengharaman tersebut

adalah kebolehan. Oleh karena itu, menolak sesuatu yang haram dalam keadaan

172 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 286.
173 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2, 30.

174 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 5, 83.

175 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 8, 143.
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terpaksa dan jelas hukumnya mubah, sama hukumnya dengan menolak sesuatu
yang halal yang menyebabkan seseorang binasa.'’®

Selain itu, kewajiban mengambil rukhsah dalam kondisi darurah yang
dapat menyebabkan kebinasaan juga sejalan dengan menjaga kemaslahatan dunia
dan akhirat.'’” Hal itu sebagaimana pandangan jumhur fugahal’® yang
menyatakan bahwa diwajibkan bagi seseorang yang dalam kondisi darurah
mengkonsumsi makanan yang haram untuk menjaga jiwa. Berdasarkan penjelasan
tersebut, Wahbah al-Zuhayli memberikan kesimpulan bahwa keadaan darurah
sesungguhnya dikecualikan oleh nas itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada lagi
keharaman, sehingga persoalannya adalah ibahah bukan persoalan rukhsah.'”

Pendapat kedua tersebut pada dasarnya berpandangan bahwa
pemberlakuan hukum rukhsah tidak bersifat ibahah mutlak. Dalam pengertian
lain, pemberlakuan hukum rukhsah tersebut didasarkan pada tingkat kesulitan dan
kesusahan yang dihadapi oleh setiap mukallaf. Pandangan demikian sebagaimana
penjelasan Al-Shatibi yang menyatakan bahwa “sebab rukhsah adalah mashaqgah
(kesulitan), kondisi kuat dan lemahnya mashaqgqah tersebut berbeda berdasarkan

keadaan, waktu, dan tempat”. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum rukhsah

berbeda-beda berdasarkan kuat dan lemahnya mashaqgah.

176 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar iyyah, 287.

17 Abl Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmi Ibn ‘Abd al-Salam, Al-Qawaid al-Kubra (Beirut: Dar
Ibn Hazm, 1996), 14-15.

178 Abu Zakariya Muhyiddin Yahya lbn Sharaf al-Nawawi, Raudatu al-Talibin (Beirut: Dar al-
Kutub al-*Tlmiyah, 2000), 548-549.

179 Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar ‘iyyah, 287.

180 Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Jilid |, 234-235.
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Selain itu, elastisitas pemberlakuan hukum rukhsah juga didasarkan pada
magasid al-shari’ah. Pandangan tersebut sebagaimana juga dinyatakan oleh ‘Izz
al-Din Ibn ‘Abd al-Salam bahwa hukum wasilah mengikuti hukum al-magasid.
Dalam hal ini wasilah yang memelihara magasid merupakan wasilah yang
terbaik, sedangkan wasilah yang meniadakan magasid adalah seburuk-buruknya
wasilah. Oleh karena itu, ketentuan hukum wasilah didasarkan pada tingkat
maslahat dan mafsadat’®’ dari wasilah tersebut. Pandangan senada juga
dinyatakan oleh Al-Qarafi. ®?Berdasarkan penjelasan para fugaha tersebut dapat
disimpulkan bahwa pemberlakuan hukum rukhsah dalam kondisi darurah bersifat

relatif berdasarkan tingkat mashagqgah yang dihadapi oleh setiap mukallaf.

Tabel 2.4
Implikasi darurah dalam hukum Islam
No | Implikasi Hukum Sifat
1 Bertentangan dengan | > Bersifat sementara dan berakhir dengan
hukum asal hilangnya kondisi darurah tersebut

2 Rukhsah/keringanan | > Mubah, artinya rukhsah tersebut merupakan
pilihan, melaksanakan atau meninggalkannya.

> Wajib, kewajiban mengambil rukhsah dalam
kondisi darurah yang dapat menyebabkan
kebinasaan untuk menjaga kemaslahatan dunia
dan akhirat.

5. Produk penerapan darurah dalam hukum Islam
Penerapan darurah dalam hukum Islam merupakan tuntutan alamiah yang

sejalan dengan fitrah manusia dan dibutuhkan di setiap tempat dan waktu.

181 Abll Muhammad ‘Izzu al-Din al-Silmi Ibn ‘Abd al-Salam, Al-Qawaid al-Kubra, 74.
182 ghihabuddin Abi al-*Abbas Ahmad lon Idris al-Qarafi, Al-Furug, Jilid 111, 845.



99

Tuntutan atas penerapan tersebut semakin kuat jika dikaitkan dengan umat
minoritas muslim yang menghadapi berbagai kondisi dan situasi sulit serta
kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Namun demikian, penerapan darurah
dianggap oleh beberapa kalangan sebagai produk zaman moderen, karena
kebutuhannya di era sekarang yang sangat besar. Sehingga, tidak jarang berbagai
kalangan antipati dan menolak terhadap konsep penerapannya. Beberapa contoh
terapan darurah pada era dahulu dan sekarang ini akan menegaskan
keautentikannya dan membuktikan bahwa konsep penerapan darurah ini bukan
hanya merupakan produk zaman moderen. Beberapa contoh tersebut meliputi;

a. Kebijakan Khalifah Umar Ibn al-Khattab membatalkan eksekusi potong
tangan bagi pencuri pada masa paceklik karena kelaparan. Diriwayatkan
dari Umar ra. Bahwa budak-budak milik Hathib Ibn Abi Balta’ah
menyembelih  (mencuri) seekor unta milik seseorang dari kabilah
Muzannah. Umar mengambil kebijakan untuk menggugurkan hukuman
potong tangan, dan berkata kepada Hathib, “sesungguhnya aku melihat
engkaulah yang membuat mereka kelaparan”.18% Umar mengambil kebijakan
pembatalan hukuman tersebut berdasarkan dugaan yang kuat, bahwa Hathib
sendiri yang menyebabkan budak-budak tersebut kelaparan.'®* Kebijakan
Umar tersebut merupakan salah satu bentuk terapan darurah. Hal itu

sebagaimana penjelasan Muhammad Rawas dalam karyanya Mausu ah Figh

183 Diriwayatkan oleh al-Baihagi dalam Bab Ma Ja’a Fi Tasnif al-Gharamah, Kitab al-Sarigah,
Sunan al-ubra, Jilid VIII, 278. Lihat Muhammad Abul Fatah al-Bayanuni, Figh al-Darurah;
Ma’alimuhu wa Dawabituhu, 103.

184 Muwafiquddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad lbn Muhammad Ibn Qudamah, Al-
Mughni, Jilid XI1, 463.
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‘Umar Ibn al-Khattab yang menyatakan “yang patut diperhatikan dalam
pengambilan kebijaan Umar adalah bahwa Umar memahami kondisi
kebutuhan mendesak dan darurat sebagai kondisi sulit dan penuh
keterpaksaan yang harus dipertimbangkan”.’®® Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa langkah yang diambil Umar
tersebut termasuk dalam kategori membumikan darurah dan
memperhatikan kondisi-kondisi pengecualian (di luar kelaziman).

b. Fatwa tentang kebolehannya seorang muslim mengambil kewarganegaraan
non-Islam atau berdomisili di negara dengan mayoritas penduduknya non-
muslim. Dalam majalah Akademika Fikih Islam Internasional yang
diterbitkan di Saudi Arabia pada tahun 1987 masehi, edisi ketiga, bagian
kedua, memuat kumpulan fatwa yang membahas permasalahan tersebut.
Kesimpulan dari kumpulan fatwa tersebut yaitu bahwa mengambil
kewarganegaraan dari negara non-muslim termasuk hal-hal yang
diperbolehkan dalam keadaan darurat. Hal itu sebagaimana ketika seorang
muslim terusir dari negara asalnya, yang menjadikan nyawa, keluarga, dan
kehormatannya berada dalam bahaya. Kendati demikian, dia tetap
diwajibkan berniat dan bertekad untuk kembali atau berpindah ke negara-
negara Islam ketika ada kesempatan. Begitu juga disaat membahayakan
keselamatannya, dia diwajibkan memilih salah satu negara —diantara

beberapa negara yang member suaka-- yang diyakini mampu menjamin

185 Muhammad Rawas Qal’ahji, Mausu’ah Figh ‘Umar Ibn al-Khattab (Beirut: Dar al-Nufas,
1989).
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kebebasannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, baik
kewajiban yang bersifat individu maupun sosial.

c. Fatwa tentang status perkawinan istri yang masuk Islam dan suaminya tetap
dalam agamanya non-Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Fi Figh al-
Agalliyyat al-Muslimah, bahwa dengan pertimbangan aspek darurat, Yusuf
al-Qaradawi berpandangan hubungan suami istri tersebut mubah (boleh)
dengan keleluasaan menjalankan hak dan kewajiban suami-istri selama tidak
dipisahkan oleh penguasa.'®’ Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat
Thaha Jabir al-*Alwani yang dengan tegas menyatakan pentingnya bagi istri
tersebut melanjutkan perkawinan dengan suaminya yang non-muslim
dengan dasar bahwa pilihan hukum tersebut akan lebih baik daripada istri
tersebut kembali kepada agamanya yang semula (yaitu keluar dari Islam)

karena pertimbangan psikologi keluarga.'8®

B. Rekonsiderasi Magasid al-Shari’ah dalam Hukum Islam
1. Terminologi magasid al-shari’ah

Istilah magasid al-shari‘ah (A=_4l valic) secara etimologi merupakan
gabungan dari dua suku kata yaitu magasid (~=\%) dan al-shari‘ah (A4, Kata

magasid merupakan bentuk plural dari kata magsad (x<i) yang merupakan

18 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Figh al-Darurah wa Tatbigatuhu al-Mu ‘asirah; Afag wa
Ab’ad (Jeddah: Maktabah al-Mulk Fahd al-Wataniyah, 1993), 124.

187 yusuf al-Qaradawi, Fi Figh al-Agalliyyat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasat al-
Mujatama’at al-Ukhra (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), 117-122.

18 Lihat Thaha Jabir al-‘Alwani, “The Figh of Minorities,” dalamhttp://www.
isna.net/Islam/articles/Figh/The-Figh-of-Minoroties.aspx, aksestanggal 5 Mei 2008.
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derivasi dari kata gasada-yagsudu-gasdun-magsudun (dais - Xad - Mad - 2iad)
yang menunjukkan beberapa makna seperti: hadaf (tujuan), garad (sasaran),
matlib (hal yang diminati), ataupun gayah (tujuanakhir).’®® Dalam literatur
hukum Islam, istilah maqgasid dapat diartikan sebagai tujuan dari hukum Islam.**

Sementara itu, kata shari‘ah secara etimologi berasal dari kata shara’a
(%) yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Kata shari‘as juga
dapat menunjukkan makna suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil
air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan
bantuan alat lain.*®* Dalam literatur hukum Islam, kata shari‘ak dapat diartikan
sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-
Nya.'®? Sementara itu, dalam literatur figh, kata shari‘a/ dikaitkan dengan
hukum-hukum syariat, sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang
ditetapkan Allah Swt. bagi hambanya baik hukum yang ditetapkan melalui al-
Quran maupun Hadis.%®

Secara terminologis, istilah maqasid al-shari‘akz belum terdefinisikan

secara definitif di masa Magasidiyun klasik. Bahkan, al-Shatibi yang dikenal

sebagai Bapak maqgasid al-shari‘az juga belum mendefinisikan secara

189 Abiu al-Husayn Ahmad ibn Faris, Mu jamMagqayis al-Lughah, jilid 5, (Kairo: Maktabah
Mustafa Bab al-Halibi wa Ahladuhu, cet. 11, 1392 H.), 95.

19 Muhammad Tahir ibn ‘Ashdr, Magasid al-Shari‘a/ al-lslamiyyah, (Ordon-Oman: Dar al-
Nafa’is, 2001), 163.

1) ihat Mujam al-Fad al-Quran al-Karim (Kairo: Majma’ al-Lughah al-A’rabiyah, 2007), 13.
192 yisuf al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah al-Shari’ak al-Islamiyyah (Kairo: Dar al-Shuriig,
2006), 13.

193 “Abd al-Karim Zaydan, al-Madkhal li Dirasat al-Shari’a/ al-1slamiyyah, (Beirut: Mu’asasah
al-Risalah, 1976), 39.
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komprehensif.’® Penjelasan ulama klasik tentang magasid terintegrasi dalam
kajian usul al-figh. Sedangkan pengungkapan maknanya cenderung mengikuti
makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, seperti: hikmah
(hikmah), masalih (kemaslahatan), ‘i/lah (alasan fundamental pensyariatan),
kulliyyat al-shari‘ah (nilai-nilai universal hukum Islam), asrar (rahasia), aghrad,
ghayah dan ahdaf (tujuan dan maksud),.1%

Pendefinisian magasid al-shari‘ak secara definitif dan komprehensif dapat
ditemukandi era Magasidiyun moderen. Salah satu tokoh magasid modern Ibn
‘Ashur (1879-1973 M.) dapat dikatakan sebagai tokoh Magasidiyun pertama yang
menjelaskan terminologi maqgasid al-shari‘ak secara definitif. Selain itu, beberapa
tokoh magasid modern lainnya juga memberikan definisi magasid al-shari‘ak
dengan merujuk pada tokoh-tokoh sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini
beberapa definisi magasid al-shari‘az menurut para Magasidiyun moderen
sebagai berikut:

Pertama, definisi Ibn ‘Ashur:

w;sz@@w\?s@d@w&w\&\jdw\f
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194 Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Maqasid ‘inda al-Shatibi, (Herndon-Virginia: The
International Institute of Islamic Thought, 1995), 15.

195 <Abd al-Rahman lbrahim al-Kaylani, Qawa‘id al-Magasid ‘inda al-lmam al-Shatibi,
(Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 45.
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“Magasid al-shari‘ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang
dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak hanya
berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini
adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada
aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum vyang tidak
diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum

yang lain”. 1%

Kedua, definisi¢Allal al-Fasi:

S8 A8 K 0 ag ol A 5 e B e B sty S
ea&a e,

“Magasid al-shari‘ah adalah tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia pada
setiap hukum dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Swt.”.1%

Ketiga, definisi Ahmad al-Raysuni:
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“Bahwasannya magasid al-shari‘ak itu adalah tujuan-tujuan yang
ditetapkan syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia”.1%

Keempat, definisi Nur al-Din al-Khadimi:
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“Magasid al-Shari‘ah adalah makna-makna yang terpancar dalam hukum-
hukum syariat, yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya, baik
makna-makna itu berupa hikmah-hikmah partikular, nilai-nilai
kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum, semuanya itu
mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia

1% Muhammad Tahir ibn ‘Ashir, Magasid al-Shari‘ak al-lslamiyyah, (Ordon-Oman: Dar al-
Nafa’is, cet. IL, 2001), 251.

197 <Allal al-Fasi, Maqasid al-Shari‘ah al-IslamiyyahwaMakarimuha, (Ribat: Dar al-Gharb al-
Islami, 1993), 7.

1% Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Magasid ‘inda al-Shatibi, 19.
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kepada Allah Swt. dan pencapaian maslahat bagi manusia di dunia dan
akhirat”.1%°
Berdasarkan definisi para Magasidiyun tersebut dapat dipahami bahwa
maqgasid al-shari‘ah merupakan pengetahuan tentang tujuan, maksud, hakekat,
hikmah, rahasia dari ketentuan dan ketetapan hukum Islam yang harus terealisasi
dengan diaplikasikannya syariat. Pengetahuan tentang maqasid al-shari‘as dapat
mengantarkan maksud dan tujuan dibalik setiap penetapan hukum Islam. Dengan
pengertian lain, magasid al-shari‘az merupakan sebuah pengetahuan tentang
makna-makna filosofi dan hikmah-hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam
yang diperuntukkan bagi setiap mukallaf.
2. Magasid al-shari’ah; Posisinya dalam studi hukum Islam

Dalam sejarah perkembangan studi hukum lIslam, posisi magasid al-
shari‘ah pada dasarnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian
hukum Islam (‘figh’) klasik lebih dikaitkan dengan usul al-figh dan qawa’id al-
figh yang cenderung berorientasi pada teks, bukan pada maksud atau makna di
balik teks tersebut. Kedua disiplin ilmu tersebut, usul al-figh dan gawa’id a/-figh
ditempatkan sebagai metodologi dalam istinbat hukum Islam dan menjadi bagian
integral dari figh (hukum Islam). Sementara itu, maqasid al-shari ‘a/ ditempatkan

hanya sebagai spirit dalam figh.?%

19 Ndr al-Din al-Khadimi, al-ljtihad al-Magasidi: al-ljtihad al-Magasidi: Hujjiyyatuhu
Dawabituhu Majalatuhu, jilid 1, (Qatar: Wuzarah al-Awgaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1998),
52-53.

200 Dalam pandangan Ahmad Imam Mawardi, terdapat dua sebab mengapa magasid al-shari‘ah
tidakmenjadi bagian integral dari figh sebagimana usul al-figh dan qawa’id al-figh. Pertama,
dominasi madhab teologi yang menolak peranan akal dalam memahami nas menjadi factor
teralienasinya maqasid al-shari‘ak dari perkembangan hukum Islam (figh). Kedua,
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Problematika kontemporer yang kompleks akibat perbedaan ruang, waktu,
dan budaya serta keterbatasan usul al-figh sebagai metodologi istinbat hukum
Islam dalam berdialektika dengan perkembangan zaman, mendorong para
magasidiyun melakukan reformasi atas usul al-figh. Sebagai respon atas
problematika kontemporer dan perkembangan zaman tersebut, para Magasidiyun
memasukkan konsepsi magasid al-shari‘ak sebagai salah satu konsiderasi dalam
istinbat hukum Islam. Namun demikian, diawal perkembangannya, konsepsi
magasid hanya ditempatkan sebagai bagian integral dari usul al-figh.2°!

Posisi magasid al-shari‘ah mengalami perkembangan berikutnya pada
masa Ibn ‘Ashdr. Pada masa ini kajian magasid diakui sebagai sebuah disiplin
ilmu yang indepanden. Maqgasid juga difungsikan sebagai pendekatan ijtihad

karena dnilai memiliki rumusan metodologi yang konkret.?% Konsekuensinya

ditempatkannya magqasid al-shari‘a# dalam domain filsafat yang dinilai tidak bersentuhan
langsung dengan istinbat hukum Islam. Ahmad Imam Mawardi, Figh al-Agalliyat dan Evolusi
Maqasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2010), 186.

201 pandangan yang menyatakan konsepsi maqasid sebagai bagian integral dari usul al-figh adalah
pendapat al-Shatibi. Dalam pandangannya ruang lingkup usul al-figh meliputi dua obyek bahasan.
Pertama, pembahasan tentang metodologi interpretasi teks-teks wahyu. Kedua, pembahasan
tentang magasid al-shari‘es. Pandangan ini diadopsi oleh Ahmad al-Raysuni. Dalam
pandangannya, kajian magasid saat ini memang diakui sebagai sebuah disiplin ilmu, tetapi
berstatus sebagai cabang atau bagian yang tidak terpisahkan dari konstruksi besar ilmu usul al-
figh. Namun demikian, al-Raysuni juga berpandangan bahwa “sangat memungkinkan dalam
perkembangannya kajian magasid menjadi formulasi metodologis, karena integrasi antara
keduanya merupakan sebuah keniscayaan. Lihat, Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Magqasid
‘inda al-Shatibi, 387. B

202 pandangan tentang indepandensi magasid sebagai disiplin ilmu dinyatakan oleh Ibn ‘Ashdr
dengan mengusulkan agar maqasid tidakhanya dijadikan sebagai konsepsi yang membungkus figh
dan usul al-Figh, tetapi butuh berevolusi menjadi sebuah pendekatan dalam melakukan ijtihad
hukum. Usulan tersebut dinilai Jaser Auda sebagai upaya progresif, dengan melihat sebuah
kenyataan bahwa konsepsi usul al-figh produk klasik cenderung normatif dan tekstual dalam
menerjemahkan maksud dan kehendak Tuhan keranah hukum praktis, sehingga kurang responsive
dalam menjawab problematika kehidupan di era global. Jaser Auda, Maqasid al-Shari‘ah Falsafah
al-Tashri* al-Islami: Ru’yah Manzumiyyah, (London: The International Institute of Islamic
Thought, 2007), 21.
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maqasid tidak lagi hanya sebagai sekumpulan konsepsi nilai yang membungkus
usul al-figh dan menjadi spirit figh.

Dua pandangan tersebut pada dasarnya memiliki esensi yang sama. Dalam
bahasa Isma‘il al-Hasani perbedaan pandangan tersebut disebut sebagai
“perdebatan nisbi” (khilafiyyah nisbiyyah).?%® Hal itu dikarenakan, pada dasarnya
kerangka metodologi usul al-Figh pasti dibutuhkan untuk mengungkap nilai-nilai
magasid dari sumber-sumber syariat. Sementara konsepsi magasid al-shari‘ah
juga dibutuhkan dalam kinerja usul al-figh sebagai parameter keabsahan dari
setiap hasil ijtihad agar produk hukum sesuai dengan maksud dan tujuan
syariat.?%4

Maqasid al-shari‘ai pada akhirnya menempati posisi sentral dalam
perkembangan hukum Islam kontemporer. Konsepsi magasid al-shari‘a/ tersaji
dalam kajian terpisah. Pada era ini, magasid ditempatkan sebagai konsiderasi
utama dalam proses istinbat hukum Islam. Dalam hal ini, Jaser Auda, dengan
pendekatan sistem (system approach) mengasumsikan hukum Islam sebagai suatu
sistem, dan menjadikan magasid al-shari‘a sebagai salah satu media intelektual
dan metodologi dalam studi hukum Islam.?%®® Sementara itu, Taha ‘Abd al-

Rahman berpandangan bahwa maqasid al-shari‘a# merupakan sebuah disiplin

203 Isma‘l al-Hasani, Nazariyyah al-Maqasid ‘inda al-lmam Muhammad Tahir ibn ‘Ashur,
(London: The International Institute of Islamic Thought,, 1998), 439.

204 Jamal al-Din ‘Atiyyah, Nahwa Taf7l Maqasid al-Shari‘ah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001),
235-238.

205 Jaser Auda, Magasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach (London,
Washington: International Institute of Islamic Though, 2008), 40.
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ilmu yang memiliki prinsip, teori, dan metodologi sebagai kerangka kerja yang
jelas dalam istinbat hukum Islam.2%

Sebagai disiplin ilmu, magasid al-shari‘az memiliki dua obyek kajian
utama, yaitu obyek formal dan obyek material.?®” Obyek formal magasid al-
shari ‘ah yaitu berupa cara atau metode yang digunakan dalam mengungkap nilai-
nilai magasid. Dalam hal ini ada dua macam metode yang digunakan: a) Metode
analisis deduktif terhadap sumber-sumber wahyu; al-Quran dan Sunnah, baik
dengan memahaminya secara langsung dari bentuk literal lafal perintah dan
larangan, atau melalui interpretasi makna (za ‘i) dari lafal perintah dan larangan
tersebut. b) Metode analisis induktif atas makna-makna magasid yang terkandung
dalam hukum-hukum partikular baik itu berupa magasid asliyyah (tujuan pokok)
maupun magasid al-tabi ‘ak (tujuan cabang).?%®

Sementara itu, obyek material kajian maqasid al-shari‘a/ yaitu berupa
nilai-nilai yang dikeluarkan dari obyek formalnya. Obyek material ini dalam

bentuknya dapat berupa hikmah-hikmah hukum (hikam al-ahkam), rahasia-rahasia

pensyariatan (asrar al-tashri‘), maksud-maksud dan tujuan-tujuan Allah Swt.

206 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi (Beirut:
al-Muassasah al-‘Arabiyah Lilfikri wa al-1bda’i, 2015). 71.

207 Obyek formal adalah cara pandang, cara meninjau, serta kaidah-kaidah yang digunakan sebagai
landasan dalam mengamati obyek material dari suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan yang
dimaksud obyek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, sesuatu yang diselidiki
atau dipelajari. Abdul Cholik, Filsafat llmu: Pendekatan Kajian Keislaman, (Yogyakarta: Arti
Bumi Intarani, 2015), 24.

208 Al-Raystni menamai dua metode di atas dengan istilah magasid al-Khitab dan magasid al-
Ahkam. Lihat Ahmad al-Raysuni, Muhadarat fi Magasid al-Shari‘ah, (Kairo: Dar al-Kalimah,
2013), 10- 20.
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dalam mensyariatkan hukum Islam (magasid al-shari‘ah).?%® Termasuk pula
makna-makna filosofi hukum lainnya yang terwacana dari perkembangan studi
magasid dewasa ini seperti ciri-ciri/karakteristik hukum (khasa’is al-ahkam) dan
prinsip-prinsip hukum (mabadi’ a/-ahkam).

Dua obyek kajian magasid tersebut menjadi tema utama dalam studi
maqasid al-ahari‘ah yang berkembang di era kontemporer. Hal ini berbeda
dengan pembahasan magasid dalam literatur-literatur klasik yang cenderung lebih
banyak mengangkat obyek material magasid. Sedangkan mengenai obyek formal
kebanyakan tidak disajikan secara utuh, tetapi terpencar pada beberapa tema usul
al-figh. Kajian maqasid al-shari‘ah kontemporer sudah terwacana dalam desain
ilmu pengetahuan yang utuh dan sistematis. Bahkan, beberapa pakar magasid saat
ini sudah mulai menyajikan konsep pemikiran magasid sebagai metodologi ijtihad
hukum alternatif yang lebih progresif.

Dari uraian obyek kajian magasid tersebut, cukup menjadi dasar dan
landasan bahwa kajian maqasid dalam perkembangan kontemporer telah
memenuhi standard ilmu pengetahuan. Hadirnya kajian magasid dengan keutuhan
konsepsinya ini memunculkan pertanyaan dan asumsi miring mengenai posisi
kajian magasid dalam studi hukum Islam. Sebagian pihak menganggap kajian
magasid dapat menggeser peran dan fungsi usul al-figh sebagai disiplin ilmu yang
menjadi pijakan utama bagi para mujtahid dalam memproduk fatwa-fatwa hukum.

Bahkan ada yang mengklaim kehadirannya dapat membongkar semua konstruksi

209 Nur ad Din al-Khadimi; ‘/lm Maqgasid al-Shar ‘iyyah, 27.



110

keilmuan hukum Islam, karena dalam pemikiran magasid tidak lagi menjadikan
dalil-dalil wahyu sebagai landasan tetapi berkiblat kepada nilai-nilai filosofi
hukum.

Asumsi di atas menunjukkan sebuah penilaian yang keliru bila ditujukan
kepada kajian magasid al-shari‘ah. Karena nilai-nilai filosofi hukum dalam
terminologi kajian magasid tidak lain adalah tujuan-tujuan universal syariat yang
merupakan hasil analisa secara menyeluruh terhadap segala aspek hukum Islam
sebagaimana yang menjadi obyek formal kajian magasid. Sedangkan mengenai
anggapan bahwa kajian maqasid dapat menggeser peran dan fungsi usul al-figh,
maka hendaknya dipahami mengenai adanya hubungan sinergis antara magasid
al-shari ‘ah dengan usul al-figh.

Persoalan adanya hubungan antara magasid al-shari‘ah dengan usul al-
figh memang hingga saat ini masih diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam.
Munculnya beda pendapat dipicu oleh hadirnya kajian magasid yang terpisah dari
usul al-figh, dan tampil sebagai sebuah kajian ilmiah dengan kelengkapan desain
ilmu pengetahuan. Kajian magasid dewasa ini tidak lagi terbatas pada
pembahasan seputar nilai-nilai hukum Islam, tetapi sudah menjangkau pada
dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.

3. Magqasid al-shari’ah sebagai landasan ijtihad kontemporer

Progresifitas pemikiran maqasid al-shari’ah menjadi corak baru dalam

kajian hukum Islam kontemporer. Pengetahuan dan pemahaman magasid secara

komperehensif merupakan aspek penting dan kunci keberhasilan dalam proses
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ijtihad hukum Islam. Dengan mengacu kepada nilai-nilai universal magasid, spirit
progresifitas mengusung betapa pentingnya melakukan terapan ijtihad magasidi di
era kontemporer. Hal tersebut harus dilakukan, dengan pandangan bahwa teori-
teori istinbat yang ada dalam disiplin ilmu usul al-figh lebih cenderung normatif
dan kurang responsive sebagai perangkat untuk memecahkan persoalan intelektual
dan sosial keberagamaan Islam kekinian yang semakin kompleks. Berangkat dari
latar belakang tersebut, muncul kehadiran sejumlah pemikir magasid kontemporer
yang berupaya untuk merumuskan teori-teori istinbat baru dengan konsepsi
maqasid al-shari’ah sebagai pendekatannya.

Selain itu, dalam sejarah perkembangannya, fikih telah memberi pengaruh
yang dominan dalam kehidupan setiap muslim dan menjadi ‘standar’ dalam
penentuan hukum Islam. Fikih juga intens dalam bergumul dengan dinamika
kehidupan kontemporer, karena fikih berhubungan langsung dengan aspek realitas
kehidupan sehari-hari. Sebagi produk, fikih tradisional yang ada cenderung di
dasari oleh literalisme. Paham ini menggunakan metode literal (al-tarigah al-
lafziyyah) yang berpijak pada teks-teks syariah yang bersumber dari al-Qur’an dan
Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafad-lafad kedua sumber tersebut
menunjukkan kepada hukum-hukum fikih yang dimaksud. Khazanah keilmuan
fikih tradisional dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan
kontemporer yang kompleks seperti, persoalan hak-hak asasi manusia, sosial dan
budaya, kebebasan beragama, hubungan muslim dan non muslim di berbagai

belahan dunia, pengembangan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya akibat
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perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan.?'® Implikasinya,
hal itu membutuhkan upaya reformasi terhadap metodologi pemahaman dan
penafsiran ajaran Islam sebagai alternatif solusi dan penyelesaian ata spersoalan-
persoalan yang kompleks tersebut.

Sebagai respon atas persoalan kontemporer yang kompleks, lahir banyak
sumbangan pemikiran yang signifikan terhadap pengembangan studi keislaman
dengan pendekatan maqasid al-skari’ah. Beberapa pemikir magasid hadir dengan
gagasan baru, dengan mensistematisasi pemikiran magasid klasik dalam bentuk
teori ijtihad dan disiplin keilmuan mandiri.?!* Sebagai sebuah disiplin ilmu,
magasid al-shari’ak dinilai dapat difungsikan sebagai pendekatan dan landasan
dalam ijtihad kontemporer. Selain itu, magasid al-shari’ak dapat juga dijadikan
landasan dan alternatif penyelesaian berbagai persoalan kontemporer yang

kompleks. Hal itu dikarenakan magasid memiliki rumusan dan metodologi yang

210 Setiap muslim dimanapun berada, baik sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas tentu
menghadapi kompleksitas wacana, model, dan berbagai persoalan yang tampak pelik seakan tidak
tertampung dalam nilai/norma hukum yang ada dalam nas (al-Quran dan Hadis). Sementara itu,
wahyu sudah tidak lagi diturunkan, sedangkan peristiwa/kebutuhan hukum terus berkembang.
Dalam bahasa M. Syahrur adalah sabata al-nusus waharaka al-muhtawa (vakumnya teks dan
dinamis kandungannya). Dalam rangka merespon fakta tersebut ulama fikih tradisional
memberikan solusi dengan kaidah Laa yunkaru taghayyuru al-ahkam bi taghayyuri al-azmaan
(Tidak dingkari adanya perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman) namun perubahan
hukum yang dilegalkan hanya sebatas paradigma urf. Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi
Syari’ah: Mengenal Syari’ah Islam Lebih Dalam, tarjamah oleh: Surahman Hidayah, dari judul
asli al-Madka lila Dirasati al-Shari’ati al-1slamiyati, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 128.

211 Beberapa tokoh yang merumuskan magasid sebagai teori ijtihad dan ilmu mandiri seperti yang
dilakukan oleh al-Jilani al-Marini yang mengadopsi kaidah-kaidah magasid dari al-Shatibi, yaitu
dalam pembahasannya seputar kaidah-kaidah usuliyyah pada buku yang berjudul- al-Qawa ‘id al-
Usuliyyah ‘inda al-lmam al-Shatibi min Khilal Kitab al-Muwafagat (Kairo: Dar Ibn ‘Affan, 2002),
255-307. Ahmad al-Raysuni yang kaidah-kaidah maqasidnya terbahas dalam karyanya al-Fikr al-
Magqasidi: Qawa ‘iduhu wa Fawa’iduhu (Dar al-Bayda’ Maroko: Jaridah al-Zaman, 1999), 36-89.
Nur al-Din al-Khadimi. Nur al-Din al-Khadimi, al-ljtihad al-Magasidi: Hujjiyyatuhu,
Dawabituhu, Majalatuhu, (Doha-Qatar: Wuzarah al-Awgafwa al-Shu’un al-Islamiyyah, 1998), 39.
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konkret.?*? Pandangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ibn ‘Ashdr yang
mengusung agar maqasid tidak hanya dijadikan sebagai konsepsi yang menjadi
pelengkap figh dan usul al-figh, akan tetapi butuh berevolusi menjadi sebuah
pendekatan dalam melakukan ijtihad hukum.?!3

Gagasan senada, bahwa magasid al-shari’a/ dapat dijadikan sebagai
landasan ijtihad kontemporer juga dinyatakan oleh Yusuf al-Qaradawi.?!*
Gagasan tersebut didasarkan pada ucapan Ibn Qayyim bahwa “dasar dan asas
syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariat
mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah”. Sementara itu,
kemaslahatan-kemaslahatan itu semua akan dapat dicapai melalui figh al-maqasid
(fikih berbasis al-magasid) yang merupakan ‘induk’ dari seluruh fikih-fikih yang

ada. Karena figh al-magasid dapat mencapai kedalam makna, rahasia, dan hikmah

212 Dengan istilah-istilah kontemporer, pengkajian magasid diperkenalkan sebagai upaya untuk
mencapai ‘Pembangunan’ dan merealisasikan ‘hak asasi manusia’, sebagai asas baru dalam hukum
Islam seperti; gagasan tentang pentingnya ‘perbedaan antara sarana dan tujuan’. Magasid juga
diilustrasikan sebagai strategi penting dalam menginterpretasi ulang al-Qur’an dan tradisi
Kenabian. Jaser Auda, Magqasid al-Shari‘a Dalil Lil-Mubtadi’in, 50.

213 Gagasan Ibn ‘Ashur tersebut dinilai oleh Jaser Auda sebagai upaya progresif, dengan melihat
sebuah kenyataan bahwa konsepsi usul al-figh produk klasik cenderung normatif dan tekstual
dalam menterjemahkan maksud dan kehendak Tuhan keranah hukum praktis, sehingga dinilai
kurang responsif dalam menjawab problematika kehidupan kontemporer di era global kini. Jaser
Auda, Magasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, 21.

214 Beberapa tokoh yang juga menyepakati bahwa maqasid al-shari’ah memiliki peranan penting
sebagai landasan dalam ijtihad kontemporer juga dipaparkan oleh Yusuf al-Qaradawi, tokoh-tokoh
tersebut meliputi; Mahmud Syaltut, Muhammad Abdullah Darras, Muhammad Yusuf Musa,
Muhammad al-Madini, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf, Ali al-Khafif,
Muhammad MushtafaSyalabi, Ali Hasbullah, Musthafa Zaid, Mushtafa al-Zarga, Mushtafa Al-
Siba’i, Al-Bahi Al-Khuli, Muhammad Al-Ghazali, Sayyid Sabiq, dan lainnya. Lihat Yusuf al-
Qaradawi, Dirasah fi Figh Magqasid al-Shari’ak Baina al-Magasid al-Kulliyyah wa al-Nusus al-
Juz’iyyah (Kairo: Dar al-Shurug, 2006), 12.
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yang ada di dalam teks, bukan jumud di depan bentuk dan lafad teks, dengan
melupakan maksud yang ada di belakangnya.?t®

Kontribusi penting konsep magasid bagi terealisasikannya pembaruan
teori hukum Islam ‘ijtihad kontemporer’ juga dikemukakan oleh Jaser Auda.
Dalam kesimpulannya, Jaser Auda berpandangan bahwa sebagai respon atas
realitas yang kompleks, pendekatan magasid dapat menarik isu-isu fikih pada
tingkatan filosofis yang lebih tinggi, magasid dapat melampaui perbedaan-
perbedaan historis tentang isu-isu politik antar madhab hukum Islam, dan
mengukuhkan sebuah budaya konsiliasi dan hidup berdampingan secara damai;
sebuah budaya yang semakin terasa dibutuhkan di era kini. Selain itu, realisasi
tujuan-tujuan syariat, seyogyanya menjadi objek inti dari semua metodologi
ijtihad; baik yang fundamental-linguistik, maupun yang rasional, tanpa
memandang perbedaan nama dan pendekatannya. Dengan demikian, keabsahan
sebuah ijtihad hanya dapat terukur oleh sejauh mana ia telah menyumbang dalam
pencapaian magasid sebagai tujuan-tujuan pokok syariat.?*

Selain itu, gagasan tentang urgensi magasid al-shari’a4 sebagai landasan
dalam ijtihad kontemporer juga dinyatakan oleh Ahmad Imam Mawardi. Gagasan
tersebut dituangkan dalam salah satu karyanya Figh Minoritas; Figh al-Aqalliyyat
dan Evolusi Magasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan. Dalam karya

tersebut, Ahmad Imam Mawardi menyebut pendekatan magasid al-shari’ak

215 Yisuf al-Qaradawi, Dirasah fi Figh Magasid al-Shari’ah Baina al-Magasid al-Kulliyyah wa
al-Nusus al-Juz iyyah, 12-15.
216 Jaser Auda, Magasid al-Shari’ah Dalil Lil-Mubtadi’in, 119-120.
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dengan istilah “Maqasid based ijtihad“. Dengan berpijak pada konsepsi para
Magasidiyyun, dan secara khusus konsepsi magasid Thaha Jabir al-°Alwani dan
Yusuf al-Qaradawi, Ahmad Imam Mawardi berpandangan bahwa magasid based
ijtihad memiliki prinsip, teori, dan metodologi.?!” Dalam aplikasinya, maqgasid
based ijtihad dapat menjadi landasan penyelesaian berbagai persoalan hukum
Islam kontemporer, termasuk problematika minoritas muslim.?®

Urgensi magasid al-shari’ak sebagai landasan dalam ijtihad kontemporer
juga dinyatakan oleh Ahsan Lilhasanah. Dalam pandangannya, pengetahuan
tentang magasid al-shari’a# merupakan kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam
ijtihadnya.?!® Gagasan tersebut juga di dukung oleh Safriadi dalam risetnya.
Karakter maqgasid yang elastis, lintas ruang dan waktu, dinilai mampu

berdialektika dengan berbagai problematika yang bermunculan. Selain itu,

217 Sebagaimana dipaparkan oleh Ahmad Imam Mawardi dengan merujuk pada Muhammad bin
Husain bin Hasan al-Jizani dalam karyanya al-ljtihad fi al-Nawazil, dalam operasionalnya, ijtihad
dengan pendekatan Magasid based ijtihad ini memiliki tiga pilar pokok sebagai dasarnya;
Pertama, mufti atau penentu hokum harus memenuhi kualifikasi mujtahid. Kedua, mengetahui
konteks problematika hukum yang terjadi. Ketiga, berpegang pada dalil-dalil mu’tabar (validitas
dan realibitasnya diakui). Dalam prosesnya, ketiga pilar tersebut dapat dilakukan melalui tiga
tahapan yang meliputi: 1) tashawwur yaitu tahapan pengenalan realitas persoalan dan konteksnya,
2) takyif yakni tahapan penyusunan dalil-dalil yang dinilai sesuai dengan konteks persoalan, dan 3)
tathbiq yaitu tahapan penentuan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan, akibat hukum, dan
tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritas; Figh al-Agalliyyat dan
Evolusi Magasid al-Shari’ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogyaarta: LKiS Group, 2010), 236-
239.

218 Dalam praktiknya, ijtihad dengan pendekatan magasid al-shari’a# cenderung menggunakan
metode istigra’, yaitu suatu metode penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu
dalil tertentu, tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan antara satu sama lainnya yang
mengandung aspek dan tujuan berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hokum berdasarkan
gabungan dalil-dalil tersebut. Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Shatibi, Al-Muwafaqgat fi Usul al-
Shari’ah, Jilid 11, (Saudi Arabia: Dar Ibn ‘Affan, 1997), 39.

219 Ahsan Lilhasanah, Al-Figh al-Magqasid inda al-Shatibi (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 27.
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magasid dinilai dapat menciptakan fikih yang humanis, elastis, dan egaliter.??

Berdasarkan uraian dan gagasan para Maqgasidiyyun tersebut, realitas dan
problematika kontemporer yang kompleks, menempatkan maqasid al-shari’ak

sebagai landasan ijtihad kontemporer merupakan sebuah keniscayaan.

C. Konsepsi Magasid al-Shari’ah Taha ‘Abd al-Rahman
1. Biografi Taha ‘Abd al-Rahman

Taha ‘Abd al-Rahman adalah seorang filsuf Maroko. la merupakan salah
satu filsuf dan pemikir terkemuka di dunia Arab-Islam di era kini. Karyanya
berpusat pada logika, filsafat bahasa dan filsafat moralitas.??* Taha ‘Abd al-
Rahman merupakan seorang reformator yang membangun modernitas etis dan
kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip Islam.??2

Taha ‘Abd al-Rahman lahir pada tahun 1944 di kota El Jadida, Maroko.
Taha tumbuh dan besar di El-Jadida hingga selesai sekolah dasar. Taha berpindah
ke Casablanca dan melanjutkan sekolah menengah disana. Taha menyelesaikan
pendidikan ljazah (S1) bidang filsafat di Universitas Muhammad V, Rabat. Taha

menyelesaikan program doktoral pada tahun 1972 di Universitas Sorbonne dengan

220 Safriadi, “Maqasid al-Shari’ah Sebagai Metode ljtihad Kontemporer”, Al-Qadha, Vol. 4, No. 2
(2017), 14-15.

221 Seperti diungkapkan Hallag, pemikiran Abdurrahman terbangun dari pertemuan tiga lingkaran:
iklim reformasi di Afrika utara (Maroko, Aljazair, dan Tunisia) pada masa 1960-an hingga 1970-
an, tren pemikiran di dunia Arab-Islam khususnya dari Mesir hingga Suriah, dan wacana
modernitas Barat. Lihat, Zacky Khairul Umam, Al-limu Nuurun: Taha Abdurrahman dan Islam
sebagai Modernitas Alternatif Selain Barat dalam https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-
modernitas-alternatif-selain-barat-ftl1, diakses pada 14 Mei 2020.

222 Mu’taz Hasan Muhammad Abu Qasim, “Qira’ah Tahdiriyyah Juz’iyyah Li Fikri al-Failusufi al-
Maghribi Taha ‘Abd al-Rahman”, KTUIFD 4, sy. 1 (Bahar: 2017), 127-148.



https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-modernitas-alternatif-selain-barat-ftl1
https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-modernitas-alternatif-selain-barat-ftl1
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menghasilkan karya “An Essay on the Linguistic Structures of Ontology”. Pada
1982 la meraih doktoral dalam bidang literature dengan karya “An Essay on the
Logic of Argumentative and Natural Reasoning” di Universitas Sorbonne. Taha
kemudian menjadi pengajar mata kuliah Ilmu Logika dan menjadi professor pada
bidang bahasa dan logika di Universitas Mohamed V di Rabat sejak awal tahun
tujuh puluhan sampai tahun 2005.2%3

Taha dikenal luas melalui upanya mengembangkan teoritisasi Etika
sebagai pondasi membangun modernitas. Pada tahun 2005, Taha menjadi salah
satu anggota dari "Asosiasi Dunia untuk Studi Haji* dan perwakilannya di
Maroko, dan anggota dari Pusat Eropa. Taha juga menjabat sebagai kepala
"Forum Kebijaksanaan untuk Pemikir dan Peneliti" di Maroko. Pada tahun 2006,
Taha juga dianugerahi sebagai salah satu penulis bepengaruh dalam Penghargaan
Penulis di Maroko dua kali, dan penghargaan dari ISESCO dalam bidang
Pemikiran dan Filsafat Islam.??*

Taha dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya merupakan
seorang ahli hukum Islam (Fakih). Taha mendapatkan dan mewarisi keilmuan dari
ayahnya khususnya terkait wawasan tentang prinsip-prinsip syariah. Ayahnya
merupakan guru pertamanya, dan salah satu guru yang berpengaruh juga

mempengaruhi dalam pemikirannya. Selain itu, di antara tokoh yang juga

223 Taha ‘Abd al-Rahman, Global Ethics Its Scope and Limits (Abu Dhabi: Tabah Papers Series),
VII.

224 Mu’taz Hasan Muhammad Abu Qasim, “Qira’ah Tahdiriyyah Juz’iyyah Li Fikri al-Failusufi al-
Maghribi Taha ‘Abd al-Rahman”, KTUIFD 4, sy. 1 (Bahar: 2017), 127-148.
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berpengaruh dalam pemikiran Taha yaitu gurunya yang bernama Sami al-
Nashar.??®
Taha ‘Abd al-Rahman dikenal sebagai salah satu tokoh filsuf Maroko
modern dan intelektual yang produktif. Taha menguasai berbagai keilmuan bukan
saja sufisme dan tradisi hukum dalam Islam, melainkan juga ilmu kalam, logika,
gramatika, serta sistem Neoplatonik dan Aristotelian. Semuanya berperan besar
dalam bangunan filsafat moral dan kritik modernitasnya. la juga fasih dalam
tradisi filsafat Yunani, Jerman, Perancis, dan Inggris. Barangkali yang juga
penting ialah afiliasinya dengan tarekat Budshishiyyah yang berperan cukup kuat
dalam struktur kekuasaan di Maroko. Tarekat Budshishiyyah adalah cabang dari
Qadiriyyah yang sukses merekrut kelompok elite dan intelektual di negeri itu. Di
lingkaran istana di negeri Afrika utara, ia memperoleh penerimaan yang sangat
baik.??® Beberapa karyanya meliputi:
21983 il 5 deLhall daddlall jla 6y o5 geall Ghially il
22006 ¢l G S pall ¢Cg pm editall S ) ) Saall 5 Glall
22007 ¢Apinddl) 5 Al bl Hall LpaSall Cojral) agaa ¢ 1) (A glidll 438
22008« yall AN S pal e jrall — elanll lall can il 5 dduddll |5 Al 43
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225 Sami al-Nashar merupakan seorang filsuf Mesir terkemuka yang mempresentasikan tesis
filosofis yang memiliki kehadiran terhormat dalam pertimbangan filosofis Arab, dan salah satu
bukunya adalah "Manahij al-Bahs ‘Inda Mufakkiri al-1slami" dan “Nasy’ah al-Fikr al-Falasafi fi
al-Islami”. Sami al-nashar merupakan seorang filsuf besar Mesir yang meramalkan kejeniusan
Taha ‘Abd al-Rahman dan pengaruhnya terhadap pemikiran Arab kontemporer. la meninggal
dunia pada tahun 1980 M. lihat Mu’taz Hasan Muhammad Abu Qasim, “Qira’ah Tahdiriyyah
Juz’iyyah Li Fikri al-Failusufi al-Maghribi Taha ‘Abd al-Rahman”, KTUIFD 4, sy. 1 (Bahar:
2017), 130.

226 Zacky Khairul Umam, Al-llmu Nuurun: Taha Abdurrahman dan Islam sebagai Modernitas
Alternatif  Selain Barat dalam  https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-modernitas-
alternatif-selain-barat-ftl1, diakses pada 14 Mei 2020.



https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-modernitas-alternatif-selain-barat-ftl1
https://tirto.id/taha-abdurrahman-islam-sebagai-modernitas-alternatif-selain-barat-ftl1
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Dalam berbagai karyanya tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman menghadirkan
kritik terhadap dominasi modernisme barat dan menunjukkan reaksi atas sikap
para intelektual Muslim yang cenderung taqlid buta terhadap dominasi tersebut.
Sikap taqglid tersebut dalam pandangannya telah merugikan umat Islam dan
mendangkalkan serta memiskinkan khazanah pemikiran Islam. Berlawanan
dengan pandangan para “reformis” yang berpandangan bahwa “krisis Islam”
bersumber dari pemahaman yang usang dan terbelakang dari ummat Islam sendiri.
Taha juga berpandangan bahwa masalah yang dihadapi oleh umat Islam saat ini
bukan disebabkan oleh Islam, melainkan disebabkan oleh adanya kekuatan

ekstrinsik, diantaranya kerentanan dunia Muslim terhadap dominasi pengetahuan

oleh Barat, yang berakar pada modernitas Eropa-Amerika.
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2. Terminologi maqgasid al-shari’ah perspektif Taha ‘Abd al-Rahman

Taha ‘Abd al-Rahman merupakan salah satu tokoh pemikir muslim
kontemporer yang menaruh concern terhadap rekonsiderasi maqgasid al-shari’ak
dalam hukum Islam. Sebagaimana para Magasidiyyun lainnya, Taha ‘Abd al-
Rahman juga menjadikan ‘ilmal-maqasid’ sebagai salah satu bagian dari ilmu
yang memiliki konsep, teori dan metodologi. IImu magasid dinilai memliki
peranan penting dalam studi hukum Islam. Hal itu sebagaimana kaidah yang
dinyatakan oleh para Magasidiyyun bahwa ‘setiap hukum Islam memiliki maksud
tertentu, dan seyogyanya setiap hukum Islam dipisahkan dari magasid-nya’.??’
Secara khuusus, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman dapat ditemukan
melalui karyanya yang berjudul Tajdid al-Manhaj fi Taqwim al-Turath, dan Su ‘al
al-Manhaj fi Ufugi al-7a’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi. Kedua karya tersebut
secara eksplisit memberikan wacana baru bagi pembaruan hukum Islam
kontemporer.

Taha ‘Abd al-Rahman merupakan salah satu tokoh pemikir muslim
kontemporer yang mengusung pentingnya reformasi sistem hukum Islam berbasis
maqasid al-shari’ah. Dalam karya-karyanya, Taha ‘Abd al-Rahman mengusung
reformasi yang secara khusus ditunjukan untuk pengembangan magasid seperti
gagasan tentang pentingnya integrasi ilmu magasid dengan ilmu akhlagq,

pentingnya pembacaan ulang atas konsep magasid tradisional yang ada, dan

227 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi (Beirut:
al-Muassasah al-Arabiyah Lilfikri wa al-1bda’i, 2015). 71.
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urgensinya pembaruan teori dan tata nilai baru magasid.?® Gagasan reformasi
Taha ‘Abd al-Rahman tersebut merupakan kontribusi signifikan dalam rangka
mereformasi dan menciptakan sistem hukum Islam yang humanistik, berdasarkan
dasar-dasar etika dan nilai-nilai agama Islam.

Pemahaman Taha ‘Abd al-Rahman tentang makna dasar magasid al-
shari’ah juga tidak berbeda dengan para Magasidiyyun sebelumnya. Namun,
sebagai sebuah disiplin ilmu, Taha ‘Abd al-Rahman memiliki pandangan yang
berbeda dengan gagasan para Usuliyyun. Para Usuliyyun klasik menempatkan
magasid sebagai ilmu yang membahas tentang magasid al-shari a4 (tujuan-tujuan
syariat). Terminologi klasik ini menggantungkan dan menjadikan ‘maslahat’
sebagai konotasi magasid. Secara etimologi, kata ‘maslahat’ merupakan ‘isim
makan’ yang secara devinitif memberikan anggapan bahwa ‘maslahat’ ini
menunjukkan sesuatu yang berpihak. Anggapan tersebut sebagaimana digunakan
para Usuliyyun Klasik seperti dalam ucapan ‘jalb al-maslahah’ mendatangkan
kemaslahatan atau ‘ri’ayah al-maslahah’ menjaga kemaslahatan. Selain itu,
‘maglahat’ juga dikonotasikan sebagai ‘al-ghardu’ yaitu tujuan syariat.
Keberpihakan makna ‘maslahat’ tersebut sebagaimana elaborasi para Usuliyyun
klasik seperti dalam ucapan ‘tahgigal-maslahah al-‘eammah’ implementasi
kemaslahatan umum atau ‘talabal-maslahah al-khassah’ mendatangkan

kemaslahatan khusus.?%°

228 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 71.
229 |bid., 73.
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Sementara itu, Taha ‘Abd al-Rahman memiliki pandangan yang berbeda
berkaitan dengan makna kemaslahatan ‘maslahat’. Dalam pandangannya, pada
hakikatnya ‘maslahat’ bukan menunjukkan sesuatu yang berpihak atau terbatas,
sebagaimana terminologi para Usuliyyun klasik. Akan tetapi, ‘maslahat’
merupakan nama sesuatu yang tanpa batas dan tidak berpihak. Dalam hal ini,
Taha ‘Abd al-Rahman cenderung menggunakan ‘salah’ sebagai konotasi
magasid. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ilmu magasid yaitu ilmu yang
mengkaji kelayakan ‘salah’ dunia dan akhirat manusia. Dalam arti lain, ilmu
magasid yaitu ilmu yang ‘mengkaji’ tentang jalan kelayakan manusia di dunia dan
akhirat. Selain itu, Taha ‘Abd al-Rahman juga berpandangan bahwa ‘maslahat’
bukanlah tujuan, akan tetapi ia merupakan sebuah jalan ‘maslak’. Dengan
demikian, ilmu magasid dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji tentang jalan yang
dapat mendatangkan kelayakan bagi manusia, dalam rangka mewujudkan sifat
ubu diyyah kepada Allah.23°

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsepsi ilmu magasid dalam
terminologi Taha ‘Abd al-Rahman dikonotasikan sebagai ‘ilm salah’.
Terminologi ini memberikan berbagai pertanyaan seperti bagaimana menjadi
manusia yang shaleh ‘salihan’?, Bagaimana manusia dapat mendatangkan
perbuatan yang shaleh?. Sebagaimana di ketahui, bahwasanya ‘salah’ merupakan
‘gimah khulugiyah’ nilai etika yang merupakan induk dari nilai-nilai etika yang

lainnya. Dalam hal ini Taha ‘Abd al-Rahman juga berpandangan bahwa nilai

230 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 73.
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‘salah’ merupakan induk dari nilai-nilai etika lainnya seperti ‘khair’ dan
‘sa’adah’ dikarenakan meliputi prinsip dasar disertai metodenya.?3!

Salah satu konsepsi progresif magasid Taha ‘Abd al-Rahman yang
berbeda dengan para Magasidiyyun sebelumnya vyaitu tidak menempatkan
magasid sebagai bagian dari ilmu usul al-figh.?®? Taha ‘Abd al-Rahman
berpandangan bahwa ilmu magasid meliputi tiga teori dasar Yyang
membedakannya dengan teori-teori lain dalam ilmu usul al-figh.*® Ketiga teori
tersebut meliputi; 1) Nadariyah al-magsudat yang membahas tentang konsep
dilaliyyah ‘petunjuk atau dalil’ bagi khitab Syar’i, 2) Nadariyah al-qusud,
membahas tentang konsep kehendak. Ketiga, Nadariyah al-magasid yang
membahas tentang konsep nilai-nilai bagi khitab Syar’i.?®* Dalam literatur studi
Islam, baik secara eksplisit maupun implisit, ketiga teori dasar magasid tersebut;
maqgsud, gasdu, dan magsad, merupakan ‘ausaf akhlagiyyah’ sifat-sifat etika.

Berdasarkan uraian tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman juga menyebut ilmu magasid

231 Beberapa nilai etika yang merupakan derivasi dari nilai ‘salah’ seperti baik ‘khair’, dan mulia
‘Sa’adah’. Taha ‘Abd al-Rahman lebih memprioritaskan salah dari khair’ dan sa’adah’, karena
Salah meliputi prinsip dasar dengan metode, sedangkan khair’ tidak diliputinya. Demikian juga,
salah tidak berhubungan dengan tujuan, sementara sa’adah sebaliknya berhubungan dengan
tujuan. Sebagaimana pandangan umum, bahwa terminologi ‘khulugiyyah’ merujuk kepada sesuatu
yang memberikan manfaat dengan berbagai jalan tanpa disertai tujuan khusus. Dalam konsepsi
Taha ‘Abd al-Rahman disebut sebagai salah’. Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufuqi al-
Ta’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 74.

232 Taha ‘Abd al-Rahman mengkritik konsepsi yang menempatkan terma magasid bagian dari bab
usul al-figh. Sebagaimana para Magasidiyyun Al-Juwaini dan Al-Ghazali, Taha ‘Abd al-Rahman
juga berpandangan bahwa maqgasid harus dibedakan dari usul al-figh, karena maqgasid meliputi
dalil, hukum, dan juga metode penetapan hukum sebagaimana ilmu usul al-figh dan bagian-
bagiannya. Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath (Beirut: al-Markaz al-
Tsaqgafi al-*Arabi, 1994), 97.

233 Dalam pandangan Taha ‘Abd al-Rahman, Magasid yang berasal dari kata kerja ‘qasada’
meliput tiga makna, yaitu; 1) bermakna ‘Hassala Faidah’ mencapai faidah , 2) bermakna ‘Hassala
Niyah’mencapai niat, dan 3) bermakna ‘Hagssala Ghardan’ mencapai tujuan. Ibid. 98.

234 |bid., 99.
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sebagai ‘ilmal-akhlaqi’ yang objeknya adalah ‘salah insani’ kelayakan
manusia.?*®

Pada intinya, Taha ‘Abd al-Rahman berpandangan bahwa magasid al-
shari’ah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad. Lebih jauh, Taha
‘Abd al-Rahman juga menegaskan bahwa realisasi maqgasid dapat dicapai melalui
ilmu magasid yang meliputi tiga prinsip teori akhlaq tersebut; nadariyah al-af’al
(teori perbuatan), nadariyah al-niyyat (teori niat), dan nadariyah al-giyam (teori
nilai). Ketiga prinsip teori tersebut merupakan struktur bangunan akhlaq Islam.
Selain itu, Taha ‘Abd al-Rahman juga berpandangan bahwasanya klasifikasi nilai
magasid keniscayaan model tradisional dinilai lebih bersifat ‘fraksional dan
diferensial’. Klasifikasi nilai magasid tersebut juga dinilai tidak mampu
menjangkau berbagai problematika kontemporer yang kompleks akibat perbedaan
ruang, waktu, dan budaya. Implikasinya, dalam pandangan Taha ‘Abd al-Rahman
perlu adanya pembaruan dan klasifikasi nilai-nilai magasid yang baru.
3. Reformasi nilai-nilai magasid al-shari’ah; Perspektif Taha ‘Abd al-

Rahman
Taha ‘Abd al-Rahman berpandangan bahwa hukum Islam yang meliputi

hukum taklifi (al-taklifi) dan hukum wad’i (al-wad’),2%® terinterelasi dengan

2% |Imu magasid disebut juga sebagai ‘i/m akhlagi’ dilihat dari tiga aspek. Pertama, dilihat dari
aspek hukum yang dikandung oleh Khitab Syar’i, konteks ini melahirkan teori perbuatan
(Nadariyah al-af’al) yang memiliki dua prinsip dasar yaitu ‘Qudrah’ kemampuan dan ‘ ‘Amal’
perbuatan. Kedua, dilihat dari aspek kehendak yang bersumber dari Shari’ dan Mukallaf, konteks
ini melahirkan teori kehendak (Nadariyah al-qusud) yang memiliki prinsip dasar ‘lradah’
kehendak dan ‘lkhlas’ kerelaan. Ketiga, dilihat dari aspek tujuan yang hendak dicapai hukum
Syar’i, konteks ini melahirkan teori nilai (Nadariyah al-magasid) yang berprinsip dasar pada
‘Fitrah’ rasional dan ‘Islah’ kelayakan. Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufuqi al-7a sisi
Liunmudhaji Fikri Jadidi, 74-77.
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prinsip ‘Akhlaqi’ moral, baik dalam aspek kaidah, syarat, maupun nilai.
Berdasarkan pandangan tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman menilai bahwa hukum
Islam meliputi dua aspek yang saling terintegrasi, yaitu aspek ‘fighi’ fikih dan
‘akhlagi® moral.*” Aspek fighi“dibangun berdasarkan prinsip materialisme (al-
madi), dahir perbuatan (dahir al-a’'mal), dan justifikasi sebab akibat (za’lil al-
sababi). Sementara aspek akhlagi dibangun berdasarkan prinsip moralisme (al-
ma’'nawi), batin perbuatan (batin al-a 'mal), dan justifikasi teleologi atau tujuan
(ta’ll al-ghai). Kedua aspek tersebut menunjukkan saling berlawanan.
Implikasinya, hukum Islam dibangun berdasarkan dua aspek yang dinilai
menimbulkan problematika yaitu, aspek “fighi’ dan aspek ‘akhlagi®.?%
Sebagaimana konsepsi para Magasidiyyun, dalam pandangan Taha ‘Abd
al-Rahman, magasid al-shari’ah yang memiliki tiga bangunan dasar yaitu,
magsudat, qusud, dan magasid merupakan inti dari seluruh meodologi

pemberlakuan hukum Islam. Dalam aspek magsudat, hukum Islam disifati dengan

2% Hukum taklifi yaitu hukum yang berupa tanggungan, jumhur fukaha selain Hanafiyah
mengklasifikasi menjadi lima macam, yaitu wajib (wajib), dianjurkan (mandub), halal atau mubah
(halal, mubah), tidak dianjurkan atau makruh (makruh) dan dilarang atau haram (haram).
Sementara hukum wad’i merupakan hukum yang berupa pernyataan meliputi: sebab, syarat,
halangan, rukhsah dan azimah, sah dan batal. Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh (Beirut: Dar
al-Fikr al-Arabi, 2010), 26-68.

237 Aspek “fighi’ fikih dalam hukum Islam terbatas pada tiga sifat dasarnya, yaitu: 1) hukum fikih
bersifat materialisme, 2) hukum fikih mengontrol dahir perilaku manusia yang didasarkan pada
‘naf’u’ manfaat atau ‘darar’ bahaya, dan 3) hukum fikih menggunakan metode ‘ta’/il al-sababi’
justifikasi sebab akibat dalam menjelaskan dan menetapkan hukum-hukumnya. Sementara itu,
aspek ‘Akhlagi® etika dalam hukum Islam terlihat dalam tiga sifat dasar yang meliputi: 1) hukum
Akhlagi lebih bersifat ‘ma’nawiyah’ moralisme, 2) hukum Akhlagi mengontrol batin perilaku
manusia yang didasarkan pada ‘salah’ kelayakan atau ‘fasad’ kerusakan., 3) hukum Akhlagi
menggunakan metode ‘fa’lil al-gha’i’ justifikasi teleologi (tujuan) dalam menjelaskan dan
menetapkan hukum-hukumnya. Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath,
106.

238 |bid., 107.



126

‘ma’nawi‘ moralisme dan dibangun berdasarkan ‘fitrah’ fitrah dengan tetap
memperhatikan aspek dahir perbuatan dan ketentuan syariat. Aspek qusud
menempatkan hukum Islam dengan sifat ‘tajridi’ ketidakberpihakan dan dibangun
atas dasar ‘iradah’ kehendak, dengan tetap memperhatikan aspek dahir perbuatan.
Sementara aspek magasid, hukum Islam disifati dengan ‘maslahi’ kemaslahatan
dan dibangun dengan prinsip hikmah, dengan tetap mengedepankan sebab-sebab
yang tersembunyi dari sebab-sebab dahir.?*® Dengan demikian, realisasi hukum
Islam yang meliputi dua aspek fighi dan aspek akhlaqi, dapat dicapai melalui
magasid yang meliputi tiga bangunan dasar tersebut.

Sudah menjadi pengetahuan umum, para Magasidiyyun tradisional
mengklasifikasi nilai-nilai magasid menjadi tiga ‘tingkatan keniscayaan’ (levels of
necessity), yaitu keniscayaan atau darurat (daruriyyat), kebutuhan atau hajat
(hajiyyat), dan kelengkapan atau tahsiniat (tahsiniyyat). Nilai keniscayaan (al-
giyam al-daruriyyah) diwujudkan sebagai nilai-nilai esensial, yang dengan
kehilangannya dapat merusak tata kehidupan manusia baik dalam aspek agama
dan dunia. Adapun nilai kebutuhan (al-giyam al-hajiyyah) dianggap sebagai nilai-
nilai yang kurang esensial dan berada dibawah tingkat al-giyam al-daruriyyah.
Nilai-nilai ini diwujudkan dalam bentuk ‘anat’ kesulitan dan ‘diq’ kesusahan jika
tidak terpenuhi. Sementara itu, nilai kelengkapan (al-giyam al-tahsiniyyah)
dianggap sebagai nilai yang berada di bawah nilai kebutuhan dan memperindah

nilai-nilai magasid sebelumnya. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam bentuk norma

239 Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath, 107.
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sosial seperti cacian dan lainnya.?*® Ketiga Kklasifikasi nilai-nilai magasid
tradisional tersebut diilustrasikan dengan struktur hierarki. Tingkatan nilai-nilai
magasid tersebut saling berhubungan dan masing-masing tingkatan melayani dan
melengkapi tingkatan yang lebih dasar.?*

Sebagaimana para Magasidiyyun kontemporer yang mengkritik klasifikasi
keniscayaan nilai-nilai magasid model tradisional tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman
juga mengkritik klasifikasi tersebut dari aspek umum dan khusus. Secara umum,
Taha ‘Abd al-Rahman mengkritik aspek fraksional dan diferensial nilai magasid
keniscayaan tradisional tersebut. Sebagaimana nilai keniscayaan (al-giyam al-
daruriyyah) yang meliputi ‘perlindungan’ terhadap daruriyyat al-khamsah yang
meliputi; hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa-raga),
hifz al- ‘agl (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-
mal (perlindungan harta). Taha ‘Abd al-Rahman menilai bahwa daruriyyat al-
khamsah juga dapat bernilai magasid yang lainnya seperti nilai haji dan tahsini.??
Dengan demikian, nilai-nilai magasid pada dasarnya terintegrasi satu dengan
lainnya.

Secara khusus, Taha ‘Abd al-Rahman mengkritik klasifikasi nilai magasid

keniscayaan tradisional dari dua aspek nilai yaitu: aspek nilai keniscayaan (al-

240 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 81.

241 Jaser Auda, Magasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, 294-314.

242 Taha ‘Abd al-Rahman memberikan contoh integrasi nilai-nilai maqgasid keniscayaan model
tradisional sebagaimana dalam hukum tiga perkara berikut: 1) larangan zina yang dinilai dengan
nilai keniscayaan (al-giyam al-daruriyyah), 2) larangan melihat aurat wanita yang dinilai dengan
nilai kebutuhan (al-giyam al-hajiyyah), dan 3) larangan bersolek bagi wanita yang dinilai dengan
nilai kelengkapan (al-giyam al-tahsiniyyah), pada dasarnya ketiga nilai-nilai tersebut terintegrasi
dalam satu aspek yaitu ) hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-
Manhaj fi Ufuqi al-Ta ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 81-82.
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giyam al-daruriyyah) dan aspek nilai kebutuhan (al-giyam al-hajiyyah). Dalam
aspek al-giyam al-daruriyyah, Taha ‘Abd al-Rahman berpandangan terdapat
beberapa kekurangan dan kesalahan. Pertama, kritik terhadap pembatasan pada
al-giyam al-daruriyyah yang hanya meliputi daruriyyat al-khamsah yaitu; hifz al-
din, hifz al-nafs, hifz al-‘agl/, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Dalam realitanya,
dengan perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan, Taha
‘Abd al-Rahman berpandangan tidak ada larangan memasukkan dimensi-dimensi
baru sebagai al-giyam al-daruriyyah seperti, hifz al- ‘adl (perlindungan keadilan),
hifz al-hurriyyah (perlindungan kebebasan), hifz al-takaful (perlindungan jaminan
sosial), dan dimensi-dimensi lainnya.?*® Kritik tersebut juga sebagaimana
dinyatakan oleh Jaser Audah dengan mengusung reformasi nilai-nilai magasid
dari yang dulunya bernuansa protection (‘perlindungan’) dan preservation
(‘pelestarian’) menuju nilai-nilai magasid yang bercita rasa development
(‘pengembangan’) dan pemuliaan Human Rights (‘hak-hak asasi’).?**

Kedua, kritik terhadap diferensial pada aspek daruriyyat al-khamsah.
Dalam konteks ini, Taha ‘Abd al-Rahman menilai bahwa kesatuan nilai
keniscayaan (al-giyam al-daruriyyah) yang meliputi daruriyyat al-khamsah
tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal itu didasarkan
pada pandangan bahwa hifz al-mal tidak akan terealisasi tanpa hifz al- ‘agl. Dalam

pengertian lain, terdapat unsur * ‘ag/’ dalam aspek hifz al-mal.?*> Demikian juga

243 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 82.
244 Jaser Auda, Magasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, 56-59.
245 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 82-83.
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dan terintegrasi, tidak dapat dipisahkan. Kritik ini sejalan dengan reformasi Jaser
Auda dalam sistem Magasidi-nya, hierarki-saling mempengaruhi (al-harakiriyyah
al-mu tamadatu tabaduliyyan; interrelated hierarchy) sistem hukum Islam.
Secara khusus memberikan perbaikan pada jangkauan magasid.?4

Ketiga, kritik terhadap pengkhususan dari salah satu nilai daruriyyat al-
khamsah. Dalam konteks ini, Taha ‘Abd al-Rahman menolak salah satu dari nilai
daruriyyat al-khamsah dikhususkan sebagai nilai skari’ah. Perlindungan agama
(hifz al-din) misalnya, yang dikhususkan sebagai nilai shari’ah, dikonotasikan
sebagai shari’ah’, juga terinterelasi dan terintegrasi dengan nilai-nilai yang lain.
Selain itu, Taha ‘Abd al-Rahman juga menolak bahwa yang dimaksud dengan
‘din’ dalam hifz al-din tidak hanya meliputi aspek agidah dan ibadah saja. Dengan
demikian, pengkhususan tersebut dinilai tidak berdasar, karena hukum yang
terealisasi pada aspek daruriyyat yang lain juga terealisasi pada aspek hifz al-
din. 24’

Sementara itu, kritik Taha ‘Abd al-Rahman yang secara khusus
ditunjukkan pada aspek nilai kebutuhan (al-giyam al-hajiyyah) juga meliputi
beberapa pandangan. Pertama, kritik terhadap penempatan terakhir al-giyam al-
tahsiniyyah yang saharusnya diutamakan. Sebagaimana pengetahuan umum,
Magasidiyyun tradisional membatasi al-giyam al-tahsiniyyah sebagai pemuliaan
moral ‘makarim al-‘akhlaq’. Akan tetapi penempatan makarim al- ‘akhlaq pada

tingkatan ketiga dari tingkatan keniscayaan maqgasid menjadikannya sebagai sifat

246 Jaser Auda, Magqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach, 13.
247 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 83.
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‘kamaliyah’ penyempurna yang absolut, tidak dapat menjangkau tingkatan
lainnya. Berdasarkan aspek ‘ghayah’ tujuan, konsepsi tersebut dinilai Taha ‘Abd
al-Rahman sebagai ‘ghayah al-fasad. Selain itu, sebagaimana pemaparan para
Magasidiyyun bahwasanya ilmu magasid mengkaji kelayakan ‘masalih’ yang
merupakan nama lain ‘konotasi’ dari al-giyam al-akhlagiyyah (nilai-nilai
moral).?*® Dengan demikian, seyogyanya akhlaq diutamakan dan ditempatkan
pada tingkatan yang utama dari tingkatan lainnya.

Kedua, kritik terhadap pengabaian ketetapan hukum. Para Usuliyyun telah
menentukan bahwasanya al-giyam al-tahsiniyyah juga meliputi seluruh jenis
hukum syar’i, baik yang berupa tuntutan maupun pilihan. Dalam konteks ini, al-
giyam al-tahsiniyyah dapat bersifat wajib sebagaimana dalam aspek taharah,
bersifat haram (larangan) sebagaimana dalam aspek jual beli dan mengkonsumsi
sesuatu yang najis. Berdasarkan konsepsi tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman
menolak pandangan Usuliyyun yang menetapkan bahwasanya al-giyam al-
tahsiniyyah hanya memperindah nilai-nilai pada tingkatan sebelumnya, dan tidak
mempengaruhi tata kehidupan manusia baik dalam aspek agama maupun dunia.?*°

Ketiga, kritik terhadap pengabaian pembatasan yang berfaidah bagi
seluruh tingkatan. Penjelasan tentang ‘makarim al- ‘akhlaq’ pemuliaan moral telah
disebutkan dalam Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang
berbunyi: “GMAY) a Ka aadl Ciiny Wil sesungguhnya aku (Muhammad) diutus untuk

menyempurnakan kemuliaan akhlag (moral). Berdasarkan Hadis tersebut, Taha

248 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 83.
249 |bid., 83.
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‘Abd al-Rahman berpandangan, bahwa seyogyanya pengambilan hukum Islam
harus mengandung akhlaq yang baik, sebagaimana misi utama diutusnya Nabi
saw kepada seluruh umatnya. Realisasi misi tersebut tidak akan tercapai, kecuali
dengan menempatkan ‘akhlaq’ pada posisi utama dari tingkatan keniscayaan.?>°
Selain itu, Taha ‘Abd al-Rahman juga berpandangan bahwa ‘makarim al- ‘akhlaq’
bersifat holisme, meliputi seluruh tingkatan keniscayaan lainnya.?>
4. Al-Qiyam al-Akhlagiyyah; Konsepsi nilai-nilai magasid Taha ‘Abd al-
Rahman

Secara umum, kritik Taha ‘Abd al-Rahman terhadap konsepsi nilai-nilai
magasid keniscayaan model tradisional meliputi tiga hal.?®? Pertama, bahwa nilai-
nilai maqasid tidak terbatas pada jumlah tertentu. Sebagai mana Klasifikasi
magasid tradisional yang membatasi magasid al-daruriyyah pada lima jenis
perkara (daruriyyat al-khamsah). Kedua, perbedaan nilai-nilai magasid pada
tingkatannya, seyogyanya dikembalikan kepada perbedaan tingkat ‘akhlag’

moralnya. Menempatkan jenis-jenis perkara ‘daruriyyat al-khamsah’ pada nilai-

nilai moral. Ketiga, pemuliaan moral ‘makarim al-‘akhilaq’ meliputi seluruh

250 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 84.

21 Taha ‘Abd al-Rahman berpandangan bahwa tidak benar jika misi Nabi hanya terbatas pada
penyempurna bagi tingkatan lainnya yaitu daruri dan haji. Sementara itu, pandangan makarlm al-
‘akhlag’ bersifat holisme juga didasarkan pada Hadis Nabi saw: “3YaY) zlia ‘w\J Edah W
sesungguhnya aku (Muhammad) di utus untuk menyempurnakan kemuliaan (keshalihan) akhlaq
(moral). Selain itu, gagasan al-Shafibi, “G3aY! alSe G183 & il LS 4,807 juga menjadi prinsip,
bahwa pemuliaan ‘akhiaq’ moral meliputi seluruh tingkatan magasid keniscayaan yang dikandung
oleh hukum syar’i. Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Taqwim al-Turath, 112.

252 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 84.
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tingkatan pada nilai-nilai magasid tanpa pengecualian. Dalam arti lain,
memasukkan aspek makarim al- ‘akhlaq pada seluruh ‘masalih’ pemuliaan.?>?

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, Taha ‘Abd al-Rahman mengusung
konsepsi nilai-nilai magasid yang baru sebagai pengganti klasifikasi nilai-nilai
magasid yang ada. Tata nilai magasid baru ini dinilai mampu merespon berbagai
problematika kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang,
waktu, budaya, termasuk meliputi berbagai persoalan minoritas muslim
diberbagai wilayah. Tata nilai-nilai maqasid tersebut disebut Taha ‘Abd al-
Rahman sebagai “al-giyam al-akhlagiyyah”.?>* Klasifikasi nilai-nilai magasid
tersebut meliputi:>®

Pertama, al-giyam al-hayawiyyah atau giyam al-raf’u dan al-dararu,
disebut juga “al-masalih al-hayawiyyah”, yaitu makna-makna moralitas berupa
manfaat dan bahaya yang secara umum digunakan sebagai nilai-nilai yang bersifat
materialisme berupa inderawi (hissiyyah), materi (madiyah), dan jasmani
(badaniyyah). Realisasi al-giyam al-hayawiyyah dapat berupa ‘lada/’ kenikmatan
ketika mendapatkan naf’u (manfaat) dan ‘al-alam’ sakit, ketika mendapatkan
dararu (bahaya). Dimensi al-giyam al-hayawiyyah ini juga meliputi seluruh

pemuliaan seperti dalam hifz al-nafs, hifz al- ‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal.?*

253 Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath, 113.

24 |bid., 113.

25 |bid., 113-114. Lihat juga Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi
Liunmudhaji Fikri Jadidi, 84-85.

2% Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 84.
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Kedua, al-giyam al- ‘agliyyah atau giyam al-hasan dan al-qabhu, disebut
juga “al-masalih al-‘agliyyah”, yaitu makna-makna moralitas berupa kebaikan
dan keburukan yang secara umum digunakan sebagai nilai-nilai yang bersifat
rasionalisme berupa personalitas (nafsiyyah) dan mentalitas (‘aqliyyah). Realisasi
al-giyam al-‘agliyyah dapat berupa ‘farah’ kesenangan ketika mendapatkan
kebaikan dan ‘huzn’ kesedihan ketikamendapatkan keburukan. Dimensi al-giyam
al- ‘agliyyah dapat berupa keamanan (amn), kebebasan (hurriyyah) dan nilai-nilai
yang lainnya.?’

Ketiga, al-giyam al-ruhiyyah atau giyam al-salah/al-khair dan al-fasad/al-
sharr, disebut juga “al-masalih al-ruhiyyah”, yaitu makna-makna moralitas
berupa kemuliaan dan kerusakan, yang digunakan sebagai nilai-nilai yang bersifat
spiritualisme (ruhiyyah) dan moralisme (ma’nawiyyah). Realisasi al-giyam al-
ruhiyyah ini berupa kebahagiaan (sa’adah) ketika mendapatkan kemuliaan dan
kesengsaraan ketika mendapatkan kerusakan. Dimensi al-giyam al-ruhiyyah ini
dapat berupa ihsan, rahmah, mahabbah, tawadu’, dan khusu”.?%8

Reformasi dan konsepsi nilai magasid Taha ‘Abd al-Rahman tersebut
memberikan beberapa implikasi. Pertama, adanya multi nilai dalam sebuah
perkara. Dalam pandangan Taha ‘Abd al-Rahman, hukum Islam tidak seharusnya
dinilai dengan mono nilai atau digantungkan dengan satu kemaslahatan
sebagaimana penetapan hukum berdasarkan klasifikasi magasid keniscayaan

model tradisional. Akan tetapi, sebuah perkara dapat meliputi multi hokum atau

257 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-7a ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 84.
258 |hid., 85.
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bergantung kepada berbagai kemaslahatan yang dikandungnya. Sebagai
contohnya, larangan membunuh meliputi beberapa kemaslahatan, diantaranya: 1)
menjaga kehidupan individu (hifz al-hayat) yang merupakan al-giyam al-
hayawiyyah, 2) menjaga komunitas (hifz al-mujtami’ al-insani) yang merupakan
al-giyam al-‘aqliyyah, dan 3) menjaga ruh (hifz al-nafkhah al-rabbaniyyah) yang
merupakan al-giyam al-ruhiyyah.?%

Kedua, implikasi tidak adanya prioritas dalam Klasifikasi al-giyam al-
akhlagiyyah. Sebagaimana klasifikasi magasid keniscayaan model tradisional
yang bersifat prioritas, menempatkan al-magasid al-daruriyyah yang meliputi
daruriyyat al-khamsah pada tingkatan pertama, dalam klasifikasi al-giyam al-
akhlagiyyah, perkara-perkara tersebut seperti hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-
mal dapat menempati tingkatan ketiga (al-giyam al-ruhiyyah).?®® Demikian juga

al-giyam al-tahsiniyyah dapat menempati tingkatan yang berbeda-beda.

259 Taha ‘Abd al-Rahman, Tajdid al-Manhaj fi Tagwim al-Turath, 114.
260 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 85.
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MINORITAS MUSLIM DI BALI DAN PROBLEMATIKA PRAKTIK

PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Minoritas Muslim Bali dan Problematika Sosialnya
1. Minoritas muslim Bali; Sebuah definisi
Istilah minoritas; 4%\ secara etimologi menunjukkan ¢ 5 3 yang berarti
sedikitnya sesuatu.! Sementara dalam kamus Inggris, minoritas (minority)
didefinisikan sebagai “a group of people of the same race, culture, or religion who
live in a place where most of the people around them are of different race, culture,
or religion”.? Definisi tersebut kurang aplikatif ketika harus di implementasikan
pada negara seperti Indonesia yang multi ras, multi etnis, dan multi agama.
Pendefinisian istilah minoritas secara terminologi tidak banyak ditemukan
dalam literatur hukum Islam.? Hal tersebut menjadi salah satu sebab dan sulitnya
mencari definisi yang tepat tentang terminologi minoritas. Kesulitan tersebut

sebagaimana dinyatakan oleh Jamal al-Din ‘Atiyyah Muhammad, yang pada

1 Secara etimologi lafad 48l berasal dari kata J%. Lihat Abl al-Husain Ibn Ahmad lbn Faris,
Mu’jam Maqayis al-Lughah, (Kairo: Dar al-Fikr, 1993), 3. Lihat juga Abu al-Fadl Jamaluddin
Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, Lisan al-‘4rabi, Jilid XI (Beirut: Dar Kutub al-‘Timiyah,
1993), 563.

2 Stephen Bullons, et. All (eds.), Collins Build Learner’s Dictionary (London: Harper Collins
Publishers, 1996), 698.

3 Istilah kelompok mayoritas dan minoritas pada dasarnya tidak pernah ditemukan dalam sejarah
Islam. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut sulit ditemukan dalam literatur sejarah maupun fikih
Islam. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya kedua istilah tersebut: 1) Adanya
Nation State, dengan batas teritorial yang baku sehingga individu yang menetap di dalam wilayah
terirorialnya tidak bisa berpindah ke wilayah lain, kecuali adanya izin dari Nation State kedua. 2)
Hilangnya kontrol negara yang adil, yang direpresentasikan oleh Negara Khilafah, sehingga bisa
menegakkan keadilan di dalam dan di luar wilayahnya, serta mencegah terjadinya kezaliman
dalam segala bentuknya. Lihat, Sulaiman Muhammad Tubuliyah, Al-Ahkam al-Siyasiyyah li al-
‘Agalliyat al-Muslimah fi al-Figh al-1slami (Beirut: Dar al-Bayariq, 1997), 27-28.
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akhirnya memberikan kategori-kategori sebagai batasan definisinya. Dalam
pandangannya, suatu kelompok disebut minoritas bilamana meliputi beberapa
kategori seperti (1) entitas kelompok tersebut lebih sedikit dibandingkan
keseluruhan jumlah penduduk tempat mereka tinggal, (2) kelompok tersebut tidak
memiliki daya dan kekuasaan, sehingga membutuhkan proteksi atas hak-hak dan
kewajibannya, (3) kelompok tersebut memiliki ciri khusus minoritasnya, baik
dalam aspek dasar kelompok, etnis, budaya, bahasa, atau agama yang
membedakan dari kelompok mayoritas.* Batasan-batasan tersebut sebagaimana
digunakan oleh Yusuf al-Qaradawi ketika memberikan penjelasan tentang istilah
minoritas.®> Kedua tokoh tersebut memberikan batasan-batasan khusus untuk
menjelaskan minoritas.

Penjelasan tentang minoritas dapat juga ditemukan dari beberapa tokoh dan
sumber lainnya. Dalam Mawsu ah al-Siyasah misalnya, ‘Abdul Wahhab al-Kayali
mendefinisikan minoritas dengan ‘“sekelompok penduduk di sebuah daerah,
wilayah atau negara, yang berbeda dengan mayoritas, dengan ras, bahasa dan
agama tanpa harus melihat posisi politik tertentu”.® Sementara itu dalam konvensi
internasional disebutkan bahwa minoritas adalah ratusan rakyat sebuah negara,

yang terdiri dari etnis, bahasa atau agama, yang berbeda dengan mayoritas

4 Jamal al-Din ‘Atiyyah Muhammad, Nahwa Figh Jadid li al-Agalliyat (Kairo: Dar al-Salam,
2003), 8.

S Yisuf al-Qaradawi memberikan ciri khusus minoritas diantaranya minoritas dalam aspek ras,
budaya, bahasa, dan agama. Lihat Yusuf al-Qaradawi, Fi Figh al-Agalliyat al-Muslimat Hayat al-
Muslimin Wasat al-Mujtamaat al-Ukhra (Beirut: Dar al-Shurug, 2001), 15-16.

® ‘Abdul Wahhab al-Kayali, Mawsu’ah al-Siyasah al-Mu assasah al-‘Arabiyyah li al-Dirasah wa
al-Nasyr (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 244.
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penduduknya.” Minoritas juga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang
jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara
bersangkutan dan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki
karakteristik etnis, agama maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya
dan mewujudkan secara implisit sikap solidaritas untuk melestarikan budaya,
tradisi, agama dan bahasa.® Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan
bahwa istilah minoritas yaitu merujuk kepada “sekelompok orang yang tinggal
dengan jumlah yang lebih sedikit dari penduduk tempat mereka tinggal, dengan
ciri khusus minoritas dalam aspek ras, budaya, bahasa, dan agama”.

Istilah  minoritas jika diinterelasikan dengan muslim maka yang
dimaksudkan adalah kelompok minoritas yang disatukan dalam satu ciri khusus
yaitu pemeluk agama Islam.® Penjelasan tersebut senada dengan pandangan Taj
al-Sirr  Ahmad Harran yang mendefinisikan minoritas muslim dengan
“sekelompok orang muslim yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintah non-
muslim di tengah mayoritas masyarakat yang tidak beragama Islam”.'® Dengan
pengertian lain, minoritas muslim adalah entitas muslim yang tinggal di tempat
dimana asas-asas Islam bukan menjadi rujukan utama dalam berbagai aturan dan

bukan menjadi budaya mayoritas penduduknya.

7 Ahmad ‘Athiyyatullah, Al-Qamus al-Siyasi (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1968), 96.

8 Geoffrey Robertson Q.C, Crimes Against Humanity the Struggle for Global Justice (New York:
The New Press, 2000), 177.

® Ahmad Imam Mawardi, Figh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al-Shari’ah dari Konsep ke
Pendekatan (Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2010), 43.

10 Taj al-Sirr Ahmad Harran, Hadir al- ‘4/am al-1slami (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2001), 158.
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Komunitas minoritas muslim sering ditampilkan dalam bentuk akar
masyarakat muslim Eropa dan Amerika yang berupaya menjaga kesalehan diri. Di
saat komunitas lain berupaya menghadirkan pelibatan diri di tengah masyarakat
tempat mereka tinggal.}! Pergumulan tersebut dilakukan minoritas muslim di
negara-negara Barat sebagai ikhtiar (usaha) untuk menegosiasikan identitas
keislaman. Bersamaan dengan kemajemukan nilai dan budaya Barat sekaligus
adanya proses integrasi, ekspresi budaya dan dimensi spiritual. Begitu pula
dengan adanya tantangan terhadap sikap Islamophobia? di antara sebagian kecil
masyarakat yang berlangsung secara terus menerus. Dengan merujuk definisi dan
penjelasan para ahli tentang definisi minoritas muslim tersebut, maka yang
dimaksudkan dengan terminologi minoritas muslim di Bali dalam kajian ini
adalah merujuk kepada “entitas muslim yang hidup dan tinggal menetap di Bali
sebagai kelompok minoritas ditengah mayoritas masyarakat Bali yang tidak
menerapkan asas-asas Islam dalam realitas kehidupannya”.

2. Potret sosio kultural minoritas muslim di Bali

Bali merupakan the Paradise Island, dikenal oleh masyarakat dunia

sebagai pulau “Seribu Pura”. Sebuah ekspresi penggambaran wilayah yang

didominasi oleh budaya Hindu. Masyarakat Bali dianggap mempunyai kesadaran

11 pandangan ini muncul dari penelitian Tariq Ramadan dalam memotret persoalan kaum minoritas
muslim di Barat. Lihat, Tarig Ramadan, Western Muslim and the Future of Islam (Oxford: Oxford
University Press, 2004), 4.

12 Islamophobia merupakan sebuah paham yang membenci dan takut kepada Islam. Bentuk
ketakutan berupa kecemasan yang dialami seseorang maupun kelompok sosial terhadap Islam dan
orang-orang muslim yang bersumber dari pandangan tertutup tentang Islam, disertai prasangka
Islam sebagai agama yang “inferior” dan “ekstrim” tidak pantas untuk berpengaruh terhadap nilai-
nilai yang telah ada di masyarakat. Lihat, Mohammad H. Tamdgidi, “Beyond Islamophobia and
Islamophilia as Western Epistemic Racisms: Revisiting Runnymede Trust’s Definition in a World-
History Context”, Islamophobia Studies Journal, Vol. 1, No. 1 (2012), 57.
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akan sejarah kehidupannya dan memiliki ikatan sosial erat yang terpusat pada
pura, organisasi sosial, dan sistem komunal.’* Dalam sistem organisasi, Bali
menjadikan organisasi tradisional sebagai kesatuan masyarakat dan hukum adat
yang mengatur tentang hal-hal kedinasan. Masyarakat Bali menerapkan sistem
tradisional dalam kehidupan sosialnya berdasarkan pada tradisi warisan dari nenek
moyang. Sebagai contoh Desa Pekraman memiliki ikatan turun-temurun di
Kahyangan Tiga yang terdiri dari: Pura Puseh, Desa, dan Dalem Setra, memiliki
wilayah-wilayah tertentu, aset-aset tanah milik desa, dan berhak mengurus rumah
tangga sendiri.'* Realitas tersebut tidak berlebihan, sebab Bali dikenal dengan the
living monument Hindu,® yakni salah satu wilayah dengan penduduk mayoritas
beragama Hindu dan kebudayaannya yang masih tetap berkembang hingga saat
ini.

Secara geografis, Bali memiliki luas wilayah yang mencapai 5.780,06 km?
atau sekitar 0,30 persen dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.®
Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi
kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng,
Karangasem, dan Kota Denpasar.l’” Sebagai Ibukota provinsinya adalah Denpasar,

yang terletak di bagian selatan pulau ini.

13| Gede Pitana, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali (Denpasar: Bali Post, 1994), 5.

14 Badan Diklat Provinsi Bali, Modul Pariwisata Berbasis Warisan Budaya (Denpasar: Heritage
Tourism, 2014), 23.

15 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang (Jakarta: Pustaka
Al-Kautsar, 2014), 1.

16 Data berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan”. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

17 Adi Nugroho, Provinsi Bali Dalam Angka 2019 (BPS Provinsi Bali, 2019), 6.


https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017
https://archive.org/details/PermendagriNo.137Tahun2017
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Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035, jumlah penduduk
Bali pada tahun 2018 tercatat sebesar 3,9 juta jiwa.'® Dilihat dari pemeluk agama,
Bali memiliki penduduk multi agama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) provinsi Bali tahun 2018 hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP2010),
prosentase jumlah pemeluk agama Hindu mencapai 83,46%. Pemeluk agama
Budha sebesar 0,54%, pemeluk agama Islam mencapai 13,37%, pemeluk agama
Kristen Protestan sebesar 1,66%, pemeluk Katolik sekitar 0,81%, dan pemeluk
Kong Hu Cu berkisar 0,01%, serta Aliran Kepercayaan lainnya 0,01%.%°

Mayoritas penduduk Bali pemeluk agama Hindu.

Tabel 3.1
Agama-agama di Bali
No Agama Jumlah Prosentase
1 Hindu 83,46%
2 Islam 13,37%
3 Protestan 1,66%
4 Katolik 0,81%
5 Budha 0,54%
6 Konghucu 0,01%
7 Lainnya 0,01%

Dilihat dari komposisi keagamaan di Bali, umat Hindu merupakan
kelompok mayoritas, namun menjadi kelompok minoritas dalam skala nasional
Indonesia. Hal itu berbeda dengan umat Islam yang merupakan kelompok

minoritas di Bali, akan tetapi menjadi kelompok mayoritas dalam skala nasional.?

18 Adi Nugroho, Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali 2018 (BPS
Provinsi Bali, 2018), 1.

19 Adi Nugroho, Provinsi Bali Dalam Angka 2019, 139.

20 Bila di lihat dari besaran agama yang dianut, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama
Islam yaitu 207.176.162 (87,180 %), Kristen 16.528.513 (6.955 %), Katolik 6.907.873 (2.907 %),
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Eksistensi minoritas muslim di Bali dapat ditemukan di seluruh kabupaten dan
kota di Bali. Berdasarkan data BPS provinsi Bali tahun 2018 SP 2010, penduduk
Bali secara keseluruhan yang beragama Islam mencapai 520.244 dari penduduk
Bali yang berjumlah 3.890.756 jiwa. Dari segi kuantitas, jumlah muslim di Bali
mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan,
keberadaan muslim di setiap kota tersebut merupakan entitas minoritas. Sebagai
perbandingan jumlah penduduk yang memeluk agama lain, tabel berikut dapat

memberikan gambaran yang cukup tentang keberadaan minoritas musim di Bali.

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota dan agama yang dianut di Bali tahun
2018

Kota/ Islam Protestan | Katolik | Hindu Budha | KHC | Jumlah
kabupaten
Jembrana 69.608 2.890 1.865 186.319 756 2 261.638
Tabanan 26.070 2.691 1.195 | 389.125 | 1.533 14 | 420.913
Badung 96.166 18.396 | 10.234 | 414.863 | 2.475 32 543.322
Gianyar 18.834 1.692 667 447.225 799 28 469.777
Klungkung 7.794 372 138 161.589 430 0 170.543
Bangli 2.185 197 56 212.325 113 1 215.353
Karangasem 16.221 398 197 379.113 334 1 396.487
Buleleng 57.467 3.132 916 557.532 | 3.127 97 624.125
Denpasar 225.899 | 34.686 | 16.129 | 499.192 | 11.589 | 252 | 788.589

Jumlalh 520.244 | 64.454 | 31.397 | 3.247.283 | 21.156 | 427 | 3.890.756

Tota

Hindu 4.012.116 (1,688 %), Budha 1.703.254 (0,717 %) dan Khong Hu Chu 117.091 (0,049 %)
dari total penduduk. Agama Islam menjadi mayoritas di hampir semua provinsi kecuali di Bali,
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat. Sumber Data Sensus Penduduk
Tahun 2010 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

2lLihat tabel data Badan Pusat Statistik provinsi Bali tahun 2018, berdasarkan hasil sensus
penduduk tahun 2010. Dalam pengambilan data yang dimaksud, dari total jumlah penduduk Bali
yang didata, ditemukan data yang tidak ditanyakan sebesar 5.513 jiwa, dan lainnya sebesar 282
jiwa.
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Berdasarkan gambaran dari tabel tersebut terlihat bahwa Bali merupakan
wilayah dengan penduduk mayoritas beragama Hindu disetiap kabupaten dan
kota. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Bali sebagai wilayah Hindu.
Realitas tersebut tampak dari selain umat Hindu yang mayoritas, umat Islam juga
telah menjadi bagian integral dari realitas kehidupan masyarakat Bali. Hal itu
terlihat dari adanya akulturasi budaya Hindu-Muslim, yang telah menjadi prilaku
sosial dimasyarakat Bali.

Sebagai wilayah dengan pluralitas agama, Bali merupakan salah satu
wilayah yang memiliki tingkat toleransi beragama sangat baik. Hal itu terlihat
dalam sejarah perkembangan Bali telah menunjukkan betapa jalinan umat
beragama di Bali sangat harmonis, khususnya dalam konteks jalinan muslim dan
Hindu, yang tetap terjaga hingga sekarang. Dari masa kerajaan, penjajahan, pasca
kemerdekaan, sampai saat ini. Jalinan harmonis tersebut terlihat dari aspek tradisi
dan budaya, umat Islam mengikuti tradisi masyarakat Hindu, seperti megibung,
ngejot?? dan tradisi lainnya.

Jalinan harmonisasi umat beragama di Bali juga terlihat dari aspek
keagamaan. Jalinan tersebut terlihat seperti muslim Bali mengikuti kegiatan

keagamaan umat Hindu, ikut perayaan Hari Raya Besar Hindu, bahkan umat

22 Terdapat dua tradisi yang sudah lumrah dikenal di kalangan umat muslim Bali saat ini, yaitu
tradisi ‘Megibung’ dan ‘Ngejot’. Tradisi Megibung merupakan tradisi masyarakat karangasem
yang dilakukan oleh beberapa orang (5-7 orang) duduk bersama dan saling berdiskusi dan berbagi
pendapat. Tradisi ini dapat dijumpai pada saat prosesi berlangsungnya Upacara Adat dan
Keagamaan, seperti Upacara Dewa Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya, Rsi Yadnya dan
Manusa Yadnya. Adapun tradisi Ngejot adalah tradisi dalam bentuk persembahan setelah
memasak dan juga dalam rangkaian Upacara Yadnya kepada keluarga atau saudara, tetangga
maupun masyarakat sekitar, sebagai ungkapan terima kasih atau rasa syukur masyarakat Hindu
Bali kepada Tuhan. Muhammad Taufig Maulana, Fikih Muslim Bali (Bali: CV Razka Pustaka,
2008), 36-39.
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muslim juga ikut prosesi Ngaben.?® Realitas sebaliknya juga ditunjukkan oleh
umat Hindu, dengan mengikuti pengajian, ikut perayaan hari Raya umat Islam.
Bahkan dalam perayaan hari Raya Kurban, umat Hindu juga mendapatkan bagian
daging Kurban. Selain itu, jalinan harmoni antar umat Hindu dan muslim juga
terlihat dalam tradisi selametan. Kedua umat ini ketika mengadakan kegiatan
pengajian maupun selametan, tidak lupa untuk saling berbagi dengan saling
mengirimkan makanan. Jalinan harmonis ini telah berlangsung lama hingga kini.
Dengan realitas pemeluk agama yang plural, Bali tumbuh dan berkembang
dalam kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai religius keagamaan. Secara
umum, kebudayaan di Bali dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada ajaran
agama Hindu. Nilai-nilai ajaran tersebut telah berinteraksi dengan kearifan lokal
yang pada akhirnya menjelma menjadi sebuah adat sosial kemanusiaan hingga
kini. Namun demikian, realitas kearifan lokal masyarakat Bali juga mengakui
adanya perbedaan (rwa bhineda) yang disebabkan oleh faktor ruang (desa), waktu
(kala), dan realitas (patra). Ketiga konsep tersebut telah menjadi landasan
pembenar bagi masyarakat Bali atas realitas perbedaan adat dan budaya. Dengan
kesadaran keragaman etnis, budaya dan agama, masyarakat Bali juga memiliki
semangat toleransi dan persamaan dalam wujud konsep Tat Twam Asi (dia adalah
kamu), bahwa orang lain juga sama dengan dirinya.?* Tingkat toleransi

masyarakat Bali, yang merupakan masyarakat dengan jumlah muslim minoritas

23 Ngaben yakni upacara pembakaran mayat atau kremasi umat Hindu Bali, ritual pembakaran
mayat ini dilakukan sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal.
24 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 6-7.
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tetap memiliki toleransi yang cenderung tinggi terhadap pemeluk agama lain.
Perbedaan agama tidak mempengaruhi sikap toleransi bagi masyarakat Bali.?®

Kebudayaan Bali juga memiliki konsep ajaran Tri Hita Karana (tiga
penyebab kesejahteraan). Pertama, parahyangan yaitu hubungan manusia dengan
Tuhan. Konsep ini mengajarkan pentingnya harmonisasi dan menjunjung tinggi
nilai-nilai keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua,
pawongan yaitu hubungan sesama manusia. Konsep ini mengajarkan
keseimbangan hubungan antar sesama manusia melalui nyama braya® yaitu
kerabat dekat dan jauh. Konsep braya yang berarti kerabat jauh, mengajarkan
keseimbangan dalam konteks beda agama, seperti hubungan khusus antara Hindu-
Islam. Ketiga, palemahan yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan.?’
Dengan logika dan kepercayaan, keseimbangan hal tersebut diyakini oleh
masyarakat Bali sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan.

Adanya interelasi yang erat antara adat, budaya dan agama inilah yang
menjadikan Bali sebagai wilayah dengan religiousitas tinggi. Berbagai kultur yang
bersumber dari ajaran agama mampu bertahan hingga kini melalui sistem sosial
yang terwujud dalam berbagai bentuk lembaga tradisional seperti banjar, desa

adat, suba (organisasi pengairan), sekaa (perkumpulan), dan dadia (klen).

% Ainna Amalia dan Ricardo Freedom Nanuru, “Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua,
Maluk”, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol.
10, No. 1 (September, 2018), 150-161.

% Konsep nyama braya lebih identik menunjukan konteks kerabat antara Hindu-Muslim di Bali
yang memiliki hubungan sosio historis dan genealogis yang sangat tua dibandingkan dengan
agama lainnya. Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 8.

27| Wayan Ardika, Kebudayaan lokal, Multikultural, dan Politik Identitas dalam refleksi
Hubungan Antaretnis antara earifan Lokal dengan Warga Cina di Bali (Denpasar: Fakultas Sastra
Universitas Udayana, 2007), 6-7.
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Keterikatan (suka rela ataupun wajib) warga Hindu misalnya dalam berbagai
lembaga tradisional tersebut telah berfungsi secara struktural bagi ketahanan
masyarakat Bali, termasuk dalam aspek mewujudkan harmonisasi dengan umat
Islam yang disebut sebagai nyama selam (saudara muslim). Masyarakat Bali
meyakini bahwa lembaga-lembaga tradisional seperti desa adat merupakan
benteng bagi keberlangsungan budaya di Bali.?®

Dalam rangka meneguhkan kerukunan antarumat beragama, khususnya
hubungan Hindu-Muslim, masyarakat Bali sepakat untuk menghidupkan tradisi
menyama braya, sebagaimana dikembangkan oleh masyarakat Denpasar. Tradisi
ini dikembangkan melalui jalur politik, budaya, dan sosial. Kokohnya kerukunan
antar umat beragama Islam-Hindu di Bali adalah berkat adanya peran masyarakat
serta beberapa institusi yang ada seperti institusi pemerintah, lembaga-lembaga
sosial, politik, keagamaan, lembaga adat dan juga masyarakat setempat.?® Jalinan
komunikasi yang intensif antar umat beragama telah menjadikan budaya menyama
braya selalu melekat pada masyarakat Bali. Disamping itu, peran berbagai media
juga tidak bisa dikesampingkan seperti media elektronik maupun media cetak
yang selalu menyosialisasikan budaya menyama braya yang ada di Bali. Jalinan
antara agama Hindu dan kebudayaan Bali telah menjadi panduan sikap dan
perilaku sebagian besar masyarakat Bali. Dengan semangat religius, jalinan

tersebut telah melahirkan harmoni kehidupan antar beragama.

28 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 8.
2% Kunawi Basyir, “Pola Kerukunan Antar Umat Islam dan Hindu di Denpasar Bali”, Islamica;
Jurnal Studi Keislaman, Vol. VIII, No. 1, (Sepetember, 2013), 1-27.
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3. Akulturasi budaya Hindu-Muslim di Bali

Bali dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya
dan agama. Hubungan antar budaya dan agama terjalin dengan erat dan harmonis.
Terwujudnya hubungan tersebut lebih dikarenakan pada dasarnya masyarakat Bali
memiliki karakter yang lembut dan ramah. Oleh sebab itu, masyarakat mayoritas
Bali menerima dan mengayomi masyarakat minoritas. Realitas tersebut terlihat
dari budaya umat Hindu dan Muslim yang secara khusus memiliki hubungan erat
dan harmonis. Terjalinnya hubungan tersebut terlihat dari adanya akulturasi
budaya dari kedua umat tersebut dalam berbagai aspek dan tradisi hingga kini.

a. Tradisi umat Hindu dibudayakan oleh umat muslim Bali

Sebagai kelompok minoritas, umat muslim Bali telah mampu beradaptasi
dan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Bali yang mayoritas
berbudaya Hindu. Dalam Islam terdapat pandangan bahwa mengikuti berbagai
tradisi dan budaya masyarakat diperbolehkan selama hal tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan syariat. Secara umum umat muslim Bali ikut
mengamalkan berbagai tradisi yang lahir dari tradisi dan budaya umat Hindu.
Tradisi tersebut hingga Kini tetap terjaga dan dibudayakan oleh umat muslim Bali
sebagai warisan budaya. Beberapa tradisi yang sudah menjadi budaya dan
perilaku sosial masyarakat Bali yang juga dibudayakan oleh umat muslim
diantaranya adalah tradisi Megibung dan Ngejot. Dua tradisi tersebut hingga kini
tetap dilaksanaan dan dilestarikan, baik oleh komunitas Hindu maupun muslim di

Bali.
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Tradisi Megibung diperkenalkan oleh Raja Karangasem, | Gusti Anglurah
Ktut Karangasem sekitar tahun 1614 Caka (1692 Masehi).*® Tradisi ini dibawa
olen 1 Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem saat menang perang dalam
menaklukan kerajaan-kerajaan di Sasak, Lombok. Saat prajurit sedang istirahat
makan, Raja Karangasem membuat aturan untuk makan bersama dalam posisi
melingkar.3! Bahkan Raja juga turut makan bersama-sama dengan prajurit lain.
Tradisi ini yang pada akhirnya menjadi tradisi masyarakat Bali hingga saat ini.

Tradisi Megibung merupakan tradisi yang dibudayakan oleh masyarakat
Karangasem Bali. Budaya ini menjadi salah satu tradisi yang terus dijaga oleh
masyarakat Karangasem. Bahkan, menjadi salah satu wisata budaya yang populer
di Bali. Tradisi Megibung dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat dengan berkumpul dan duduk bersama saling berbagi makanan.
Tradisi ini merupakan kegiatan makan bersama dalam satu wadah atau dikenal
juga dengan sebutan Bancakan. Tradisi ini bertujuan untuk mengikat kebersamaan
warga, dan terjaga turun temurun hingga ini. Bahkan telah menjadi kebanggaan
masyarakat Karangasem dan Bali.®

Dalam perayaan tradisi Megibung, tidak ada perbedaan status sosial

maupun kasta, semua warga membaur dan makan bersama. Tradisi Megibung saat

% Tradisi Megibung di Karangasem Bali, Wisata.balitoursclub.com. di akses pada tanggal 8
Juni 2014.

31 Megibung, Tradisi Makan Bersama Penuh Aturan Ketat, Balebengong.net. di akses pada tanggal
8 Juni 2014,

32 Tradisi Megibung di Karangasem Bali, Wisata.balitoursclub.com. di akses pada tanggal 8
Juni 2014,

3 Tradisi Megibung Karangasem, Wajah Keunikan Budaya Tradisional Bali, Kintamani.id, di
akses pada tanggal 21 Juni 2019.


http://wisata.balitoursclub.com/tradisi-megibung-di-karangasem-bali
http://wisata.balitoursclub.com/tradisi-megibung-di-karangasem-bali
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ini kerap dijumpai pada prosesi berlangsungnya upacara adat dan keagamaan di
Karangasem. Seperti dalam Upacara Dewa Yadnya, Upacara Pitra Yadnya,
Upacara Bhuta Yadnya, Upacara Rsi Yadnya, Upacara Manusa Yadnya, upacara
potong gigi, otonan anak, pernikahan, hingga ngaben. Tradisi Megibung
inibanyakdiikuti mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.*

Tradisi Megibung mengajarkan berbagai etika didalamnya. Setiap orang
diwajibkan mencuci tangan sebelum memulai makan. Pada saat makan, tidak
diperbolehan menjatuhkan sisa makanan dari suapannya. Tidak boleh mengambil
makanan yang ada di sebelah. Apabila ada yang sudah kenyang tidak boleh
meninggalkan tempat atau meninggalkan temannya.® Tradisi ini memberikan
pendidikan moral agar setiap elemen masyarakat selalu menjaga kebersamaan dan
keakraban dalam lingkungan dan memperkaya budaya dan adat istiadat bangsa.

Selain Megibung, tradisi yang juga dilakukan oleh umat Hindu dan Islam
di Bali adalah tradisi Ngejot. Tradisi Ngejot merupakan tradisi masyarakat Bali
memberi makanan kepada sanak keluarga, para tetangga, maupun masyarakat
sekitar. Tradisi ini dilaksanakan oleh umat Hindu seperti pada saat perayaan Hari
Raya Galungan, Nyepi dan Hari Raya Kuningan.®® Tradisi Ngejot dilaksanakan

sebagai bentuk persembahan dalam rangkaian wupacara Yadnya, untuk

3 Tradisi Megibung Karangasem, Wajah Keunikan Budaya Tradisional Bali, Kintamani.id, di
akses pada tanggal 21 Juni 2019.

3% Begini Tradisi Orang Bali Megibung, Makan Bersama untuk Kekeluargaan, Detik Food, di
akses pada tanggal 21 Juni 2019.

% Tradisi Ngejot, diakses tanggal 9 Juni 2014,
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meningkatkan kebersamaan dan tercapainya upacara tersebut. Tradisi ini juga
merupakan bentuk ungkapan terimakasih dan rasa syukur kepada Tuhan.?’

Sementar itu, umat Islam melaksanaan tradisi Ngejot ini pada saat
menjelang Hari Raya Idul Fitri.®® Umat Islam di Desa Pegayaman, Kabupaten
Buleleng Bali misalnya, melestarikan tradisi ini dengan memberikan makanan dan
minuman kepada tetangga sekitar rumah begitu juga dengan umat Hindu. Tradisi
Ngejot sebagai simbol kerukunan antar umat beragama sehingga tetap mesra dan
harmonis. Tradisi ini juga sebagai simbol kemesraan dan tali persaudaraan antara
Hindu dan Islam di Bali.®® Tradisi ngejot bagi pemeluk agama Islam di Bali masih
terjaga hingga saat ini, khususnya di daerah pedesaan.*® Tradisi ini dilaksanakan
untuk saling menjaga kerukunan. Masyarakat Bali membangun toleransi antar
umat beragama dengan saling membantu dan berbagi makanan ketika hari raya
keagamaan masing-masing.**

b. Masjid berarsitektur budaya Hindu

Beberapa bangunan masjid dan musala di Bali dibangun dengan akulturasi
seni budaya Bali. Bangunan tersebut tampak berbeda dengan bangunan yang ada
di Jawa maupun daerah lainnya di Nusantara. Beberapa bangunan masjid dan

musala di Bali berarsitektur Pura. Realita tersebut tidak lepas dari sejarah Bali,

37 Muhammad Taufiq Maulana, Fikih Muslim Bali, 39.

3 Lebaran Berbagi Melalui Tradisi Ngejot di Bali". kebudayaanindonesia.net. di akses pada
tanggal 9 Juni 2014.

% Tradisi Ngejot, diakses tanggal 9 Juni 2014.

40 Lebaran Berbagi Melalui Tradisi Ngejot di Bali". kebudayaanindonesia.net. di akses pada
tanggal 9 Juni 2014.

4 Yulaika Ramadhani, “Menjaga Kerukunan di Bali Dengan Tradisi Ngejot”, dalam
https://tirto.id/menjaga-kerukunan-di-bali-dengan-tradisi-ngejot-crmr, di akses pada tanggal 28
Juni 2017.


https://tirto.id/menjaga-kerukunan-di-bali-dengan-tradisi-ngejot-crmr
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serta menjadi bukti keharmonisan antar umat muslim dan Hindu di Bali. Beberapa
masjid dan musala yang memiliki arsitektur Pura diantaranya: Pertama, Masjid
al-Hikmah Denpasar. Masjid ini menjadi simbol akulturasi budaya dan kerukunan
antar umat di Bali. Masjid ini terletak di Jalan Soka Denpasar. Masjid ini kental
dengan arsitektur Bali dan dihiasi dengan ukiran-ukiran khas Pura Bali. Dari
kejauhan, bangunan masjid ini nampak sebagai Pura. Masjid ini sudah berdiri
sejak tahun 1978 dan mengalami berbagai renovasi dengan penambahan
arsitektur.*’Pembangunan masjid bernuansa khas Bali ini sebagai bentuk sikap
dan pengamalan falsafah hidup di Bali menyama braya (persaudaraan) antara
umat Hindu dan Islam dengan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat Bali,
masjid disesuaikan dengan budaya lokal.

Kedua, Musala al-Qamar. Musala ini berlokasi di JI. Pura Demak, Teuku
Umar Barat, Kecamatan Denpasar Barat, menjadi salah satu musala yang
dibangun dengan mengadopsi arsitektur gaya Bali. Musala yang dibangun pada
tahun 1980 tersebut menerapkan arsitektur gaya Bali. Model tersebut sesuai
dengan himbauan dari pemerintah Kota Denpasar, dan melaksanakan perda yang
berkaitan dengan penerapan nilai-nilai arsitektur Bali. Musala al-Qomar ini
memiliki arsitektur khusus untuk menunjukan identitasnya sebagai tempat
peribadatan umat Islam. Pertama, Musala ini menggunakan ornamen berbentuk
fauna distilisasi sehingga tidak terlihat bentuk riilnya. Hal ini dilakukan untuk

menghindari ornamen berbentuk mahluk hidup. Kedua, Musala ini menggunakan

42 Muhammad Taufiq Maulana, Fikih Muslim Bali, 41.
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ornamen Kubah pada bagian atas bangunan masjid. Penggunaan Kubah ini
dimaksudkan agar fungsinya sebagai masjid mudah dikenali oleh umat Islam.*®
c. Pura dan Pelinggih berlabel Mekah

Bali dikenal dengan daerah Seribu Pura. Penisbatan nama tersebut terkait
erat dengan keberadaan Pura yang dapat ditemukan diseluruh wilayah di Bali.
Keberadaan Pura merupakan identitas bagi agama tertentu. Pura merupakan
tempat ritual umat Hindu, yang menjadi kelompok mayoritas di Bali. Salah satu
pemandangan Pura yang menarik di Bali yaitu keberadaan Pura yang memiliki
label Mekah. Keberadaan Pura tersebut tentunya menimbulkan beragam
interpretasi. Hal itu dikarenakan Pura dikenal sebagai tempat ibadah dan ritual
umat Hindu, sedangkan Mekah merupakan kota tempat ibadah umat muslim dan
salah satu tempat pelaksanaan rukun Islam yang terakhir bagi setiap muslim untuk
menyempurnakan agamanya.

Sebagai tempat suci, Pura Mekah memiliki dua struktur yakni Jaba dan
Jeroan (Pura Dalem Mekah dan Pura Mekah). Pura dan Pelinggih merupakan
tempat pemujaan para Dewa bagi umat Hindu. Sebagai tempat pemujaan, Pura
dan Pelinggih Mekah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan Pura dan
Pelingih pada umumnya di Bali. Pemujaan dalam Pura dan Pelinggih ini
menggunakan tata cara Islam, hal yang cukup unik yang tidak pernah ada pada

agama Hindu lainnya. Jenis upacaranya seperti Sembah yang berkiblat kearah

4 | Nengah Muliarta, “Mushola al-Qomar; Mushola dengan Arsitektur Bali” dalam
https://aboutbali.beritabali.com/read/2019/05/31/201905300026/mushola-al-gomar-
musholadengan-arsitektur-bali; di akses pada tanggal 31 Mei 2019.


https://aboutbali.beritabali.com/read/2019/05/31/201905300026/mushola-al-qomar-mushola%20dengan-arsitektur-bali
https://aboutbali.beritabali.com/read/2019/05/31/201905300026/mushola-al-qomar-mushola%20dengan-arsitektur-bali
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barat, sebagaimana arah kiblanya umat Islam, dan mengharamkan sesajen
menggunakan daging babi.**

Keberadaan Pura dan Pelinggih berlabel Mekah dapat ditemukan dibeberapa
wilayah di Bali. Di kota Denpasar misalnya terdapat Pura Ratu Mekah dan Pura
Dalem Mekah. Kedua Pura tersebut terletak di Desa Ubung Denpasar. Pura Dalem
Mekah juga dapat ditemukan di Desa Pakraman Kukuh Tabanan. Sementara itu,
Pelinggih Ratu Mekah dapat ditemukan pada Pura Dadia di kota Singaraja. Selain
itu, di Desa Kubutambahan Buleleng juga terdapat Pura berlabel Mekah dengan
nama Pura Negara Gambur Anglayang.

Penamaan label Mekah pada beberapa Pura dan Pelinggih tersebut, menurut
budaya lisan, merupakan bukti historis wujudnya toleransi umat beragama di Bali.
Sejak kedatangannya, sekitar abad 15, umat muslim banyak yang bermukim
dalam satu wilayah desa dengan masyarakat pemeluk agama Hindu. Keberadaan
Pura berlabel Mekah di tengah-tengah mayoritas umat Hindu merupakan bukti
bahwa nilai-nilai toleransi umat beragama dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali.
Pandangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Nengah Bawa Atmadja bahwa
“Pura dan Pelinggih berlabel Mekah merupakan simbol toleransi”.*®

e. Musala dalam Pura
Masyarakat Bali dikenal memiliki nilai toleransi yang tinggi, menghargai

hal-hal yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan lain. Wujud dari nilai

4 Satya Wedha, “Pura Mekah” dalamhttps://yanartha.wordpress.com/pura-mekah/; di akses pada
tanggal 31 Mei 2019.

4% Nengah Bawa Atmadja, Genealogi Keruntuhan Majapahit; Islamisasi, Toleransi dan
Pemertahanan Agama Hindu di Bali (Yogyakarta: Pustaka Aksara), 342.


https://yanartha.wordpress.com/pura-mekah/
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toleransi tersebut tampak dengan adanya akulturasi tempat ibadah antara umat
Hindu dan muslim. Diantara wujud akulturasi tempat ibadah tersebut yaitu
keberadaan Musala (langgar) di dalam Pura. Keberadaan Pura di desa Bunutin,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli misalnya, di dalamnya menyediakan tempat
ibadah bagi umat muslim. Oleh karenanya Pura ini disebut Pura Langgar.*® Pura
dimaksudkan adalah tempat ritual dan ibadah bagi umat Hindu. Sedangkan
Langgar yang dimaksudkan adalah tempat ibadah shalat bagi umat muslim.

Keberadaan Pura Langgara tau Pura Dalem Jawa ini, telah menjadi symbol
kerukunan antara umat Hindu dan Islam di Bali. Keharmonisan antar umat
beragama dalam Pura Langgar tersebut, terlihat disaat upacara ritual bagi umat
Hindu dan ibadah bagi umat muslim. Saat bertepatan dengan hari besar masing-
masing, seperti saat hari Jumat bagi warga muslim dan saat hari Purnama, umat
muslim melaksanakan ibadah shalat Jumat berjamaah di Langgar di area dalam
Pura, sedangkan umat Hindu juga melaksanakan Sembahyang Purnama secara
bersamaan di dalam areal Pura tersebut.*” Realitas ini merupakan fakta unik di
Bali yang jarang diketahusi oleh kebanyakan orang.

Akulturasi budaya dan kerukunan beragama di Bali sangat terjaga baik, dan
sebagai symbol harmonisasi kehidupan beragama. Akulturasi dua budaya agama
yang berbeda telah bertemu dalam satu tempat ibadah. Realitas dalam

menjalankan kewajiban ibadah sesuai dengan keyakinan dalam satut empat, tidak

% Gede Nani Jaya, “Pura Langgar di Bali Jadi Tempat Ibadah umat Islam dan Hindu”,
dalamhttps://www.merdeka.com/peristiwa/pura-langgar-di-bali-jadi-tempat-ibadah-umat-islam-
dan hindu.html; di akses pada tanggal 02 April 2015.

47 Muhammad Taufiq Maulana, Fikih Muslim Bali, 47.


https://www.merdeka.com/peristiwa/pura-langgar-di-bali-jadi-tempat-ibadah-umat-islam-dan
https://www.merdeka.com/peristiwa/pura-langgar-di-bali-jadi-tempat-ibadah-umat-islam-dan
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menjadi problem bagi umat Hindu dan muslim di Bali. Oleh karenanya, perbedaan
agama tidak perlu dipertentangkan ataupun menjadi sebab pertikaian. Hal ini
menunjukkan bahwa kerukunan dan perdamaian antar umat beragama sangat patut
kita jaga dan lestarikan.

f. Al-Quran diterjemahkan Bahasa Bali

Sebagai pedoman dalam kehidupan beragama, al-Quran merupakan kitab
suci umat muslim, dan telah diterjemahan kedalam beberapa bahasa di berbagai
negara. Penterjemahan tersebut umumnya menggunakan bahasa nasional dari
setiap negara. Hal itu berbeda dengan penterjemahan di Bali, al-Quran
diterjemahkan menggunakan bahasa lokal Bali. Bahasa yang dikenal sebagai
bahasa umat Hindu dan masyarakat Bali.

Pada kurun waktu tahun 2017, Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan
dan Managemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Denpasar Bali telah
menerjemahkan al-Quran ke dalam Bahasa Bali. Penerjemahan tersebut
membutuhkan waktu yang relatif lama, sekitar hampir satu tahun. Penerjemahan
al-Quran ke dalam Bahasa Bali ini menjadi unik sekali. Selain itu, tim
penerjemahnya berasal dari pihak swasta, yaitu para dosen STAI Denpasar, bukan
dari Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) seperti UIN, IAIN, dan

STAIN.*®

4 Penerjemahan al-Quran kedalam Bahasa Bali pada kurun waktu tahun 2017 telah terbit dan
launcing di Jakarta dengan menghadirkan perwakilan Gubernur Bali saat itu. Ikut serta sebagai tim
penerjemah diantaranya adalah Muhammad Taufiq Maulana, Jumari, S.P., M.Pd, KH. Ahmad
Qasim, dan KH. Anwar Hamid. Lihat, Muhammad Taufig Maulana, Fikih Muslim Bali, 44-45.
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Penerjemahan al-Quran ke dalam bahasa Bali merupakan satu dari sekian
kegiatan yang ada di Puslitbang Lektur. Hingga kini, Puslitbang Lektur telah
melakukan penerjemahan al-Quran kedalam 15 bahasa daerah. Berkaitan dengan
penerjemahan al-Quran ke dalam bahasa Bali, Muhammad Taufig Maulana
menilai ada beberapa pesan yang menjadi tujuan diterjemahkannya al-Quran ke
dalam Bahasa Bali. Beberapa pesan dan tujuan tersebut meliputi; a) Melestarikan
bahasa daerah yang ada di Nusantara, dalam hal ini yakni bahasa Bali. b)
Mengenalkan makna kandungan al-Quran kepada masyarakat Bali yang kental
dengan bahasa lokalnya. ¢) Memberikan pemahaman bahwa al-Quran juga dapat
dipahami oleh selain umat Islam. d) Memberikan pemahaman bahwa dengan
diterjemahkannya al-Quran ke dalam bahasa daerah setiap komunitas,

menunjukkan bahwa Islam juga mengakui bahasa dan budaya di setiap daerah

Nusantara.*°
Table. 3.3

Petikan surat dan ayat terjemahan al-Quran dalam Bahasa Bali

Terjemahan Bahasa Bali Bacaan Ayat
Antuk ngucapang parab Allah sane Maha PO EN P FV R B
Kasih miwah Maha Sayang
Sakancan puji majeng ring Allah, Tuhanipun Cialall QoAb aall |2
sakancan sahananing alam
Sane kalintang kasih miwah saying aa Sl el 3
Sane nuenang rahina pawalesan Sl ezl | 4
Wantah majeng ring Allah kemaon titian sami GRS AUy Xaidl | 5

ngaturang subakti lan wantah majeng ring

49 Muhammad Taufig Maulana, Fikih Muslim Bali, 45-46.
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Allah kemanten titian sami nunas pitulung

Pitujuhin ja titian sami margi sane lempeng Yagial bl jall ) [ 6
Inggih punika margi para manusane sane % agle Cuadl ol bl a |7
Allah picaang ipun sakancan kerta wara ¥ aele Cpladall e
nugraha (nikmat); nenten ja margi para jatma S

sane Allah murkai, tur nenten (nalermargi)

para jatma sane sesat

4. Problematika sosial-politik minoritas muslim di Bali
a. Muslim Bali; Potret masyarakat pendatang

Bali merupakan pulau yang dianugerahi dengan keindahan alam dan seni
budayanya. Selain itu, Bali juga merupakan wilayah dengan industri pariwisata.
Hal tersebut menjadi salah satu faktor kedatangan para pendatang dari berbagai
kalangan termasuk pendatang muslim. Dilihat dari aspek kuantitas, perkembangan
muslim di Bali tidak terlepas dari arus pendatang dari luar. Kenyataan tersebut
dapat dilihat hampir 90% dari pendatang yang bermukim di Bali adalah muslim.>°
Jika dicermati, perkembangan Islam di Bali dari era 1970-an hingga kini terlihat
meningkat. Tingkat kenaikan tersebut rata-rata 3% sampai 4% pertahun dari
jumlah muslim Bali. Jumlah tersebut meliputi gabungan dari penduduk pendatang
lama dan pendatang baru. Secara umum pendatang muslim di Bali berasal dari
Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, Sulawesi, Lombok, Kalimantan Sumatera,® dan

beberapa daerah lainnya.

0 Bagenda Ali, Awal Mula Muslim di Bali Kampung Loloan Jembrana Sebuah Entitas Kuno
(Yogyaarta: CV Budi Utama, 2019), 201.
51 Ibid., 201-203.
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Dengan berkembangnya pendatang muslim di seluruh kabupaten dan kota
di Bali, hal itu menjadi problem tersendiri bagi muslim Bali. Berbagai fasilitas
pribadi maupun umum, seperti tempat tinggal, masjid, rumah makan halal, dan
lainnya dibutuhkan untuk memenuhi keberlangsungan hidup sehari-hari.
Kebutuhan fasilitas tersebut sangat urgen, mengingat fasilitas tersebut sangat
terbatas jumlahnya, dikarenakan mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu.

Kedatangan muslim di Bali banyak didasari oleh aspek ekonomi. Arus
migrasi ini banyak dimulai pada awal tahun 1970-an dan mengalami peningkatan
secara signifikan hingga kini. Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari
pesatnya dinamisasi kepariwisataan di Bali. Kedatangan muslim Bali dan para
pendatang lainnya adalah untuk mencari peluang usaha. Berbagai jenis usaha
tersebut seperti sektor garmen, kuliner, furnitur, properti, industri aksesoris atau
suvenir, pertokoan, money changer, hingga usaha dibidang pelayanan jasa.
Dengan kata lain, jenis usaha-usaha tersebut dikuasai oleh para pendatang.

Realitas pendatang muslim Jawa di Bali yang memadati berbagai sektor
perekonomian telah memunculkan kecurigaan dan kecemburuan sosial bagi
masyarakat Bali lainnya. Kecemburuan tersebut telah menjadi wacana umum pada
berbagai lapisan masyarakat Bali. Hingga memunculkan slogan “Orang Jawa
berjualan bakso beli tanahnya Orang Bali, sedangkan Orang Bali beli baksonya

orang Jawa harus jual tanah miliknya”.>> Dhurorudin Mashad dalam hasil

52 Bagenda Ali, Awal Mula Muslim di Bali, 203.
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risetnya, mengemukakan beberapa alasan dan sebab yang menjadi dasar
kecemburuan sosial masyarakat Bali terhadap muslim pendatang, meliputi;

1) Adanya ketakutan terhadap meningkatnya kuantitas jumlah muslim di Bali
bersamaan dengan kehadiran para pendatang muslim dari berbagai daerah.
Perkembangan muslim khususnya di daerah simpul pariwisata dikhawatiran
menumbuhkan kecemburuan sosial yang potensial untuk dipolitisir menjadi
isu konflik agama.®®

2) Munculnya rasa termarginalkan secara ekonomi. Kehadiran pada pendatang
muslim di Bali, pada realitanya telah menjadi beban ekonomi dan sosial
bagi wilayah Bali. Kehadiran para pendatang tersebut telah menjadi
kompetitor dan dinilai menghilangkan berbagai kesempatan dalam aspek
ekonomi dan bisnis bagi masyarakat pribumi Bali.>*

3) Munculnya rasa keterancaman kultural. Bali telah dikenal sebagai wilayah
dengan kultur lokalnya, seperti Ajeg dan kekhususan Bali dan lainnya.
Kehadiran para pendatang muslim dengan tradisinya, dinilai oleh
masyarakat Bali akan menggusur kultur lokal Bali.*®

4) Munculnya problem terkait kerusakan lingkungan. Dalam realitanya
kehadiran para pendatang tersebut menuntut adanya fasilitas dan

infrastruktur yang memadai dalam berbagai aspek, termasuk tempat tinggal.

53 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 266.
54 Ibid., 269.
55 Ibid., 271.
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Realitas tersebut telah mendorong perubahan alokasi peruntukan lahan dan
dinilai mengabaikan adat dan budaya kearifan lokal masyarakat Bali.*®
Dalam sejarah perkembangannya, eksistensi minoritas muslim di Bali
pada kenyataannya dihadapkan pada berbagai problem. Minoritas muslim Bali
menghadapi berbagai problem lingkungan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan
berbagai problem lainnya. Salah satu problem yang dihadapi oleh minoritas
muslim Bali yaitu adanya beberapa kebijakan yang dinilai diskriminatif. Beberapa
kebijakan dinilai sebagai perilaku diskriminasi yang diberlakukan kepada
pendatang khususnya muslim dan muslim Bali pada umumnya. Beberapa
kebijakan tersebut meliputi;

a) Adanya kebijakan pembatasan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
di seluruh wilayah Bali. Kebijakan tersebut dinilai bersifat diskriminatif dan
mendiskreditkan umat muslim Bali. Warga pendatang muslim menghadapi
berbagai kesulitan untuk mendapatkan KTP Bali dikarenakan adanya
beberapa persyaratan yang sengaja dibuat sebagai kebijakan lokal daerah.
Bagi warga muslim yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka hanya
diperbolenkan memiliki Kartu Identitas Pemukim Musiman (KIPEM),
secara rutin setiap enam bulan harus diperpanjang dan membayar sejumlah

uang kepada Desa Pakraman.®’

% Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 272-273.

5" Pasca Bom Bali | pada tanggal 12 Oktober 2002 dan Bom Bali Il pada tanggal 1 Oktober
2005,beberapa kebijakan lokal Bali terkait kepemilikan KTP Bali bagi muslim pendatang harus
memenuhi beberapa syarat; 1) membayar uang jaminan, 2) mendapatkan izin dan keterangan
warga sekitar tidak membahayakan, 3) mendapatkan penjamin beban sosial dan moril selama
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b) Kebijakan terkait pendirian rumah ibadah bagi umat muslim. Masyarakat
Bali memberlakukan kebijakan khusus terkait pendirian masjid, mushala
bagi umat muslim.>® Pendirian tempat ibadah di Provinsi Bali diatur
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 583 Tahun 1991 tentang
Prosedur dan Ketentuan-ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah
untuk Umum di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat | Bali. Lima hal penting
yang diatur dalam SK tersebut yaitu: (1) Pembangunan tempat-tempat
ibadah untuk umum yaitu pura, masjid, wihara, dan gereja harus
mendapatkan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Bali
(Pasal 2 ayat 1); (2) 1zin yang dimaksud dikeluarkan oleh Gubernur setelah
mendapat pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pembangunan Tempat-
Tempat Ibadah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali,
dan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il setempat (Pasal 2 ayat 2); (3) Surat

permohonan izin;*° (4) Dalam mewujudkan pembangunan tempat ibadah

berdiam di Bali, 4) memiliki tempat tinggal yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilian.
Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 281.

%8 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 282.

% Pada praktiknya, pihak-pihak yang berperan dalam pendirian izin adalah desa adat atau desa
pakraman. Surat permohonan izin yang dikeluarkan harus dilampiri oleh (Pasal 2 ayat 3):
1.Persetujuan masyarakat lingkungan melalui rapat/pertemuan dimana akan dibangun tempat
ibadah. 2.Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengenai lokasi tanah yang akan
dibangun benar dalam wilayahnya. 3. Daftar jumlah umat yang akan menggunakan tempat ibadah
yang berdomisli di tempat itu yaitu sekurang-kurangnya 40 Kepala Keluarga (KK). 4. Foto copy
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga dari para kepala keluarga
sebagaimana dimaksud. 5.Surat Keterangan tentang status tanah dari Kepala Badan Pertanahan
Nasional kabupaten setempat. 6. Peta situasi dari Dinas Pekerjaan Umum kabupaten daerah tingkat
Il setempat. 7. Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum
kabupaten daerah tingkat 1l setempat. 8. Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah
Tingkat Il setempat Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum kabupaten daerah tingkat 1l setempat. 9.
Daftar susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah tersebut. 10. Rekomendasi dari
Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten setempat. 11. Rekomendasi dari Bupati Kepala
Daerah tingkat Il setempat. Lihat, Cahyo Pamungkas, Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial;
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harus menyesuaikan dengan ciri-ciri khas dari bentuk bangunan tempat
ibadah masing-masing agama (Pasal 2 ayat 4); (5) Bupati Kepala Daerah
Tingkat Il berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan keputusan ini (Pasal
3). Secara umum problem berkaitan dengan tempat ibadah bersumber dari
aspek perizinan dan pemanfaatan sarana ibadah, meliputi; pertama,
penggunaan pengeras suara berkaitan dengan azan dari umat Islam. Kedua,
penggunaan tempat-tempat ibadah yang sudah berdiri seringkali
menimbulkan konflik karena berbenturan dengan kepentingan masyarakat
setempat. Sebagai contohnya, pada Hari Raya Nyepi, umat Islam
membutuhkan pengeras suara untuk mengkumandangkan azan, dan
menyalakan lampu. Namun demikian, umat Hindu merasa keberatan ketika
umat Islam menggunakan pengeras suara dan menyalakan lampu. Ketiga,
permasalahan dalam hal perizinan terutama oleh kalangan minoritas Islam
dan lainnya. Kesulitan dalam mendapatkan perizinan dirasakan oleh tokoh-
tokoh agama Islam di Kabupaten Buleleng untuk mendirikan Masjid.
Kesulitan tersebut berdampak pada diabaikannya SK Gubernur. Pendirian
masjid di Kabupaten Buleleng banyak yang didirikan tanpa memenuhi
persyaratan 40 KK sebagaimana diatur oleh SK Gubernur.°

¢) Kebijakan yang juga dinilai diskriminatif adalah sulitnya mendapatkan izin

pemanfaatan lokasi untuk tempat pemakaman. Keberadaan area pemakaman

Studi Kasus Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng, Episteme, Vol. 9,
No. 2 (Desember, 2014), 285-361.

80 Cahyo Pamungkas, Toleransi Beragama Dalam Praktik Sosial; Studi Kasus Hubungan
Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng, Episteme, Vol. 9, No. 2 (Desember,
2014), 285-361.
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yang ada sangat terbatas dan tidak mampu menampung seluruh umat
muslim, termasuk para pendatang. Kebijakan khusus perizinan berkaitan
pemanfaatan lahan untuk tempat pemakaman di Bali diberlakukan dengan
alasan bahwa adat dan kepercayaan masyarakat Bali tidak membolehkan
tanah desa mereka dilalui mayat, jika hal tersebut terjadi maka harus
dilakukan upacara penyucian.5!

d) Sulitnya mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk
pengembangan Islam. Dana bantuan yang diberikan tidak seimbang dengan
yang diperoleh oleh umat lainnya, sehingga hal ini dirasakan sebagai bentuk
diskriminasi bagi umat muslim Bali.®?

e) Minimnya akses informasi dan kesempatan publikasi kegiatan keagamaan
Islam di berbagai televisi lokal, yang tida seimbang dengan kesempatan
yang disediakan untuk agama lain. Minimnya informasi dan kesempatan
juga meliputi aspek karir. Pada beberapa daerah di Bali, umat Islam
cenderung tidak diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan, seperti
camat dan lainnya.®®

f) Minimnya Kketersediaan tempat ibadah seperti Mushala pada fasilitas
layanan umum di hampir seluruh wilayah di Bali seperti di Terminal umum
dan rumah sakit.®* Fasilitas ibadah ditempat layanan umum tersebut sangat

dibutuhan oleh umat Islam untuk memenuhi kewajibannya.

81 Dhurorudin Mashad, Muslim Bali; Mencari Kembali Harmoni yang Hilang, 282.
62 Bagenda Ali, Awal Mula Muslim di Bali, 209.

8 bid., 209.

8 bid., 210.
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b. Fenomena Ajeg dan Kekhususan Bali

Ajeg Bali merupakan istilah tentang Bali yang kokoh, teratur, tegak,
mantap, tidak berubah.% Istilah tersebut dimaknai oleh berbagai kalangan sebagai
sebuah politik identitas dalam mempertahankan identitas etnik Bali.®® Proses
kembali kepada kebudayaan Bali melalui gagasan ‘ajeg Bali’ adalah fenomena
umum dalam sebuah masyarakat yang sedang mengalami transisi.®’

Ajeg Bali merupakan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat dan
kebudayaan Bali yang muncul pasca bom Legian 12 Oktober 2002. Gerakan ini
dikumandangkan olen Kelompok Media Balipost (KMB), dengan tujuan
mengembalikan masyarakat Bali dalam konteks pengamalah ajaran agama Hindu
dan kebudayaan Bali.%®® Gerakan ini mendapatkan respon dan dukungan penuh
mayoritas masyarakat Hindu Bali. Dalam pengertian sempit, gerakan ini telah
membawa pengaruh besar terhadap masyarakat Hindu Bali yang semakin tertutup,

menjaga kebudayaan lokal. Bahkan secara umum, demi menjaga ajeg Bali,

% Istilah Ajeg Bali dalam kutipan salah satu koleksi UPI Digital Repository, Indonesia University
of Education yang disebutkan berasal dari dua kata yaitu:“Ajeg” dan “Bali” yang secara harfiah
memiliki artinya masing-masing. Kata “Ajeg” memiliki arti tegak, kukuh (peraturan), sedangkan
kata “Bali” merujuk kepada Pulau Bali atau Propinsi Bali, secara hukum, geografis, dan politis
merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lihat Sri Reshi Ananda
Kusuma, Kamus Bali Indonesia (Denpasar: Pustaka Balimas, 1956), 9.

6Sebagaimana dinyatakan oleh Antonio Gramsci bahwa terdapat dua level struktur utama dalam
pemerintahan, yakni masyarakat sipil dan masyarakat politik. Kelompok masyarakat sipil
mencakup seluruh aparatur transmisi yang sering disebut swasta, seperti lembaga pendidikan,
media masa, dan termasuk lembaga-lembaga agama. Sementara kelompok masyarakat politik atau
negara mencakup semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan
pemerintahan. Menurut Gramsci, hegomoni adalah sebuah kelas politik yang berhasil membujuk
kelas-kelas lain dalam masyarakat untuk menerima nilai-nilai moral, politik maupun kulturnya.
Lihat, Antonio Gramsci, Selection from Prison Notebook (New York: International Publisher,
1971), 57.

67 Allen dan Palermo, “Ajeg Bali: Multiple Meanings, Diverse Agendas,” Indonesia and the Malay
World, Vol. 33, (2005), Issue 97.

6 Bagenda Ali, Awal Mula Muslim di Bali, 215.
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masyarakat Hindu Bali menjadi waspada dan curiga terhadap kelompok lain yang
berbeda agama, khususnya pendatang umat muslim.

Ajeg Bali dan berbagai agenda revitalisasi kebudayaan pada umumnya
bersifat internal. Artinya, di dalam masyarakat Bali sendiri terjadi sebuah proses
yang menghendaki adanya pemurnian adat dan ajaran-ajaran agama. Dalam
proses ajeg Bali, terhimpun berbagai praktik yang berusaha membangun ulang
batas-batas keanggotaan seseorang tehadap komunitas kultural dan politik. Batas
antara siapa orang Bali dan non-Bali dirumuskan ulang, sesekali dengan cara yang
ekslusif, untuk mencapai apa yang dimaksudkan sebagai keaslian.®® Di sini kita
menyaksikan bahwa kewarganegaraan yang sejatinya berlaku nasional dalam
praktiknya selalu ditantang oleh kekuatan-kekuatan sub-nasional yang dalam hal
ini disusun oleh kesamaan etnik dan keagamaan pada sebuah wilayah tertentu.
Beberapa kajian menunjukkan adanya praktik diskriminasi terhadap kalangan
pendatang non-Bali yang sampai tingkat tertentu bersinggungan dengan persoalan
akses terhadap sumber daya ekonomi.

Ajeg Bali menjadi seperangkat gagasan dan strategi guna menghadapi
tantangan global. Guna menghadapi persaingan di bidang ekonomi, kemunculan
Ajeg Bali secara spesifik memunculkan sentiment etnosentris. Gagasan tentang
kembali ke adat, dan 'Ajeg Bali" juga sebuah latihan intelektual yang
menghasilkan jawaban sementara terhadap tantangan zaman. 'Ajeg Bali' mengarah

pada tindakan mencintai diri sendiri yang cenderung mengajak pihak lain untuk

8 Amin Mudzakkir, Perempuan dan Kewarganegaraan di Indonesia: Kasus Bali, Sasak, dan
Minahasa, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 15, No. 1 (2013), 1-20.
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mengikuti nilai-nilai dan norma norma keagamaan yang diwariskan oleh leluhur
sendiri dengan cara memanipulasi memori sosial.

Dalam perspektif kultural, “Ajeg Bali” dimaknai sebagai terciptanya
sebuah ruang hidup budaya Bali yang bersifat inklusif, multikultur dan selektif
terhadap pengaruh-pengaruh luar. Pada tataran proses kultural, Ajeg Bali juga
dapat diartikan sebagai interaksi manusia Bali dengan ruang hidup budaya Bali.
Proses ini dimaksudkan untuk melahirkan produk-produk atau penanda-penanda
budaya baru melalui sebuah proses yang berdasarkan nilai-nilai kultural dan
kearifan lokal serta memiliki kesadaran ruang (spatial) serta waktu yang
mendalam. ™

Konsep “Ajeg Bali,” juga termasuk legislasi mengenai migrasi selektif;
penegakan hukum yang kuat dan konsisten atas produk-produk legislasi tersebut;
pembuatan satu legislasi khusus yang komprehensif guna menata ulang batasan-
batasan kewenangan antara pemerintah Republik Indonesia dan aparaturnya
dengan institusi-institusi tradisional yang selama ini menjaga ruang budaya
manusia Bali; pemetaan dan dokumentasi atas seluruh kekayaan budaya Bali, baik
yang tangible (tampak) maupun intangible (tidak tampak); secara sadar dan
sistematis memberikan ruang dan dukungan kepada para pemikir dan seniman

Bali untuk menciptakan karya-karya yang bersifat counter culture.”

70 Bali Post, “Konsep Ajeg Bali Dimaknai dalam Tiga Tataran”, Bali Post, diakses pada tanggal 16
Agustus 2003, 13.

I Nyoman Wijaya, Melawan Ajeg Bali: Antara Eksklusivitas dan Komersialisasi, artikel ini
diseminarkan dalam Dialog “Ajeg Bali Dalam Perspektif Sejarah” di Rumah Makan Sari Warta
Boga, Senin 18 Agustus 2003.
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Bali merupakan wilayah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan
tertentu. Dalam berbagai aspek budaya dan local wisdom, kekhususan tersebut
telah menjadi perilaku sosial hingga kini. Sebagai daerah yang memiliki
keistimewaan, Bali secara khusus dengan berbagai kekhususannya belum diatur
secar legal formal, melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia. Undang-
undang yang secara khusus mengatur tentang daerah istimewa adalah Undang-
undang RI nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut hanya
disebutkan bahwa hanya ada dua provinsi istimewa di Indonesia yaitu Propinsi
DKI Jakarta dan Provinsi Papua. Selain itu, Undang-undang tersebut juga
menyebutkan hanya ada dua daerah Istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewa
Nangoe Aceh Darussalam dab Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kekhususan Bali belum mendapatkan legitimasi secara legal formal
Nasional. Namun demikian, kekhususan tersebut secara regulasi lokal telah
berjalan dan berlaku baik secara parsial di desa-desa adat atau desa Pakraman,
maupun secara komunal yang berlaku di seluruh wilayah Bali. Sebagai contohnya,
sistem komunal yang berdampak signifikan terhadap problematika hukum Islam
bagi muslim Bali adalah kekhususan Bali terkait perayaan Hari Raya Nyepi atau
upacara Brata Penyepian di saat umat Hindu di Bali mengadakan Catur Brata
Penyepian yakni Amati karya (tidak bekerja), Amati Geni (tidak menyalakan api),

Amati Lelungan (tidak bepergian), dan Amati Lelanguan (tidak bersenang-
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senang).’? Catur Brata Penyepian yang dijalani oleh umat Hindu Bali pada saat
Hari Raya Nyepi tersebut berlangsung selama duapuluh empat (24) jam.

Selain kekhususan perayaan Nyepi, Bali juga memiliki kekhususan lain
terkait upacara adat maupun agama. Berbagai kekhususan tersebut seperti
perayaan Galungan dan Kuningan, Pagerwesi, Saraswati, Siwaratri, dan lainnya.
Pada saat perayaan upacara adat maupun agama tersebut, menjadi hari libur lokal
Bali. Ketentuan hari-hari libur lokal tersebut berdasarkan ketetapan Gubernur
Bali. Seluruh kantor pemerintahan dan sekolahan secara umum diliburkan
meskipun bukan libur nasional.” Sebagai konsekuensi dan untuk menghargai
umat Hindu yang merayakannya, beberapa sekolah Islam atau madrasah pada

akhirnya mengikuti ketentuan tersebut.

B. Problematika Perkawinan Beda Agama Minoritas Muslim di Bali

1. Terminologi perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali
Perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan yang menjadi isu

bersama. Hal itu dikarenakan persoalan perkawinan ini tidak hanya menyangkut

tabiat dan hajat hidup kedua pihak pelaku perkawinan, tetapi juga menyangkut

berbagai pihak baik lembaga pemerintah, adat, maupun agama. Oleh karenanya,

persoalan perkawinan beda agama ini menarik untuk dikaji dari berbagai

perspektif.

2 Bagenda Ali, Awal Mula Muslim di Bali, 218.
73 Ibid., 220.
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Sebagai bangsa yang plural dan beragam, baik dari segi budaya, suku, ras,
agama, interaksi antar satu golongan masyarakat satu dengan yang lain sudah
tentu tidak dapat dihindarkan. Interaksi antar masyarakat yang berbeda latar
belakang ini dalam realitanya menimbulkan adanya suatu fenomena dalam
masyarakat yaitu perkawinan beda agama, perkawinan antara pasangan yang
memiliki agama yang berbeda. Persoalan perkawinan beda agama ini pada
akhirnya melahirkan berbagai pandangan baik berkaitan aspek yuridis, adat,
maupun agama.

Secara normatif, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Sementara itu, agama dapat diartikan sebagai sistem
yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta
tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang
menghubungkan manusia dengan tatana kehidupan.” dalam pengertian lain
agama dapat dikatakan sebagai sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan,
atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian
dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.’® Berpijak

pada konsepsional tersebut, perkawinan beda agama dapat diartikan dengan

4 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 1.

> Kenneth Shouler, The Everything World's Religions Book: Explore the Beliefs, Traditions and
Cultures of Ancient and Modern Religions (Publisher: Everything, 2010), 1.

6 Agama susah untuk didefinisikan, dalam diskusi religious studies, Clifford Geertz dengan
sederhana menyebut agama sebagai sebuah "sistem kultural". Clifford Geertz, Religion as a
Cultural System (Fontana Press, 1993), 87.
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perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau
kepercayaan satu sama lain.

Sebagai wilayah dengan multi budaya, suku, dan ras, Bali juga memiliki
jumlah penduduk dengan multi agama. Berdasarkan data hasil sensus penduduk
Bali tahun 2018, pemeluk agama di Bali meliputi Hindu, Islam, Protestan,
Katolik, Budha, Konghucu dan kepercayaan lainnya.”” Dilihat dari komposisi
keagamaan, umat Islam merupakan kelompok minoritas hampir diseluruh
kabupaten dan kota di Bali.”® Secara normatif, kondisi minoritas tersebut
berimplikasi pada realitas adanya praktik perkawinan beda agama Yyang
melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama lain di Bali. Hal itu
dikarenakan dalam realitas kehidupan sehari-hari, dinamika kehidupan muslim di
Bali tidak dapat dipisahkan dengan pemeluk agama lain.

Sebagai wilayah dengan multi agama, Hindu merupakan agama dengan
pemeluk terbesar dan mayoritas di Bali. Berdasarkan data hasil sensus penduduk
Bali tahun 2018, jumlah penduduk Bali yang menganut Hindu sebesar 83,46 %
dari jumlah penduduk 3,9 juta jiwa. Sementara pemeluk Islam sebesar 13,37 %."°
Secara normatif, perbandingan tingkat prosentase jumlah tersebut menjadi salah
satu faktor terjadinya perkawinan beda agama yang melibatkan muslimah dengan
laki-laki Hindu. Situasi dan kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor

kehidupan masyarakat di Bali kental dengan budaya Hindu. Selain itu, kondisi

" Lihat data tabel Agama-agama di Bali halaman 140.

78 Lihat data tabel jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dan agama yang dianut di Bali tahun
2018.

78 Lihat tabel perbandingan prosentase jumlah pemeluk agama di Bali.
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tersebut juga berimplikasi pada dinamika kehidupan muslim di Bali yang tidak
dapat dipisahkan dengan pemeluk Hindu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-
hari. Hal ini juga berimplikasi pada terjadinya praktik perkawinan beda agama
yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk Hindu di Bali.°

Berdasarkan konsepsi dan penjelasan tersebut, yang dimaksudkan dengan
perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali dalam konteks penelitian ini
yaitu merujuk kepada perkawinan yang melibatkan minoritas muslim dengan
pemeluk agama lain di Bali yang dilakukan berdasarkan ketentuan adat dan agama
para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pengertian lain,
perkawinan beda agama ini secara khusus merujuk kepada praktik perkawinan
dua pihak berlainan agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk
Hindu®! di Bali tetapi pada saat akad dilaksanakan dengan ketentuan Islam dengan
konsekuensi pemeluk Hindu menjadi muallaf, atau dengan ketentuan Hindu dan
muslim menjadi pemeluk Hindu.
2. Perkawinan beda agama: Tinjauan normatif Undang-undang

perkawinan

Secara yuridis normatif, Undang-undang perkawinan di Indonesia,
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tidak mengatur dengan
jelas berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama. Terlebih berkaitan

dengan keabsahan perkawinan tersebut. Hal itu dikarenakan, keabsahan

80 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.

81 Hindu didefinisikan sebagai "agama" dengan berbagai pandangan, diantaranya "kumpulan dari
berbagai kepercayaan dan praktik religius”, "tradisi religius”, dan sebagainya. lihat: Gavin Flood,
Establishing the boundaries (Blackwell Publishing, 2003), 1-17.
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perkawinan diserahkan kepada masing-masing agama dan kepercayaan.
Ketentuan tersebut dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.®2 Rumusan dan ketentuan pasal tersebut memberikan
interpretasi bahwa Undang-undang perkawinan di Indonesia menghendaki tidak
adanya perkawinan beda agama. Undang-undang perkawinan juga tidak mengatur
berkaitan keabsahan praktik perkawinan tersebut. Dalam pengertian lain,
keabsahan perkawinan beda agama dalam ketentuan Undang-undang perkawinan
diserahkan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan juga
hanya mengatur tentang perkawinan campuran. Perkawinan yang dimaksudkan
yaitu perkawinan antara dua pihak yang berlainan kewarganegaraan. Ketentuan
tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 57 bahwa “yang dimaksud dengan
perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua
orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.®® Rumusan
ini juga memberikan penafsiran bahwa secara normatif, Undang-undang
perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan beda agama di Indonesia.
Implikasinya, perkawinan beda agama di Indonesia harus dilaksanakan sesuai
dengan tata cara yang ditentukan oleh agama dan kepercayaan para pihak yang

akan melangsungkan perkawinan.

8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1.
8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 57.
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3. Perkawinan beda agama: Tinjauan agama Hindu

Perkawinan dalam pandangan agama Hindu diartikan sebagai ikatan lahir
batin antara seorang purusha (pria) dengan seorang pradana (wanita) menjadi
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga (grahasta)
yang bahagia dan kekal yang berkiblat dan berdasar kepada Tuhan Yang Maha
Esa/lda Sang Hyang Widhi Wasa.?* Dalam pelaksanaan upacara perkawinan,
agama Hindu berpedoman pada Kitab Weda (Sruti) dan hukum Hindu yang
didasarkan pada adat kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun.
Dengan melakukan upacara yang berlandaskan kitab suci dan adat kebiasaan
masyarakat yang telah berlaku, upacara perkawinan diharapkan akan
mendapatkan kebahagiaan di dunia ini (jagaditha) dan kebahagiaan yang abadi.®

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan agama dalam hukum
Hindu dapat dibatalkan. Permbatalan perkawinan tersebut meliputi perkawinan
yang dilakukan menurut hukum Hindu tetapi tidak memenuhi ketentuan syarat
keabsahan dan pengesahannya. Diantara syarat keabsahan perkawinan dalam
Hindu yaitu kedua mempelai harus sama-sama beragama Hindu. Dalam agama
Hindu, perkawinan yang dilakukan tidak menganut agama yang sama pada saat
upacara perkawinan dapat dibatalkan. Demikian juga perkawinan antar agama,

menurut ketentuan hukum agama Hindu juga tidak dapat dilakukan.8®

8 |da Bagus Anom, Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu (Denpasar: Kayu Mas Agung,
2001), 4.

& |bid., 5.

8 Gde Pudja dan Tjokorda Rai Sudartha, Manawa Dharmasastra Weda Smerti, Kopedium Hukum
Hindu (Jakarta: Yayasan Dharma Naradha, 2002), 53.



173

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan antar agama. Hal ini
terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara
keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka
dia diwajibkan sebagai penganut agama Hindu®’ karena kalau calon mempelai
yang bukan Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan
perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V89 kitab
Manawadharmasastra.2® Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa untuk
mensahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh
Pedande/Pendeta yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu, dalam hukum
perkawinan Hindu juga tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut
agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh Pedande.

4. Perkawinan beda agama: Tinjauan hukum Islam

Perkawinan beda agama merupakan salah satu problematika hukum Islam
yang menjadi diskursus hingga kini dan masih relevan dikaji sebagai respon atas
realitas yang ada. Dalam banyak kasus di masyarakat Indonesia, resistensi yang
begitu besar terhadap perkawinan beda agama masih banyak bermunculan.
Umumnya, berkaitan dengan persoalan halal dan haramnya perkawinan antar
umat beragama.

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan perkawinan beda agama hanya

meliputi perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non muslimah

87 Seseorang yang akan memeluk Hindu harus melegitimasi diri dengan jalan melaksanakan
upacara Sudhi wadhani. Upacara ini bertujuan untuk penyucian hati serta pengukuan seseorang
untuk dapat menjalankan ajaran Agama Hindu. | Wayan Titra Gunawijaya, “Kelepasan Dalam
Pandangan Siwa Tattwa Purana”, Jurnal Teologi Hindu, Vol 1, No 1. (2019), 73-80.

8 |da Bagus Anom, Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu, 35.
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(musyrikah atau ahl kitab) dan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-
laki non muslim (musyrik atau ahl kitab). Merespon persoalan perkawinan beda
agama, para fukaha berpegang pada Q.S. al-Mumtahanah ayat 108 dan Q.S. al-

Bagarah ayat 221% sebagaimana berikut:

Negely
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“Hai orang-orang Yyang beriman, apabila dating berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu
kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah
mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar
kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta
mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.
Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana” (Q.S. al-Mumtahanah: 10).%

—’n\

Terdapat beberapa pandangan terkait asbab al-nuzul Q.S. al-Mumtahanah
ayat 10 tersebut. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa sebelum turunnya ayat
tersebut, pada tahun VI Hijriyah, telah terjadi perjanjian antara Nabi Muhammad
saw dengan orang-orang kafir musyrik di Makkah. Perjanjian tersebut dikenal

dengan nama perjanjian Hudaibiyah. Salah satu butir dalam perjanjian tersebut

8 al-Qur’an, 60: 10.
% al-Qur’an, 2: 221.
%1 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 28, 550.
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menyatakan bahwa penduduk Makkah yang datang atau berkunjung ke Madinah
(meskipun seorang muslim) harus dikembalikan oleh Nabi ke Makkah. Adapun
penduduk Madinah (meskipun seorang muslim) yang datang untuk bergabung
dengan penduduk Makkah, maka ia tidak harus dikembalikan ke Madinah.%?
Sementara itu, dalam riwayat lain dinyatakan bahwa ayat tersebut berkaitan
dengan salah seorang penduduk Makkah bernama Sabi’ah binti al-Harith (seorang
muslimah) yang berhijran ke Madinah. Suaminya bernama Sayfi ibn Rahib
(seorang kafir) mendatangi Nabi saw dan berkata: Wahai Muhammad,
kembalikan isteriku kepadaku sebagaimana yang telah engkau janjikan. Kemudian
turunlah Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 tersebut. Nabi saw tidak mengembalikan
Sabi’ah binti al-Harith kepada suaminya, akan tetapi Nabi saw mengganti
pembayaran maharnya Sayfi. Dan pada akhirnya, Sabi’ah dinikahi oleh sahabat
‘Umar ibn Khattab.%?
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“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak keneraka, sedang Allah mengajak kesurga dan
ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

92 Shaykh Hasan Khalid, al-Zawaj bi Ghayr al-Muslimin (Makkah: Da’wah al-Hag, 1421 H), 82.
% |bid., 82-83.
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perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S. al-
Bagarah: 221).%

Sebagaimana Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 tersebut, asbab al-nuzul Q.S.
al-Bagarah ayat 221 juga terdapat beberapa pandangan. Salah satu riwayat
menyebutkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa Nabi mengutus
Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi ke Makkah untuk membebaskan kaum
muslim yang tertawan. Berita tersebut terdengar oleh seorang wanita kafir
bernama ‘Unaq yang merupakan kekasih Marthad sebelum memeluk Islam. Pada
suatu ketika “Unaq mendatangi Marthad dan berkata” “Wahai Marthad mengapa
kita berpisah?, Marthad Menjawab, sesungguhnya Islam telah memisahkan diriku
dan dirimu serta mengharamkan hubungan Kita, tetapi jika engkau masih
menghendaki diriku untuk mengawinimu, maka setelah saya kembali menghadap
Rasul saw, saya akan meminta izin kemudian mengawinimu”. ‘Unaq berkata:
“Engkau telah mengecewakanku”. Kemudian ‘Unaq menjerit dan datanglah
orang-orang memukul Marthad lalu membiarkannya pergi. Setelah menyelesaikan
tugasnya dan kembali bertemu dengan Rasul saw, Marthad melaporkan urusannya
dan persoalannya dengan ‘Unaq. Marthad berkata kepada rasul saw: Ya
Rasulullah halalkah aku mengawininya”, kemudian turunlah Q.S. al-Bagarah ayat
221 tersebut.®®

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa asbab al-nuzul Q.S. al-Bagarah ayat

221 ini berkaitan dengan peristiwa ‘Abdullah bin Rawahah yang memiliki seorang

% Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 2 (Bandung: CV Jabal Raud, 2010), 35.
% Muhammad ‘Ali al-Sabuni, Rawa’i al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam min al-Qur’an (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1999), 203-204.
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budak berkulit hitam. Pada suatu ketika ia memarahi dan memukulnya. Setelah
peristiwa tersebut ‘Abdullah menyesali perbuatannya kemudian mendatangi Rasul
saw dan berkata: Sungguh aku akan memerdekakan dan mengawininya. Peristiwa
‘Abdullah menikahi budak tersebut mendapat respon dan cacian dari beberapa
sahabat karena telah mengawini seorang budak, kemudian turunlah Q.S. al-
Bagarah ayat 221 tersebut.%

Kedua ayat tersebut, Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 dan Q.S. al-Bagarah
ayat 221 merupakan ayat-ayat Madaniyah yang secara tekstual membawa pesan
khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrikah atau
sebaliknya. Merespon persoalan tersebut, Imam Muhammad al-Razi menyebutkan
bahwa ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit
menjelaskan hal-hal yang halal (mayuhallu) dan hal-hal yang dilarang
(mayuhramu).®” Sementara itu, perkara menikahi orang musyrik® merupakan

salah satu perintah Tuhan dalam kategori “haram” dan “dilarang”.

% Salah satu alasan ‘Abdullah bin Rawahah menikahi budaknya karena budak tersebut
melaksanakan shalat, puasa, senantiasa berwudlu, dan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah dan Muhammad saw utusan Allah. Sementara para sahabat pada saat itu banyak yang lebih
senang menikahi wanita-wanita musyrik. Shaykh Hasan Khalid, al-Zawaj bi Ghayr al-Muslimin,
84-85.

% Imam Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn al-‘Allamah Dhiya’u al-Din Umar, Tafsir al-Fakhr
al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr,
1995), 59.

%Sebagaimana dikutib oleh Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar, Qatadah seorang mufassir dari
kalangan tabi’in berpandangan bahwa yang dimaksud dengan musyrikin dalam Q.S. al-Bagarah
ayat 221 yaitu penyembah berhala pada saat al-Qur’an diturunkan, sehingga ayat tersebut dinilai
tidak tegas melarang perkawinan dengan orang musyrik selain bangsa Arab, seperti Cina
(Konghucu, Budha, dan lainnya). Lihat Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar (Kairo: Matba’ah al-
Qahirah, 1380), 190. Sementara ahl al-kitab dimaknai sebagai orang yang beriman dengan agama
samawi yakni agama yang memiliki kitab suci dan nabi, seperti Yahudi dan Nasrani. Lihat
Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 6653.
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Sebagai respon terhadap problematika perkawinan beda agama,
perkawinan dengan non muslim (musyrik atau ahl kitab) dalam literatur fikih
ditemukan beberapa pandangan.®® Pertama, perkawinan dengan non muslim
musyrik dan atau musyrikah. Mayoritas fukaha berpandangan bahwa perkawinan
tersebut haram dan dilarang hukumnya. Pandangan tersebut didasarkan pada Q.S.
al-Bagarah ayat 221. Secara literal ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan
dengan musyrik dan atau musyrikah yang meliputi Watsaniyah (penyembah
berhala), Majusiyah (penyembah Api), Yahudi, Nasrani, serta musyrik-musyrik
lainnya'® dilarang dan diharamkan. Selain itu, fukaha Hanafiyah dan Syafi’iyyah
serta fukaha lainnya, dalam hal ini menyamakan wanita murtad dengan wanita
musyrikah. Oleh karenanya perkawinan dengan laki-laki dan wanita murtad juga
termasuk dalam kategori perkawinan dengan musyrik dan musyrikah yang
dilarang.'%

Kedua, perkawinan dengan non muslim ahl kitab. Dalam persoalan ini,
mayoritas fukaha berpandangan bahwa perkawinan laki-laki muslim dengan

wanita ahl kitab yang meliputi Yahudi dan Nasrani diperbolehkan.®? Pandangan

% Para ulama berbeda pandangan terkait musyrikin dan ahl al-kitab dan tidak ada kata sepakat
(ijma’) dalam menetapkan kedua istilah tersebut. Sebagian ulama memasukkan ahl al-kitab dalam
kategori musyrikin, dan sebagian yang lain membedakannya. Ulama yang mengkategorikan ahl al-
kitab sebagai musyrikin diantaranya Ibn Umar, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataannya
“saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa Isa adalahTuhannya”.
Lihat Muhammad °‘Ali al-Sabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam (Makkah: Dar al-Quran, 1972), 536.
Sementara beberapa ulama yang membedakan kedua istilah tersebut diantaranya: Mahmud
Syaltut, Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaradawi, dan Rasyid Ridha, mereka dengan jelas
membedakan antara musyrikin dengan ahl al-kitab. Lihat Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, 186-187.
100 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran, Jilid 111
(Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 711.

101 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 6651.

102 | bid., 6656.
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tersebut didasarkan pada Q.S. al-Maidah ayat 5'% yang dinilai menasakh larangan

pada QS. al-Bagarah ayat 221,'%sebagaimana berikut:

#J}r@@’{vﬁ&&“w‘amcww VQ&\ 33\
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“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula)
bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu” (Q.S. al-
Maidah: 5).1%°
Selain itu, berkaitan dengan dibolehkannya perkawinan dengan non
muslim ahl kitab, terdapat beberapa sahabat Nabi saw yang menikahi wanita non
muslim, antara lain: Ustman bin Affan ra menikahi Nailah Binti al-Farafishah al-
Kalbiyah seorang wanita Nasrani yang kemudian menjadi muslimah. Hudzayfah
ra yang menikahi seorang wanita Yahudi.'®® Selan itu, sahabat Jabir ra ketika
ditanya tentang hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan
Nasrani. Maka beliau menjawab: “Kami telah menikahi mereka pada waktu

penaklukan kota Kufah bersama Sa’ad bin Abi Waqqash”.1%

103 al-Qur’an, 5: 5. B

104 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran, Jilid 111,
711.

105 Mushaf al-Azhar al-Qur’an dan Terjemah, Juz 6,107.

106 Dalam sebuah Riwayat dinyatakan bahwa ketika mendengar sahabat Hudzayfah menikahi
wanita Yahudi, Umar mengirim surat dan mempertanyakan perkawinan tersebut. Sahabat
Hudzayfah membalas dan menanyakan apakah perkawinan tersebut dilarang atau haram?. Umar
member jawaban bahwa perkawinan tersebut tidak dilarang, akan tetapi Umar hanya khawatir bila
sewaktu-waktu para sahabat akan membelot dan masuk dalam komunitas non muslim. Lihat Imam
Muhammad al-Razi Fakhr al-Din ibn a-‘Allamah Dhiya’u al-Din Umar, Tafsir al-Fakhr al-Razi
al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, 63.

107 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 6653.
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Ketiga, perkawinan dengan non muslim, pemeluk agama Protestan,
Katolik, Budha dan Hindu serta pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Secara
eksplisit, sumber hukum Islam baik dalam al-Qur’an maupun hadis tidak
ditemukan adanya teks yang menjelaskan dan melarang perkawinan dengan non
muslim Protestan, Katolik, Budha dan Hindu serta pemeluk agama dan
kepercayaan lainnya. Selain itu, dalam literatur fikih juga belum ada ketentuan
dan pandangan khusus yang mengatur berkaitan dengan persoalan kebolehan dan
larangan perkawinan beda agama yang melibatkan pemeluk agama lain tersebut.
Hal ini membuka peluang dan ruang diskursus bagi berbagai kalangan untuk
mengkaji persoalan tersebut dengan berbagai pendekatan.

Secara normatif, jika kita membaca Q.S. al-Bagarah ayat 221 dan Q.S. al-
Mumtahanah ayat 10, secara literal dan tekstual akan didapatkan kesimpulan yang
menyatakan bahwa perkawinan dengan non muslim musyrik, ahl kitab dan non
muslim, pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha dan Hindu serta pemeluk
agama dan kepercayaan lainnya hukumnya haram. Namun demikian, pertanyaan
yang perlu dikemukakan dan penting di kaji untuk merespon hal tersebut adalah
apakah non muslim tersebut (Protestan, Katolik, Budha, Hindu serta pemeluk
agama lainnya) termasuk dalam kategori musyrik?. Jika tidak, lalu siapa yang
dimaksudkan dengan ‘musyrik’ dalam larangan perkawinan beda agama dalam al-
Qur’an?. Oleh karenanya, perlu di identifikasi dan dikaji berkaitan dengan siapa
yang dimaksudkan dengan musyrik yang haram untuk dikawini oleh orang-orang

Islam.
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C. Praktik Perkawinan Beda Agama Minoritas Muslim di Bali
1. Faktor-faktor praktik perkawinan beda agama minoritas muslim
dengan Hindu di Bali

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan
informan yang meliputi; Silmi Nurdiana, Novia Rizgiawati, dan Maksum Amin,
perkawinan beda agama di Bali yang melibatkan berbagai pemeluk agama lain
banyak ditemukan. Perkawinan beda agama tersebut diantaranya relatif banyak
melibatkan muslimah dengan laki-laki Hindu atau sebaliknya. Perkawina beda
agama tersebut banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali yaitu fitrah naluri ketertarikan terhadap lawan
jenis. Fitrah ketertarikan tersebut mampu menembus dimensi agama. Dalam
pengertian lain, fitrah ketertarikan tersebut tidak melihat status agama. Perbedaan
agama tidak mampu menjadi pembatas dan penghalang bagi kedua belah pihak
dalam membangun ikatan perkawinan.!®® Secara keseluruhan, perkawinan yang
diawali oleh perbedaan agama di dasari oleh rasa fitrah ketertarikan dan cinta
terhadap lawan jenis dengan tidak melihat status agama masing-masing.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam perkawinan antara pasangan
Parmiyati seorang muslimah dengan Ali pemeluk Hindu. Dalam salah satu hasil
wawancara di nyatakan:

Saya memilih menikah dengan suami saya Ali atas dasar cinta dan saling
menyukai. Sebelum kami memutuskan untuk melaksanakan perkawinan,

1% Novia Rizgiawati, Wawancara, Buleleng Bali. 5 Agustus 2020.
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kami sudah saling mengetahui ada perbedaan agama. Tetapi dengan
perjalanan waktu, komunikasi dan berbagai pertimbangan, suami saya
akhirnya memilih memeluk Islam dengan menjadi muallaf dan pada
akhirnya kami menikah berdasarkan agama Islam.%°

Perkawinan yang bermuara dari perbedaan agama juga dialami oleh
pasangan Aisyah seorang muslimah dengan Abdullah pemeluk Hindu. Pasangan
ini juga memilih melaksanakan perkawinan sebagai jalan mewujudkan kehidupan
bersama dalam rumah tangga dengan tidak melihat status agama. Dalam hasil
wawancara, Aisyah juga menyatakan:

Saya tinggal dilingkungan yang berdekatan dengan suami (dulu sebelum
menikah). Hampir dalam kehidupan sehari-hari kami bertemu. Seringnya
pertemuan itu yang pada akhirnya menimbulkan rasa cinta dan suka
diantara kami. Saya juga mengetahui suami saya dulu beragama Hindu,
suami juga tahu saya beragama Islam. Dengan berbagai pertimbangan
kami memutuskan untuk melakukan perkawinan dengan cara Islam. Dan
suami saya yang dengan pilihannya menjadi pemeluk Islam.*°

Perkawinan beda agama juga dialami oleh pasangan Desi Rusadi seorang
muslimah dengan Jero pemeluk Hindu. Pasangan ini melaksanakan perkawinan
juga di dasari oleh rasa cinta dan suka diantara kedua belah pihak. hal itu
sebagaimana dinyatakan oleh salah satu pasangan dalam hasil wawancara:

Saya bertemu dengan calon suami di tempat kerja. Kami saling
mengetahui ada perbedaan agama. Tetapi pertemuan itu yang pada
akhirnya menimbulkan rasa saling cinta dan suka diantara kami. Kami
saling mencintai dan berikrar untuk sampai pada jenjang pernikahan,
meskipun sedari awal kami mengetahui akan menemui kendala, baik dari
keluarga maupun urusan legalitas perkawinan. !

Faktor kedua yaitu kondisi minoritas. Kondisi minoritas muslim juga

mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama ini. Hal itu dikarenakan dalam

109 parmiyati, Wawancara, Buleleng Bali. 13 Agustus 2020.
110 Ajsyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.
11 Desi Rusadi, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Agustus 2020.
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realitas kehidupan sehari-hari, dinamika kehidupan umat muslim Bali tidak dapat
dipisahkan dari relasi dengan umat Hindu. Dalam hasil wawancara, salah satu
narasumber yang bernama Sadianah menyatakan:
Saya tinggal dilingkungan dengan mayoritas pememluk Hindu. Saya juga
bekerja ditempat dengan mayoritas orang-orang Hindu. Di lingkungan ini
saya bertemu dengan calon suami saya (Ruslam, dulu beragama Hindu).
Seringnya pertemuan kami ditempat kerja menimbulkan rasa saling suka
dan cinta. hingga pada akhirnya kami memutuskan untuk menikah.!2
Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama
minoritas muslim di Bali yaitu intennya tingkat interaksi dengan umat Hindu
dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai wilayah dengan mayoritas pemeluk
Hindu, muslim di Bali dalam berbagai aktifitas kehidupan sehari-hari lebih inten
interaksinya dengan pemeluk agama Hindu. Realitas ini menjadi salah satu faktor
tumbuhnya fitrah naluri ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Hal itu
sebagaimana dihadapi oleh pasangan Parmiyati seorang muslimah dengan Ali
pemeluk Hindu.
Sebelum menikah, saya bertemu dengan suami saya hampir setiap hari.
Saya bekerja satu tempat dengan suami (dulu sebelum menikah). Intensitas
pertemuan ditempat kerja itulah yang menumbuhkan perasaan dan rasa
saling suka diantara kami. Dengan berjalannya waktu, kami berdua
bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Namun, sebelum
pelaksanaan akad perkawinan, suami saya (Ali) memeluk Islam terlebih
dahulu dan kami melaksanakan perkawinan menurut agama Islam.
Tingkat intensitas dengan pasangan yang berlainan agama dan menjadi

salah satu faktor terjadinya perkawinan yang di dasari oleh perbedaan agama juga

dialami oleh Pasangan Aisyah seorang muslimah dengan Abdullah pemeluk

112 Sadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.
113 parmiyati, Wawancara, Buleleng Bali. 13 Agustus 2020.
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Hindu,''* Pasangan Sadianah seorang muslimah dengan Ruslam seorang Hindu,'%°
dan Pasangan Desi Rusadi seorang muslimah dengan Jero pemeluk Hindu.!®
Dalam relasi sosialnya, minoritas muslim Bali di hadapkan pada interaksi yang
intens dengan umat Hindu. Hal ini menjadi salah satu faktor tumbuhnya fitrah
ketertarikan terhadap lawan jenisnya, dan munculnya rasa cinta dan kasih sayang
sebagimana yang dialami oleh pasangan-pasangan tersebut.

Faktor keempat yang juga mempengaruhi terjadinya perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali yaitu minimnya interaksi dengan lawan jenis
sesama muslim. Sebagai entitas minoritas, dalam berbagai aspek kehidupan
sehari-hari, aktifitas muslimah di Bali lebih inten dihadapkan interaksinya dengan
pemeluk agama Hindu. Implikasi rasionalnya, tingkat fitrah ketertarikan terhadap
lawan jenis sesame muslim sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan jumlah populasi
muslim yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi umat Hindu
dalam relasi kehidupan sehari-hari.!'” Realitas ini sebagaimana dihadapi oleh
pasangan Parmiyati seorang muslimah dengan Ali seorang Hindu. Dalam hasil
wawancara dengan Parmiyati:

Dikarenakan saya bekerja di tempat yang mayoritas beragama Hindu,

kesempatan saya bertemu dan berinteraksi dengan lawan jenis sesama

muslim sangat jarang sekali. sehari-hari saya lebih banyak bertemu dan
bertinteraksi dengan orang-orang Hindu termasuk suami saya dulu

(sebelum menikah beragama Hindu). Kondisi itu dengan tidak disadari
menjadi salah satu yang menyebabkan ada rasa saling menyukai anata

114 Ajsyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.

115 gadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.

116 Desi Rusadi, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Agustus 2020.
117 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
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saya dengan suami saya dulu. Ya pada akhirnya kami berdua bersepakat
untuk melangsungkan perkawinan.

Kondisi demikian juga hamper di alamai oleh pasangan-pasangan
perkawinan yang di dasari oleh perbedaan agama, dan disebabkan seringnya
pertemuan dengan lawan jenis yang beraga Hindu dalam kehidupan sehari-hari
baik ditempat kerja, maupun lingkungan tempat tinggal, serta minimnya interaksi
dengan lawan jenis sesama agama atau sesama muslim. kondisi tersebut juga
sebagaimana dilalami pasangan Aisyah seorang muslimah dengan Abdullah
pemeluk Hindu,'*® dan pasangan Desi Rusadi seorang muslimah dengan Jero
pemeluk Hindu.!?

Faktor kelima yang juga mempengarui terjadinya perkawinan beda agama
minoritas muslim di Bali yaitu kebutuhan perkawinan tersebut bagi kedua belah
pihak. Kebutuhan perkawinan beda agama tersebut dibutuhkan sebagai jalan
untuk mendapatkan legal perkawinan dalam rangka membangun kehidupan
berumah tangga. Kebutuhan perkawinan tersebut juga sebagai jalan untuk
mendapatkan keturunan yang sah, baik menurut legal formal, hukum agama, dan
adat masyarakat di Bali. Kondisi kebutuhan perkawinan beda agama tersebut
sebagaimana dihadapi oleh para pelaku pasangan perkawinan beda agama seperti
pasangan Aisyah dengan Abdullah. Dalam hasil wawancara dengan Aisyah
dinyatakan:

ya tentu, perkawinan bagi saya dan suami merupakan kebutuhan. Bagi
kami perkawinan itu jalan yang sah untuk mendapatkan keturunan, baik

118 gadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.
119 Ajsyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.
120 Desi Rusadi, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Agustus 2020.
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menurut agama saya Islam dan agama suami saya Hindu. Tetapi karena
suami saya memutuskan masuk Islam dulu sehingga kami menikah dengan
cara Islam. Kami bersepakat menikah karena kami juga tahu hubungan
diluar nikah itu dilarang menurut agama baik Islam maupun Hindu,
apalagi mendapatkan keturunan di luar perkawinan. Selain itu, meskipun
dengan jumlah pemeluk Hindu terbesar dan mayoritas, secara umum adat
masyarakat Bali baik yang beraga Hindu dan Islam juga melarang jika ada
hubungan diluar pernikahan baik sesama agama maupun berbeda
agama.!?

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, secara keseluruhan, seluruh pelaku
pasangan yang di dasari oleh perbedaan agama di Bali, khususnya perkawinan
yang melibatkan muslim dengan pememluk Hindu di dasari oleh rasa saling suka.
Kondisi lingkungan juga berpengaruh, hal itu sebagaimana di alami oleh
pasangan-pasangan tersebut seperti intensitas interaksi ditempat kerja, seringnya
pertemuan dilingkungan tempat tinggal, dan juga minimnya bertemu dengan
lawan sesama muslim. Selain itu, perkawinan juga menjadi kebutuhan bagi
pasngan-pasangan tersebut sebagai jalan dalam rangka membangun kehidupan
rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang serta mewujudkan keturunan
secara bersama-sama yang sah menurut agama dan adat di Bali.

2. Mekanisme perkawinan beda agama minoritas muslim dengan Hindu di
Bali; Pencatatan dan prosesnya

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-

undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu, permasalahan perkawinan di

Indonesia juga diatur berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1

121 Ajsyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.



187

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua produk perundang-
undangan tersebut mengatur berbagai permasalahan yang berkaitan dengan
perkawinan termasuk perkawinan beda agama.

Berkaitan dengan keabsahan perkawinan, secara yuridis formal, dalam
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1)
disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”.'?> Secara literal, rumusan pasal
tersebut memberikan penafsiran bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agama dan kepercayaan. Rumusan tersebut senada dengan pasal 4
Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”.!?®> Rumusan pasal ini
memberikan penafsiran bahwa keabsahan perkawinan dalam Islam harus sesuai
dengan ketentuan hukum Islam.

Sementara itu, berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan beda agama,
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak mengatur
secara jelas dan tegas. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
hanya mengatur tentang perkawinan campuran sebagaimana disebutkan dalam
pasal 57: ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang

ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

122 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1.

123 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Rl No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 2000), 15.
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berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia”.'®* Rumusan pasal ini memberikan penjelasan
bahwa negara hanya mengakui perkawinan oleh pasangan yang berbeda
kewarganegaraan sebagai perkawinan campuran. Sementara perkawinan beda
agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan tersebut.
Hal tersebut berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan
ketentuan tentang larangan perkawinan beda agama di Indonesia.

Secara eksplisit, Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan larangan
perkawinan beda agama. Ketentuan larangan tersebut sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 40 bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) Karena wanita yang
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita
yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan c) seorang wanita
yang tidak beragam Islam.??® Pasal 44 menyatakan bahwa “Seorang wanita Islam
dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama
Islam”.1%6 Sementara dalam pasal 61 juga disebutkan bahwa “Tidak sekufu tidak
dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena
perbedaan agama atau ikhtilaf al-din”.'?" Secara umum, rumusan pasal-pasal
tersebut dengan tegas memberikan ketentuan tentang larangan perkawinan beda

agama di Indonesia.

124 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 57.

125 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 28.

1261hid., 29.

127 |bid., 36.
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Dengan demikian, secara yuridis, larangan perkawinan beda agama di
Indonesia hanya diatur olenh Kompilasi Hukum Islam. Rumusan pasal 40, pasal 44
dan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga memberikan penafsiran bahwa
setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus
dilaksanakan dalam satu jalur agama, dan tidak boleh dilangsungkan perkawinan
masing-masing agama. Jika terjadi perkawinan tersebut, maka hal itu merupakan
pelanggaran terhadap konstitusi.

Sebagai yuridis formal, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
perkawinan secara eksplisit tidak mengatur dan memberikan ketentuan dengan
tegas dan jelas berkaitan dengan perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan
penafsiran tentang kebolehan dan tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia.
Secara yuridis, keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat (1)
dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta telah dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal tersebut
juga membrikan peluang dan penafsiran bahwa perkawinan beda agama di
Indonesia juga dapat dicatatkan dan dinilai keabsahannya.

Sebagai pencatat keabsahan perkawinan, di Indonesia terdapat dua
lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) pencatat
perkawinan masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS)
pencatat perkawinan masyarakat yang beragama non Islam. Namun bagaimana

dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan
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campuran dalam pengertian Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perkawinan pasal 57 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran yaitu
perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama ini: Pertama,
salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti
penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara
hukum ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang
Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak
kembali memeluk agamanya masing-masing. Kedua, penetapan pengadilan
negeri, sebagaimana kasus Ani Vonny Gani P (perempuan/Islam) dengan Petrus
Hendrik Nelwan (laki-laki/Kristen yang mendapatkan ijin perkawinan
berdasarkan Putusan MA No 1400 K/Pdt/1986.1%8 Kasus senada juga ditemukan
di Bali. Dalam hasil risetnya, Elizabeth Miani Ndaumanu memaparkan bahwa
ketentuan hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan beda agama di
Bali adalah penetapan ijin perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai
pengganti surat kawin dari lembaga pencatat perkawinan untuk menjadi dasar
pencatatan perkawinan.'?°

Sebagai wilayah dengan mayoritas pemeluk agama Hindu, perkawinan

beda agama yang melibatkan pemeluk agama Islam dengan Hindu relatif banyak

128 Abdul Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta
2011), 88.

129 Elizabeth Miani Ndaumanu, Pelaksanaan Perkawinan Campuran Interelegius Antara Hindu dan
Kristen di Denpasar Bali, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, Nomor 4 (2016), 11.
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ditemukan di Bali.!*® Realitas perkawinan tersebut berimplikasi pada kedua
pemeluk agama tersebut. Sebagian ada yang memeluk Islam dan melaksanakan
akad sesuai ketentuannya. Sebaliknya, ada yang memeluk Hindu dan
melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Hindu.’®! Secara normatif,
perkawinan beda agama yang melibatkan umat Islam dengan Hindu di Bali harus
mengikuti salah satu ketentuan dari kedua agama tersebut. Proses perkawinan
tersebut telah menjadi tradisi dan ketentuan yang diatur oleh masing-masing
daerah adat di Bali.*?

Secara umum, melihat kondisi masyarakat dalam membangun kehidupan
rumah tangga di Bali dari aspek keagamaan, terdapat dua bentuk proses dan
ketentuan perkawinan yang melibatkan muslimah dengan laki-laki Hindu atau
sebaliknya.'®® Pertama, perkawinan dengan proses ketentuan Hindu. Perkawinan
ini sebagaimana dilaksanakan oleh pasangan Desi Rusadi dan Jero. Desi Rusadi
seorang muslimah yang memeluk Hindu dan melaksanakan perkawinan dengan
Jero pemeluk agama Hindu. Desi Rusadi memeluk Hindu untuk dapat
melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Hindu.dalam salah satu hasil
wawancara dengan Desi dinyatakan:

Saya memilih menjadi pemeluk Hindu bukan karena saya dipaksa oleh

calon suami saya (Jero). Sebelum menikah, saya sudah tahu calon suami

saya beragama Hindu. Kami saling menyukai dan menyintai kami
sehingga kami bersepakat menikah. Akan tetapi dikarenakan dalam Hindu

tidak memperbolehkan ada perkawinan yang berbeda agama, saya memilih
memeluk Hindu dan menikah dengan calon suami saya (Jero). Pilihan itu

130 SilmiNurdiana, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Juli 2020.

181 Muhammad Taufiq Maulana, Fikih Muslim Bali, 119.

132 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
133 Novia Rizgiawati, Wawancara, Buleleng Bali. 5 Agustus 2020.
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saya jalani agar kami juga bisa menikah secara sah menurut agama.

Meskipun kami mengetahui akan menemui kendala, baik dari keluarga

maupun urusan legalitas perkawinan.34

Dalam agama Hindu terdapat tradisi ‘Sudhiwadani’ yang berarti
menyucikan ucapan. Upacara Sudhiwadani merupakan ritual pengukuhan atau
pengesahan ucapan dan janji seseorang yang akan memeluk agama Hindu. Tradisi
ini sebagai bentuk ritual bagi seseorang beragama non Hindu yang akan
melaksanakan perkawinan dengan ketentuan dan tradisi Hindu. Hal itu
dikarenakan dalam agama Hindu tidak membenarkan adanya perkawinan beda
agama. Dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, menjalani praktek
Sudhiwadani menjadi sebuah keharusan bagi pasangan yang berbeda agama untuk
penyucian diri dan menjadi pemeluk Hindu.!%

Kedua, perkawinan dengan proses ketentuan Islam. Perkawinan beda
agama yang melibatkan muslimah dengan laki-laki Hindu relatif banyak
ditemukan di Bali, diantaranya; perkawinan pasangan Parmiyati seorang
muslimah dengan Ali seorang Hindu yang kemudian memeluk Islam,'%
perkawinan pasangan Aisyah seorang muslimah dengan Abdullah pemeluk Hindu
yang pada akhirnya memeluk Islam,**” perkawinan antara pasangan Sadianah

seorang muslimah dengan Ruslam seorang Hindu yang juga memeluk Islam.!38

134 Desi Rusadi, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Agustus 2020.

135 1 Nengah Suastika, “Perkawinan Beda Agama di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali; Studi Kasus di Desa Tangguwisia Seririt
Buleleng”, Jurnal llmu Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2 (Oktober 2016), 828-834.

136 parmiyati, Wawancara, Buleleng Bali. 13 Agustus 2020.

137 Aisyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.

138 Sadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.
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Secara keseluruhan, perkawinan pasangan-pasangan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Islam.

Dalam praktiknya, masyarakat Hindu Bali juga memiliki tradisi yang
berkaitan dengan proses bagi seorang yang ingin memeluk Islam. Proses ini
disebut mepamit, yaitu dengan menghadirkan para saksi dari pihak adat (klian
adat, bendesa adat, klian dinas, prajuru adat) dan pihak keluarga. Proses ini juga
disesuaikan dengan adat masing-masing daerah. Setelah menjalani prosesi
tersebut, baru seseorang diberikan izin memeluk agama Islam. Selain itu, dalam
proses akad nikah, seorang Hindu yang sudah muallaf tidak begitu saja dibiarkan
menikah, akan tetapi tetap didampingi dalam pelaksanaan akad nikah hingga
resepsi perkawinan. Demikian juga, dalam kehidupan berkeluarga, tetap diakui
dan diikutsertakan dalam berbagai kegiatan tradisi sebagai bentuk penghormatan
kepada keluarga.®*® Perpindahan agama oleh masing-masing pemeluk agama
tersebut dilakukan sebagai jalan legal formal dalam proses perkawinan, sesuai
dengan ketentuan adat di Bali dan agama masing-masing.'4°
3. Tipologi implikasi perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali

Bali merupakan salah satu wilayah dengan multi agama. Pemeluk Hindu
merupakan kelompok mayoritas, sedangkan muslim sebagai kelompok minoritas.
Melihat kondisi masyarakat dalam membangun kehidupan rumah tangga di Bali
dari aspek keagamaan, terdapat tiga tipologi yang memungkinkan terjadi dalam

perkawinan beda agama yang melibatkan muslim dengan Hindu. Pertama, Hindu

139 Muhammad Taufig Maulana, Fikih Muslim Bali, 120-121.
140 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
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menjadi muslim. Dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama di Bali yang
melibatkan muslimah dengan laki-laki Hindu dan memeluk Islam relatif banyak
ditemukan. Perkawinan tersebut diantaranya: perkawinan antara pasangan
Parmiyati seorang muslimah dengan Ali seorang Hindu yang kemudian memeluk
Islam.!** Perkawinan pasangan Aisyah seorang muslimah dengan Abdullah
pemeluk Hindu yang pada akhirnya memeluk Islam.*? Perkawinan antara
pasangan Sadianah seorang muslimah dengan Ruslam seorang Hindu yang juga
pada akhirnya memeluk Islam.4®

Perkawinan yang melibatkan muslimah dengan laki-laki Hindu ini dalam
perspektif fikih dapat menjadi problematika. Manakala perkawinan tersebut di
lakukan dengan perbedaan agama saat pelaksanaan akad. Namun, dalam
prakteknya, proses akad perkawinan di Bali juga harus dilaksanakan dengan
ketentuan satu agama. Baik menurut ketentuan agama Islam maupun ketentuan
agama Hindu. Secara keseluruhan, proses akad perkawinan yang melibatkan
muslimah dengan laki-laki Hindu tersebut dilaksanakan dengan ketentuan agama
Islam. Implikasinya, calon mempelai ‘laki-laki Hindu’ harus mengikuti proses
mepamit untuk mendapatkan izin sebagai muslim dan izin melaksanakan proses
perkawinan.

Dalam konteks fikih, tipologi perkawinan tersebut tidak menjadi
persoalan, manakala calon suami ‘laki-laki Hindu’ yang mengikutri proses

mepamit sebagai muallaf benar-benar memeluk Islam. Hal itu dikarenakan secara

141 parmiyati, Wawancara, Buleleng Bali. 13 Agustus 2020.
142 Ajsyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.
143 Sadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.



195

normatif, perkawinan tersebut telah dilakukan dengan proses dan ketentuan Islam.
Akan tetapi, perkawinan tersebut juga dapat menjadi persoalan, manakala
dikemudian hari, suami tersebut kembali lagi kepada agamanya Hindu. Namun
demikian, pasangan tersebut tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama-
sama.

Kedua, muslim menjadi Hindu. Perkawinan beda agama di Bali juga
memberikan implikasi perpindahan agama seorang muslimah menjadi pemeluk
Hindu. Tipologi ini sebagaimana ditemukan dalam kasus perkawinan antara
pasangan Desi Rusadi seorang muslimah yang memeluk Hindu dengan Jero
seorang laki-laki Hindu. Desi memilih pindah agama dan menjadi pemeluk Hindu
sebagai jalan untuk mendapatkan legal perkawinan dengan pasangannya Jero dan
melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Hindu.'44

Secara normatif, dalam konteks fikih, seorang muslim maupun muslimah
yang keluar dari Islam, maka ia disebut sebagai murtad. Seseorang yang telah
keluar dari Islam (murtad) maupun non Muslim, dalam Islam tidak dikenai taklif
(pembebanan hukum). Demikian juga dalam perkawinan, Islam menjadi salah
satu syarat wajib dalam keabsahan perkawinan.'*® Oleh karenanya, secara hukum
fikih, perkawinan beda agama yang melibatkan pasangan Desi Rusadi seorang
muslimah yang memeluk Hindu dengan Jero seoang Hindu tidak lagi menjadi
persoalan dalam fikih. Dalam pengertian lain, keabsahan dan tidaknya perkawinan

tersebut tidak lagi dikaitkan dengan hukum fikih.

144 Desi Rusadi, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Agustus 2020.
145 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami waAdillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 6521.
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Ketiga, muslim tetap muslim dan Hindu juga tetap Hindu. Tipologi ini
dalam akad perkawinan dilaksanakan dengan proses dan ketentuan salah satu
agama. Akan tetapi, dalam perjalanannya, salah satu dari pasangan tersebut
kembali lagi memeluk agama asalnya. Baik yang muslim kembali menjadi
muslim, atau yang Hindu kembali menjadi pemeluk Hindu. Namun demikian,
pasangan tersebut tetap melanjutkan dan membina kehidupan rumah tangga
bersama-sama sebagai suami dan isteri dalam ikatan perkawinan. Kasus
perkawinan ini dapat ditemukan sebagimana pasangan Muhad dengan Isu. Dalam
hasil wawancara dinyatakan:

Agama merupakan hak individu masing-masing, tidak ada saling memaksa
apalagi intimidasi. Beragama adalah gerak hati yang menghubungkan
seseorang dengan Tuhannya. Sementara perkawinan merupakan masalah
interaksi sosial. yang terpenting adalah berprinsip dan menjalin
komunikasi secara baik dengan isteri dan keluarga. Perbedaan agama tidak
boleh menjadi penghalang untuk menjalin kehidupan rumah tangga yang
didasari oleh rasa saling suka dan cinta.'4®

Dalam konteks fikih, tipologi ketiga, perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim di Bali dan salah satu pasangan kembali kepada
agamanya pertama menjadi persoalan berkaitan dengan statusnya. Problematika
status perkawinan tersebut berkaitan dengan keberlangsungan dan keabsahan
perkawinan tersebut. Dalam arti lain, apakah fikih member peluang hukum bagi
perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim di Bali dan salah satu

pasangan kembali kepada agamanya pertama dengan tetap melanjutkan hubungan

rumah tangga dengan pasangan berbeda agama tersebut.

146 Muhad, Wawancara, Buleleng Bali. 25 Agustus 2020.



BAB IV
PROBLEMATIKA STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA
MINORITAS MUSLIM DI BALI DALAM PERSPEKTIF MAQASID TAHA

‘ABD AL-RAHMAN

A. Resistensi Perkawinan Beda Agama di Indonesia
1. Pandangan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Persoalan perkawinan beda agama seorang muslim yang melibatkan non
muslim pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan pemeluk agama
dan kepercayaan lainnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 sebagai
landasan normatif yuridis, keabsahan perkawinan dalam Islam diatur dalam KHI
Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.! Rumusan pasal ini memberikan pengertian dan
implikasi bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan
kepercayaan.

Selain itu, berkaitan dengan perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum
Islam (KHI) juga memberikan ketentuan dengan melarang perkawinan beda
agama. Larangan perkawinan tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 40 yang

dinyatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria

! Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam, 2000), 15.
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dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a) karena wanita yang
bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b). seorang wanita
yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan c). seorang wanita
yang tidak beragam Islam.? Dalam pasal 44 juga dinyatakan bahwa “seorang
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak
beragama Islam”.® selain itu, dalam pasal 61 juga dinyatakan bahwa “Tidak
sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak
sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien (perbedaan agama).

Pertimbangan larangan perkawinan beda agama dalam KHI pada dasarnya
didasari oleh beberapa hal. Pertama, perkawinan beda agama dinilai banyak
menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang berbeda antara
kedua mempelai. meskipun dalam realitanya, terdapat beberapa pasangan pelaku
perkawinan beda agama yang dapat hidup rukun serta mampu mempertahankan
ikatan perkawinannya. Kedua, KHI mengambil pendapat Ulama Indonesia dalam
menentukan pasal terkait larangan perkawinan beda agama, termasuk di dalamnya
pandangan MUI.>

Secara normatif, ketentuan pasal larangan perkawinan beda agama dalam
KHI tersebut telah menghilangkan wacana perbedaan pendapat para fukaha
tentang hukum perkawinan beda agama. Dengan demikian, menurut penjelasan

pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah

2 Departemen Agama Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 28.

% 1bid., 29.

4 1bid., 36.

5 Ahmad Rafig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1995), 345.
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hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh
dilangsungkan perkawinan masing-masing agama. Implikasinya, perkawinan yang
akad perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama merupakan
pelanggaran terhadap konstitusi.

Ketentuan larangan perkawinan beda agama yang melibatkan muslim
dengan pemeluk agama lain di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-
pasal KHI tersebut didukung oleh beberapa kalangan. Beberapa kalangan menilai
bahwa pelarangan perkawinan beda agama yang melibatkan muslim dengan non
muslim (pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan pemeluk agama
dan kepercayaan lainnya) didasarkan pada pandangan untuk menjaga keutuhan
kebahagiaan rumah tangga dan ‘agidah’ keagamaan.® Namun demikian, Sebagian
juga berpandangan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan
normatif hukum larangan perkawinana beda agama, dianggap tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal. Pelarangan
perkawinan beda agama dinilai bertentangan dengan prinsip HAM. Kebebasan
beragama seakan menjadi ancaman bagi kelompok pemahaman HAM yang tanpa
batas agama di Indonesia.” Berdasarkan perbedaan pandangan hasil riset tersebut,
hal ini juga memberikan wacana dan peluang bahwa dengan berbagai pendekatan,
seperti HAM, pelarangan perkawinan beda agama dari aspek yuridis juga perlu

ditinjau ulang.

6 Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim: Suatu Kajian
Interdisipliner”, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli, 2012), 479.

7 Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam
Perspektif Hak Asasi Manusia” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam”, Vol. 7. No. 1
(April, 2017), 87-106.
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2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Larangan perkawinan beda agama dengan non muslim juga dinyatakan
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam keputusannya, MUI memfatwakan
bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. Pernyataan tersebut
sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI berikut: 1) ‘perkawinan wanita Muslimah
dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. 2) seorang laki-laki
muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.® Rumusan fatwa tersebut
menunjukkan bahwa dalam pandangan MUI, perkawinan beda agama yang
melibatkan muslim dengan non muslim pemeluk agama Protestan, Katolik,
Budha, Hindu dan pemeluk agama dan kepercayaan lainnya adalah tidak sah
hukumnya.

MUI mendasarkan larangan perkawinan beda agama yang melibatkan
muslim dengan pemeluk agam lain pada beberapa ayat dalam al-Qur’an seperti
Q.S. al-Nisa' ayat 3, Q.S. al-Rum ayat 30, Q.S. al-Tahrim ayat 6, Q.S al-Bagarah:
221, dan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan
pernikahan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, kehalalan wanita-wanita
beriman dan ahli kitab, larangan menikah dengan wanita musyrikah maupun laki-
laki musyrik. Secara tekstual, ayat-ayat tersebut dijadikan dasar hukum atau dalil
penetapan fatwa MUI tentang pengharaman perkawinan beda agama yang

melibatkan muslim dengan pemeluk agama lain.°

8 MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Departeme Agama, 2003), 169.

° Ibnudin, “Pandangan Perkawinan Beda Agama Antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan
Jaringan Islam Liberal (JIL)”, Jurnal Risaalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 1, No. 1
(Desember, 2015), 95-109.
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Dengan mendasarkan pada ayat-ayat tersebut, MUl memfatwakan bahwa
nikah beda agama adalah haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki
muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam Q.S. al-Maidah ayat 5
dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab, namun MUI juga
menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak sah. Hal ini didasarkan pada
Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim tentang kriteria calon istri yakni lebih
menitikberatkan pada aspek keagamaan.!® selain itu, MUI juga mendasarkan
larangan perkawinan beda agama dengan dasar hukum kaidah fighiyyah dar'ul
mafasid mugaddamun ala jalbil mashalih dan kaidah ushuliyah sadz dzari‘ah.!!

Selain berdasarkan al-Qur’an, Hadis dan kaidah fikih dan usul, MUI juga
mendasarkan pada beberapa pandangan berkaitan dengan pemaknaan musyrik
yang menjadi sebab larangan perkawinan beda agama. Dalam pandangan MUI
bahwa non muslim saat ini yang meliputi pemeluk agama Protestan, Katolik,
Budha, Hindu dan pemeluk agama dan kepercayaan lainnya tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai ahl al-kitab. Para non muslim kini telah berbeda dengan ahl
al-kitab sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S. al-Maidah ayat 5-7.12

Selain itu, MUI juga berpandangan bahwa perkawinan merupakan masalah
ibadah yang sangat berkaitan dengan konsepsi keluarga sebagai tempat

pendidikan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan keturunan. Oleh

10 Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Penerbit Sulaiman
Mar’i, tt), 243.

11 Sadz Adzari'ah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak
kerusakan, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat:
Muhammad Hasbi As-Syiddigi, Pengantar Hukum Islam, 1997, 220

2 Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), 99-
104.
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karena, persoalan perkawinan tidak hanya persoalan hukum tetapi juga
menyangkut persoalan keyakinan, termasuk bagaimana seharusnya keluarga
dibina. MUI juga berpandangan bahwa perkawinan beda agama yang melibatkan
muslim dengan pemeluk agama lain dapat mengancam eksistensi umat Islam
sebagai agama mayoritas di Indonesia.® Perkawinan beda agama dinilai lebih
banyak menimbulkan madharat (bahaya) daripada manfaatnya dan karena itu,
pengharaman dan pelarangan tersebut juga dinilai sangat relevan.

Jika dilihat dari metode istinbat yang digunakan, dalam menyelesaikan
persoalan perkawinan beda agama, yang secara tekstual telah dinyatakan
larangannya dalam al-Qur’an, MUI pada dasarnya menggunakan metode
maslahah al-mursalah sebaga metode dalam menetapkan fatwa larangan
perkawinan beda agama bagi muslim dengan pemeluk agama lain, dengan
berpijak pada kemaslahatan umat Islam. Dalam pandangan berbagai kalangan,
fatwa MUI tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat di
Indonesia. Meskipun demikian, pandangan MUI tersebut pada dasarnya dapat
dinilai lebih bersifat politis.

Pandangan dan larangan MUI terhadap persoalan perkawinan beda agama
yang melibatkan muslim dengan pemeluk agama lain tersebut pada dasarnya
didukung oleh berbagai kalangan. Dengan pendekatan istislahi!* misalnya,

Ahmad Rajafi menilai bahwa pengharaman perkawinan beda agama oleh MUI

13 Majelis Ulama Indonesia, Tuntunan Perkawinan bagi Umat Islam (Jakarta: Majelis Ulama
Indonesia, 1992), 8.

14 Pendekatan istislahi yaitu pola penalaran yang menggunakan ayat-ayat al-Qur’an atau Hadis
yang mengandung “konsep umum” sebagai dalil atau sandaran. Lihat Al-Sarakhsi, Usul al-
Sarakhsi (al-Qahirah: Dar al-Kitab al-Arabi, 1371), 11.
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dinilai lebih maslahat. Rasiologis yang dibangun oleh MUI tersebut dinilai sangat
mempertimbangkan kemaslahatan dari sekedar pendekatan normatif teologis.'®
Namun demikin, pandangan larangan perkawian beda agama yang melibatkan
muslim dengan pemeluk agama lain Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan
pemeluk agama dan kepercayaan lainnya dengan mendasarkan pada aspek
musyrik juga perlu dikaji ulang dengan berbagai pendekatan.
3. Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat Islam di
Indonesia yang secara tegas menyatakan fatwa tentang larangan perkawinan beda
agama. Fatwa larangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Majelis
Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang menetapkan beberapa keputusan,
antara lain tentang tuntunan keluarga sakinah dan nikah antar agama. Dalam
keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya adalah haram. Oleh
karenanya, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahl al-kitab
atau wanita musyrik dan perkawinan wanita musliman dengan pria Ahl al-kitab
atau pria musyrik dan kafir adalah haram.®

Dalam persoalan tersebut, Muhammadiyah berpedoman pada pendapat
mayoritas ulama fikih yang melarang praktik perkawinan muslim dengan musyrik
dan Ahl al-kitab. Muhammadiyah sependapat dengan pandangan para ulama yang
mengharamkan seorang muslim menikahi wanita musyrikah, demikian juga

muslimah haram dinikahkan dengan laki-laki musyrik dan Ahl al-kitab. Sementara

15 Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair al-Muslim: Suatu Kajian
Interdisipliner”, Al- ‘Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli, 2012), 484.
16 Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXI1, (Malang Jawa Timur, 1989), 301-308.
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dalam persoalan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-kitab, Muhammadiyah
cenderung  sependapat dengan pandangan  mayoritas ulama  yang
membolehkannya, dengan argumentasi kekhususan Q.S. al-Maidah ayat 5.1
Dalam hal ini, Muhammadiyah juga berpandangan bahwa kebolehan laki-laki
menikahi wanita Ahl al-kitab juga bergantung kepada beberapa alasan. Dalam
pandangan Muhammadiyah, salah satu hikmah diperbolehkannya laki-laki muslim
menikahi wanita Ahl al-kitab adalah dalam rangka untuk berdakwah, dengan
harapan mereka mengikuti agama suami dan memeluk Islam. Namun, jika kondisi
dikhawatirkan sebaliknya, suami akan terpengaruh dan mengikuti agama isteri,
maka hukum kebolehan tersebut dapat berubah menjadi haram.*8

Secara khusus, Muhammadiyah menggunakan sadd al-dhari’ah (tindakan
preventif) sebagai metode dalam penetapan hukum dalam persoalan perkawinan
muslim dengan wanita Ahl al-kitab.!® Khususnya terkait haramnya perkawinan
tersebut. Larangan perkawinan tersebut di dasarkan pada pandangan bahwa laki-
laki muslim yang melaksanakan perkawinan dengan perempuan Ahl al-kitab
dikhawatirkan akan cenderung mengikuti agama isterinya. Selain itu, pada
umumnya, agama yang dianut oleh anak keturunan dari hasil perkawinan beda
agama cenderung mengikuti agama ibunya. Kekhawatiran tersebut dinilai lebih
kuat dan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya madlarat (bahaya) yang lebih

besar yaitu murtad. Oleh karenanya, atas dasar pandangan tersebut,

17 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing House,
1995), 143-145.

18 |bid., 146.

19 Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah nomor 8 tentang Hukum Nikah Beda Agama, 2011.
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Muhammadiyah dengan metode sadd al-dhari’ah, secara umum berpandangan
bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram.
4. Pandangan Nahdlatul Ulama

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, organisasi
masyarakat Islam yang juga merespon persoalan perkawinan beda agama yaitu
Nahdlatul Ulama (NU). Secara umum, NU juga berpandangan yang sama dengan
dua organisasi MUl dan Muhammadiyah tentang larangan dan keharaman
perkawinan beda agama. Namun, secara khusus, NU memiliki metode istinbat
yang berbeda dengan dua organisasi tersebut, termasuk dalam istinbat persoalan
perkawinan beda agama.

Secara umum, sebagaimana MUI dan Muhammadiyah, NU juga
menyatakan tengtang larangan dan keharaman terhadap perkawinan beda agama.
Larangan tersebut sebagimana dinyatakan dalam Konferensi Besar Nahdlatul
Ulama yang pertama di Jakarta tahun 1960. Dalam fatwa itu, NU menyatakan
bahwa perkawinan antara seorang muslim dengan perempuan kafir hukumnya
haram dan tidak sah. melarang praktik perkawinan beda agama.?’ Fatwa larangan
perkawinan beda agama juga dinyatakan lagi oleh NU dalam Keputusan
Muktamar yang keempat di Semarang pada tahun 1968. Secara khusus dalam
Keputusan Muktamar ini NU menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh

Muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya tidak sah. Wali haram

20 Nahdlatul Ulama, Ahkam al-Fugaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU,
2011), 314.
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melakukan perkawinan tersebut, disebabkan melakukan akad yang batal.?! Fatwa
larangan perkawinan beda gama juga dinyatakan NU dalam Keputusan Muktamar
ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Secara khusus, fatwa ini menyatakan
bahwa perkawinan dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak
sah.?

Jika diperhatikan, secara umum dasar rujukan NU dalam menetapkan
fatwa larangan perkawinan beda agama termasuk perkawinan dengan non muslim
di Indonesia merujuk kepada kitab-kitab karya ulama klasik. Karya-karya tersebut
seperti kitab Tuhfah al-Tullab bi Sharh al-Tahrir dan Hasiyah al-Shargawi.
penetapan fatwa NU juga didasarkan pada kitab-kitab lain seperti Fath al-Mu 'in,
I'anah al-Talibin, al-Shargawi ‘Ala al-Tahrir dan kitab al-Muhaddhab. Selain
kitab-kitab tersebut, NU juga mendasarkan pada kitab-kitab karya ulama laiannya.

Secara umum, fatwa larangan NU terhadap persoalan perkawinan beda
agama termasuk perkawinan dengan non muslim di Indonesia yang didasarkan
pada kitab-kitab tersebut bermuara pada pemaknaan Ahl al-kitab. Dalam hal ini,
NU merujuk pemaknaan Ahl al-kitab menurut pandangan Imam Syafi’i. Dalam
pandangan Imam Syafi’i, Ahl al-kitab dapat diklasifikasi kedalam dua jenis, yaitu
Ahl al-kitab Israiliyah dan Ahl al-kitab Ghair Israiliyah. Kelompok Ahl al-kitab
Israiliyan merujuk kepada anak keturunan Ya’kub ibn Ishaq ibn Ibrahim.

Sementara Ahl al-kitab Ghair Israiliyah merujuk kepada para pemeluk agama

2L Aziz Masyhuri, al-Fuyudat al-Rabbaniyah (Surabaya: Klalista, tt.), 98-99.
22 Nahdlatul Ulama, Ahkam al-Fugaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 , 434.
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Yahudi dan Nasrani dari bangsa Arab dan ‘Ajam’ (selain arab).?® Berdasarkan hal
tersebut, NU berpandangan penganut agama Yahudi dan Nasrani serta pemeluk
agama lain yang ada sekarang, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya
tidak termasuk kelompok Ahl al-kitab. Implikasinya, perkawinan yang dilakukan
oleh dua pihak yang berlainan agama hukumnya haram dan tidak sah, dikarenakan
melaksanakan akad nikah yang batil. Namun demikian, pandangan NU tersebut
juga mendapat respon dari berbagai kalangan. Abdullah Ahmed al-Na’im
misalnya, dalam konteks ini menyatakan bahwa penafsiran ulama-ulama klasik
terkait larangan perkawinan beda agama termasuk dengan non muslim di
Indonesia dapat dibenarkan berdasarkan konteks sejarah dan zamannya pada saat
itu. Secara khusus, Abdullah Ahmed al-Na’im berpandangan bahwa penafsiran
ulama-ulama Klasik terhadap larangan perkawinan beda agama dapat dibenarkan
oleh konteks sejarahnya yang belum mengenal Hak Asasi Manusia (HAM).2*
Namun demikian, dengan berbagai pendekatan keilmuan baru seperti Hak Asasi
Manusia (HAM) dan konteks kekinian, fatwa dan penafsiran larangan tersebut
masih menyisakan ruang bagi perubahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada dasarnya persoalan perkawinan
beda agama dengan non muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan
konteks tertentu. Hal itu sebagaimana larangan perkawinan beda agama dalam al-

Qur’an terkait erat dengan konteks dakwah Islam pada saat itu. Berdasarkan

23 Al-Imam Abi ‘Abd Allah ibn Idris al-Shafi’I, Kitab al-Umm, tahgiq ‘Ali Muhammad dan ‘Adil
Ahmad (Beirut: Dar lhya, 2001), 30-31.

24 Abdullah Ahmed al-Na’im, “Syari’ah dan Isu-isu HAM” dalam Charles Kurzman (ed.), Wacana
Islam Liberal (Jakarta: Paramadina, 2001), 379-388.
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literatur sejarah, bahwa jumlah umat Islam pada saat itu tidak sebesar saat ini,
sehingga perkawinan antar agama merupakan perkara yang dilarang.? Sementara
itu, ketentuan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh MUI, Muhammadiyah,
dan NU juga dapat dikatakan bersifat ijtihadi (penalaran), yang merupakan produk
hasil dari interaksi antara dimensi nas dengan penalaran akal.?® Hal itu juga
dikarenakan para ulama berbeda pandangan dalam masalah musyrik dan ahl al-

kitab.

B. Term kafir musyrik dan ahl kitab: Tinjaun status pemeluk Hindu dalam
perkawinan Islam

Diskursus tentang kafir (Arab: kufr) dalam studi hukum Islam tetap
menarik dan aktual, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama,
perkawinan muslim dengan non muslim di Indonesia. Istilah kafir memiliki
beberapa makna. Secara etimologi kata kafir (kufr) berarti menutupi dan
pengingkaran.?” Istilan kafir disebutkan sebanyak 525 kali dalam al-Qur’an,
seluruhnya merujuk kepada arti “menutupi’, yaitu menutup-nutupi nikmat dan
kebenaran, baik kebenaran dalam arti Tuhan (sebagai sumber kebenaran) maupun
kebenaran dalam arti ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui rasul-rasul-

Nya.®

% Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis, 163-164.

% Yang dimaksudkan dengan dimensi nas yaitu al-Qur’an dan Hadis, sedangkan penalaran akal
yaitu pola istinbat meliputi; qgiyas, istihsan, masalih al-mursalah, ‘urf, sad dzari’ah dan lainnya.

27 |bn Manzur, Lisan al- ‘4rabi (Kairo: Dar al-Ma’arif, 2002), 3897.

2 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 31.
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Penyebutan istilah Kkafir (kufr) dalam al-Qur’an dapat merujuk kepada
beberapa jenis kekafiran. Hal itu sebagaimana Ibn Manzur yang mengaitkan kata
kufr dengan beberapa kata lain untuk memaknai istilah kufr,?® seperti; kufr al-
inkar,® kufr al-juhud,®* kufr al-nifag,® dan beberapa istilah kufr lainnya seperti
kafir (kufr) nikmat, kafir (kufr) syirik, kafir murtad, dan kafir ahl al-kitab.®
Berdasarkan terminologi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah kafir (kufr)
mencakup makna yang luas, di dalamnya meliputi istilah-istilah lain yang lebih
khusus dengan arti dan makna yang berbeda antara yang satu dari lainnya.

Dengan demikian, istilah Kkafir (kufr) dalam al-Qur’an tidak hanya
menunjukkan pengertian pengingkaran terhadap Tuhan dan Rasul-rasul-Nya.
Dengan kata lain, perilaku kufr tidak hanya merujuk kepada orang-orang ateis,
musyrik, ahl al-kitab dan non muslim lainnya, seperti Protestan, Katolik, Hindu,
Budha, dan pemeluk kepercayaan lainnya. Perilaku kufr juga dapat merujuk
kepada orang muslim dalam pengertian tertentu. Dengan demikian, penyebutan
kata kafir musyrik dalam al-Qur’an, dapat dipahami bahwa maknanya mesti
berbeda dengan makna istilah kafir ahl al-kitab. Begitu juga dengan penyebutan
kafir saja, maka maknanya perlu dipahami bahwa kata tersebut mesti merujuk

kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada.

2 1bn Manzur, Lisan al- ‘Arabi, 3899.

30 Kafir (kufr) ingkar, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-
rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa.

31 Kafir (kufr) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam
keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah kebenaran.

32 Kafir (kufr) munafiq, yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul dan ajaran-ajarannya dengan
lisan tetapi ingkar dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.

33 Harifuddin Cawidu, Konsep Kufr dalam al-Qur’an, 103.
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Terminologi musyrik pada dasarnya juga menjadi salah satu isu yang
menarik dan aktual dalam studi hukum Islam. Terlebih dalam kaitannya dengan
persoalan perkawinan beda agama. Pemaknaan istilah musyrik yang digeneralisir
meliputi seluruh non muslim termasuk ahl al-kitab, dan pemeluk agama lain
protestan, Katolik, Hindu, Budha dan pemeluk kepercayaan lainnya perlu dikaji
ulang. Hal itu dikarenakan dalam Q.S. al-Bayyinah ayat 1 dinyatakan bahwa ahl
al-kitab dan musyrik adalah dua golongan yang berbeda.3*

Istilah musyrik secara etimologi dapat berarti persekutuan atau bagian.
sementara menurut terminologis terdapat beragam pemaknaan dari para ulama. M.
Quraish Shihab dalam hal ini memaknai muysrik sebagai orang yang mengingkari
ke-Esaan Tuhan baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan-Nya. Hal tersebut
berimplikasi pada pengingkaran terhadap Kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta
sekaligus pengendali alam semesta, namun orang musyrik tersebut tidak
mengingkari Allah sebagai Tuhan.®*® Sementara itu, Hasan Khalid memaknai
musyrik sebagai orang yang menjadikan makhluk sebagai sekutu atau bandingan
Allah dalam hal rububiyyah dan uluhiyyah.*®* Namun demikian, para ulama juga
tidak menemukan kata sepakat berkaitan dengan ahl kitab, apakah termasuk

musyrik atau tidak.

3 055000 2easls 3a 0EEiL (8 ,lal s QUEST BT Ba 15538 52300 &5 21 “Orang-orang kafir
yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan
(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”. Secara eksplisit, ayat tersebut
membedakan antara ahl kitab dan musyrik. Perbedaan tersebut sebagaimana penyebutan dalam
ayat tersebut dengan menggunakan huruf waw (dan). Huruf tersebut dari segi Bahasa digunakan
untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan,
Kesan dan Keserasian al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 31.

35 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, 664-665.

% Hasan Khalid, al-Zawaj bi Ghayr al-Muslimin (Makkah: Da’wah al-Haqg, 1421 H), 62.
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Merespon persoalan kafir musyrik dan ahl kitab, Abu al-A’la al-Maududi
memaparkan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu dan
lainnya arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, ahl kitab, dan ahl al-
Iman.®” Abu al-A’la al-Maududi juga berpandangan bahwa tidak semua non
muslim dikategorikan sebagai musyrik. Pandangan tersebut didasarkan pada
beberapa ayat dalam al-Qur’an yang secara jelas dan eksplisit menyatakan bahwa
kepercayaan ahl kitab di dasarkan pada perbuatan syirik seperti yang terdapat
dalam Q.S. al-Maidahayat 17, ayat 30 dan ayat 73, serta Q.S. al-Taubah ayat 30,
namun, al-Qur’an tidak pernah menyebut mereka dengan sebutan kata ‘musyrik’
sebagai panggilan dan istilah bagi merka, tetapi tetap dipanggil dengan sebutan
ahl kitab.®®

Hal yang dapat dipahami dengan baik, berdasarkan penjelasan ayat-ayat
dalam al-Qur’an tersebut dan pandangan Abu al-A’la al-Maududi bahwa setiap
perbuatan syirik tidak menjadikan secara langsung pelakunya dikategorikan
sebagai musyrik. Hal itu didasarkan pada pandangan bahwaYahudi dan Nasrni
yang telah melakukan perbuatan syirik, namun al-Qur’an tidak menyebut dan

memanggilnya sebagai musyrik, akan tetapi disebut sebagai ahl kitab. Merespon

37 Abu al-A’la al-Maududi berpandangan bahwa yang dimaksudkan dengan musyrik ialah bukan
hanya orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari
kitab-kitab samawi, baik yang telah terdapat penyimpangan ataupun yang masih asli; disamping
tidak seorang nabi pun yang mereka percayai. Adapun ahl kitab yaitu orang-orang yang
mempercayai salah seorang nabi dari nabi-nabi dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, baik
yang sudah terjadi penyimpangan dalam bidang agidah maupun muamalah. Sedangkan ahl al-
Iman adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad saw, baik lahir dalam
Islam maupun di luar Islam yang memeluk Islam, berasal dari kaum musyrik, ahl kitab, maupun
agama lainnya. Abu al-A’la al-Maududi, al-Islam fi Mawajahah al-Tahaddiyah al-Mua sirah
(Kuwait:Dar al-Qalam, 1983), 113.

38 Abu al-A’la al-Maududi, al-1slam fi Mawajahah al-Tahaddiyah al-Mua ’sirah, 112.



212

hal tersebut, beberapa kalangan berpandangan logis bahwa setiap muslim juga
dapat melakukan perbuatan syirik, namun tidak disebut sebagai kaum musyrik.
Hal itu berkaitan dengan konsekuensi logis, bahwa jika salah seorang suami isteri
dari perkawinan sesama muslim disebut sebagai musyrik, maka perkawinan
tersebut batal dengan sendirinya dan wajib bercerai.®® Sementara itu, Muhammad
Abduh secara spesifik dan jelas berpandangan, sebagaimana dinukilkan oleh
Rasyid Ridha, bahwa yang dimaksudkan dengan perempuan musyrikah yang
haram dinikahi seorang muslim dalam Q.S. al-Bagarah ayat 221 tersebut adalah
perempuan-perempuan musyrikah Arab.*°

Berpijak pada penjelasan dan pandangan Abu al-A’la al-Maududi,
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tersebut, pandangan yang mengkategorikan
non muslim meliputi pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu serta
pemeluk agama lainnya sebagai musyrik ditolak dengan beberapa alasan.
Pertama, dalam sejumlah ayat, al-Qur’an membedakan antara orang-orang
musyrik dengan ahl kitab Yahudi dan Nasrani. Selain itu, bahwa yang
dimaksudkan dengan perempuan musyrikah dalam Q.S. al-Bagarah ayat 221 yang
haram dinikahi tidak meliputi musyrik ahl kitab Yahudi dan Nasrani, tetapi orang-
orang musyrik Arab yang tidak memiliki Kitab Suci.**

Kedua, yang dimaksudkan dengan musyrik adalah mereka yang suka

memerangi orang-orang muslim. Pandangan ini sebagaimana dinyatakan oleh al-

% Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis (Jakarta:
Paramadina, 2003), 158.

40 Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, 193.

4 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-Quran (BeirUt:
Dar al-Fikr, 2001), 467.
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Razi yang menolak term ‘musyrik’ ditunjukkan kepada kalangan Paganis Arab.*2
Al-Razi berpandangan bahwa term ‘musyrik’ seharusnya ditunjukan kepada
orang-orang yang suka memerangi umat muslim. Oleh karenanya, kaum musyrik
bukanlah ahl al-dzimmah (orang non-Muslim yang hidup dalam negara Islam
yang berkewajiban membayar pajak perorangan untuk mendapatkan perlindungan
dan keamanan).*

Ketiga, dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yang
disebut sebagai al-akhar (kelompok lain), yaitu musyrik, Yahudi dan Nasrani.
Musyrik merujuk kepada mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dan posisi
penting dalam masyarakat. Kelompok ini berpusat di Makkah, dan memiliki
patung besar “Hibal” menyerupai manusia yang menghadap Ka’bah dan
dikelilingi oleh patung-patung kecil. Adapun Yahudi merujuk kepada orang-orang
yang lari dari Syam, karena kediktatoran Romawi dan Persia. Kelompok ini
berpusat di Madinah. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan Nasrani yaitu
penganut agama Nasrani Syam yang lari ke Arab sebagai jalan keluar atas
kezaliman Romawi, dan menempati puncak gunung dan bukit-bukit melalui para
pedagang Afrika. Nasrani merupakan kekuatan yang sangat besar di Arab yang

menyebabkan sejumlah kabilah Arab memeluknya.** Melihat komposisi

42 Dalam sejarah pra Islam, bangsa Arab memeluk beberapa agama diantaranya monotheisme yaitu
pemeluk agama hanif yang di bawa oleh Nabi Ibrahim, Shabiah yaitu penyembah binatang,
Masehi, Majusi, Nasrani, dan Paganisme yaitu penyembah berhala atau patung. AH. Zakki Fu’ad,
Sejarah Peradaban Islam; Paradigma teks, Reflektif, dan Filosofis (Surabaya: CV. Indo Pramaha,
2012), 7-8.

43 Imam Muhammad al-RaziFakhr al-Din ibn a-‘Allamah Dhiya’u al-Din Umar, Tafsir al-Fakhr
al-Razi al-Musytahar bi al-Tafsir al-Kabir waMafatih al-Ghaib, 64.

“Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis, 161.
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masyarakat Arab tersebut menunjukkan bahwa terdapat distingsi yang jelas antara
kaum musyrik, Yahudi dan Nasrani. Musyrik dalam konteks ini cenderung
dimaknai sebagai kekuatan politik yang memiliki ambisi kekuasaan dan kekayaan.
Sementara Yahudi dan Nasrani merujuk kepada kelompok yang sedikit banyak
memiliki persinggungan teologis dengan Islam.*®

Berkaitan dengan pandangan titik temu agama-agama, konsep Islam
terkait term ahl kitab dapat dipahami sebagai petunjuk tentang kesinambungan
tradisi agama-agama lbrahim. Namun, secara inklusif, sebutan ahl kitab dengan
sendirinya tertuju kepada golongan bukan muslim, meskipun mereka juga
menganut kitab suci al-Qur’an. Golongan ahl kitab tidak tergolong kaum muslim,
dikarenakan tidak mengakui, bahkan menentang kenabian dan kerasulan Nabi
Muhammad saw serta ajaran yang disampaikan. Oleh karenanya, dalam
terminologi al-Qur’an mereka ahl kitab disebut ‘kafir’, yaitu “yang menentang”
atau “yang menolak™ ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.*®

Merespon persoalan tersebut, mereka yang menolak Nabi Muhammad saw
dan ajarannya, Abdul Hamid Hakim -seorang ulama Padang Sumatera Barat-
dalam karyanya al-Mu’in al-Mubin menyatakan bahwa kelompok yang menolak
Kenabian Muhammad saw dan ajarannya dapat diklasifikasi menjadi tiga
kelompok: 1) mereka yang sama sekali tidak memiliki kitab suci, 2) mereka yang
memiliki sejenis kitab suci, dan 3) mereka yang memiliki kitab suci dengan jelas.

Kaum yang tergolong kelompok ketiga ini ialah kaum Yahudi dan Nasrani. Kedua

4 Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis, 162.
46 |bid., 42-45.
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kaum inilah yang dalam al-Qur’an dengan tegas dan langsung disebut kaum ahl
kitab.4’

Secara inklusif, term ahl kitab merujuk kepada orang-orang yang
menganut agama samawi, secara khusus ditunjukkan kepada kaum Yahudi dan
Nasrani. Konsepsi ahl kitab pada dasarnya tidak terdapat kesepakatan diantara
para ulama. Hal itu sebagimana sebagian ulama memaknainya dengan terbatas
pada kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama yang lain, memaknainya dengan
konteks yang lebih luas meliputi agama-agama lain yang memiliki keterkaitan
akidah yang sama seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sementara itu, berkaitan
dengan konsepsi ahl kitab di luar kaum Yahudi dan Nasrani, para ulama berbeda
pendapat.

Imam Shafi’i dalam hal ini membatasi terminologi ahl kitab hanya
meliputi orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang lIsrael saja.
Terminologi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa nabi Musa dan Isa diutus
hanya kepada bangsa Israel bukan bangsa yang lainnya.*® Pandangan ini
membatasi terminologi ahl kitab, implikasinya pemeluk agama lain di Indonesia
seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan pemeluk kepercayaan lainnya tidak
termasuk kategori ahl kitab.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi berpandangan bahwa terminologi ahl

kitab meliputi orang yang beriman kepada agama samawi asli seperti Yahudi,

4 Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis, 45.
4 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an (Bandung: al_mizan, 2007), 483.
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Nasrani, dan pemeluk agama samawi lainnya.*® Pandangan tersebut senada
dengan Mahmud Shaltut yang tidak membatasi terminologi ahl kitab pada Yahudi
dan Nasrani saja. Tetapi meliputi seluruh pemeluk agama samawi dan memiliki
kitab suci.>® Senada dengan Yusuf al-Qaradawi dan Mahmud Shaltut, Rashid
Ridha juga berpandangan bahwa pemeluk agama-agama lain yang memiliki kitab
suci seperti agama Budha dan Hindu dapat dikategorikan sebagai ahl kitab.>!
Pandangan ini memberikan implikasinya bahwa pemeluk agama lain di Indonesia
seperti Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan pemeluk kepercayaan lainnya dapat
dikategori kedalam ahl kitab.

Merujuk pada pandangan para fugaha dan penjelasan berkaitan dengan
terminologi musyrik dan ahl kitab tersebut diatas, bila perkawinan laki-laki
muslim dengan wanita non muslimah ahl kitab (Yahudi dan Nasrani)
diperbolehkan, lalu bagaimana dengan sebaliknya, yakni perkawinan wanita
muslimah dengan laki-laki non muslim (ahl kitab), dan juga perkawinan dengan
non muslim seperti pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan
pemeluk agama dan kepercayaan lainnya?. Memang dalam problematika ini
terdapat persoalan serius, dan membutuhkan jawaban sebagai respon atas realitas
perkawinan beda agama yang ada, termasuk kasus perkawinan beda agama,

seperti yang terjadi di Bali.

4 Yusuf al-Qaradawi, Huda al-Islam Fatawa Mu’asirah, alih Bahasa As’ad yasin, Fatwa-fatwa
Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 1996), 587.

%0 Mahmud Shaltut, al-Fatawa Dirasat li Mushkilati al-Muslim al-Mu’asir fi Hayatihi al-
Yaumiyyah al-‘Ammah (Kairo: dar al-Syurug, 1991), 277.

51 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, 8.
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Problematika perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas muslim
di Bali dengan non muslim, pemeluk agama Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan
pemeluk agama dan kepercayaan lainnya merupakan persoalan serius. Hal itu
dikarenakan secara eksplisit tidak ada teks suci, baik al-Qur’an dan hadis, maupun
kitab fikih yang menyatakan tentang diperbolehkannya perkawinan tersebut. Akan
tetapi, hal ini juga menarik untuk dicermati, karena tidak adanya larangan yang
jelas. Dalam kitab Jami’ al-Bayan ‘an Ta’'wil Ayi al-Quran karya Imam al-
Thabari dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi dasar larangan perkawinan bagi
wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah hadis Nabi saw

sebagaimana berikut:

o Mo f Eal e ol e B Blan] Uyl U6, andl 8 L8 s
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“Kami menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak
boleh menikahi wanita-wanita kami (muslimah).>?

Hadis tersebut dikomentari oleh Shudgi Jamil al-*Athar sebagai hadis yang
tidak sahih. Hadis tersebut dinilai sebagai hadis mawquf yaitu hadis yang terputus
sanadnya hingga Jabir. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Shafi’i
dalam kitabnya al-Um. Selain itu, dasar larangan perkawinan tersebut juga di
dasarkan pada ungkapan Khalifah Umar ra yang menyatakan bahwa “seorang

muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh

52 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil Ayi al-Quran, 716.
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menikahi wanita muslimah”.®® Ungkapan Umar tersebut pada dasarnya
merupakan kekhawatiran apabila wanita-wanita muslimah dinikahi laki-laki non
muslim, maka mereka akan berpindah agama. Dan umat Islam pada saat itu
membutuhkan kuantitas dan jumlah penganut yang setia.>*

Melihat kedudukannya, larangan perkawinan beda agama muncul sebagai
hukum yang lahir atas proses ijtihadi. Maka dari itu, sangat dimungkinkan bila
muncul dan dicetuskan pandangan-pandangan baru, bahwa muslimah boleh
menikah dengan laki-laki non muslim ahl al-kitab dan muslimah juga
diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama lainnya. Dengan pandangan baru,
bahwa perkawinan beda agama secara lebih luas diperbolehkan, meliputi apapun

agama dan aliran kepercayaannya.

C. Status Darurah Perkawinan Beda Agama Minoritas Muslim dengan
Hindu di Bali
Dalam banyak kasus, perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim dengan pemeluk agama lain banyak ditemukan di Bali. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara dengan narasumber informan, sebagai wilayah dengan
mayoritas pemeluk agama Hindu, perkawinan beda agama minoritas muslim di
Bali realtif banyak melibatkan pemeluk agama Hindu.>® Realitas perkawinan ini

berimplikasi pada kedua pemeluk agama tersebut. Sebagian ada yang memeluk

58 Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil Ayi al-Quran, 716.
% Mun’im A Sirry, ed., Figih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inlusif-Pluralis, 163-164.
% Silmi Nurdiana, Wawancara, Buleleng Bali. 23 Juli 2020.



219

Islam dan melaksanakan akad sesuai ketentuannya. Sebaliknya, sebagian ada yang
memeluk Hindu dan melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Hindu.>®

Secara normatif, kondisi minoritas muslim di Bali mempengaruhi
terjadinya perkawinan beda agama dengan melibatkan pemeluk agama Hindu. Hal
itu dikarenakan dalam realitas kehidupan sehari-hari, dinamika kehidupan umat
muslim Bali tidak dapat dipisahkan dari relasi dengan umat Hindu. Dalam relasi
sosialnya, minoritas muslim Bali di hadapkan pada interaksi yang intens dengan
umat Hindu.>” Hal ini menjadi salah satu faktor tumbuhnya fitrah ketertarikan
terhadap lawan jenis, munculnya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka.
Situasi dan kondisi tersebut sebagimana dihadapi oleh pasangan pelaku
perkawinan beda agama di Bali, seperti pasangan Parmiyati dengan Ali,®
pasangan Sadianah dengan Ruslam,>® dan beberapa pasangan lainnya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di
Bali yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk agama Hindu yaitu
minimnya interaksi dengan lawan jenis sesame muslim. Kondisi tersebut
sebagaimana dihadapi oleh pasangan Aisyah dengan Abdullah. Dalam interaksi
kehidupan sehari-hari, Aisyah seorang muslimah lebih intens berinteraksi dengan
para pemeluk Hindu dibandingkan dengan sesama muslim. Kondisi tersebut

menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan perkawinan beda agama.®® Kondisi

% Muhammad Taufig Maulana, Fikih Muslim Bali, 119.

57 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
58 Parmiyati, Wawancara, Buleleng Bali. 13 Agustus 2020.

% Sadianah, Wawancara, Buleleng Bali. 19 Agustus 2020.

80 Aisyah, Wawancara, Buleleng Bali. 15 Agustus 2020.
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tersebut berkaitan dengan jumlah populasi muslim yang lebih sedikit dibandingan
dengan jumlah populasi umat Hindu.5!

Secara keseluruhan, perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali
yang melibatkan pemeluk Hindu, baik yang dilakukan dengan ketentuan Islam
maupun Hindu menjadi pilihan alternatif dan kebutuhan bagi masing-masing
pihak. Perkawinan tersebut secara normatif didasari oleh rasa cinta dan sayang
olen kedua belah pihak. Oleh karenanya, kebutuhan perkawinan beda agama
tersebut merupakan salah satu jalan bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan
dan mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang dari masing-masing pihak. Hal itu
sebagaimana dihadapi oleh pasangan Aisyah dengan Abdullah dan pasangan-
pasangan lainnya.

Selain itu, menurut agama maupun adat, perkawinan beda agama yang
melibatkan umat Islam dengan Hindu di Bali harus mengikuti salah satu ketentuan
dari kedua agama dan adat masyarakat Bali. Proses perkawinan tersebut telah
menjadi tradisi dan ketentuan yang diatur oleh masing-masing daerah adat di Bali.
Proses perkawinan dengan mengikuti salah satu ketentuan dari agama dan adat
Bali ini harus dilaksanakan oleh setiap pihak yang akan melangsungkan akad
perkawinan di Bali. Proses tersebut harus dilakukan oleh kedua pihak untuk
mendapatkan legal perkawinan dan keturunan yang sah menurut legal formal,

agama dan adat masyarakat Bali. Hal itu dikarenakan, dalam adat dan tradisi

61 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
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masyarakat Bali tidak menerima adanya perkawinan beda Agama.®? Dengan
demikian, perkawinan beda agama ini menjadi kebutuhan bagi kedua belah pihak
untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara bersama-sama dan mendapatkan
legal formal menurut hukum agama dan adat masyarakat Bali.

Dilihat dari aspek darurah, berdasarkan data hasil observasi, wawancara
dengan para narasum berinforman dan subjek penelitian serta dokumentasi, secara
normatif, status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang
melibatkan pemeluk Hindu dapat dikategorikan sebagai darurah. Berpijak pada
konsepsi darurah Wahbah al-Zuhayli, status darurah perkawinan beda agama
tersebut meliputi: pertama, istihsanal-darurah yaitu kondisi darurat dan
kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan. Kondisi tersebut terwujud dalam
entitas minoritas muslim, tingkat interaksi yang intens dengan umat Hindu dalam
berbagai aspek kehidupan, dan minimnya interaksi dengan sesama muslim yang
secara keseluruhan merupakan situasi dan kondisi yang tidak dapat dihindari dan
menjadi faktor-faktor pendukung terjadinya perkawinan beda agama tersebut.
Kedua, al-maslahah al-mursalah lidarurah yaitu kondisi yang menciptakan
kemaslahatan terkait ‘al-kulliyat al-khamsah’meliputi; agama (din), jiwa (nafs),
akal (‘agl), harta (mal), keturunan (nasl). Kondisi ini terwujud dalam kebutuhan
kedua pihak mendapatkan legal perkawinan, mendapatkan keturunan yang legal
menurut agama, adat, dan legal formal, serta mendapatkan rasa cinta dan kasih

sayang dari masing-masing pihak.

62 Maksum Amin, Wawancara, Buleleng Bali. 9 Agustus 2020.
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Tabel 4.1
Status darurah perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali berdasarkan
konsepsi Wahbah al-Zuhayl

No | Kategori al- Keterangan Situasi dan Kondisi
darurah
1 Ol Kondisi darurat dan v Kuantitas muslim yang minoritas
35 pall kebutuhan untuk v’ Tingkat interaksi yang intens
menghilangkan dengan umat Hindu dalam
kesulitan berbagai aspek kehidupan

v/ Minimnya interaksi dengan
sesama muslim

2 daladl Kondisi yang v Mendapatkan legal perkawinan
Al jall menciptakan v" Mendapatkan keturunan yang
53 pal kemaslahatan terkait legal
‘al-kulliyat al- v’ Rasa cinta dan kasih sayang

khamsa’ yakni; agama
(din), jiwa (nafs), akal
(‘aql), harta (mal),
keturunan (nasl)

Sementara itu, dilihat dari aspek hukumnya, darurah memiliki beberapa
implikasi hukum. Pertama, implikasi diperbolehkannya bertentangan dengan
kaidah umum fikih. Implikasi ini bersifat sementara dan harus berakhir dengan
hilangnya kondisi darurah tersebut. Kedua, implikasi rukhsah (keringanan).
Implikasi rukhsah ini dapat bersifat mubah, artinya hal tersebut merupakan
pilihan, melaksanakan atau meninggalkannya. Selain itu, rukhsah ini juga dapat
bersifat wajib, artinya seseorang diharuskan melaksanakan sesuatu yang dianggap
bertentangan dengan kaidah umum fikih, untuk menjaga kemaslahatan dunia dan

akhirat.
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, perkawinan
beda agama yang melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk Hindu di Bali
berimplikasi pada kedua pihak berkaitan dengan aspek keagamaan. Dalam
realitanya, perkawinan tersebut berimplikasi pada perpindahan agama bagi kedua
pihak. Tipologi implikasi tersebut meliputi; pemeluk Hindu menjadi muslim,
pemeluk Islam menjadi Hindu, dan salah satu pihak kembali kepada agamanya
pertama.

Berdasarkan hal tersebut, tipologi perkawinan beda agama yang pertama,
perkawinan seorang muslim dengan pemeluk Hindu di Bali yang menjadi muallaf
(memeluk Islam) tidak menjadi persoalan berkaitan dengan status hukumnya. Hal
itu dikarenakan dalam prosesnya, kedua mempelai telah memenuhi salah satu
syarat dan rukun perkawinan yang harus sama-sama muslim. Dengan demikian,
secara normatif, keabsahan dan keberlangsungan perkawinan beda agama
minoritas muslim di Bali yang melibatkan pasangan Parmiyati seorang muslimah
dengan Ali seorang Hindu yang kemudian memeluk Islam, pasangan Aisyah
seorang muslimah dengan Abdullah pemeluk Hindu yang pada akhirnya memeluk
Islam, dan pasangan Sadianah seorang muslimah dengan Ruslam seorang Hindu
yang juga pada akhirnya memeluk Islam tersebut tidak menjadi persoalan karena
dilakukan dengan proses dan ketentuan Islam.

Tipologi perkawinan beda agama yang kedua, perkawinan seorang muslim
yang memeluk Hindu juga tidak menjadi persoalan berkaitan dengan statusnya.

Hal itu dikarenakan dalam literatur fikih, seseorang yang telah keluar dari Islam
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dan menjadi pemeluk agama lain tidak dikenai taklif (pembebanan hukum).%®
Dengan demikian, perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang
melibatkan pasangan Desi Rusadi seorang muslimah yang memeluk Hindu
dengan Jero seoang Hindu tidak lagi menjadi persoalan dalam fikih. Perkawinan
tersebut tidak menjadi wilayah kajian fikih berkaitan dengan status keabsahan dan
keberlangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti lain, keabsahan perkawinan
tersebut tidak lagi dikaitan dengan hukum fikih.

Sementara itu, tipologi perkawinan yang ketiga, perkawinan beda agama
yang melibatkan minoritas muslim di Bali dengan pemeluk Hindu dan salah satu
pasangan kembali kepada agamanya pertama, namun tetap melanjutkan kehidupan
rumah tangga bersama-sama dalam ikatan perkawinan dapat menjadi persoalan
berkaitan dengan status hukumnya. Berdasarkan kondisinya, perkawinan tersebut
secara normatif dapat dikategorikan sebagai darurah yang meliputi, istihsan al-
darura, dan al-maslahah al-mursalah lidarurah. Adapun dilihat dari aspek
hukumnya, berdasarkan implikasi hukum darurah, perkawinan tersebut dapat
dinilai sebagai rukhsah yang bersifat mubah, dalam artian pasangan perkawinan
beda agama tersebut memiliki pilihan untuk melaksanakan keberlangsungan
perkawinan tersebut. Namun demikian, jika dilihat dari implikasi aspek
berakhirnya darurah yang bersifat sementara, maka permberlakuan hukum mubah

(halal) perkawinan tersebut menjadi persoalan dan problematika dalam hukum

8 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 6521.
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Islam. Hal ini membutuhkan solusi alternatif hukum yang relevan dan sesuai

dengan spirit hukum Islam.

D. Perspektif Maqgasid Taha ¢‘Abdal-Rahman Terhadap Problematika
Status Perkawinan Beda Agama Minoritas Muslim dengan Hindu di Bali
Secara normatif, dalam literatur fikih Kklasik terdapat pandangan yang
melarang dan mengharamkan perkawinan beda agama. Perkawinan yang
melibatkan seorang muslim dengan non muslim (musyrik dan musyrikah)
diharamkan.®* Pandangan tersebut cenderung didasarkan pada makna literal
larangan dalam Q.S. al-Bagarah ayat 221.%° Sementara itu, perkawinan beda
agama yang melibatkan non muslim ahl kitab (Yahudi dan Nasrani) dan pemeluk
agama lainnya seperti, Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu masih menjadi
persoalan. Hal itu berkaitan dengan tidak adanya nas baik dalam al-Qur’an dan
Hadis yang secara eksplisit menjelaskan serta beragamnya pandangan yang
melarang dan memperbolehkan.

Dalam realitasnya, perkawinan beda agama yang melibatkan minoritas
muslim di Bali dengan pemeluk Hindu relatif banyak ditemukan. Perkawinan
tersebut melibatkan minoritas muslim Bali di berbagai wilayah. Berdasarkan
berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti; fitrah naluri ketertarian terhadap

lawan jenis, kondisi minoritas, intensitas interaksi dengan umat Hindu, minimnya

64 Beberapa pemeluk agama yang dikategorikan sebagai musyrik diantaranya Watsaniyah
(penyembah berhala), Majusiyah (penyembah Api). Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir al-Thabari,
Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Quran, 711.

8 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 6651.
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interaksi dengan sesama muslim, kebutuhan perkawinan untuk mendapatkan
hubungan dan keturunan yang legal, status perkawinan beda agama minoritas
muslim di Bali tersebut dapat memenuhi status darurah.

Status darurah perkawinan beda agama minorias muslim di Bali tersebut
meliputi istihsan al-darurah, dan al-maslahah al-mursalah lidarurah. Dilihat dari
aspek hukumnya, pemberlakuan hukum rukhsah mubah (halal) perkawinan beda
agama minoritas muslim di Bali berdasarkan status darurah meninggalkan
persoalan. Hal itu berkaitan dengan implikasi berakhirnya hukum darurah yang
bersifat sementara.®® Oleh karenanya, pemberlakuan hukum tersebut
membutuhkan solusi yang relevan berdasarkan spirit hukum Islam.

Sementara itu, dilihat dari perspektif magasid keniscayaan model
tradisional, larangan dan pengharaman perkawinan beda agama yang melibatkan
muslim dengan non muslim (musyrik dan musyrikah) dinilai dengan maslahah al-
daruriyyah sebagai wujud hifz al-din.®” Dimana hifz al-din tersebut dalam
pandangan tradisional ditempatkan sebagai induk dari magasid lainnya.
Pemberlakuan nilai maslahah al-daruriyyah terhadap hukum pelarangan
perkawinan beda agama ini juga masih menyisakan persoalan. Hal itu
dikarenakan, pemberlakuan nilai hifz al-din tersebut mengabaikan berbagai nilai-

nilai magasid lainnya, seperti hifzal- ‘ag/ dan hifz al-nasl bagi kedua belah pihak.

% Wahbah al-Zuhayli, Nazariyyah al-Darurah al-Shar’iyyah Mugaranah Ma’a al-Qanun al-Wad i
(Beirut: al-Muassasah al-Risalah, 1985), 279.
67 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,6651.
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Pemberlakuan hukum perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali
berdasarkan status darurah masih menyisakan problem dan menjadi persoalan.
Demikian juga pemberlakuan hukum berdasarkan magasid keniscayaan model
tradisional. Larangan perkawinan beda agama tersebut dinilai mengandung
magasid al-daruriyyah sebagai bentuk realisasi hifz al-din. Namun demikian,
melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya, perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim di Bali dengan pemeluk Hindu misalnya, juga dapat
diketahui mengandung magasid al-hajiyyah, seperti kebutuhan mendapatkan
keturunan yang legal, mendapatkan hubungan yang legal atas dasar fitrah naluri
manusia.

Konsepsi magasid al-shari’as tradisional dengan Klasifikasi nilai tiga
‘tingkatan keniscayaan’ (level of necessity) yang meliputi keniscayaan
(daruriyyat), kebutuhan (hajiyyat), dan kelengkapan (tahsiniyyat) dinilai hanya
bernuansa protection (‘penjagaan’) dan preservation (‘pelestarian’).®® Klasifikasi
nilai magasid model ini juga dinilai tidak mampu merespon dan menjadi solusi
atas problematika status perkawinan beda agama bagi minoritas muslim di Bali
yang melibatkan pemeluk Hindu. Hal itu berkaitan dengan struktur hierarki ketiga
nilai-nilai magasid tersebut yang bersifat diferensial.®® Implikasinya, klasifikasi

nilai magasid keniscayaan tersebut tidak mampu merespon problematika status

8Sebagaimana pandangan beberapa teoritikus kontemporer, Jaser Auda mengkritisi klasifikasi
maqasid keniscayaan model tradisional dengan berbagai alasan dan kekurangan, seperti tidak
memasukkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan lebih dideduksi dari kajian ‘literatur fikih’,
ketimbang sumber-sumbers yariat (al-Qur’an dan Hadis). Jaser Auda, Magasid al-Shari’ak as
Philosophy of IsImaic Law, 36.

6 Taha ‘Abd al-Rahman, Su’al al-Manhaj fi Ufugi al-Ta ’sisi Liunmudhaji Fikri Jadidi, 82.
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perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang mengandung magasid al-
daruriyyah, dan di sisi lain meliputi magasid al-hajiyyah dan juga magasid al-
tahsiniyyah. Dengan demikian, problematika hukum ini membutuhkan solusi dan
alternatif yang relevan sesuai dengan spirit hukum Islam.

Sebagai respon atas problematika status perkawinan beda agama minoritas
muslim di Bali tersebut, konsepsi magasid Taha ‘Abd al-Rahman dengan
klasifikasi nilai “al-giyam al-akhlagiyyah” dapat menjadi solusi dan alternative
dalam penyelesaian persoalan tersebut. Berdasarkan konsepsi nilai magasid
tersebut, perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan
pemeluk Hindu dengan tipologi salah satu kembali kepada agamanya pertama dan
tetap melanjutkan kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan dinilai
mengandung nilai-nilai magasid yang meliputi; pertama, al-giyam al-hayawiyyah
atau al-masalih al-hayawiyyah. Konsepsi nilai tersebut menilai bahwa
keberlangsungan perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali tersebut
mengandung nilai naf"un (manfaat). Nilai naf’un (manfaat) tersebut terwujud
dalam terealisasinya tujuan perkawinan yang bersifat materialisme. Diantara
manfaat materialisme dari perkawinan beda agama tersebut yaitu terealisasinya
tujuan perkawinan dalam aspek kenikmatan seksual yang sah bagi kedua belah
pihak.”® Keberlangsungan hubungan perkawinan tersebut memberikan manfaat

bagi kedua pasangan. Selain itu, dimensi al-masalih al-hayawiyyah ini juga

0 Salah satu tujuan dari perkawinan yang bersifat materialisme yaitu mendapatkan kenikmatan
seksual yang sah. Lihat Lajnah Asatidah al-Figh Kulliyah al-Shari’ah wa al-Qanun, Buhus fi Figh
al-Usrah ‘ala Madhhab al-lmam al-Shafi i (Kairo: Jami’ah al-Azhar, 2004), 12.
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meliputi seluruh naf"un (manfaat) seperti dalam hifz al-nafs, hifz al- ‘aql, hifz al-
nasl, dan hifz al-mal implikasi dari perkawinan beda agama yang dilakukan oleh
minoritas muslim di Bali dengan pasangannya.

Kedua, al-giyam al- ‘aqliyyah atau al-masalih al- ‘agliyyah. Konsepsi nilai
ini memberikan penilaian pada perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali
yang melibatkan pemeluk Hindu dengan tipologi salah satu kembali kepada
agamanya pertama dan tetap melanjutkan kehidupan bersama dalam ikatan
perkawinan dengan nilai hasan (kebaikan). Nilai kebaikan tersebut terwujud
dalam terelasisasinya tujuan perkawinan yang bersifat rasionalisme. Nilai
kebaikan rasionalisme dari keberlangsungan perkawinan beda agama tersebut
diantaranya terealisasinya aspek farah (kesenangan) bagi kedua belah pihak
mendapatkan hubungan yang legal dalam ikatan perkawinan, terealisasinya rasa
cinta dan kasih sayang diantara kedua belah pihak dalam ikatan perkawinan yang
sah. Nilai hasan kebaikan dalam dimensi ini juga meliputi seluruh nilai hasan
(kebaikan) yang terealisasi dalam hifz al-nafs, hifz al-nasl, dan hifz al-mal
implikasi dari perkawinan beda agama tersebut.

Ketiga, al-giyam al-ruhiyyah atau al-masalih al-ruhiyyah. Konsepsi nilai
ini menilai perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan
pemeluk Hindu dengan tipologi salah satu kembali kepada agamanya pertama dan
tetap melanjutkan kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan dengan nilai salah
(kemuliaan). Nilai kemuliaan tersebut terwujud dalam terealisasinya tujuan

perkawinan yang bersifat spiritualisme. Nilai kemuliaan spiritualisme perkawinan
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beda agama minoritas muslim di Bali diantaranya terealisasinya sa’adah
kebahagiaan bagi kedua belah pihak mendapatan keturunanyang sah. Selain itu,
dimensi al-masalih al-ruhiyyah ini juga meliputi seluruh nilai salah (kemuliaan)
yang terealisasi seperti dalam hifz al-nafs, hifz al- ‘ag/, dan hifz al-mal implikasi
dari perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali tersebut.

Berdasarkan pemaparan penilaian tersebut, dapat dinyatakan bahwa
perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan pemeluk
Hindu dengan tipologi salah satu kembali kepada agamanya pertama dan tetap
melanjutkan kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan meliputi multi nilai.
Multi nilai tersebut terwujud dalam tiga dimensi nilai yang bersifat materialisme,
rasionalisme, dan spiritualisme dari maslahat perkawinan tersebut. Dengan
demikian, tidak seharusnya pemberlakuan hokum perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim di Bali dinilai dengan mono nilai atau digantungkan
dengan satu kemaslahatan sebagaimana penetapan hokum berdasarkan klasifikasi
magasid keniscayaan model tradisional.

Selain itu, konsepsi Kklasifikasi al-giyam al-akhlagiyyah juga tidak
menempatkan status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali dengan
tingkatan yang bersifa thierarki. Hal itu dikarenakan klasifikasi al-giyam al-
akhlagiyyah memiliki implikasi tidak adanya skala prioritas dalam dimensi nilai-
nilai magasid. Oleh karennaya, problematika hokum status darurah perkawinan
beda agama minoritas muslim di Bali dapat direspon melalui konsepsi nilai al-

giyam al-akhlagiyyah yang meliputi aspek materialisme, rasionalisme, dan
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spiritualisme dari maslahat perkawinan tersebut. Dengan demikian, pemberlakuan
hukum perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan
pemeluk Hindu dengan tipologi salah satu kembali kepada agamanya pertama dan
tetap melanjutkan kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan dengan
konsiderasi magasid Taha ‘Abd al-Rahman dinilai sangat relevan. Pemberlakuan
hukum tersebut sejalan dengan konteks perubahan ruang, waktu, budaya, dan ilmu

pengetahuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan
beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali melibatkan
pemeluk agama Hindu. Proses akad perkawinan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan agama salah satu pihak, baik berdasarkan ketentuan hukum
Islam maupun ketentuan agama Hindu. Praktik perkawinan ini
berimplikasi pada perpindahan agama meliputi: Hindu menjadi muslim,
muslim menjadi Hindu, dan salah satu pihak kembali kepada agamanya
pertama.

2. Status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali baik yang
dilaksanakan dengan ketentuan Islam maupun Hindu pada saat akad dan
kemudian salah satu pihak kembali kepada agamanya pertama dengan
tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama dalam ikatan
perkawinan tidak dapat memenuhi status darurah. Hal itu berimplikasi
pada eksistensi kebolehan yang bersifat kontinuitas menjalankan
keharaman.

3. Problematika status perkawinan beda agama minoritas muslim di Bali

yang melibatkan pemeluk agama Hindu, baik yang dilaksanakan dengan
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ketentuan Islam maupun Hindu pada saat akad dan salah satu pihak
kembali kepada agamanya pertama dan tetap melanjutkan kehidupan
rumah tangga bersama-sama dalam ikatan perkawinan dalam perspektif
magasid Taha ‘Abd Al-Rahman direspon melalui multi nilai magasid
meliputi al-magsalih al-hayawiyyah berupa nilai-nilai manfaat yang bersifat
materialisme, al-magsalih al-‘agliyyah berupa nilai-nilai kebaikan yang
bersifat rasionalisme, dan al-masalih al-ruhiyyah berupa nilai-nilai
kemuliaan yang bersifat spiritualisme dan moralisme dari praktik

perkawinan tersebut.

B. Implikasi Teoretik

Berdasarkan kajian teori dan temuan hasil penelitian, penelitian ini
menghasilkan beberapa implikasi teoretik sebagaimana berikut:

Pertama, Penelitian ini mendukung pandangan beberapa ulama terkait
kasus isteri yang memeluk Islam, sedangkan suaminya memeluk agama lain,
dengan tetap menyandang hak dan kewajiban rumah tangga secara total.

Kedua, Penelitian ini mendukung konsepsi magasid Taha ‘Abd Al-
Rahman dengan model dan klasifikasi nilai-nilai magasid baru “al-giyam al-
akhlagiyyah” yang meliputi al-masalih al-hayawiyyah, al-masalih al- ‘agliyyah,
dan al-masalih al-ruhiyyah. Konsepsi magasid Taha ‘Abd Al-Rahman tersebut

mampu merespon dan menjadi solusi hukum atas problematika status perkawinan
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beda agama minoritas muslim di Bali yang melibatkan pemeluk Hindu dengan
tipologi salah satu pihak kembali kepada agamanya pertama.

Ketiga, Penelitian ini juga mendukung gagasan para pemikir muslim
kontemporer terhadap reformasi filsafat hukum Islam klasik (usul al-figh) sebagai
metodologi dalam pemberlakuan hukum Islam yang dinilai cenderung literalisme
dengan konsepsi sistem hukum Islam berbasis magasid al-shari’ak, sebuah
metodologi yang meliputi aspek materialisme, rasionalisme, dan spiritualisme.
Konsiderasi magasid dalam berbagai problematika kontemporer menjadi sebuah
keniscayaan, dan dinilai lebih efektif, berdaya guna, serta lebih membawa

maslahat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

C. Keterbatasan Studi

Dalam prosesnya, penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan,

diataranya:

1. Keterbatasan pada fokus penelitian yang hanya meliputi wilayah
tertentu di Bali. Dalam realitasnya, perkawinan beda agama yang
melibatkan minoritas muslim dengan pemeluk Hindu di Bali relatif
ditemukan hampir diseluruh wilayah di Bali.

2. Keterbatasan pada informan dan subjek penelitian. Dalam prosesnya,
informan dalam penelitian ini secara keseluruhan berasal dari entitas
muslim. Adanya kesulitan dan keterbatasan mendapatkan informan

selain entitas muslim. Selain itu, keterbatasan subjek penelitian yang
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hanya difokuskan pada perkawinan beda agama yang melibatkan
muslim dengan pemeluk Hindu. Penelitian ini juga mengabaikan
persoalan perkawinan beda agama yang melibatkan muslim dengan
pemeluk agama lain, selain Hindu yang juga relatif banyak ditemukan
di Bali.

3. Keterbatasan hasil riset, dan produk hukum yang secara khusus
mengkaji persoalan status darurah perkawinan beda agama yang
melibatkan muslim dengan pemeluk agama-agama lain; Protestan,
Katolik, Budha, dan Hindu, serta agama lainnya dalam kaitannnya
dengan aspek minoritas, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan

pembanding dalam kajian ini.

D. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai rekomendasi bagi para

peneliti selanjutnya, diantaranya:

1. Penelitian tentang problematika status perkawinan beda agama
minoritas muslim tidak hanya berhenti pada penelitian ini saja yang
secara khusus difokuskan pada entitas minoritas muslim di Bali, tetapi
juga melibatkan perkawinan beda agama diberbagai wilayah di
Indonesia.

2. Dengan realitas yang relatif banyak ditemukan perkawinan beda

agama diberbagai wilayah di Indonesia yang melibatkan pemeluk
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agama lainnya seperti Katolik, Protestan, Budha, dan Hindu,
diharapkan banyak penelitian lanjutan dengan kajian yang sama, dan
tidak terbatas pada problematika status perkawinan beda agama yang
hanya melibatkan muslim dengan Hindu saja.

Menjadikan magasid al-shari’ah sebagai pendekatan dan metodologi
dalam studi hukum Islam. Rekonsiderasi maqgasid al-shari’a/ dalam
berbagai problematika kontemporer untuk merealisasikan hukum

Islam yang berdimensi materialisme, rasionalisme, dan spiritualisme.
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